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Buku ini merupakan sebuah pengantar dalam memahami konsep dan
prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan pandangan
yang unik dan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi
dan sosial yang dihadapi umat manusia. Pada era globalisasi dan perubahan
yang cepat, pemahaman tentang ekonomi Islam menjadi semakin relevan
dan penting. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi antara agama
dan ekonomi, ekonomi Islam menekankan pada aspek keadilan,
keseimbangan, dan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih luas.

Studi ekonomi Islam memainkan peran penting dalam memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi. Dalam buku
ini, kami akan menjelajahi berbagai aspek ekonomi Islam, mulai dari teori
dasar, konsep ekonomi Islam, sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga
keuangan syariah, hingga aplikasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-
hari. Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi panduan yang berguna
bagi pembaca dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang
ekonomi Islam.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang saling terkait dan secara
berurutan memperkenalkan konsep dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Is-
lam. Bab pertama memberikan gambaran umum tentang ekonomi Islam
meliputi prinsip dasar, tujuan, dan karakteristiknya. Bab selanjutnya
membahas tentang sistem ekonomi Islam meliputi pilar-pilar utama seperti
kepemilikan, distribusi, dan pertukaran dalam konteks Islam. Kemudian,
buku ini menjelajahi lembaga-lembaga keuangan Islam, termasuk bank
syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah.

Pengantar
Penulis
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Selanjutnya, buku ini membahas beberapa aspek ekonomi Islam yang
lebih khusus, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Buku ini juga
membahas tantangan dan potensi ekonomi Islam di Indonesia yang
diharapkan dapat membantu pembaca memahami konsep-konsep tersebut
secara praktis.

Akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, segala komentar, kritik, maupun tanggapan mengenai buku
ini akan diterima dengan senang hati. Upaya perbaikan akan selalu kami
lakukan dalam rangka pembelajaran yang tidak akan selesai sepanjang hanyat.

Mudah-mudahan kehadiran buku ini bermanfaat bagi para pecinta
ekonomi islam. Segala kesalahan dan kekurangan di dalamnya datangnya
dari penulis, sedangkan segala kebenaran tidak datang kecuali karena hidayah
Allah Swt. semata. Semoga Allah Swt. meridai setiap kerja dan ibadah kita,
serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan
akhirat. Amin.

Nganjuk, 22 Juni 2023
Arif Zunaidi
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Ekonomi Islam merefleksikan kompleksitas syariat Islam dalam mengelola
dan mengatur kehidupan setiap penganutnya yang tidak hanya dalam
koridor teologi, tetapi juga dalam dimensi kehidupan duniawi. Ekonomi
memiliki definisi sebagai ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan
konsumsi materi; serta menujukkan cara pemanfaatan segala sesuatu, baik
materi maupun non-materi. Dengan kata lain, ekonomi tidak akan pernah
bisa terpisahkan dari kehidupan manusia sepanjang hidupnya.

Syariat Islam memiliki tata aturan yang komlpleks dan holistis tentang
manusia mulai dari awal kehidupan hingga akhir kehidupannya. Dengan
demikian, sudah pasti syariat Islam mengatur ekonomi yang ada di bawah
payung muamalah. Aturan ekonomi secara islami inilah yang dikupas tuntas
dalam buku Pengantar Ekonomi Islam ini. Buku ini memuat materi dasar
tentang ekonomi berdasarkan syariat Islam beserta kosep dasar, sejarah,
dan perkembangannya. Setelah itu, pembahasan semakin meluas dan
menjangkau pada implementasi ekonomi Islam yang meliputi landasan
hukum serta identitas keislaman dalam konteks ekonomi yang membedakan
ekonomi Islam dari ekonomi konvensional.

Penulis yang telah berkecimpung dalam dunia ekonomi, khusunya
ekonomi syariah, sudah barang tentu ingin menuangkan seluruh
pengetahuannya tentang ekonomi Islam ke dalam buku ini. Oleh karena
itu, tidak dapat dipungkiri buku ini memuat materi yang lebih dari cukup
untuk mengenal dan memahami konsep dan prinsip-prinsip ekonomi Is-
lam. Bisa dibilang bahwa buku ini lebih dari sekadar pengantar yang akan

Pengantar
Penerbit
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membuat pembaca sekalian hanyut menyelami kekayaan materi di dalamnya.
Buku ini akan memperkaya pengetahuan pembaca sekalian yang masih awam
tentang ekonomi Islam, namun akan menjadi salah satu referensi yang
mumpuni bagi kalangan pelajar, pengajar, maupun murid yang memiliki
konsentrasi pada ekonomi, khususnya ekonomi syariah.

Akhirnya, semoga buku ini dapat mendatangakan kemanfaatan bagi
pembaca sekalian.

Selamat membaca!
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01
Konsep Dasar
Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan cabang ekonomi yang didasarkan pada prinsip-
prinsip syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi
Muhammad saw. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan etika dan
moral yang kuat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Al-Qur’an sebagai
sumber utama ajaran agama Islam memberikan panduan yang jelas terkait
aspek ekonomi. Sebagai contoh, Al-Qur’an melarang praktik riba (bunga)
dan mengajarkan pentingnya keadilan, kebersamaan, dan keberpihakan
kepada kaum lemah dalam urusan ekonomi. Sunah Nabi Muhammad saw.
juga memberikan contoh dan pedoman bagi umat muslim dalam bertransaksi
dan mengelola ekonomi dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip
syariat (Saeed, 2004).

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip syariat mencakup berbagai
aspek, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), maysir
(perjudian), dan muamalat yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.
Prinsip-prinsip ini mendorong transaksi yang adil, transparan, dan saling
menguntungkan antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, ekonomi Islam
juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan
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lingkungan dengan memberikan perhatian pada konsep-konsep seperti
zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Bilgies, 2023). Prinsip-prinsip ini bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan distribusi yang lebih
merata dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, ekonomi Islam melibatkan berbagai instrumen
keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat: pembiayaan berbasis bagi
hasil (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan berbasis jual beli
(murabahah dan istisna), dan pembiayaan berbasis sewa (ijarah) (Darmawan,
2020). Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menghindari bunga dan
spekulasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi dan berbagi
risiko antara pihak yang terlibat.

Ekonomi Islam mempromosikan pemberdayaan ekonomi umat
muslim dengan mengembangkan lembaga keuangan Islam seperti bank
syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah. Lembaga-
lembaga ini menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat, serta berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan (Amir, 2020).

Asas-Asas Ekonomi Islam
Konsep dasar ekonomi Islam ada pada beberapa asas yang menjadi pijakan
dalam melaksanakan aktivitas ekonomi (Samsuri, 2018).

1. Asas keadilan (adl)
Asas keadilan (adl) merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam
yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum,
maupun sosial. Asas ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil,
setara, dan tidak diskriminatif terhadap semua individu; tanpa
memandang latar belakang, status, atau kekayaan mereka. Dalam
konteks ekonomi, asas keadilan berarti bahwa distribusi sumber daya
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dan manfaat ekonomi harus merata dan adil bagi seluruh anggota
masyarakat.

Asas keadilan dalam ekonomi Islam menuntut setiap transaksi
dan aktivitasnya memenuhi standar moral dan etika islami. Hal ini
mengandung larangan terhadap riba (bunga) dan aktivitas spekulatif
yang dapat mengakibatkan ketidakadilan ekonomi. Prinsip keadilan
juga mendorong penerapan sistem pajak dan redistribusi pendapatan,
seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan
sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Selain itu, asas keadilan dalam hukum dan syariat Islam menjamin
hak-hak individu dan mengatur hukuman yang seimbang dan adil.
Prinsip ini juga berlaku dalam proses pengadilan, di mana setiap
individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan
setara di hadapan hukum.

Asas keadilan (adl) bukan sekadar konsep teoretis dalam ekonomi
Islam, melainkan menjadi prinsip panduan bagi umat muslim dalam
mengelola kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menerapkan asas
keadilan dalam setiap aspek kehidupan, umat muslim diharapkan dapat
menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan penuh dengan saling
menghargai (Arif, 2022).

2. Asas keseimbangan (tawazun)
Asas keseimbangan (tawazun) adalah prinsip penting dalam ajaran Islam
yang menekankan pentingnya mencapai harmoni dan keseimbangan
dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, asas ini
menuntut agar individu dan masyarakat memperlakukan kekayaan dan
sumber daya dengan bijak, menghindari pemborosan, dan memastikan
bahwa kepentingan ekonomi tidak mengorbankan aspek spiritual dan
sosial. Prinsip keseimbangan mengajarkan umat muslim untuk tidak
terjebak dalam keserakahan atau pengejaran keuntungan semata, tetapi
juga memerhatikan kebutuhan spiritual dan kesejahteraan sosial.
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Dalam ekonomi Islam, asas keseimbangan juga mencakup kesetaraan
hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat. Setiap orang memiliki
tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat
dan memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya digunakan dengan penuh
pertimbangan atas kepentingan umum. Prinsip ini mengajarkan pentingnya
menghindari eksploitasi dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak
merugikan pihak lain.

Selain itu, asas keseimbangan juga menekankan perlunya mempertahan-
kan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Islam
mengajarkan bahwa kekayaan dan harta benda adalah amanah dari Tuhan
dan penggunaannya harus sejalan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu,
prinsip keseimbangan mengajarkan umat muslim untuk mempertimbangkan
pengeluaran dan investasi dengan memerhatikan kebutuhan spiritual dan
kesejahteraan masyarakat (Purnamasari, 2023).

Asas keseimbangan (tawazun) bukan sekadar konsep teoretis, melainkan
panduan praktis bagi umat muslim dalam mengelola kehidupan sehari-
hari. Dengan menerapkan asas keseimbangan dalam semua aspek
kehidupan, umat muslim diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang
seimbang, harmonis, dan berkelanjutan.

3. Asas kepemilikan (milkiyyah)
Asas kepemilikan (milkiyyah) merupakan salah satu pilar dalam ekonomi
Islam yang menegaskan hak individu untuk memiliki dan mengelola
harta benda serta kekayaan dengan tanggung jawab moral dan sosial.
Prinsip ini diakui sebagai hak yang sah dalam Islam, namun diiringi
oleh kewajiban untuk memperlakukan kepemilikan dengan penuh
pertanggungjawaban. Dalam konteks ekonomi, asas kepemilikan
menegaskan bahwa hak milik individu harus didasarkan pada ketentuan-
ketentuan syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam ekonomi Islam, asas kepemilikan juga menekankan
pentingnya distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan merata di
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seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini berimplikasi pada perlunya
menghindari akumulasi kekayaan yang tidak adil atau monopolistik.
Islam mengajarkan bahwa hak kepemilikan tidak boleh digunakan untuk
memiskinkan atau mengeksploitasi orang lain, tetapi harus dijalankan
dengan penuh keadilan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan
bersama.

Selain itu, asas kepemilikan dalam ekonomi Islam mengakui hak
individu untuk menghasilkan dan memanfaatkan kekayaan dan sumber
daya dengan kreativitas dan inovasi. Prinsip ini mendorong produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi asalkan dalam kerangka yang sesuai dengan
hukum syariat (Djamil, 2023).

Asas kepemilikan (milkiyyah) bukan sekadar hak, melainkan
amanah yang harus dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban. Hak
ini juga diiringi oleh kewajiban untuk berbagi dan memberikan
kontribusi positif bagi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan
wakaf. Umat muslim diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang
berkeadilan, merata, dan sejahtera dengan menerapkan asas kepemilikan
yang benar.

Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang meliputi
berbagai aspek: kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pembangunan
berkelanjutan. Dalam pandangan Islam, tujuan utama ekonomi adalah
mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya
keuntungan individu atau kelompok tertentu. Prinsip kesejahteraan
masyarakat ini menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan
pengaturan sistem ekonomi dalam konteks ekonomi Islam (Al-Arif, 2016).

Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial.
Keadilan sosial dalam ekonomi Islam melibatkan distribusi sumber daya
dan kekayaan yang adil dan merata di masyarakat. Prinsip ini mendorong
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perlakuan yang setara dan adil terhadap semua individu dan kelompok dalam
hal kesempatan, hak, dan kewajiban ekonomi. Dalam konteks keadilan sosial,
sistem ekonomi Islam juga mengupayakan pengentasan kemiskinan,
pengurangan kesenjangan ekonomi, dan perlindungan terhadap eksploitasi.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga menjadi aspek penting
dalam sistem ekonomi Islam. Islam juga mengajarkan pemeliharaan dan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk kepentingan
generasi saat ini dan mendatang. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam
ekonomi Islam mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan, dan
pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan.

Sistem ekonomi Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang
bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan
pembangunan berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat
mekanisme pasar yang diatur dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan.
Aktivitas ekonomi diawasi oleh otoritas yang memastikan kepatuhan
terhadap syariat dan melindungi kepentingan semua pihak. Sistem
ekonomi Islam juga mendorong adanya kegiatan zakat, infak, sedekah, dan
wakaf untuk membantu mengatasi ketimpangan ekonomi dan memperkuat
solidaritas sosial (Mardani, 2021).

Peran Negara dalam Ekonomi Islam
Dalam ekonomi Islam, negara memainkan peran yang sangat penting dalam
menjaga keseimbangan dan memastikan penerapan prinsip-prinsip Islam
dalam kegiatan ekonomi. Negara bertindak sebagai pengatur, pemantau,
dan pelindung masyarakat dalam menciptakan suatu sistem ekonomi yang
adil, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Prinsip utama
dalam ekonomi Islam adalah keadilan sosial, solidaritas, dan penghindaran
eksploitasi (Raharjo, 2016).

Salah satu peran utama negara dalam ekonomi Islam adalah menciptakan
dan menjaga lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
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syariat, seperti bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro. Negara
berperan dalam mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga tersebut untuk
memastikan transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti
larangan riba (bunga) dan spekulasi (Yusmad, 2018).

Negara juga bertanggung jawab dalam memastikan distribusi
pendapatan yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui kebijakan
fiskal dan sosial yang tepat, negara dapat mengurangi kesenjangan ekonomi
antara kaya dan miskin serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua
warga negara dalam mendapatkan kebutuhan dasar. Misalnya, negara dapat
memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan
dan menerapkan pajak yang progresif untuk mengurangi kesenjangan
pendapatan.

Selain itu, negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan stabilitas
harga dan melindungi konsumen. Dalam ekonomi Islam, negara harus
melindungi masyarakat dari inflasi yang tinggi dan praktik-praktik monopoli
yang merugikan. Negara dapat menggunakan kebijakan moneter yang tepat,
seperti mengatur tingkat suku bunga dan mengendalikan jumlah uang yang
beredar untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik yang tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Prawiranegara, 2018). Di sisi lain,
dalam konteks ekonomi global, negara juga berperan dalam memastikan
perdagangan internasional dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip-
prinsip keadilan. Negara dapat melakukan negosiasi dengan negara-negara
lain untuk mencapai perjanjian perdagangan yang menguntungkan dan
melindungi kepentingan ekonomi umat Islam. Misalnya, membuat
ketetapan atau regulasi yang dapat mengurangi atau menghilangkan
hambatan perdagangan yang merugikan negara-negara dengan mayoritas
penduduk muslim dan melindungi produk-produk halal dari praktik-praktik
yang melanggar prinsip-prinsip syariat.

Peran negara dalam sistem ekonomi Islam sangat penting dan berkaitan
erat dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam ajaran Islam. Meskipun
sistem ekonomi Islam memberikan penekanan pada prinsip-prinsip pasar
bebas dan kebebasan individu dalam berdagang, negara tetap memiliki peran
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kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan sosial.
Berikut adalah poin-poin penting yang merangkum peran negara dalam
sistem ekonomi Islam.

1. Penegakan hukum syariat

Salah satu peran utama negara dalam ekonomi Islam adalah menegakkan
hukum syariat. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
semua transaksi ekonomi, baik yang melibatkan individu, perusahaan,
atau lembaga keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat seperti
larangan riba (bunga), perdagangan yang mengandung unsur-unsur
haram, dan kepatuhan terhadap zakat.

2. Pengaturan dan pengawasan

Negara harus mengatur dan mengawasi berbagai sektor ekonomi agar
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup sektor
perbankan, pasar modal, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang
memengaruhi kesejahteraan ekonomi umat Islam. Pengaturan ini
dilakukan untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan
syariat dan menjaga kestabilan ekonomi.

3. Keseimbangan dan distribusi kekayaan
Prinsip distribusi kekayaan dan keadilan sosial adalah elemen penting
dalam ekonomi Islam. Negara memiliki peran dalam menjaga
keseimbangan distribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan
memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir
individu atau kelompok yang bisa dicapai melalui pajak dan sistem
zakat yang dikelola oleh negara.
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4. Pendidikan dan kesadaran ekonomi
Negara berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait
prinsip-prinsip ekonomi Islam melalui pendidikan ekonomi yang
inklusif dan program-program kesadaran ekonomi yang mengajarkan
nilai-nilai keuangan syariah kepada masyarakat.

5. Perlindungan konsumen
Negara harus melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan
dan tidak etis, misalnya mencegah penipuan, menjamin kualitas produk,
dan memastikan bahwa harga-harga tetap wajar. Perlindungan
konsumen adalah bagian penting dari prinsip-prinsip keadilan dalam
ekonomi Islam (Zulham, 2018).

6. Investasi dalam infrastruktur dan pembangunan ekonomi
Negara perlu berinvestasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek
pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini melibatkan investasi dalam sektor-sektor kunci
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi untuk men-
ciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan produktif.

7. Penanganan masalah sosial
Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah sosial
dan kemanusiaan dalam masyarakat, yakni membantu mereka yang
kurang beruntung: yatim piatu, fakir miskin, dan korban yang terkena
dampak bencana. Membangun jaringan sosial dan sistem dukungan
adalah salah satu cara negara memberikan kontribusi pada kesejahteraan
sosial (Hamka, 2020).
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8. Pendanaan infrastruktur agama
Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendanaan
masjid, madrasah, dan lembaga sosial agama lainnya, yang
mencerminkan peran negara dalam mendukung kepentingan agama
dalam masyarakat.

9. Kebijakan moneter dan fiskal
Negara juga harus mengelola kebijakan moneter dan fiskal secara
bijaksana untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi,
misalnya pengaturan mata uang, kebijakan bunga, dan pengelolaan
defisit anggaran (Huda, 2015).

10. Kerjasama internasional
Negara Islam berperan dalam mempromosikan prinsip ekonomi Islam
di tingkat internasional misalnya dengan berpartisipasi dalam organisasi-
organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan
berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk memajukan sistem
ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan memahami poin-poin penting ini, kita dapat melihat
bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem
ekonomi Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yang
mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan umat
manusia.

Konsep-Konsep Ekonomi Islam yang Relevan
Salah satu konsep ekonomi Islam yang paling relevan adalah prinsip syariat
yang melarang riba atau bunga. Dalam pandangan Islam, riba dianggap
sebagai praktik yang tidak etis karena dinilai dapat mengakibatkan
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penderitaan dan ketidakadilan ekonomi. Prinsip ini muncul dari keyakinan
bahwa kekayaan seharusnya tidak mengalir hanya kepada sekelompok orang-
orang saja, tetapi juga harus dapat menyejahterakan masyarakat secara
keseluruhan.

Sebagai gantinya, sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip bagi hasil
(profit sharing) dan skema murabahah (jual beli dengan keuntungan tetap).
Prinsip bagi hasil adalah risiko dan laba dibagi seimbang kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi yang memotivasi partisipasi aktif dalam
perekonomian. Sementara itu, skema murabahah memungkinkan transaksi
jual beli dengan keuntungan tetap yang telah disepakati sebelumnya dan
menghindari ketidakpastian terkait fluktuasi suku bunga. Penerapan prinsip
tersebut dalam sistem keuangan Islam memberikan dampak yang signifikan.
Pertama, hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara
kelompok yang kaya dan miskin karena semua pihak memiliki kesempatan
untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi.
Kedua, prinsip ini mendorong pembangunan berkelanjutan dengan
menghindari spekulasi dan praktik ekonomi yang dapat menyebabkan krisis
finansial. Seiring dengan itu, prinsip syariat ini juga mempromosikan nilai-
nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariat ini, sistem keuangan Islam
menawarkan alternatif yang relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi
kontemporer, serta membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang
lebih adil dan berkelanjutan untuk masyarakat secara keseluruhan (Anto-
nio, 2001). Konsep lainnya yang memegang peran sentral dalam ekonomi
Islam adalah keadilan sosial (‘adl) dan distribusi yang merata (taqsîm). Islam
memandang bahwa keadilan sosial adalah landasan penting dalam
membangun masyarakat yang seimbang dan berkeadilan. Oleh karena itu,
agama Islam mendorong adanya redistribusi kekayaan melalui zakat
(sumbangan wajib kepada fakir miskin) dan sedekah. Praktik ini dirancang
untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi antarindividu maupun
kelompok sosial, serta memastikan bahwa setiap anggota masyarakat
mendapatkan akses yang layak terhadap sumber daya dan kekayaan.
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Selain redistribusi kekayaan, Islam juga mengatur ketentuan-ketentuan
mengenai kontrak dan transaksi bisnis yang adil, seperti larangan monopoli
yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya
ekonomi. Selain itu, praktik penipuan dan eksploitasi juga dilarang secara
tegas. Sistem ekonomi Islam memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi
dilakukan dengan integritas dan keadilan.

Penting untuk diingat bahwa semua konsep ini merupakan bagian in-
tegral dari ajaran Islam yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk
ekonomi. Tujuan pengaturan ekonomi berbasis syariat Islam adalah untuk
menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkelanjutan, di mana
setiap individu memiliki hak dan kewajiban ekonomi yang sama. Dengan
menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk
menciptakan lingkungan di mana kekayaan dan sumber daya digunakan
dengan bijak, serta memberikan manfaat maksimal bagi seluruh anggota
masyarakat.

Pengelolaan sumber daya alam memegang peran sentral dalam
pandangan ekonomi Islam. Konsep kepemilikan (milk) dalam ekonomi Is-
lam mengakui bahwa manusia adalah khalifah atau pengelola yang bertanggung
jawab atas bumi dan semua isinya. Hal ini membawa implikasi serius terhadap
bagaimana sumber daya alam seharusnya dikelola. Dalam perspektif ini, praktik
eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan, seperti penangkapan ikan
berlebihan atau penebangan hutan liar, dianggap melanggar prinsip
keberlanjutan dan keadilan bagi generasi masa depan (Djamil, 2023).

Islam mendorong untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak,
yakni mempertimbangkan kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka
sendiri. Prinsip ini sejalan dengan konsep keberlanjutan yang semakin
mendapat perhatian global dalam menghadapi tantangan lingkungan. Dalam
konteks ekonomi Islam, keberlanjutan tidak hanya terbatas pada aspek
ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan.

Dengan mengedepankan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan, ekonomi Islam berupaya membangun masyarakat yang
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memerhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keadilan sosial,
dan kelestarian lingkungan. Hal ini mencerminkan visi Islam tentang
kesejahteraan umum dan tanggung jawab moral terhadap alam semesta.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu kunci
dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan
bermartabat dalam perspektif Islam (Badrus, 2022).

Dalam menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam, negara-negara
dengan mayoritas penduduk muslim telah mengambil langkah-langkah
penting untuk membangun lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip
syariat. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah pendirian bank-
bank syariah, yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga atau riba,
dan lebih mengandalkan prinsip bagi hasil (profit sharing) dan investasi
yang sesuai dengan hukum Islam. Bank-bank ini tidak hanya menyediakan
alternatif finansial yang sah bagi umat muslim, tetapi juga menunjukkan
komitmen serius untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam
dalam sistem keuangan nasional.

Selain bank-bank syariah, negara-negara muslim juga telah mengem-
bangkan lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbasis prinsip-prinsip
profit sharing. Lembaga-lembaga ini fokus pada memberdayakan sektor
ekonomi yang lebih kecil yakni kepada masyarakat menengah ke bawah
sehingga memungkinkan mereka mengakses sumber daya keuangan yang
sebelumnya mungkin tidak dapat diakses melalui lembaga keuangan
konvensional.

Tidak hanya dalam sektor keuangan, beberapa negara juga telah
mendirikan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Lembaga-lembaga ini bertujuan
untuk memberikan keadilan dalam konteks ekonomi yang sesuai dengan
nilai-nilai syariat, memastikan bahwa transaksi dan kontrak yang terjadi
sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya ini menunjukkan keseriusan negara-negara tersebut
dalam menerapkan konsep ekonomi Islam dalam sistem mereka. Dengan
membangun infrastruktur keuangan dan hukum yang sesuai dengan
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prinsip-prinsip syariat, mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan
ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama
Islam. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini menjadi tonggak penting
dalam pengembangan ekonomi Islam di tingkat nasional dan regional.
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02
SEJARAH PEMIKIRAN
EKONOMI ISLAM

Pemikiran ekonomi Islam mengakar kuat dalam sejarah panjang peradaban
Islam. Pada abad ke-7 Masehi, ketika agama Islam mulai menyebar, prinsip-
prinsip ekonomi Islam mulai berkembang sebagai bagian integral dari ajaran
agama karena pemikiran ekonomi Islam memiliki peran penting dalam
membentuk sistem ekonomi di dunia muslim. Salah satu pijakan awal dalam
pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur’an, kitab suci umat Islam. Al-Qur’an
menyajikan panduan etis dan moral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
ekonomi. Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang secara khusus dan rinci
memberikan pedoman tentang perdagangan, sifat kepemimpinan yang adil,
pemberian zakat, dan larangan riba (bunga). Hadis atau ucapan dan perbuatan
Nabi Muhammad saw. juga menjadi sumber ajaran ekonomi Islam yang penting.

Pemikiran Ekonomi Islam Masa Awal Islam
Pada masa awal Islam, pemikiran ekonomi Islam bersumber langsung dari
ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunah Nabi
Muhammad saw. Konsep seperti keadilan, keseimbangan, dan pemerataan
kekayaan telah menjadi prinsip dasar dalam ekonomi Islam.
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1. Masa Rasulullah
Pemikiran ekonomi Islam pada masa awal, terutama selama masa
Rasulullah saw. berakar dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur’an
dan Sunah Nabi Muhammad saw. Selama periode ini, pemikiran ini
sangat terkait dengan pembentukan dasar-dasar sistem ekonomi Is-
lam yang kemudian berkembang menjadi suatu kerangka kerja yang
lengkap dan berkelanjutan.

Salah satu konsep utama yang ditekankan oleh Rasulullah saw.
adalah keadilan ekonomi. Beliau menekankan pentingnya perlakuan
yang adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi
ekonomi. Beliau melarang praktik riba (bunga), menekankan pentingnya
zakat, dan menjadi pedoman transaksi bisnis yang beretika. Hal-hal
tersebut membentuk dasar untuk pemikiran ekonomi Islam yang
menekankan distribusi yang merata dan keadilan sosial (Saprida, 2021).

Selama masa Rasulullah, praktik ekonomi juga dipengaruhi oleh
konsep kepemilikan (milk). Beliau mengajarkan bahwa harta benda
adalah amanah dari Allah dan manusia sebagai pengelola atau khalifah
yang bertanggung jawab atas harta tersebut. Prinsip ini menekankan
pentingnya mengelola harta benda dengan penuh tanggung jawab moral
dan sosial.

Pemikiran ekonomi Islam pada masa awal Islam juga mencakup
praktik-praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain
melarang riba, Islam juga mengajarkan pentingnya etika bisnis, seperti
larangan penipuan dan kecurangan dalam transaksi. Praktik ini
membentuk landasan bagi sistem ekonomi Islam yang berorientasi
pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan moralitas.

2. Kekhalifahan Abu Bakar
Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., pemikiran ekonomi Islam
mengalami perkembangan yang signifikan semasa kekhalifahan Abu
Bakar. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, konsep-konsep ekonomi
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Islam yang ditanamkan oleh Nabi terus dijalankan dan dikembangkan
secara sistematis. Salah satu pencapaian penting pada masa ini adalah
pengelolaan ekonomi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh Abu Bakar
adalah pengumpulan dan pendistribusian zakat secara lebih terorganisir.
Beliau memahami pentingnya zakat sebagai alat untuk mengurangi
kesenjangan ekonomi dan memberdayakan fakir miskin. Sistem
pengumpulan zakat yang lebih terstruktur memungkinkan pemerintah
untuk mengalokasikan pendistribusian zakat secara efektif sehingga
dapat memastikan zakat tersalurkan kepada pihak-pihak yang tepat.

Selain itu, Abu Bakar juga memperkenalkan prinsip keadilan sosial
dalam sistem ekonomi. Beliau menekankan pentingnya memperlakukan
semua anggota masyarakat dengan adil dan setara di mata hukum. Ini
tercermin dalam kebijakan distribusi kekayaan yang lebih merata serta
perlakuan yang adil dalam transaksi bisnis.

Pada masa ini, pemikiran ekonomi Islam diperkaya dengan
pemahaman mendalam terhadap konsep kepemilikan. Beliau
memandang harta benda sebagai amanah yang harus dikelola dengan
penuh pertanggungjawaban, baik moral maupun sosial. Pendekatan
ini membantu memastikan bahwa sumber daya ekonomi digunakan
dengan bijak dan tidak dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau
kelompok tertentu (Qoyum, 2021).

3. Khalifah Umar bin Khattab
Pemikiran ekonomi Islam pada masa kepemimpinan Khalifah Umar
bin Khattab merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Khalifah
Umar dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas. Salah satu
kebijakan utama dalam ekonomi yang diimplementasikan oleh beliau
adalah pengaturan dan pengawasan terhadap pasar dan harga-harga
komoditas.
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Khalifah Umar menyadari pentingnya stabilitas ekonomi bagi
kesejahteraan umat muslim. Beliau mengambil langkah-langkah
pencegahan spekulasi dan penimbunan barang yang dapat
mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar. Untuk mencapai tujuan
ini, Khalifah Umar memantau pasar dengan cermat dan menetapkan
batasan-batasan harga untuk barang-barang kebutuhan pokok. Tindakan
ini membantu memastikan bahwa harga-harga tetap terjangkau bagi
seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Khalifah Umar juga memperkenalkan kebijakan
distribusi makanan bagi warga yang membutuhkan, terutama selama
musim paceklik atau dalam situasi krisis. Beliau memastikan bahwa
sumber daya ekonomi dimanfaatkan secara adil dan diperuntukkan bagi
mereka yang membutuhkan. Pemikiran ekonomi Khalifah Umar juga
tercermin dalam pendekatan terhadap konsep kepemilikan (milk).
Beliau mendorong pengelolaan harta benda dengan bijak, yakni
memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan
dan tidak dieksploitasi secara berlebihan (Saprida, 2021).

4. Kekhalifahan Usman bin Affan
Pemikiran ekonomi Islam semasa kekhalifahan Usman bin Affan
menjadi periode signifikan dalam sejarah ekonomi Islam. Usman bin
Affan dikenal sebagai salah satu khalifah yang memperluas wilayah Islam
dan memperbaiki tata kelola ekonomi umat muslim. Salah satu
kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh Khalifah Usman adalah
memperluas jangkauan zakat dan mengalokasikan dana zakat dengan
lebih efektif.

Usman paham bahwa zakat memiliki peran krusial dalam
mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat perekonomian
umat muslim. Beliau memperluas penerima zakat untuk mencakup
berbagai golongan yang membutuhkan, termasuk para muhajirin
(imigran Makkah) dan ansar (penduduk asli Madinah). Hal ini
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bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi
didistribusikan secara merata dan memberikan manfaat maksimal bagi
seluruh komunitas.

Selain itu, Usman mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan
produktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan
investasi. Beliau mendorong para sahabat dan umat muslim untuk
terlibat dalam perdagangan dan produksi yang mempromosikan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemikiran ekonomi Khalifah Usman juga mencerminkan konsep
kepemilikan (milk) dalam Islam. Beliau mengajarkan bahwa harta benda
adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sosial
dan moral (Ali, 2013). Pendekatan ini membantu memastikan bahwa
sumber daya ekonomi digunakan dengan bijak dan tidak dieksploitasi
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Khalifah Ali bin Abi Thalib
Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib
mencerminkan komitmen yang mendalam terhadap prinsip-prinsip
keadilan dan distribusi yang merata. Khalifah Ali dikenal sebagai salah
satu khalifah yang sangat memerhatikan kesejahteraan umat muslim dan
mampu mengambil langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya.

Salah satu kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh Khalifah
Ali adalah penerapan sistem pajak pertanian yang lebih adil. Beliau
memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara proporsional
sesuai dengan kondisi dan hasil panen petani. Langkah ini bertujuan
untuk mendorong produktivitas sektor pertanian, yang merupakan
tulang punggung ekonomi pada masa tersebut.

Khalifah Ali juga memberikan perhatian khusus terhadap
pemerataan kekayaan masyarakat. Beliau mendorong para sahabat dan
umat muslim untuk terlibat dalam berbagai usaha ekonomi yakni
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memastikan bahwa kesempatan ekonomi tersedia bagi semua lapisan
masyarakat. Pendekatan ini membantu meminimalkan kesenjangan
ekonomi dan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi
di tangan segelintir orang.

Selain itu, Khalifah Ali melanjutkan kebijakan pengelolaan zakat
yang transparan dan efisien. Beliau memastikan bahwa dana zakat
dikelola dengan penuh tanggung jawab dan benar-benar digunakan
untuk membantu fakir miskin dan kelompok yang membutuhkan.
Pemikiran ekonomi Khalifah Ali juga mencerminkan konsep
kepemilikan (milk) dalam Islam. Beliau mengajarkan bahwa harta benda
adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh pertanggungjawaban
moral dan sosial. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa sumber
daya ekonomi digunakan dengan bijak dan tidak dieksploitasi untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Saprida, 2021).

Pengembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Klasik
Pada masa klasik, pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan yang
signifikan. Ulama-ulama terkemuka seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu
Taymiyyah, dan Ibnu Khaldun memberikan kontribusi besar dalam
mengembangkan teori dan konsep ekonomi Islam. Mereka membahas
berbagai topik, seperti etika bisnis, distribusi kekayaan, dan peran negara
dalam mengatur ekonomi. Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dan
Muqaddimah karya Ibnu Khaldun tetap menjadi referensi penting dalam
pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini.

Imam Al-Ghazali, Ibnu Taymiyyah, dan Ibnu Khaldun memberikan
pandangan yang unik tentang ekonomi dalam Islam sebagai kontribusi
pemikiran ekonomi Islam masa klasik (Sakirah, 2022).
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1. Imam Al-Ghazali
Imam Al-Ghazali (1058–1111) adalah seorang intelektual ulung dalam
tradisi Islam yang mempunyai pengaruh besar. Karya monumentalnya,
“Ihya Ulum al-Din” (The Revival of the Religious Sciences), memperlihatkan
fokus beliau pada nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan manusia,
termasuk dalam konteks ekonomi. Al-Ghazali menekankan pentingnya
keadilan sosial sebagai fondasi utama ekonomi Islam. Menurutnya,
kekayaan dan sumber daya alam adalah anugerah dari Tuhan yang harus
dikelola dengan bijaksana. Beliau menyoroti perlunya pengelolaan
ekonomi yang bijaksana mengingatkan sumber daya tidak boleh dieksploi-
tasi berlebihan ataupun disia-siakan (Batubara & Batubara, 2022).

Lebih jauh lagi, Imam Al-Ghazali menekankan prinsip distribusi
yang adil. Beliau berpendapat bahwa kekayaan harus didistribusikan
dengan memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran ini
mencerminkan kesadaran Al-Ghazali terhadap ketimpangan sosial
dalam masyarakat. Beliau bertekad untuk memperbaiki kondisi ini
melalui prinsip-prinsip ekonomi yang berakar pada ajaran Islam.

Imam Al-Ghazali memainkan peran penting dalam membentuk
perspektif ekonomi keislaman yang beretika dan bermoral sesuai
syariat. Pandangannya yang berfokus pada keadilan, kebijaksanaan dalam
pengelolaan sumber daya, dan distribusi yang adil telah berkontribusi
terhadap pemikiran ekonomi Islam. Karya-karyanya pun tetap menjadi
sumber inspirasi bagi cendekiawan dan pemikir ekonomi Islam hingga
saat ini (Al-Ghazali, 1980).

2. Ibnu Taymiyyah
Ibnu Taymiyyah (1263–1328) adalah seorang ulama dan pemikir yang
berkontribusi besar terhadap pemikiran ekonomi Islam. Karyanya yang
terkenal, “Kitab al-Majmu’ al-Fatawa,” mencerminkan fokusnya pada
prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu
aspek penting dari pandangan ekonomi Ibnu Taymiyyah adalah
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penolakannya terhadap riba, yang dianggapnya sebagai praktik yang
merugikan masyarakat. Beliau mengajarkan pentingnya menghindari
praktik riba dalam transaksi ekonomi dan mempromosikan sistem
keuangan yang berlandaskan keadilan. Tidak hanya itu, Ibnu Taymiyyah
juga mengkritik praktik monopoli dan spekulasi ekonomi yang dapat
merugikan masyarakat luas. Beliau percaya bahwa kebijakan ekonomi
harus dirancang untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah
eksploitasi kelompok-kelompok tertentu (Batubara & Batubara, 2022).

Salah satu ide utama Ibnu Taymiyyah dalam pemikiran ekonomi
Islam adalah pengembangan konsep hisbah. Konsep ini mencakup
pengawasan dan pengaturan ekonomi oleh otoritas yang bertanggung
jawab melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak etis atau
merugikan. Hisbah menekankan pentingnya mengawasi dan mengatur
pasar agar beroperasi dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam (Taimiyyah, 2013).

3. Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun (1332–1406) adalah seorang sejarawan, filsuf, dan
ekonom terkemuka dalam dunia Islam. Karyanya yang monumental,
“Muqaddimah,” telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran
ekonomi. Ibnu Khaldun menyumbangkan konsep inovatif yang
menekankan pada faktor-faktor sosial dalam mengembangkan
ekonomi. Beliau menyadari bahwa kebijakan pemerintah, pertumbuhan
industri, dan perubahan sosial memainkan peran penting dalam
memengaruhi kondisi ekonomi suatu masyarakat.

Ibnu Khaldun adalah tokoh yang memprakarsai pengenalan konsep
divisi kerja dan spesialisasi dalam ekonomi. Beliau mengajarkan bahwa
pembagian tugas dan spesialisasi dalam produksi dapat meningkatkan
efisiensi dan produktivitas kinerja. Konsep ini menjadi dasar bagi
pengembangan sistem ekonomi yang lebih efisien dan berkembang
(Batubara & Batubara, 2022).
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Ibnu Khaldun juga membahas masalah inflasi dan deflasi, serta
dampak dari masing-masing masalah terhadap stabilitas ekonomi.
Beliau mengajarkan bahwa kebijakan moneter dan pengawasan terhadap
pasokan uang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu
negara (Khaldûn, 1958).

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Modern dan
Kontemporer
Pada masa modern, pemikiran ekonomi Islam mengalami kebangkitan yang
signifikan. Berbagai tokoh dan lembaga akademik mulai aktif mempelajari
dan mengembangkan ekonomi Islam. Pada abad ke-20, Syed Abul A’la
Maududi, Syed Qutb, dan M. Umer Chapra ikut memberikan sumbangan
penting dalam memperkaya pemikiran ekonomi Islam. Mereka membahas
tentang sistem ekonomi Islam, peran negara, keadilan sosial, dan pengentasan
kemiskinan. Ketiganya memberikan pemikiran yang relevan dalam mengem-
bangkan konsep ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Aravik, 2018).

1. Syed Abul A’la Maududi
Syed Abul A’la Maududi (1903–1979) adalah seorang tokoh politik,
teolog, dan pemikir Islam yang memberikan fokus khusus pada isu-isu
sosial dan ekonomi Islam. Karyanya yang terkenal, “The Economic System
of Islam,” memperkenalkan konsep-konsep ekonomi Islam yang
berakar pada prinsip keadilan sosial dan distribusi yang adil. Maududi
meyakini bahwa sistem ekonomi harus mencerminkan nilai-nilai Islam
dan kekayaan dan sumber daya alam adalah anugerah dari Tuhan yang
harus dikelola dengan bijak.

Salah satu aspek penting dari pemikiran Maududi adalah
penekanannya pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses ekonomi.
Beliau percaya bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam
menciptakan kesejahteraan bersama, serta sistem ekonomi harus
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memberikan peluang yang adil bagi semua pihak. Maududi juga
mengkritik sistem kapitalis yang dianggapnya tidak sejalan dengan
prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal distribusi kekayaan.

Dalam karyanya, Maududi membahas berbagai aspek ekonomi
Islam, termasuk sistem perbankan dan kebijakan fiskal. Beliau
menekankan perlunya mengembangkan lembaga-lembaga keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti bank-bank syariah,
untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan
nilai-nilai agama (Al-Maududi, 1967).

2. Syed Qutb
Syed Qutb (1906–1966) adalah seorang intelektual dan aktivis politik
yang memegang peranan penting dalam pemikiran Islam. Dalam
karyanya yang terkenal, “Ma’alim fi al-Tariq” (Milestones), Qutb
menyajikan visinya mengenai sistem ekonomi Islam yang
mengedepankan prinsip keadilan dan menghapuskan eksploitasi
manusia. Beliau menolak kapitalisme dan sosialisme karena dianggap
tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Sebagai gantinya, Qutb mengusul-
kan  model ekonomi Islam yang berlandaskan pada kepemilikan bersama,
koperasi, dan redistribusi kekayaan.

Qutb menekankan bahwa ekonomi Islam harus memastikan bahwa
kekayaan dan sumber daya alam tidak terkonsentrasi di tangan segelintir
individu atau kelompok tertentu. Beliau memandang kepemilikan
bersama sebagai cara untuk menghindari kesenjangan ekonomi yang
merugikan masyarakat. Dalam perspektif Qutb, koperasi dan usaha
bersama menjadi sarana penting untuk mencapai tujuan ini. Selain itu,
Qutb menegaskan perlunya redistribusi kekayaan untuk memastikan
bahwa manfaat ekonomi disebarkan secara adil di antara anggota
masyarakat. Konsep ini mewakili komitmen Qutb tentang keadilan
sosial sebagai prinsip sentral dalam ekonomi Islam (Qutb, 1964).
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3. M. Umer Chapra
Dr. M. Umer Chapra adalah seorang ekonom yang telah memberikan
kontribusi signifikan dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam.
Melalui karyanya yang terkenal, “Towards a Just Monetary System,”
Chapra mendalami isu-isu ekonomi dari perspektif Islam. Buku ini
juga menyajikan pandangannya mengenai sistem moneter yang adil
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Salah satu fokus utama Chapra adalah
menghindari praktik riba (bunga) yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, Chapra menekankan perlunya meninjau ulang peran
bank dan lembaga keuangan dalam masyarakat. Beliau berpendapat
bahwa lembaga-lembaga keuangan harus beroperasi dengan mematuhi
prinsip-prinsip etika Islam, seperti menghindari praktik riba. Chapra
juga mendorong adanya transparansi dan pertanggungjawaban dalam
sistem keuangan Islam.

Pentingnya keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan juga
menjadi fokus utama dalam pemikiran Chapra. Beliau meyakini bahwa
sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam harus mampu
mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh (Chapra, 1996).

Pemikiran ekonomi Islam yang diusulkan oleh Syed Abul A’la
Maududi, Syed Qutb, dan M. Umer Chapra memberikan kontribusi
penting dalam mengembangkan konsep ekonomi berdasarkan prinsip-
prinsip Islam. Pemikiran mereka menggarisbawahi pentingnya keadilan
sosial, distribusi yang adil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses
ekonomi. Konsep-konsep ini terus menjadi sumber inspirasi dan panduan
dalam merumuskan sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan dan
berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Pada era kontemporer, pemikiran ekonomi Islam semakin mendapatkan
perhatian global. Lembaga-lembaga keuangan syariah dan bank-bank syariah
semakin berkembang di berbagai negara. Konsep-konsep seperti pem-
biayaan berbasis bagi hasil, investasi sosial, dan pengentasan kemiskinan
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menjadi fokus dalam pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini. Selain itu,
pemikiran ekonomi Islam juga semakin berkontribusi dalam dialog
internasional tentang pembangunan berkelanjutan dan ekonomi inklusif.
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03
FIKIH MUAMALAH
KONTEMPORER

Fikih muamalah kontemporer merupakan cabang dari ilmu fikih yang
membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah atau
transaksi ekonomi dalam konteks zaman modern. Dalam era globalisasi
dan perkembangan teknologi, kemunculan berbagai perubahan dan
kompleksitas dalam dunia ekonomi memerlukan pendekatan yang relevan
dari segi hukum Islam. Fikih muamalah kontemporer berusaha untuk
menghadirkan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
dalam konteks zaman sekarang.

Pendekatan dalam fikih muamalah kontemporer melibatkan ulama dan
cendekiawan muslim yang mempelajari dan menganalisis isu-isu ekonomi
masyarakat kontemporer. Mereka memeriksa berbagai praktik ekonomi
modern (perbankan, asuransi, keuangan, investasi, dan perdagangan
internasional) serta mengevaluasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat
dalam praktik ekonomi modern.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, ulama dan
cendekiawan menginterpretasikan prinsip-prinsip fikih secara kontekstual
dengan pertimbngan maslahah (kepentingan umum) dalam menentukan



Fikih Muamalah Kontemporer28

hukum-hukum muamalah. Mereka menghimpun sumber dasar ajaran-ajaran
Islam, yakni Al-Qur’an, hadis, serta prinsip-prinsip ekonomi Islam yang
diwariskan oleh para ulama terdahulu untuk merumuskan fatwa-fatwa yang
mengatur praktik ekonomi kontemporer (Mufid, 2019).

Fikih muamalah kontemporer melibatkan dialog dan diskusi antara
para ulama, cendekiawan, dan praktisi ekonomi dalam mencapai pemahaman
tentang prinsip-prinsip syariat yang relevan dengan zaman sekarang. Mereka
juga mengadopsi pendekatan yang progresif dan adaptif terhadap perubahan
sosial dan ekonomi, tetapi dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai
dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pemahaman dan penerapan fikih muamalah kontemporer berperan
penting dalam mengarahkan umat muslim menjalankan kegiatan ekonomi.
Dengan demikian, orang-orang Islam melakukan segala kegiatan muamalah,
khususnya ekonomi dengan tetap memerhatikan aspek kepatuhan dan
kesesuaian pada syariat. Dengan memerhatikan prinsip-prinsip etika dan
keadilan, fikih muamalah kontemporer membantu menghasilkan model
ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Perkembangan Muamalah Kontemporer
Perkembangan muamalah kontemporer merujuk pada evolusi dan
transformasi dalam praktik dan hukum-hukum muamalah (transaksi
ekonomi) pada zaman modern. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang
semakin kompleks dan beragam, perkembangan ini mencakup berbagai
aspek, yaitu perubahan dalam praktik ekonomi dan regulasi, dan pendekatan
interpretatif terhadap prinsip-prinsip syariat.

Dalam muamalah kontemporer, terjadi peningkatan signifikan dalam
berbagai praktik ekonomi seperti perbankan, asuransi, investasi, keuangan
mikro, perdagangan internasional, dan teknologi keuangan. Perkembangan
ini memunculkan tantangan baru yang membutuhkan solusi hukum yang
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tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Umat muslim dan para ulama
perlu memformulasikan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjawab
isu-isu yang muncul, seperti e-commerce, fintech, dan produk keuangan
inovatif lainnya.

Selain itu, regulasi dan kerangka hukum berlandaskan prinsip-prinsip
syariat semakin berkembang lebih baik dalam memfasilitasi praktik
muamalah kontemporer. Negara-negara dengan populasi muslim telah
memperkenalkan undang-undang dan lembaga keuangan yang secara
khusus mengatur praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Contohnya, banyak negara telah membentuk otoritas regulasi keuangan
Islam dan mengeluarkan pedoman hukum yang spesifik untuk produk dan
transaksi keuangan syariah.

Di samping itu, pendekatan interpretatif terhadap prinsip-prinsip
syariat dalam muamalah kontemporer semakin berkembang. Para ulama
dan cendekiawan Islam terus berdiskusi dan melakukan penelitian untuk
mengembangkan pendekatan yang lebih relevan dan inklusif dalam
memahami dan menerapkan hukum-hukum muamalah dalam konteks
kontemporer. Mereka mengadopsi metodologi yang beragam, seperti
pendekatan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) dan ijtihad
(penafsiran hukum) yang kontekstual untuk merumuskan fatwa dan
panduan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam memahami perkembangan muamalah kontemporer, penting
untuk memerhatikan bahwa pandangan dan pendapat para ulama dan
cendekiawan Islam dapat berbeda dalam menginterpretasikan dan
mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks ekonomi modern. Oleh
karena itu, proses dialog dan diskusi terus berlanjut untuk mencapai
pemahaman yang lebih baik dan kesepakatan dalam menghadapi perubahan
dan tantangan ekonomi masa kini.

Perkembangan muamalah kontemporer memberikan landasan yang
kuat bagi masyarakat muslim untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan
memerhatikan prinsip-prinsip syariat. Melalui pendekatan yang adaptif dan
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responsif terhadap perkembangan zaman, fikih muamalah kontemporer
berusaha menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai
dengan ajaran Islam (Ramadan, 2012).

Pendekatan Metodologi dalam Fikih Muamalah
Kontemporer
Pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer adalah
pendekatan yang digunakan dalam mengkaji dan menerapkan hukum-
hukum muamalah sesuai konteks zaman modern. Metodologi ini
melibatkan langkah-langkah sistematis dalam memahami, menafsirkan, dan
mengembangkan hukum-hukum fikih yang terkait dengan transaksi
ekonomi masyarakat muslim.

Pertama, pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer
melibatkan studi mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam yang
utama, yaitu Al-Qur’an, Hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Para ulama dan
cendekiawan memfokuskan upaya mereka pada analisis dan penelitian
tekstual untuk memahami hukum-hukum yang relevan dengan muamalah
kontemporer, yaitu aspek-aspek kehidupan sehari-hari dari sudut pandang
hukum Islam. Mereka membongkar dan menganalisis setiap aspek dari ayat-
ayat Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan transaksi komersial,
kontrak, dan perilaku ekonomi lainnya. Selain itu, mereka memerhatikan
konteks historis dan sosial teks-teks tersebut. Mereka memeriksa situasi
dan kondisi saat wahyu diterima untuk memahami maksud sebenarnya dari
teks tersebut. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengaitkan
prinsip-prinsip syariat yang terkandung dalam teks-teks tersebut dengan
tantangan-tantangan dan situasi muamalah kontemporer. Selama proses
analisis, para ulama juga mengacu pada pandangan dan fatwa dari para ulama
terdahulu. Kemudian, mereka mengaitkan pemahaman kontemporer
dengan tradisi hukum Islam yang telah mapan. Mereka juga mempertim-
bangkan masukan dari berbagai bidang ilmu terkait, termasuk ekonomi,
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hukum, dan ilmu sosial lainnya untuk memastikan bahwa penafsiran mereka
sejalan dengan kebutuhan dan realitas muamalah kontemporer.

Dengan demikian, pendekatan metodologi dalam fikih muamalah
kontemporer bukan sekadar kajian tekstual, melainkan analisis kontekstual,
historis, dan interdisipliner. Hal ini memungkinkan para ulama dan
cendekiawan untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan relevan
terkait dengan masalah-masalah muamalah yang dihadapi oleh masyarakat
muslim zaman sekarang.

Kedua, pendekatan metodologi fikih muamalah kontemporer
melibatkan studi perbandingan fikih atau comparative fiqh. Metodologi ini
adalah para ahli membandingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu
tentang muamalah dan menganalisis perkembangan hukum fikih dalam
konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang berbeda. Melalui pendekatan
ini, mereka dapat memahami bagaimana konsep-konsep hukum Islam telah
diadaptasi dan diinterpretasikan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya.

Para ulama dan cendekiawan menggunakan pendekatan perbandingan
untuk mengeksplorasi bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
muamalah telah berevolusi seiring berjalannya waktu. Mereka mempelajari
berbagai teks hukum, termasuk fatwa-fatwa dari berbagai mazhab untuk
melihat bagaimana interpretasi dan aplikasi hukum telah berubah dalam
tanggapan terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Selain itu, pendekatan
perbandingan juga memungkinkan para ahli untuk memahami persamaan
dan perbedaan pandangan hukum Islam tentang muamalah di berbagai
konteks regional dan budaya. Mereka mempertimbangkan bagaimana
faktor-faktor seperti perbedaan ekonomi, struktur sosial, dan teknologi
informasi memengaruhi pengaplikasian hukum Islam dalam muamalah
kontemporer.

Hasil dari pendekatan ini adalah formulasi pandangan yang lebih
komprehensif dan kontekstual terkait dengan praktik-praktik ekonomi
modern. Dengan memahami evolusi dan variasi interpretasi hukum Islam
terhadap muamalah, para ulama dan cendekiawan dapat memberikan



Fikih Muamalah Kontemporer32

panduan yang lebih relevan dan dapat berlaku luas bagi umat muslim dalam
menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan zaman sekarang.

Ketiga, pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer
merupakan sebuah proses yang melibatkan diskusi, dialog, dan kolaborasi
antara para ulama, cendekiawan, dan praktisi ekonomi. Dalam kerangka ini,
setiap pihak membawa perspektif dan pengetahuan yang berbeda ke dalam
meja diskusi. Pendapat dan pandangan yang beragam diungkapkan dan
ditinjau secara kritis untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang
isu-isu ekonomi kontemporer dari perspektif syariat. Para ulama menyajikan
wawasan dari sudut pandang agama, membawa ke dalam perdebatan
interpretasi tekstual dan prinsip-prinsip syariat terkait dengan muamalah.
Sementara itu, cendekiawan membawa keahlian mereka dalam analisis
sosial, ekonomi, dan politik, yang membantu menguraikan implikasi praktis
dari prinsip-prinsip hukum Islam. Praktisi ekonomi membawa pengalaman
lapangan dan wawasan tentang dinamika ekonomi kontemporer sehingga
memungkinkan penilaian yang lebih pragmatis terhadap aplikasi prinsip-
prinsip syariat dalam konteks bisnis dan keuangan modern. Proses diskusi
ini memungkinkan adanya penafsiran yang lebih komprehensif dan
kontekstual terhadap isu-isu ekonomi yang kompleks. Melalui pertukaran
gagasan dan analisis mendalam, para pemangku kepentingan dapat mencapai
konsensus atau setidaknya memahami perspektif masing-masing. Diskusi
ini penting karena tidak hanya mencerminkan pluralitas pandangan dalam
masyarakat muslim, tetapi juga memungkinkan formulasi fatwa dan panduan
yang lebih akurat dan relevan terkait muamalah kontemporer.

Seiring berjalannya waktu, pendekatan metodologi ini terus berkembang
demi mempertimbangkan perubahan dan tantangan baru dalam ekonomi
global. Dengan melibatkan para ulama, cendekiawan, dan praktisi ekonomi
dalam proses ini, fikih muamalah kontemporer tetap dinamis dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat muslim dalam menghadapi isu-isu
ekonomi yang terus berkembang.
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Keempat, pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer
juga mengakui pentingnya maslahah atau kepentingan umum sebagai dasar
pemikiran dan fatwa-fawa. Dalam konteks muamalah kontemporer, para
cendekiawan dan ulama memahami bahwa hukum Islam harus responsif
terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Oleh karena itu, mereka
menekankan perlunya mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dampak
sosial, ekonomi, dan moral dari keputusan hukum yang diambil.

Kemaslahatan ini membuka pintu bagi interpretasi hukum yang lebih
dinamis dan kontekstual. Para ulama mempertimbangkan implikasi dari
tindakan atau kebijakan tertentu terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Mereka juga mempertimbangkan kepentingan jangka panjang suatu
keputusan terhadap kesejahteraan umat manusia. Dengan memprioritaskan
kemaslahatan, fikih muamalah kontemporer memberi ruang yang
memungkinkan untuk penyesuaian hukum Islam dengan perubahan-
perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung.

Selain itu, pendekatan ini juga menunjukkan pengambilan keputusan
hukum yang inklusif. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan, para ulama
dapat memasukkan suara-suara dan perspektif beragam dalam proses
pengambilan keputusan. Hal ini dapat memastikan bahwa fatwa-fawa yang
dikeluarkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan umum secara lebih
komprehensif.

Dengan memasukkan konsep kemaslahatan dalam metodologi fikih
muamalah kontemporer, para cendekiawan dan ulama menjawab dinamika
yang kompleks dalam muamalah kontemporer dengan lebih efektif.
Pendekatan ini membuka jalan bagi formulasi hukum yang lebih bijak,
seimbang, dan relevan dengan tuntutan-tuntutan zaman (Kamali, 2008).

Dalam upaya mengembangkan pendekatan metodologi fikih muamalah
kontemporer yang lebih baik, kontinuitas dalam diskusi dan penelitian
sangat diperlukan. Fikih muamalah, sebagai cabang hukum Islam yang
berkaitan dengan muamalah atau urusan dunia, harus senantiasa mampu
beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang terus berubah.
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Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum Islam adalah dinamis dan dapat
mengakomodasi perubahan zaman.

Pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer tetap
fokus pada syariat Islam yang merupakan fondasi hukum Islam. Prinsip-
prinsip ini mencakup nilai-nilai etis, keadilan, dan kemaslahatan umum.
Oleh karena itu, dalam menghadapi isu-isu ekonomi modern yang
kompleks, para ulama, cendekiawan, dan praktisi Islam harus tetap
memerhatikan prinsip-prinsip ini sebagai panduan utama.

Kontinuitas dalam diskusi dan penelitian memungkinkan adanya
evaluasi terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat dan ekonomi.
Hal ini juga memungkinkan untuk memahami dampak sosial, ekonomi,
dan moral dari berbagai kebijakan dan praktik ekonomi. Dengan
mempertahankan dialog yang aktif dan penelitian yang mendalam, fikih
muamalah kontemporer dapat terus menghasilkan fatwa dan panduan yang
relevan dan sesuai dengan syariat dalam menghadapi perubahan zaman.

Pendekatan metodologi yang responsif terhadap perkembangan zaman
dengan tetap berpegang pada syariat, membantu masyarakat muslim
menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang.
Selain itu, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan
dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer
(Al-Qaradawi, 2008)

Pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer melibatkan
beberapa cara pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan hukum-
hukum muamalah dalam konteks zaman modern. Tiga pendekatan utama
yang sering digunakan adalah ijtihad dan riset hukum, maqasid al-shariah,
dan analisis kritis.

1. Ijtihad dan riset hukum
Ijtihad dan riset hukum merupakan dua pendekatan intelektual yang
sangat penting dalam fikih muamalah kontemporer. Ijtihad merujuk
pada upaya para ulama dan cendekiawan muslim dalam melakukan
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penalaran dan usaha intelektual untuk mengeluarkan fatwa dan
keputusan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan ini
melibatkan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum
Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis, serta pemahaman yang kuat tentang
konteks sosial dan ekonomi saat ini. Para ulama yang melakukan ijtihad
harus memiliki kompetensi bidang hukum Islam dan pemahaman yang
dalam tentang permasalahan muamalah kontemporer.

Di samping ijtiha, riset hukum menjadi bagian penting dalam
pendekatan fikih muamalah kontemporer. Para peneliti dan akademisi
melakukan studi mendalam tentang masalah-masalah muamalah
kontemporer dan menganalisisnya secara hukum. Mereka menggunakan
metodologi ilmiah untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi
masalah, dan mengembangkan pemahaman tentang implikasi hukum
dari berbagai praktik ekonomi dan sosial. Riset hukum ini mencakup
berbagai aspek, seperti perbankan syariah, investasi, asuransi syariah,
dan transaksi bisnis yang sesuai dengan syariat.

Kombinasi antara ijtihad dan riset hukum menjadikan pandangan
hukum dalam muamalah kontemporer lebih komprehensif dan
kontekstual. Kedua cara pendekatan ini memungkinkan para ulama
dan cendekiawan untuk menjawab dengan lebih, baik terhadap
perubahan-perubahan dalam masyarakat dan ekonomi, sambil tetap
berpegang pada syariat yang menjadi landasan hukum Islam. Dengan
demikian, ijtihad dan riset hukum memiliki peran sentral dalam
menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman
yang terus berkembang.

2. Maqasid al-shariah
Pendekatan metodologi dalam fikih muamalah kontemporer juga
melibatkan konsep maqasid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan atau maksud-
maksud syariat. Maqasid al-shariah membantu memahami maksud
hukum-hukum syariat, serta memberikan landasan penafsiran dan
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pengembangan hukum-hukum yang relevan dengan muamalah
kontemporer. Pendekatan ini mempertimbangkan prinsip-prinsip
keadilan, kemaslahatan umum, dan melindungi hak asasi manusia
dalam konteks ekonomi.

Dengan fokus pada maqasid al-shariah, para ulama dan cendekiawan
dapat memahami tujuan-tujuan utama dari hukum-hukum syariat
dalam konteks ekonomi, yakni memastikan adanya keadilan dalam
transaksi ekonomi, mengedepankan kemaslahatan masyarakat umum,
dan melindungi hak-hak individu maupun kelompok. Misalnya,
prinsip-prinsip maqasid al-shariah dapat membimbing mengatasi isu-
isu seperti ketimpangan ekonomi, perlindungan konsumen, dan
pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan ini memungkinkan para ulama dan cendekiawan
mengambil keputusan hukum dalam muamalah kontemporer yang
lebih holistis dan kontekstual. Dengan mempertimbangkan tujuan-
tujuan syariat, mereka dapat memastikan bahwa hukum-hukum yang
dihasilkan tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga mampu
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam aspek ekonomi.
Dengan demikian, konsep maqasid al-shariah berperan penting dalam
mengarahkan pendekatan metodologi fikih muamalah kontemporer
untuk menjadi lebih komprehensif dan relevan dengan dinamika zaman.

3. Analisis kritis
Analisis kritis memegang peran kunci dalam pendekatan metodologi
fikih muamalah kontemporer. Pendekatan ini melibatkan kajian yang
mendalam terhadap praktik-praktik ekonomi kontemporer dan
implikasi syariatnya. Para ulama dan cendekiawan melakukan evaluasi
kritis terhadap praktik-praktik ekonomi modern dan mencari solusi
yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dengan
melakukan analisis kritis, mereka mengidentifikasi apakah suatu praktik
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ekonomi tertentu sesuai dengan syariat atau memerlukan modifikasi
tertentu, bahkan mengalami penolakan.

Analisis kritis juga membantu dalam mengidentifikasi potensi
timbulnya masalah atau konflik dalam muamalah kontemporer. Hal
ini memungkinkan para ulama untuk memberikan panduan yang lebih
konkret dan relevan bagi masyarakat muslim dalam mencegah ataupun
menghadapi situasi ekonomi yang kompleks. Dengan demikian, analisis
kritis merupakan alat penting dalam memastikan bahwa hukum-hukum
muamalah yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat, tetapi juga dapat diterapkan dengan efektif dalam kehidupan
sehari-hari.

Melalui pendekatan analisis kritis, fikih muamalah kontemporer
dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi
dan sosial yang terus berubah. Para ulama dan cendekiawan dapat
memberikan panduan hukum yang lebih akurat dan relevan bagi
masyarakat muslim sehingga memungkinkan mereka untuk berpartisipasi
secara aktif dalam ekonomi modern tanpa melanggar prinsip-prinsip
syariat. Dengan demikian, analisis kritis adalah instrumen penting dalam
memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan
dalam menghadapi perubahan zaman.

Dengan menggabungkan pendekatan ijtihad, riset hukum, maqasid
al-shariah, serta analisis kritis, pendekatan metodologi dalam fikih
muamalah kontemporer mencoba untuk menghadirkan solusi hukum
yang relevan dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pendekatan ini
membuka ruang untuk refleksi, dialog, dan adaptasi dalam menghadapi
perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.
Kombinasi dari ketiga pendekatan ini memungkinkan para ulama dan
cendekiawan untuk memahami konteks ekonomi modern dengan lebih
baik, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat yang menjadi
landasan hukum Islam. Ijtihad memberikan kerangka kerja intelektual
dalam penafsiran dan pengaplikasian sumber-sumber hukum Islam
konteks kontemporer, sedangkan riset hukum memungkinkan untuk
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mendalami masalah-masalah muamalah dengan perspektif hukum yang
kuat. Adapun maqasid al-shariah memberikan arahan tentang tujuan-
tujuan utama yang harus dikejar dalam mengembangkan hukum-
hukum ekonomi.

Pendekatan-pendekatan tersebut juga memberikan ruang bagi
dialog antara para ulama dan praktisi ekonomi, serta memungkinkan
untuk pembaruan hukum jika diperlukan. Hal ini penting untuk
memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan
bimbingan yang tepat dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin
kompleks dan beragam. Dengan demikian, pendekatan metodologi
dalam fikih muamalah kontemporer merupakan respons terhadap
kebutuhan masyarakat muslim dalam menghadapi tantangan ekonomi
modern dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam.
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04
LANDASAN HUKUM
EKONOMI ISLAM

Landasan hukum ekonomi Islam merupakan kerangka hukum yang menjadi
dasar sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang berdasarkan
prinsip-prinsip syariat Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai dan
ketentuan yang mengatur aspek ekonomi kehidupan umat muslim.
Landasan hukum ekonomi Islam diperoleh dari sumber-sumber utama
ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Landasan Hukum Ekonomi Islam
Landasan hukum ekonomi Islam merupakan dasar hukum yang menjadi
pijakan dalam pengembangan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat
Islam. Landasan ini meliputi sumber-sumber hukum Islam utama, yaitu
Al-Qur’an, Hadis, ijtihad, dan prinsip-prinsip umum syariat.

1. Al-Qur’an
Al-Qur’an, sebagai kitab suci umat Islam, menjadi sumber utama dalam
menentukan landasan hukum ekonomi Islam. Al-Qur’an mengandung



Landasan Hukum Ekonomi Islam40

petunjuk-petunjuk terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi, seperti
keadilan, pemberdayaan, dan pendistribusian kekayaan yang merata.
Ayat dalam Al-Qur’an—misalnya yang menyerukan kepada umat
muslim untuk melakukan perdagangan dengan jujur dan tidak
mengeksploitasi orang lain—memberikan landasan etis yang kuat
untuk ekonomi Islam. Selain itu, Al-Qur’an menekankan pentingnya
menunaikan zakat kepada fakir miskin sebagai mekanisme redistribusi
kekayaan dalam masyarakat.

Al-Qur’an merupakan sumber utama landasan hukum Islam,
termasuk landasan hukum dalam konteks ekonomi. Al-Qur’an menjadi
pedoman yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur hubungan
ekonomi, seperti kepemilikan, perdagangan, dan distribusi kekayaan.
Dalam konteks ekonomi, ayat-ayat Al-Qur’an memberikan arahan
tentang bagaimana umat Islam seharusnya berperilaku, seperti dalam
hal berbisnis, berinvestasi, dan berbagi kekayaan dengan sesama.
Dengan demikian, Al-Qur’an tidak hanya menjadi panduan rohaniah,
tetapi juga menjadi landasan konkret bagi sistem ekonomi yang adil
dan berkelanjutan dalam pandangan Islam.

Berikut adalah sebagian ayat dalam Al-Qur’an yang menjadi dasar
landasan hukum ekonomi Islam, antara lain:

a. Prinsip keadilan
Al-Qur’an menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan
ekonomi. Berikut adalah ayat Al-Qur’an yang menggarisbawahi
prinsip keadilan dalam perdagangan.
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”
(QS. An-Nisa: 29).

b. Larangan riba (bunga)
Al-Qur’an melarang dan menekankan pentingnya menghindari
praktik riba. Ayat Al-Qur’an berikut menjadi landasan hukum
ekonomi Islam terkait larangan riba.
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“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah: 275).

2. Hadis
Hadis, yang merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi
Muhammad saw., juga menjadi sumber landasan hukum ekonomi Islam.
Hadis menyediakan panduan praktis tentang berbagai aspek muamalah,
termasuk perdagangan, transaksi, dan praktik bisnis lainnya. Melalui
hadis-hadis ini, umat muslim diberikan arahan konkret dalam
menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Misalnya, hadis mengenai kejujuran dan transparansi dalam
perdagangan menjadi dasar etis bagi praktik bisnis yang adil dan beretika
dalam ekonomi Islam.

Hadis Nabi Muhammad saw. menjadi landasan hukum ekonomi
Islam, tidak hanya melalui perkataan beliau, tetapi juga berupa tindakan
dan persetujuan beliau. Hadis mencakup berbagai aspek ekonomi,
seperti perdagangan, keadilan, sedekah, dan wakaf. Contohnya adalah
nasihat Nabi tentang pentingnya menghormati hak-hak pekerja dan
memberikan upah yang layak, menekankan pentingnya keadilan dalam
transaksi ekonomi, serta mendorong praktik sedekah dan wakaf sebagai
mekanisme redistribusi kekayaan. Dengan kata lain, hadis sebagai
rujukan praktis bagi umat Islam dalam mengelola kegiatan ekonomi
mereka dengan cara yang sejalan dengan ajaran Islam.

Beberapa hadis yang menjadi landasan hukum ekonomi Islam
adalah sebagai berikut.

a. Hadis tentang keadilan dalam perdagangan
Nabi Muhammad saw. mengajarkan pentingnya keadilan dalam
perdagangan. Beliau bersabda: “Jauhilah kedustaan dan berdaganglah
dengan jujur dan baik. Orang yang jujur dan dapat dipercaya akan
bersama para Nabi beserta orang-orang yang benar dan para syuhada”
(HR. Tirmidzi).
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b. Hadis tentang sedekah dan kebaikan
Nabi Muhammad saw. mendorong umat muslim melakukan
sedekah dan berbuat kebajikan dalam aspek ekonomi. Beliau
bersabda: “Sesungguhnya harta tidak akan berkurang karena sedekah
yang dilakukan” (HR. Muslim).

3. Ijtihad
Ijtihad memainkan peran penting dalam menentukan landasan hukum
ekonomi Islam. Ijtihad adalah proses penalaran dan penelitian yang
dilakukan oleh ulama untuk mengeluarkan fatwa dan keputusan hukum
yang relevan dengan perkembangan zaman. Melalui ijtihad, hukum-
hukum ekonomi Islam terus diperbarui dan disesuaikan dengan
tuntutan dan tantangan ekonomi kontemporer.

Para ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-
prinsip syariat dan ekonomi Islam menggunakan ijtihad untuk merumus-
kan pandangan dan fatwa tentang berbagai isu ekonomi yang muncul
dalam masyarakat modern. Mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip
Al-Qur’an, hadis, maqasid al-shariah, dan analisis kritis dalam proses
ijtihad mereka. Hasil dari ijtihad ini adalah pandangan atau hukum
yang lebih kontekstual dan relevan, yang memungkinkan umat Islam
untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, ijtihad
juga menjadi alat yang penting untuk merespons tantangan ekonomi
yang berkembang dengan cepat. Para ulama menggunakan pengetahuan
tentang hukum Islam dan kondisi ekonomi saat ini untuk memberikan
panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menghadapi
masalah-masalah ekonomi yang kompleks. Dengan demikian, ijtihad
memungkinkan hukum ekonomi Islam tetap relevan dan bersifat
dinamis dalam menghadapi perubahan zaman.
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Prinsip-Prinsip Umum Syariat

1. Prinsip maslahah
Landasan hukum ekonomi Islam mengandung prinsip-prinsip umum
syariat Islam yang memberikan pedoman filosofis dan etis dalam
mengatur berbagai aspek ekonomi. Salah satu prinsip sentral dalam
kerangka ekonomi Islam adalah “maslahah,” yang merujuk pada
kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat. Prinsip maslahah
atau maslahat menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi dan
tindakan yang diambil harus mempertimbangkan kesejahteraan dan
kepentingan seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mencakup aspek-
aspek seperti pemerataan distribusi kekayaan, perlindungan hak-hak
individu, dan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip maslahat berlandaskan ide bahwa ekonomi harus melayani
kepentingan seluruh masyarakat dan tidak boleh mengorbankan
kelompok tertentu demi meraup keuntungan yang lebih besar. Prinsip
ini memerlukan kesadaran atas konsekuensi sosial dan etika dalam setiap
keputusan ekonomi, serta perhatian pada keadilan dan keberlanjutan.
Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, tindakan-tindakan seperti zakat
(sumbangan wajib kepada fakir miskin) dan sedekah dipandang sebagai
wujud implementasi prinsip maslahat karena dapat mengurangi
kesenjangan ekonomi dan memberikan manfaat kepada orang yang
membutuhkan.

Dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) sebagai panduan etis,
ekonomi Islam berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang adil,
kemasyarakatan, dan berkelanjutan yang menghormati nilai-nilai Is-
lam dan menjaga kemaslahatan umum. Prinsip ini adalah dasar
pengembangan hukum ekonomi Islam yang memerhatikan
kepentingan semua pihak dalam masyarakat.
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2. Prinsip adl
Adl atau keadilan memiliki peran sentral dalam landasan hukum
ekonomi Islam. Prinsip keadilan ini mencakup sejumlah aspek penting,
yaitu distribusi kekayaan yang merata antara anggota masyarakat,
perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, dan memastikan bahwa
hak-hak individu dan kelompok terlindungi dengan adil. Prinsip ini
membentuk dasar untuk menghindari segala bentuk ketidakadilan
dalam transaksi ekonomi dan pembagian kekayaan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan memerintahkan agar
distribusi kekayaan dan manfaat ekonomi dilakukan dengan cara yang
adil dan seimbang. Ini berarti bahwa tidak hanya segelintir kelompok
atau individu yang mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi, tetapi
seluruh masyarakat. Prinsip ini juga memastikan bahwa tidak ada
eksploitasi atau penindasan dalam transaksi ekonomi, dan bahwa hak-
hak ekonomi dari semua pihak dihormati.

Prinsip adl ini mencerminkan tujuan lebih luas dari ekonomi Islam
untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkeadilan, dimana
semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
mendapatkan manfaat dari sumber daya dan kegiatan ekonomi. Ini juga
sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan
dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi.

3. Prinsip hifz al-mal
Hifz al-mal atau perlindungan harta adalah salah satu prinsip utama
dalam landasan hukum ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan
pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan dengan bijak. Artinya,
individu dan masyarakat secara kolektif memiliki kewajiban untuk
memperlakukan harta benda dengan penuh tanggung jawab dan
kebijaksanaan.

Dalam konteks ekonomi, prinsip ini memerintahkan agar aktivitas
ekonomi dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap hak milik
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dan kepemilikan. Prinsip ini mencakup penghindaran dari praktik-
praktik yang dapat merugikan atau merampas harta benda seseorang
tanpa hak. Dengan kata lain, setiap transaksi ekonomi harus mematuhi
prinsip-prinsip perlindungan harta sehingga hak-hak ekonomi dari
semua pihak terjaga dengan baik.

Hifz al-maljuga mencakup kewajiban untuk menghindari praktik-
praktik ekonomi yang merugikan atau menipu sehingga memastikan
kekayaan seseorang tidak terancam oleh tindakan yang tidak etis.
Prinsip ini membangun fondasi kuat dalam menjaga kestabilan
ekonomi dan memastikan bahwa keadilan terwujud dalam semua
aspek aktivitas ekonomi.

4. Prinsip islah
Islah atau reformasi sosial adalah salah satu prinsip utama dalam
landasan hukum ekonomi Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem
ekonomi harus berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan
keseluruhan masyarakat. Islah berarti perbaikan atau reformasi demi
meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi umum.

Dalam konteks ekonomi, prinsip islah menjadi dorongan untuk
mengatasi ketimpangan sosial dan mengurangi disparitas antara
kelompok-kelompok ekonomi. Pengaplikasian prinsip ini melibatkan
tindakan konkret dalam mengatasi masalah kemiskinan, memberikan
akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi, dan memastikan
bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir
kelompok.

Selain itu, prinsip islah juga mengajarkan pentingnya mempromosi-
kan pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa aktivitas ekonomi
harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap
lingkungan dan generasi mendatang. Sistem ekonomi yang sesuai
dengan prinsip islah akan memastikan bahwa sumber daya alam
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digunakan dengan bijak dan pembangunan ekonomi tidak merugikan
lingkungan hidup.

Dengan memerhatikan landasan hukum ekonomi Islam yang
disebutkan di atas, para cendekiawan dan praktisi ekonomi muslim dapat
mengembangkan sistem ekonomi yang mempromosikan keadilan,
keseimbangan, dan kemaslahatan umum. Landasan ini memberikan dasar
yang kuat bagi pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai dengan nilai-
nilai Islam dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia
secara holistik.

Prinsip-Prinsip Landasan Hukum Ekonomi Islam
Landasan hukum ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama
yang membimbing sistem ekonomi berdasarkan syariat. Beberapa prinsip-
prinsip tersebut, antara lain:

1. Prinsip Keadilan
Keadilan menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam. Setiap transaksi
dan hubungan ekonomi harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan
antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan ekonomi Islam
menjadi landasan yang penting dalam pengembangan sistem ekonomi
yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya
kesetaraan, distribusi yang adil, dan kesejahteraan umat manusia secara
menyeluruh. Dalam Islam, keadilan ekonomi dianggap sebagai salah
satu pilar utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan seimbang.

Prinsip keadilan ekonomi Islam didasarkan pada ajaran-ajaran
Al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad saw. Al-Qur’an menekankan
pentingnya adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal
ekonomi. Allah Swt. berfirman yang artinya:”Wahai orang-orang yang
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beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menjadi pihak yang berlaku
adil, sebagai saksi bagi Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu-
bapak dan kaum kerabatmu” (QS. An-Nisa: 135).

Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan ekonomi Islam meliputi
beberapa aspek penting. Pertama, keadilan dalam pembagian dan
distribusi kekayaan. Islam mendorong adanya distribusi kekayaan yang
adil dan merata untuk mewujudkan kesetaraan dan mengurangi
kesenjangan sosial. Misalkan zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme
dalam memperbaiki ketidakseimbangan distribusi kekayaan.

Kedua, keadilan dalam transaksi dan kontrak. Islam menekankan
perlunya transaksi yang jujur, adil, dan berlandaskan pada kerelaan kedua
belah pihak. Dalam transaksi, prinsip-prinsip seperti gharar (ketidakpastian
yang berlebihan), riba (bunga), dan maysir (perjudian) harus dihindari
karena bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Ketiga, keadilan dalam hubungan kerja dan ketenagakerjaan.
Keadilan ini juga menjadi bagian dari prinsip keadilan ekonomi Islam.
Islam menghargai dan melindungi hak-hak pekerja, termasuk upah yang
layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap eksploitasi.
Prinsip ini juga mendorong adanya kemitraan antara pengusaha dan
pekerja untuk mencapai keseimbangan yang adil dalam hubungan kerja.

Dalam menjalankan prinsip keadilan ekonomi Islam, pemahaman
yang mendalam tentang konsep adil dan implementasinya sangatlah
penting. Para cendekiawan dan praktisi ekonomi Islam menggunakan
pendekatan fiqih muamalah (hukum transaksi) dan maqasid al-shariah
(tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka kerja untuk memahami dan
menerapkan prinsip keadilan ekonomi Islam. Dengan berdasar pada
prinsip keadilan ekonomi Islam, diharapkan sistem ekonomi
berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan
sejahtera. Prinsip ini memberikan pedoman yang kuat dalam mengatasi
ketidakadilan ekonomi dan mengembangkan sistem yang berorientasi
pada kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.
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2. Larangan riba
Prinsip ini melarang praktik riba dalam transaksi keuangan. Riba
dianggap sebagai eksploitasi yang tidak adil terhadap pihak yang lebih
lemah dalam transaksi ekonomi. Prinsip larangan riba menjadi landasan
penting dalam ekonomi Islam. Riba merujuk pada bunga atau
penambahan dalam transaksi keuangan yang bertentangan dengan
prinsip keadilan ekonomi Islam. Larangan riba telah dijelaskan dengan
tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan menjadi prinsip yang mendasar
dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.

Al-Qur’an menggambarkan riba sebagai suatu tindakan yang
melanggar aturan dan etika ekonomi Islam. Allah Swt. berfirman yang
artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah: 275). Dalam hadis juga menegaskan larangan riba,
yakni Nabi Muhammad saw. bersabda, “Sesungguhnya riba itu ada dalam
tiga puluh enam pintu, pintu yang paling ringan adalah seperti seseorang
menzinai ibu kandungnya” (HR. Ahmad).

Prinsip larangan riba dalam ekonomi Islam memiliki implikasi yang
luas. Prinsip ini mengharuskan umat muslim untuk menjauhi praktik
riba dalam transaksi keuangan, termasuk pemberian dan pengambilan
bunga. Hal ini mendorong pengembangan alternatif yang adil dan sesuai
dengan prinsip keadilan ekonomi Islam, seperti profit sharing,
mudharabah (kerja sama berbagi keuntungan), dan murabahah (penjualan
dengan keuntungan tetap). Selain itu, larangan riba juga mengajarkan
pentingnya saling membantu dan menghindari eksploitasi dalam hubungan
ekonomi. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberdayaan,
dan saling berbagi yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam. Dalam
konteks perbankan Islam, larangan riba mendorong pengembangan
sistem keuangan yang berbasis pada prinsip profit and loss sharing (bagi
hasil) dan prinsip berbagi risiko antara bank dan nasabah.

Pemahaman dan implementasi prinsip larangan riba dalam
ekonomi Islam didasarkan pada ijtihad dan penelitian hukum Islam
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yang mendalam. Para cendekiawan dan praktisi ekonomi Islam
menggunakan metodologi fiqih muamalah (hukum transaksi) dan
maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) untuk memahami dan
menerapkan prinsip larangan riba dalam konteks ekonomi modern.

Dengan mematuhi prinsip larangan riba dalam ekonomi Islam,
diharapkan sistem ekonomi dapat berkontribusi dalam menciptakan
lingkungan yang adil, berkeadilan, dan seimbang bagi semua anggotanya.
Prinsip ini mengajarkan umat muslim untuk menjalankan aktivitas
ekonomi dengan penuh integritas dan keadilan, serta menghindari
praktik yang dapat mengakibatkan eksploitasi dan ketidakadilan.

3. Larangan gharar
Gharar adalah transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi
berlebihan. Dalam ekonomi Islam, gharar ini dilarang karena segala
transaksi harus dilakukan dengan pengetahuan dan informasi yang
cukup. Prinsip larangan gharar merupakan salah satu landasan penting
dalam ekonomi Islam. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau
ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan
ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan terhadap
gharar adalah prinsip yang mendasar dalam membangun sistem
ekonomi Islam.

Dalam Al-Qur’an, gharar disebutkan dalam konteks larangan riba.
Allah Swt. berfirman yang artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta
kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu
memasukkan harta kamu ke dalam pengadilan agar kamu dapat memakan
sebahagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kamu
mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188). Selain itu, pentingnya menghindari
gharar dalam transaksi ditegaskan di dalam Hadis, Nabi Muhammad
saw. bersabda, “Jauhilah gharar karena gharar dapat membinasakan.”

Prinsip larangan gharar dalam ekonomi Islam memiliki
konsekuensi yang signifikan. Prinsip ini menuntut transparansi,
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kejelasan, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks
perdagangan, larangan gharar mendorong para pelaku ekonomi untuk
menghindari praktik spekulasi berlebihan, penipuan, atau manipulasi
informasi yang menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi pihak
yang terlibat. Larangan gharar juga memengaruhi aspek lain dalam
ekonomi Islam, seperti asuransi dan kontrak. Prinsip ini mendorong
pengembangan mekanisme asuransi yang adil dan berdasarkan pada
kepentingan bersama, serta memastikan kejelasan dan keadilan dalam
kontrak yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam implementasi prinsip larangan gharar, pemahaman
mendalam tentang konteks dan tingkat ketidakpastian yang dapat
diterima sangat penting. Para cendekiawan dan praktisi ekonomi Islam
menggunakan pendekatan fiqih muamalah (hukum transaksi) dan
maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) untuk memahami dan
menerapkan prinsip larangan gharar dalam transaksi ekonomi
kontemporer.

Dengan mematuhi prinsip larangan gharar dalam ekonomi Islam,
diharapkan sistem ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang adil,
jujur, dan seimbang bagi semua anggotanya. Prinsip ini mengajarkan
pentingnya integritas, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan
aktivitas ekonomi, serta mencegah ketidakpastian berlebihan yang
dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

4. Larangan maysir
Prinsip larangan maysir juga dikenal sebagai larangan perjudian. Prinsip
ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam.
Maysir merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi yang tidak pasti
dalam transaksi ekonomi. Larangan terhadap maysir adalah prinsip yang
penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan
sesuai dengan ajaran Islam.
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Dalam Al-Qur’an, larangan terhadap maysir disebutkan bersamaan
dengan larangan riba. Allah Swt. berfirman yang artinya: “Hai orang-
orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban
untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah: 90). Larangan maysir
juga ada dalam Hadis, Nabi Muhammad saw. bersabda, “Siapa yang
berjudi, maka ia telah menyentuh tangan setan” (HR. Muslim).

Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab, dan
etika dalam setiap transaksi ekonomi. Maysir merugikan masyarakat
karena mengandung unsur ketidakpastian, eksploitasidan ketidakadilan.
Larangan ini juga mencakup praktik-praktik spekulatif yang dapat
menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kerugian bagi individu dan
masyarakat.

Prinsip larangan maysir dalam ekonomi Islam memiliki konsekuensi
yang penting. Larangan maysir juga berpengaruh dalam beberapa aspek
ekonomi Islam, seperti asuransi dan kontrak. Prinsip ini mendorong
pengembangan mekanisme asuransi yang adil dan berdasarkan pada
prinsip saling berbagi risiko, serta memastikan keadilan dan ketidak-
pastian yang terkendali dalam kontrak yang dibuat.

Dalam menerapkan prinsip larangan maysir, penting untuk
memahami dan mengidentifikasi praktik-praktik yang terkait dengan
maysir dalam konteks ekonomi modern. Hal ini membutuhkan
pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip
ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Para cendekiawan dan praktisi
ekonomi Islam menggunakan pendekatan fiqih muamalah (hukum
transaksi) dan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) dalam
memahami dan menerapkan prinsip larangan maysir dalam transaksi
ekonomi kontemporer. Dengan mematuhi prinsip larangan maysir
dalam ekonomi Islam, diharapkan sistem ekonomi dapat menciptakan
lingkungan yang adil, berkeadilan, dan beretika bagi semua anggotanya.
Prinsip ini mendorong umat muslim untuk menjalankan aktivitas
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ekonomi dengan integritas, keadilan, dan kehati-hatian dalam
menghindari praktik-praktik spekulatif dan perjudian yang merugikan
individu dan masyarakat.

5. Prinsip kepemilikan
Prinsip kepemilikan menjadi salah satu aspek penting dalam ekonomi
Islam yang mengatur hubungan antara individu dengan harta benda
dan sumber daya ekonomi. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Is-
lam berdasar pada syariat yang mengakui hak individu dalam memiliki,
menggunakan, dan mengelola harta benda dengan tanggung jawab dan
kewajiban yang melekat padanya.

Dalam Islam, kepemilikan dianggap sebagai titik tolak dalam
pengaturan hubungan ekonomi. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-
Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan hak individu
atas harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Allah Swt.
berfirman yang artinya”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan
dunia. Dan amal-amal shalih yang kekal adalah lebih baik di sisi Tuhanmu
sebagai pahala dan lebih baik harapannya” (QS. Al-Kahfi: 46). Nabi
Muhammad saw. juga bersabda, “Sesungguhnya setiap orang adalah
pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”
(HR. Bukhari).

Prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam memiliki implikasi yang
signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, seperti
kepemilikan pribadi, kepemilikan kolektif, dan kepemilikan publik.
Islam mendorong individu untuk bekerja keras, berusaha, dan
berinvestasi secara adil untuk menciptakan kekayaan dan kemakmuran
yang dapat diperoleh melalui usaha yang halal. Pada saat yang sama,
prinsip kepemilikan juga menuntut individu untuk menggunakan harta
benda mereka secara bertanggung jawab, memenuhi hak-hak orang
lain, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi
masyarakat.
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Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip kepemilikan juga
mempertimbangkan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Islam
menekankan pentingnya berbagi kekayaan dengan orang-orang yang
kurang mampu melalui zakat, sedekah, dan kegiatan-kegiatan filantropis
lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan
memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya.
Dalam konteks ekonomi modern, prinsip kepemilikan ekonomi Islam
dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan
pribadi, investasi berdasarkan prinsip syariat dan kemitraan, dan
kegiatan ekonomi lainnya yang berorientasi pada kemaslahatan umum
(maslahah). Penerapan prinsip kepemilikan ini juga mengharuskan
adanya pengawasan dan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi Islam.

Melalui prinsip kepemilikan dalam ekonomi Islam diharapkan
tercipta sebuah sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, dan berwawasan
sosial. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab
individu terhadap harta benda dan sumber daya ekonomi yang mereka
miliki serta hak-hak orang lain dalam memperoleh manfaat dan
kemaslahatan dari kepemilikan tersebut.

6. Prinsip sedekah dan kebaikan
Prinsip ini mendorong umat muslim memberikan sumbangan dan
berbuat kebajikan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam. Dalam
Islam, sedekah dianggap sebagai kewajiban moral dan ibadah yang tidak
hanya membantu individu dalam mencapai kebaikan spiritual, tetapi juga
memiliki dampak positif dalam konteks ekonomi. Allah Swt. berfirman
dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan
Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,
dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik” (QS. Al-Baqarah: 195). Nabi Muhammad saw. pun bersabda
“Sedekah itu tidak akan mengurangi harta” (HR. Muslim).
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Prinsip sedekah dan kebaikan dalam ekonomi Islam memiliki
implikasi yang luas dalam praktik ekonomi. Setiap orang dianjurkan
untuk memberikan sumbangan dan sedekah secara sukarela untuk
membantu mereka yang membutuhkan, misalnya fakir miskin, yatim
piatu, dan mereka yang terkena musibah. Sedekah juga dapat diarahkan
ke program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan
kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, prinsip sedekah dan kebaikan dalam ekonomi Islam
mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.
Sedekah tidak hanya berupa bantuan tunai, tetapi juga dapat berupa
wakaf (endowment) yang memberikan manfaat jangka panjang untuk
masyarakat. Melalui wakaf, individu dapat menyumbangkan properti
atau aset produktif seperti tanah atau bangunan untuk kepentingan
umum seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.

Penerapan prinsip sedekah dan kebaikan dalam ekonomi Islam
juga melibatkan pengelolaan dana sedekah yang transparan dan efisien.
Organisasi filantropis dan lembaga amil sedekah berperan penting
dalam menyalurkan sedekah dan menjalankan program-program
kebaikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan mengintegrasikan prinsip sedekah dan kebaikan dalam
ekonomi, diharapkan tercipta sebuah sistem ekonomi yang lebih adil,
berkeadilan, dan berwawasan sosial. Prinsip ini mengajarkan nilai-nilai
empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dalam membangun
masyarakat yang lebih berdaya.
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05
AKAD DALAM
EKONOMI ISLAM

Akad dalam ekonomi Islam merujuk pada perjanjian atau kontrak yang diatur
berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Akad-akad ini merupakan instrumen
yang digunakan dalam transaksi ekonomi dalam rangka memastikan keadilan,
ketidakberpihakan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam
sistem ekonomi Islam, akad memiliki peran yang sangat penting dalam
mengatur transaksi antara individu dan lembaga keuangan. Akad dapat
didefinisikan sebagai perjanjian atau kontrak yang dilakukan berdasarkan
prinsip-prinsip syariat.

Konsep Akad dalam Islam
Akad memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar perjanjian
atau kontrak dalam hukum sekuler. Akad mampu mencakup dimensi spiri-
tual, etika, dan hukum sekaligus. Prinsip-prinsip syariat menekankan perlu
adanya kesepakatan yang dilandasi oleh ketulusan, integritas, dan kejujuran.
Oleh karena itu, akad yang sah dalam Islam harus mencerminkan niat yang
baik, menghindari segala bentuk penindasan, serta menjamin keadilan bagi
semua pihak yang terlibat.
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Aspek spiritual dalam akad mencakup niat dan kesungguhan hati dalam
melaksanakan perjanjian. Setiap akad harus diniatkan untuk mencari berkah
dan ridha dari Allah Swt. Hal ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang
dilakukan di bawah naungan akad tersebut mendapatkan berkah dan
mendukung kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aspek etika juga
menjadi bagian integral dari akad dalam Islam. Pihak-pihak yang terlibat
dalam akad diimbau untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran.
Mereka harus memenuhi komitmen yang telah diakadkan dengan sepenuh
hati dan tanpa mengabaikan hak-hak pihak lain.

Selain itu, aspek hukum dalam akad mencakup pemenuhan syarat-syarat
sahnya kontrak, termasuk kesepakatan para pihak, objek yang diakadkan, dan
timbal balik yang adil. Akad yang sah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum
Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat. Akad dalam
Islam merujuk pada perjanjian atau kontrak sukarela yang dilakukan antara
dua pihak atau lebih. Melalui akad ini, pihak-pihak yang terlibat berkomitmen
untuk mematuhi semua ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati
bersama. Konsep akad menjadi fondasi hukum bagi transaksi ekonomi dan
bisnis dalam kerangka syariat Islam.

Pertama, aspek moral menekankan pentingnya niat yang baik dan tujuan
yang benar dalam melaksanakan akad. Setiap pihak diharapkan memiliki
niat yang tulus untuk mencari keberkahan dan ridha Allah Swt. dalam setiap
transaksi yang mereka lakukan. Kedua, aspek etika mencakup integritas,
kejujuran, dan keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka
diwajibkan untuk bertindak dengan penuh integritas dan kejujuran, serta
memberikan informasi yang akurat mengenai objek dan syarat-syarat akad.
Ketiga, aspek hukum dalam definisi akad Islam meliputi pemenuhan syarat-
syarat sahnya kontrak. Ini termasuk adanya kesepakatan para pihak, objek
yang diakadkan, dan timbal balik yang adil. Akad yang sah harus mematuhi
prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan syariat (Mardani, 2021).
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Prinsip-Prinsip Akad dalam Islam
Akad dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi.

1. Akad dalam Islam merupakan kesepakatan sukarela antara dua pihak
atau lebih yang harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling
menguntungkan. Prinsip keadilan ini mencakup beberapa aspek kunci.
Pertama, penetapan harga harus dilakukan dengan adil dan seimbang
dan tanpa adanya penyelewengan atau eksploitasi terhadap pihak yang
terlibat dalam akad. Harga yang disepakati harus mencerminkan nilai
sebenarnya dari objek yang diperdagangkan atau jasa yang diberikan
(Soemitra, 2019).
Kedua, akad mengharuskan pembayaran yang tepat. Artinya, semua
kewajiban pembayaran harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan
tanpa penundaan atau pengelakan. Keteraturan dan ketepatan dalam
pembayaran adalah cermin dari komitmen untuk memenuhi kesepakatan
dengan sebaik-baiknya.
Ketiga, prinsip keadilan dalam akad juga mencakup saling menghormati
hak-hak masing-masing pihak. Setiap pihak harus mengakui dan
menghargai hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain, termasuk hak atas
kepemilikan, keputusan, dan perlindungan dari penyelewengan atau
manipulasi.

2. Akad dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang jelas dan
terdefinisi dengan baik sehingga tidak ada ketidakjelasan atau
penafsiran yang salah dalam pelaksanaannya. Kejelasan syarat-syarat
ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam
akad memiliki pemahaman yang sama tentang kewajiban, hak, dan
tanggung jawab masing-masing. Syarat-syarat ini meliputi objek
transaksi, harga yang disepakati, waktu dan tempat pelaksanaan, serta
ketentuan-ketentuan khusus lain yang relevan dengan jenis akad yang
dilakukan. Dengan adanya syarat-syarat yang jelas, akad akan menjadi
lebih transparan dan terjamin keabsahannya. Hal ini juga membantu
mencegah terjadinya perselisihan atau konflik di kemudian hari karena
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semua pihak telah sepakat dan memahami dengan jelas mengenai isi
dan tujuan dari akad yang dilakukan (Thian, 2021).

3. Akad harus sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.
Ini berarti bahwa semua transaksi dan perjanjian yang dilakukan harus
mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran
agama Islam, yang mencakup larangan terhadap riba (bunga), larangan
terhadap praktik-praktik yang tidak etis atau merugikan, serta
memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam akad memperoleh
keuntungan atau manfaat yang adil dan seimbang.

Prinsip-prinsip syariat juga mencakup aspek-aspek seperti kejujuran,
integritas, dan keadilan dalam setiap tahapan akad. Para pihak yang terlibat
diharapkan untuk bertindak dengan penuh kejujuran, tidak menutup-
nutupi informasi, atau melakukan penipuan. Selain itu, pembagian
keuntungan atau kerugian juga harus dilakukan dengan adil, yaitu dengan
mempertimbangkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.

Dengan memastikan bahwa akad sesuai dengan hukum Islam dan
prinsip-prinsip syariat, transaksi ekonomi tersebut akan dianggap sah
dan mendapatkan berkah dari perspektif agama. Hal ini memberikan
kepastian hukum dan moral bagi semua pihak yang terlibat dalam akad
serta menciptakan fondasi yang kokoh untuk hubungan ekonomi yang
sehat dan adil dalam masyarakat.

Unsur-Unsur Akad dalam Islam
Berikut ini beberapa unsur utama yang harus ada dalam akad yang sah dalam
Islam.

1. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu penjual dan pembeli,
penyewa dan pemilik, atau mitra bisnis lainnya.

2. Objek akad, yaitu barang atau jasa yang diperdagangkan atau disewakan
dalam transaksi.
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3. Syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak termasuk
harga, waktu, dan ketentuan lainnya.

4. Niat dan kesepakatan yang jelas serta kesadaran dari semua pihak
terhadap kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam akad.

Jenis-Jenis Akad dalam Islam
Dalam transaksi ekonomi Islam, terdapat beberapa jenis akad yang umum
digunakan.

1. Murabahah
Murabahah adalah salah satu jenis akad yang umum digunakan dalam
transaksi jual beli dalam ekonomi Islam. Dalam akad murabahah,
penjual memberitahukan kepada pembeli biaya produksi dan
keuntungan yang diinginkan sebelum transaksi terjadi. Prinsip utama
dalam murabahah adalah transparansi dan keadilan dalam menentukan
harga barang. Sebagai contoh, dalam transaksi pembiayaan perumahan,
murabahah digunakan untuk membeli rumah dan penjual menentukan
harga jual dengan memperlihatkan biaya dan keuntungan yang
dimilikinya (Mufid, 2021).

Transparansi dalam proses penetapan harga adalah kunci dalam akad
murabahah. Penjual harus menjelaskan secara rinci kepada pembeli
tentang biaya produksi barang yang akan dijual dan jumlah keuntungan
yang akan diperoleh. Pembeli kemudian setuju untuk membayar harga
tersebut, sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, akad murabahah
mewujudkan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, dimana kedua
belah pihak sepakat atas harga yang adil dan wajar.

Murabahah sering digunakan dalam berbagai jenis transaksi,
termasuk pembiayaan properti, kendaraan, dan barang-barang lainnya.
Prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan yang mendasari
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akad murabahah menjadikannya instrumen yang sesuai dalam ekonomi
Islam, di mana transaksi bisnis harus mematuhi nilai-nilai syariat dan
prinsip-prinsip keadilan ekonomi (Ismiati, 2022).

Prinsip akad murabahah adalah fondasi utama dalam transaksi jual
beli dalam keuangan syariah. Terdapat beberapa poin penting yang
menjadi landasan dalam pelaksanaan akad murabahah antara lain:

a. Kesepakatan harga
Prinsip pertama terkait dengan kesepakatan harga. Para pihak
harus sepakat dengan jelas terkait harga jual beli barang atau aset
yang akan diperoleh oleh pihak yang membutuhkan pembiayaan.
Harga tersebut harus transparan, tidak ambigu, dan dengan rincian
yang sangat jelas. Hal ini untuk menghindari adanya kebingungan
atau ketidakjelasan di masa mendatang.

b. Transparansi biaya
Prinsip kedua adalah transparansi. Pihak penjual wajib meng-
ungkapkan secara jelas seluruh biaya terkait transaksi, termasuk di
dalamnya margin keuntungan atau fee administrasi. Transparansi
ini diperlukan agar pihak pembeli mengetahui secara pasti berapa
jumlah yang harus mereka bayar pada akhir transaksi.

c. Kejelasan dan kepastian
Prinsip selanjutnya adalah kejelasan dan kepastian. Rincian-
rincian transaksi haruslah jelas dan terdefinisi dengan baik,
misalnya tenggat waktu pembayaran dan nilai tambahan yang
harus dibayarkan sebagai keuntungan bagi pihak penjual. Hal ini
bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi atau
konflik di masa mendatang.

d. Tanggung jawab dan jujur
Pelaksanaan akad murabahah juga menuntut para pelaku bisnis
untuk bertanggung jawab dan jujur dalam menyusun rincian
transaksi. Ini mencakup kewajiban untuk tidak menyembunyikan
informasi atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat
menimbulkan ketidakadilan atau keraguan.
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e. Risiko dan kewajiban
Meskipun akad murabahah dianggap sesuai dengan prinsip
syariat, tetap saja terdapat risiko dan kewajiban bagi pihak-pihak
yang terlibat dalam transaksi ini. Para pihak harus memahami
sepenuhnya implikasi hukum dan keuangan dari transaksi
tersebut sebelum melakukan kesepakatan.

f. Pemenuhan syarat-syarat hukum
Setiap transaksi akad murabahah juga harus memenuhi syarat-
syarat hukum Islam, termasuk syarat-syarat keabsahan jual beli,
seperti kepemilikan barang, kesepakatan para pihak, dan sebagainya.

Penting untuk diingat bahwa dalam setiap transaksi akad
murabahah, komitmen terhadap prinsip-prinsip di atas adalah kunci
untuk memastikan keabsahan dan keadilan dari transaksi tersebut. Oleh
karena itu, kejujuran, transparansi, dan kehati-hatian dalam menyusun
rincian transaksi sangatlah penting dalam pelaksanaan akad murabahah.

2. Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak yang menyediakan
modal (shahib al-maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib)
dalam suatu usaha. Dalam mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan
kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak
yang menyediakan modal. Prinsip utama dalam mudharabah adalah
berbagi risiko dan keuntungan antara kedua belah pihak. Contoh
penggunaan mudharabah adalah dalam transaksi pembiayaan bagi hasil
dalam perbankan Islam.

Dalam konteks pembiayaan, mudharabah digunakan sebagai
metode bagi hasil di mana pihak bank atau lembaga keuangan Islam
menyediakan modal untuk proyek atau usaha tertentu. Pihak yang
mengelola proyek bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan-
nya. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan
persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, jika proyek
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mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung oleh pihak yang
menyediakan modal (Mardianto, 2022).

Prinsip berbagi risiko dan keuntungan merupakan elemen kunci
dalam mudharabah. Hal ini mencerminkan nilai-nilai ekuitas dan
keadilan yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Dengan cara ini,
mudharabah mendorong partisipasi aktif dan saling mendukung antara
pihak-pihak yang terlibat dalam usaha bersama.

Prinsip akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama
di dalam keuangan syariah. Terdapat beberapa poin penting yang perlu
diperhatikan dalam pelaksanaan akad mudharabah yaitu

a. Peran dan bagi hasil
Pada akad mudharabah, terdapat dua pihak utama, yaitu mudharib
(pengelola modal) dan sahibul mal (pemilik modal). Mudharib
bertanggung jawab untuk mengelola modal yang diserahkan oleh
sahibul mal dengan baik dan mempertanggungjawabkannya. Hasil
usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, dimana mudharib
mendapatkan sebagian dari keuntungan dan sahibul mal
memperoleh sisanya.

b. Modal dan kerja sama
c. Sahibul mal menyediakan modal awal untuk proyek atau usaha

yang dilakukan oleh mudharib. Mudharib berkontribusi dengan
keterampilan, keahlian, dan pengelolaan yang diperlukan untuk
menjalankan usaha tersebut. Kerja sama di antara keduanya harus
didasarkan pada transparansi dan kepercayaan.

d. Kepastian bagi hasil
Adanya kejelasan terkait pembagian keuntungan atau hasil usaha
adalah prinsip penting dalam akad mudharabah. Pembagian ini
harus disepakati di awal dan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk
mengambil bagian dari hasil usaha sesuai dengan perjanjian.
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e. Resiko dan tanggung jawab
Sahibul mal memikul resiko atas kerugian modal yang diinvestasi-
kan dalam akad mudharabah, sementara mudharib bertanggung
jawab atas pengelolaan modal dengan sebaik-baiknya. Jika terjadi
kerugian, tanggung jawab untuk menanggulangi kerugian atau
mengganti biaya modal ada pada pihak mudharib.

f. Kejelasan tujuan dan penggunaan modal
Tujuan penggunaan modal harus dijelaskan secara rinci dalam
perjanjian akad mudharabah. Hal ini termasuk di dalamnya tujuan
usaha, target keuntungan, serta cara pengelolaan dan penggunaan
modal. Semua aspek ini harus saling disepakati untuk meng-
hindari potensi konflik pada masa mendatang.

g. Pemisahan aset
Dalam akad Mudharabah, aset yang dihasilkan dari usaha bersama
harus jelas terpisah dari aset-aset pribadi kedua pihak. Hal ini
untuk menghindari adanya kebingungan atau klaim atas aset yang
dihasilkan oleh akad tersebut.

Penting untuk diingat bahwa akad mudharabah adalah bentuk kerja
sama yang mengandung potensi keuntungan dan risiko. Oleh karena itu,
komunikasi terbuka, kepercayaan, dan transparansi dalam merumuskan
perjanjian adalah kunci untuk kesuksesan akad mudharabah. Selain itu,
kewaspadaan terhadap risiko dan tanggung jawab atas pengelolaan modal
menjadi hal yang tak kalah penting dalam implementasi prinsip akad
mudharabah.

3. Ijarah
Ijarah adalah akad sewa-menyewa yang melibatkan penggunaan barang
atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa sesuai dengan
kesepakatan yang telah disetujui. Pada dasarnya, akad ijarah memung-
kinkan pemilik barang atau jasa untuk memperoleh imbalan dari
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penggunaan barang tersebut tanpa men-transfer kepemilikan. Prinsip
utama dalam ijarah adalah adil dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh
dari penggunaan barang atau jasa. Contoh penggunaan ijarah adalah dalam
transaksi sewa menyewa properti atau pembiayaan kendaraan.

Dalam konteks ijarah, pemilik barang atau jasa (mu’jir) menyewa-
kannya kepada pihak lain (musta’jirsesuai kesepakatan dengan harga
dan periode waktu tertentu. Musta’jir dapat memanfaatkan barang atau
jasa tersebut sesuai dengan perjanjian, namun kepemilikan tetap berada
di tangan mu’jir. Hal ini membedakan ijarah dari transaksi jual beli
konvensional di mana terjadi perpindahan kepemilikan barang (Ismiati,
2022).

Prinsip keadilan dan manfaat yang seimbang merupakan elemen
penting dalam akad ijarah. Pihak-pihak yang terlibat harus sepakat atas
syarat-syarat sewa yang wajar dan sejalan dengan manfaat yang diperoleh
dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Ijarah merupakan instrumen
penting dalam transaksi ekonomi Islam yang memungkinkan
pemanfaatan sumber daya dan aset secara adil dan sesuai dengan prinsip
syariat (Wahid, 2019).

Akad ijarah atau sewa adalah prinsip utama dalam perjanjian
keuangan syariah yang memiliki poin-poin penting yang harus
diperhatikan. Berikut adalah poin-poin utama dalam prinsip akad ijarah.

a. Objek dan tujuan sewa
Dalam akad ijarah, objek sewa harus jelas dan dapat diidentifikasi,
misalnya berupa properti, peralatan, atau jasa tertentu. Tujuan
sewa juga harus didefinisikan dengan baik. Selain itu, hak dan
kewajiban kedua belah pihak harus saling dipahami.

b. Kesepakatan harga sewa
Harga sewa harus dijelaskan secara rinci dan diatur dalam perjanjian.
Pihak yang menyewa dan yang menyewakan harus setuju dengan
harga yang dibebankan. Harga sewa harus wajar dan kesepakatan
ini harus adil bagi kedua belah pihak.
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c. Kualitas dan keadaan barang
Pihak yang menyewakan harus memberikan barang dalam kondisi
yang sesuai dengan kesepakatan. Jika barang mengalami
kerusakan atau perlu perbaikan, kewajiban pemeliharaan dan
perbaikan harus dijelaskan terlebih dahulu dalam perjanjian.

d. Masa sewa dan pembayaran
Masa sewa harus ditentukan dalam perjanjian dan pembayaran
harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran bisa
dilakukan secara berkala atau dalam satu kali bayar di awal (ujroh
muqayyad). Kedua pihak harus mengetahui kapan dan berapa
jumlah yang harus dibayarkan.

e. Tanggung jawab perbaikan
Pihak yang menyewakan bertanggung jawab untuk memelihara
barang dan menggantinya jika terjadi kerusakan. Sementara itu,
pihak yang menyewa harus memperlakukan barang dengan baik
dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti saat
awal sewa.

f. Penyewaan berdasarkan waktu
Prinsip ini mencakup penyewaan yang berdasarkan waktu
tertentu (ijarah muddahilah) misalnya sewa properti dan
penyewaan yang berdasarkan hasil atau kinerja (ijarah bi al-taqsit),
misalnya sewa jasa pekerjaan (Mufid, 2019).

g. Kepastian dan keadilan
Dalam akad ijarah, kepastian, transparansi, dan keadilan adalah
prinsip-prinsip yang sangat penting. Kedua pihak harus ber-
komunikasi secara jelas sehingga saling memahami. Kesepakatan
harus fair dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

h. Pemisahan aset
Penting untuk memisahkan aset yang disewakan dengan aset-aset
pribadi atau aset yang lain. Hal ini untuk memastikan bahwa objek
sewa tidak menjadi milik pribadi pemilik modal atau penyewa.
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i. Ketentuan khusus
Ada situasi tertentu di mana ketentuan khusus mungkin perlu
ditambahkan ke dalam perjanjian sewa, terutama jika sewa
melibatkan properti atau aset yang memerlukan perlindungan
hukum lebih lanjut.

Poin-poin penting dalam prinsip akad ijarah ini harus memandu
pelaksanaan sewa agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat tentang
keuangan, yaitu adil dan menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh
hukum Islam, seperti riba. Transparansi dan komunikasi yang baik
antara kedua belah pihak juga sangat penting untuk menjaga keadilan
dalam akad ijarah.

4. Salam
Salam adalah salah satu akad dalam ekonomi Islam yang memiliki peran
penting dalam menghilangkan ketidakpastian karena dapat memastikan
keadilan dalam transaksi. Dalam akad salam, pembeli membayar
sejumlah harga yang telah disepakati terlebih dahulu dengan penjual
untuk membeli komoditas tertentu yang akan diserahkan pada waktu
mendatang. Akad ini memungkinkan petani atau produsen mendapatkan
dana pembayaran di muka untuk hasil produksi mereka, yang kemudian
akan diserahkan kepada pembeli pada masa yang akan datang sesuai
dengan perjanjian. Dengan menerima pembayaran di muka, produsen
atau petani dapat menghindari risiko fluktuasi harga atau masalah
produksi yang dapat timbul di masa depan. Ini juga memberikan
jaminan kepada pembeli bahwa komoditas yang mereka pesan akan
diserahkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.

Akad salam sering digunakan dalam sektor pertanian untuk
membiayai produksi tanaman atau ternak. Ini juga dapat membantu
menjaga stabilitas pasar dengan memungkinkan produsen atau petani
untuk merencanakan produksi mereka dengan lebih baik. Dengan
mengikuti prinsip-prinsip syariat, akad salam menciptakan kerangka
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kerja yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam
transaksi ini (Pudjiraharjo & Muhith, 2019).

Prinsip akad salam adalah salah satu bentuk perjanjian dalam
keuangan syariah yang melibatkan jual beli dengan pembayaran yang
dilakukan di muka namun barang yang diperoleh akan diterima
kemudian. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan
dalam prinsip akad salam antara lain (Mufid, 2019):

a. Pihak-pihak yang terlibat
Terdapat dua pihak utama, yaitu penjual (muqrid) dan pembeli
(mustaqlis). Penjual berjanji untuk menyediakan barang atau
komoditas tertentu dalam jumlah dan spesifikasi yang telah
disepakati.

b. Barang yang dijual
Penjelasan mengenai barang atau komoditas yang akan dijual
dalam akad salam adalah hal penting. Spesifikasi, jumlah, dan
karakteristik barang harus dijelaskan secara rinci agar tidak terjadi
ketidaksepakatan di kemudian hari.

c. Jangka waktu dan tanggal penyerahan
Dalam akad salam, jangka waktu penyerahan barang harus jelas.
Pihak penjual harus berjanji untuk menyerahkan barang tersebut
pada waktu yang telah disepakati meskipun pembayaran sudah
dilakukan di awal.

d. Harga dan pembayaran
Harga barang atau komoditas harus disepakati bersama dan tidak
boleh terlalu tinggi atau tidak wajar. Pembayaran harus dilakukan
di awal sebagaimana diatur dalam perjanjian.

e. Keabsahan barang
Barang yang dijanjikan harus sesuai dengan kriteria dan standar
yang telah disepakati. Barang yang diterima harus dalam kondisi
yang baik dan tidak cacat atau rusak. Kewajiban penjual adalah
memberikan barang sesuai dengan kesepakatan.
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f. Pemenuhan syarat-syarat syariat
Dalam akad salam, seluruh syarat-syarat syariatnya harus
dipenuhi. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang melarang
riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Transaksi Salam
juga tidak boleh merugikan salah satu pihak.

g. Tanggung jawab risiko
Risiko atau kerugian yang mungkin terjadi sebelum barang
diserahkan ke pembeli harus dijelaskan dalam perjanjian. Pihak
penjual harus bertanggung jawab atas risiko tersebut.

h. Hak pembeli dan penjual
Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus dijelaskan dengan
jelas. Hak pembeli berupa hak menerima barang sesuai dengan
kesepakatan. Hak penjual berupa hak menerima pembayaran
sebagaimana disepakati.

i. Kewajiban pemenuhan perjanjian
Pihak penjual harus memastikan bahwa barang atau komoditas
diserahkan sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang telah
ditentukan.

j. Pembatalan perjanjian
Sanksi atau konsekuensi dari pembatalan perjanjian juga harus
dijelaskan dalam akad salam. Hal ini termasuk denda atau sanksi
lain yang mungkin berlaku jika salah satu pihak memutuskan
untuk membatalkan perjanjian.

Poin-poin penting dalam prinsip akad salam ini dirancang untuk
memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan adil, sesuai
dengan prinsip syariat, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang
dalam Islam. Kedua belah pihak harus memahami dan setuju dengan
semua ketentuan yang tercantum dalam akad salam sebelum
melaksanakannya.
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5. Istishna
Istishna adalah suatu akad dalam ekonomi Islam yang fokus pada
pembuatan barang sesuai dengan spesifikasi dan kesepakatan antara
penjual dan pembeli. Dalam istishna, penjual berkomitmen untuk
memproduksi barang atau proyek konstruksi berdasarkan kebutuhan
dan karakteristik khusus yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip
utama dalam istishna adalah kualitas barang yang baik dan keadilan
dalam pembayaran.

Akad istishna sering diterapkan dalam industri konstruksi, di mana
pemesan membutuhkan pembangunan atau produksi barang dengan
spesifikasi tertentu. Contohnya, pembuatan bangunan, peralatan, atau
infrastruktur khusus. Dalam konteks ini, akad istishna memastikan bahwa
barang yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diinginkan dan
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (Windari, 2022).

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam istishna, di mana
pembayaran harus sejalan dengan progres produksi atau pembangunan.
Hal ini memastikan bahwa pembeli hanya membayar untuk barang atau
proyek yang selesai sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Dengan
demikian, istishna membentuk landasan hukum yang kuat untuk
transaksi ekonomi yang adil dan terpercaya dalam ekonomi Islam.

Akad istishna adalah salah satu bentuk transaksi dalam keuangan
syariah yang melibatkan pemesanan atau pembuatan barang secara
khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam akad istishna,
beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain (Ramdhani,
et al., 2020):

a. Pihak-pihak yang terlibat
Poin pertama adalah mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam
akad istishna Terdapat dua pihak utama yaitu pemesan (mustashni)
dan pembuat (sani’). Pemesan adalah orang atau entitas yang
memesan barang atau proyek untuk diproduksi atau dibangun.
Pembuat adalah pihak atau perusahaan yang bertanggung jawab
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untuk memproduksi atau membangun barang sesuai dengan
spesifikasi yang telah disepakati.

b. Deskripsi dan spesifikasi barang
Pemesan harus memberikan deskripsi dan spesifikasi yang jelas
tentang barang atau proyek yang akan dibuat, misalnya ukuran,
bahan, kualitas, dan karakteristik lainnya yang relevan. Informasi
ini penting untuk memastikan bahwa barang yang dihasilkan
sesuai dengan harapan pemesan.

c. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian
Dalam akad istishna, jangka waktu atau tanggal penyelesaian proyek
harus ditetapkan dengan jelas. Pembuat harus menyelesaikan
proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati agar
memenuhi kebutuhan pemesan.

d. Harga dan pembayaran
Harga barang atau proyek harus disepakati bersama-sama dalam
perjanjian. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kemajuan produksi atau pembangunan, atau dapat
dilakukan dalam satu tahap setelah proyek selesai. Harga yang
disepakati harus wajar dan adil bagi kedua belah pihak.

e. Kualitas dan standar barang
Pembuat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang
atau proyek yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah
disepakati. Barang harus bebas dari cacat atau kerusakan, dan harus
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

f. Tanggung jawab risiko
Risiko atau kerugian yang mungkin terjadi selama proses
produksi atau pembangunan harus dijelaskan dalam perjanjian.
Pihak yang bertanggung jawab atas risiko tergantung pada
kesepakatan yang dicapai antara pemesan dan pembuat.
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g. Perubahan atau modifikasi pesanan
Jika terjadi perubahan atau modifikasi terhadap pesanan awal,
hal ini harus diatur dalam perjanjian. Pihak-pihak harus sepakat
mengenai prosedur dan biaya tambahan yang mungkin timbul
akibat perubahan tersebut.

h. Kewajiban pemenuhan perjanjian
Pemesan harus memastikan bahwa proyek atau barang yang
dipesan memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang telah
ditetapkan dalam akad istishna. Pembuat harus memastikan
bahwa produksi atau pembangunan dilakukan dengan baik dan
sesuai dengan perjanjian.

i. Pengelolaan risiko dan kewajiban asuransi
Kewajiban untuk mengelola risiko dan asuransi terkait dengan
proyek atau barang yang sedang dibuat juga harus dijelaskan dalam
perjanjian. Hal ini meliputi tanggung jawab atas kecelakaan atau
kerusakan yang mungkin terjadi selama proses produksi.

j. Pembatalan atau penyelesaian sengketa
Prosedur untuk pembatalan perjanjian atau penyelesaian
sengketa juga perlu diatur dalam akad istishna. Pihak-pihak harus
sepakat mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi
ketidaksepakatan atau masalah selama proses produksi.

Poin-poin penting dalam prinsip akad istishna ini bertujuan untuk
memastikan bahwa proyek atau barang yang dipesan diproduksi dengan
memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan, serta
untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi selama proses produksi.
Kedua belah pihak harus memahami dan setuju dengan semua keten-
tuan yang tercantum dalam akad istishna sebelum memulai produksi.
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6. Musyarakah
Akad musyarakah adalah salah satu bentuk kerjasama atau kemitraan
dalam sistem keuangan syariah. Kata “musyarakah” berasal dari bahasa
Arab yang berarti berbagi atau bermitra. Dalam akad ini, terdapat dua
pihak atau lebih yang saling bekerjasama untuk mendirikan dan
mengelola usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Para
pihak yang terlibat dalam musyarakah bisa individu, perusahaan, atau
lembaga keuangan. Tiap-tiap pihak menyumbangkan modal atau
sumber daya untuk mendukung usaha bersama (Bilgies, 2023).

Dalam akad musyarakah, pembagian keuntungan dan kerugian
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara para pihak di awal. Ke-
untungan dari usaha bersama ini akan dibagi secara proporsional sesuai
dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Akan tetapi, jika
terdapat kerugian, pembagian akan disesuaikan dengan kesepakatan
awal atau kesepakatan baru yang dibuat.

Selain itu, akad musyarakah juga mengatur kewenangan dalam
mengelola usaha bersama. Para pihak dapat sepakat untuk memiliki
peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam pengambilan keputusan
dan operasional sehari-hari. Akan tetapi, keputusan penting biasanya
diambil secara musyawarah atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Akad musyarakah memiliki beberapa keunggulan, di antaranya
adalah adanya pembagian keuntungan dan risiko antara para pihak serta
adanya semangat kerjasama dan kebersamaan dalam mengelola usaha.
Akan tetapi, akad ini juga memiliki risiko yang perlu diantisipasi, seperti
ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan atau perbedaan visi
antara para pihak.

Dalam praktiknya, akad musyarakah banyak diterapkan dalam
berbagai sektor ekonomi, seperti perbankan, investasi, dan perdagangan.
Para pihak yang terlibat dalam akad ini harus memiliki kesepahaman
yang jelas tentang tujuan, peran, dan kewajiban masing-masing. Selain
itu, transparansi dan komunikasi yang baik juga sangat diperlukan untuk
menjaga kelancaran kerjasama dalam akad musyarakah.
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Akad musyarakah dalam konteks sistem keuangan syariah adalah
bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi dalam
mendirikan dan mengelola usaha bersama. Berikut adalah poin penting
mengenai prinsip akad musyarakah (Prasetyo, 2018):

a. Kesepakatan awal yang jelas
Poin pertama yang sangat penting yaitu adanya kesepakatan awal
yang jelas mengenai tujuan dan sifat usaha bersama. Para pihak
harus sepakat secara transparan mengenai bidang usaha, tujuan
bersama, serta persentase kepemilikan dan pembagian keuntungan.

b. Transparansi dan akuntabilitas
Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dalam
mengelola usaha bersama. Para pihak harus saling memberikan
informasi mengenai kinerja dan keuangan usaha secara terbuka.
Hal ini memungkinkan para pihak untuk memantau dan meng-
evaluasi kinerja usaha dengan objektif.

c. Pembagian keuntungan dan kerugian yang adil
Salah satu aspek krusial dalam akad musyarakah adalah pembagian
keuntungan dan kerugian. Para pihak harus sepakat secara jelas
dan adil mengenai persentase pembagian hasil usaha. Ini bisa
didasarkan pada kontribusi modal masing-masing pihak atau
kesepakatan khusus lainnya.

d. Kewenangan dan tanggung jawab
Prinsip ini mengatur mengenai kewenangan dan tanggung jawab
masing-masing pihak dalam usaha bersama. Para pihak bersepakat
untuk memiliki peran yang berbeda sesuai dengan keahlian dan
kontribusi masing-masing.

e. Kepatuhan terhadap prinsip syariat
Penting untuk memastikan bahwa usaha yang didirikan dan
dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini mencakup
aspek hukum, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai
agama.



Akad dalam Ekonomi Islam74

f. Pembagian modal dan sumber daya
Para pihak harus menentukan dengan jelas besaran modal atau
sumber daya yang akan disumbangkan dalam usaha bersama. Hal
ini termasuk kontribusi dalam bentuk modal finansial, aset fisik,
atau keahlian khusus.

g. Mekanisme pengambilan keputusan
Prinsip ini mengatur bagaimana pengambilan keputusan strategis
dan operasional dalam usaha bersama akan dilakukan. Tiap-tiap
pihak harus sepakat mengenai mekanisme ini agar tidak terjadi
konflik di kemudian hari.

h. Masa berlaku akad
Para pihak dapat menentukan apakah kerja sama ini bersifat
sementara dengan jangka waktu tertentu atau bersifat permanen
tanpa batasan waktu.

i. Pemisahan antara modal dan manajemen
Akad musyarakah membedakan antara pemilik modal dan
pengelola usaha. Hal ini memastikan bahwa yang mengelola usaha
adalah pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam
bidang tersebut.

j. Pengakhiran atau pembaruan akad
Para pihak harus sepakat mengenai mekanisme pengakhiran atau
pembaruan akad apabila terdapat perubahan signifikan dalam
kondisi atau tujuan usaha bersama.

Dengan memerhatikan poin-poin penting ini, akad musyarakah
dapat menjadi landasan yang kuat untuk kerja sama usaha bersama
yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat.

7. Qardhul Hasan
Qardhul hasan adalah salah satu konsep penting dalam keuangan syariah
yang merujuk pada pemberian pinjaman tanpa adanya imbalan atau
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bunga. Istilah “qardhul hasan” berasal dari bahasa Arab, yaitu”qardh”
berarti pinjaman, dan “hasan” berarti baik atau yang diberikan dengan
niat baik. Dalam Islam, prinsip ini merupakan bentuk keprihatinan dan
kepedulian sosial yang mendalam terhadap sesama manusia, terutama
yang membutuhkan bantuan finansial (Mardani, 2021).

Prinsip qardhul hasan sangat berbeda dari sistem pinjaman kon-
vensional yang biasanya melibatkan pembayaran bunga atau keuntungan
tambahan bagi pemberi pinjaman. Dalam konteks qardhul hasan,
pemberi pinjaman memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan atau
keuntungan finansial lainnya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah
membantu peminjam dalam mengatasi kebutuhan finansial mereka.

Salah satu aspek penting dari qardhul hasan adalah niat yang tulus
dan bersih dari pemberi pinjaman. Menurut ajaran Islam, pemberian
pinjaman harus dilakukan dengan niat baik dan tulus untuk membantu
saudara seiman yang membutuhkan. Ini mencerminkan nilai-nilai
kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat muslim.

Selain itu, qardhul hasan juga dikenal dengan prinsip pinjaman
tanpa jaminan atau agunan. Hal ini berarti bahwa peminjam tidak
diharuskan menyediakan jaminan atau aset sebagai syarat untuk
mendapatkan pinjaman. Ini memberikan kesempatan kepada individu
yang mungkin tidak memiliki aset atau properti yang dapat dijadikan
jaminan untuk tetap dapat mengakses dana yang mereka butuhkan
(Darmawan, 2020).

Kepercayaan dan transparansi juga menjadi komponen kunci
dalam pelaksanaan qardhul hasan. Baik pemberi pinjaman maupun
peminjam diharapkan menjalani akad ini dengan penuh kejujuran dan
saling percaya. Semua ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka
waktu pengembalian, dan persyaratan lainnya harus dijelaskan secara
terperinci dan dipahami oleh kedua belah pihak.

Sementara qardhul hasan adalah bentuk pinjaman yang diberikan
tanpa imbalan, bukan berarti bahwa pemberi pinjaman tidak dapat
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menagih kembali dana yang dipinjamkan. Peminjam masih diharapkan
untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat. Jangka waktu pengembalian biasanya disesuaikan dengan
kemampuan peminjam.

Dalam praktiknya, qardhul hasan sering digunakan dalam berbagai
konteks, baik dalam membantu individu yang menghadapi kesulitan
finansial akut (seperti membayar utang), maupun untuk memenuhi
kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, prinsip ini juga dapat diaplikasi-
kan dalam skala yang lebih besar seperti proyek-proyek keuangan syariah
yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat atau membantu
mereka yang terkena dampak bencana.

Akad qardhul hasan adalah bentuk pinjaman dalam sistem
keuangan syariah yang memiliki beberapa poin penting yang perlu
diperhatikan. Berikut adalah sepuluh poin penting mengenai prinsip
akad qardhul hasan.

a. Pinjaman tanpa imbalan
Prinsip utama akad qardhul hasan adalah memberikan pinjaman
tanpa adanya imbalan atau bunga. Ini berbeda dari pinjaman
konvensional yang biasanya melibatkan pembayaran bunga.

b. Niat suci
Pemberi pinjaman harus memiliki niat yang baik dan bersih (suci)
dalam memberikan pinjaman ini. Niat utamanya adalah untuk
membantu peminjam dalam kebutuhan finansialnya.

c. Kepatuhan terhadap prinsip syariat
Akad qardhul hasan harus sepenuhnya patuh terhadap prinsip-
prinsip syariat, yaitu larangan riba dan komitmen terhadap etika
bisnis Islam.

d. Pinjaman tanpa jaminan
Akad ini sering kali diberikan tanpa memerlukan jaminan atau
agunan dari peminjam sehingga membantu individu yang mungkin
tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan.
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e. Transparansi
Prinsip ini mengharuskan pemberi pinjaman dan peminjam
menjalani akad dengan transparansi penuh. Ini mencakup
kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengem-
balian, dan ketentuan lainnya.

f. Jangka waktu yang fleksibel
Akad qardhul hasan sering kali memiliki jangka waktu yang fleksibel
yang bisa disesuaikan dengan kemampuan peminjam untuk
mengembalikan pinjaman.

g. Tujuan yang jelas
Akad ini harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan
bantuan finansial kepada peminjam yang membutuhkannya,
seperti membayar utang atau memenuhi kebutuhan dasar.

h. Tidak ada kemungkinan profit
Pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atas
pinjaman ini. Ini berarti bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk
meminta tambahan dari jumlah yang dipinjamkan.

i. Kepercayaan dan kehormatan
Peminjam dan pemberi pinjaman harus menjalani akad ini dengan
saling percaya dan hormat. Ini mencerminkan nilai-nilai sosial
dan etika Islam dalam urusan keuangan.

j. Kepatuhan terhadap kesepakatan
Kedua belah pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah
dibuat. Peminjam harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan
jangka waktu yang telah ditentukan, sementara pemberi pinjaman
harus meminjamkan uang tanpa mengubah syarat-syarat awal.

Dengan memahami poin-poin penting ini, akad qardhul hasan
dapat digunakan sebagai instrumen keuangan syariah yang membantu
individu dan masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan mereka
dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
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Pentingnya Akad dalam Ekonomi Islam
Akad dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada perjanjian atau kontrak
yang dibuat antara dua pihak dengan tujuan menjalankan transaksi
ekonomi. Pentingnya akad dalam ekonomi Islam tidak hanya berhubungan
dengan aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi etis, sosial, dan
ekonomi yang signifikan.

Akad memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan dalam transaksi
ekonomi. Dalam Islam, akad yang sah dan transparan merupakan syarat
utama agar transaksi diakui dan diterima oleh hukum. Dalam Al-Qur’an,
Allah Swt. menyebutkan pentingnya mematuhi akad dan menepati janji
(QS. Al-Ma’idah:1) sebagai bagian dari ketakwaan kepada-Nya. Dalam
konteks ekonomi, akad yang jelas dan terperinci membantu mencegah
konflik dan perselisihan serta memberikan perlindungan kepada semua
pihak yang terlibat.

Selain menjaga keadilan, akad juga berperan dalam menjaga kepercayaan
dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kepercayaan dan integritas
merupakan nilai yang sangat dihargai. Akad yang dilakukan dengan jujur,
transparan, dan adil memberikan kepastian kepada para pihak bahwa
kesepakatan mereka akan dipenuhi dengan baik. Dalam konteks ini, akad
juga membantu membangun hubungan yang saling menguntungkan antara
pihak-pihak yang terlibat, baik individu maupun lembaga.

Selanjutnya, akad juga penting dalam menjaga keberlanjutan dan
stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang dilakukan secara
akad dan sesuai dengan prinsip syariat memberikan landasan yang kuat
bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akad yang sah dan syariah-
compliant memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak melanggar nilai-nilai
etika dan prinsip-prinsip Islam sehingga mendorong kestabilan dan
keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Dalam praktiknya, akad dalam ekonomi Islam mencakup berbagai jenis
transaksi, seperti akad jual beli (bay’), akad pinjaman (qard), akad sewa-
menyewa (ijarah), akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), dan lain
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sebagainya. Keberadaan akad dalam setiap transaksi ekonomi memberikan
kerangka hukum yang jelas dan memastikan bahwa transaksi tersebut
dilakukan dengan iktikad baik dan tujuan yang jelas (Nur, 2019).

Pentingnya akad dalam ekonomi Islam tidak dapat dipandang sebelah
mata. Akad merupakan inti setiap transaksi ekonomi dalam ajaran Islam.
Berikut adalah beberapa poin penting yang menunjukkan keunggulan dan
urgensi akad dalam konteks ekonomi Islam.

1. Landasan etika dan moral
Akad memberikan landasan etika dan moral dalam setiap transaksi
ekonomi karena mengharuskan kedua belah pihak untuk saling
memahami dan memenuhi komitmen mereka. Dengan demikian, akad
membentuk prinsip-prinsip moral yang mengikat para pelaku ekonomi.

2. Jaminan keadilan
Akad memastikan adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.
Setiap klausul dalam akad harus adil dan saling menguntungkan kedua
belah pihak. Hal ini mencegah praktik-praktik eksploitatif atau
penipuan dalam bisnis.

3. Pemberian hak dan kewajiban yang jelas
Melalui akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas
dan terdefinisi dengan baik. Ini meminimalkan risiko konflik atau
interpretasi yang salah terkait dengan transaksi ekonomi.

4. Transparansi dan keterbukaan
Akad membutuhkan transparansi dan keterbukaan dalam setiap
transaksi. Para pihak harus saling memberikan informasi yang jujur
dan akurat mengenai kondisi dan tujuan transaksi.

5. Perlindungan terhadap kerugian dan risiko
Akad mengandung klausul-klausul yang memberikan perlindungan
terhadap risiko dan kerugian yang mungkin terjadi selama transaksi.
Hal ini memberikan kepastian bagi para pihak dan mencegah keraguan
atau kebingungan.
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6. Kerangka hukum dan syariat
Akad memberikan kerangka hukum yang sah untuk setiap transaksi
ekonomi. Hal ini penting dalam konteks ekonomi Islam karena setiap
transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

7. Menekankan tanggung jawab sosial
Melalui akad, para pelaku ekonomi diingatkan tentang tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Akad dapat
mengandung klausul-klausul yang mendorong praktik bisnis yang
berkelanjutan dan beretika.

8. Memberikan jaminan hukum
Akad memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Jika terjadi
perselisihan atau pelanggaran terhadap akad maka dapat dilakukan
penyelesaian melalui lembaga-lembaga hukum yang ada.

9. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Akad yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Transaksi ekonomi yang adil dan beretika cenderung
menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan produktif.

10. Menjaga kestabilan sistem keuangan
Akad yang kuat dapat membantu menjaga stabilitas sistem keuangan
secara keseluruhan. Hal ini karena transaksi yang dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip akad cenderung cukup kuat terhadap krisis
atau kegagalan sistem.

Kesimpulannya, akad memegang peranan penting dalam memastikan
setiap transaksi ekonomi dalam ajaran Islam berjalan sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan, moralitas, dan kebersamaan. Melalui akad, praktik bisnis
yang beretika dan berkelanjutan dapat terbentuk dan menciptakan
lingkungan ekonomi yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi Islam untuk memahami
dan menghormati peran vital akad dalam setiap transaksi.
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06
TEORI PERMINTAAN
DAN PENAWARAN
DALAM ISLAM

Teori permintaan dan penawaran adalah salah satu landasan ekonomi yang
penting dalam analisis pasar. Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi yang
berlandaskan syariat juga memiliki pandangan yang khusus terhadap teori
permintaan dan penawaran.

Permintaan dalam Islam
Permintaan dalam konteks Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada
sekadar sebagai faktor ekonomi konvensional. Permintaan dalam Islam
mencakup aspek moral, etika, dan keadilan yang menjadi landasan bagi
kehidupan ekonomi muslim. Dalam konteks ekonomi Islam, permintaan
bukan hanya tentang keinginan dan kebutuhan individu, tetapi juga tentang
tanggung jawab moral dalam memenuhi kebutuhan dan memastikan
keadilan dalam distribusi sumber daya.

Dalam ekonomi Islam, permintaan dipandang sebagai alat yang
digunakan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam
Al-Qur’an, Allah Swt. menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi
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dan bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana
(QS. Al-Baqarah 2:30). Oleh karena itu, dalam Islam, permintaan harus
didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika.

Permintaan dalam Islam juga berkaitan erat dengan konsep keadilan.
Islam menekankan perlunya memerhatikan kebutuhan dasar manusia dan
memastikan adanya pemerataan distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam
hal ini, permintaan yang berlebihan atau mewah yang tidak mencerminkan
keadilan dapat dihindari. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk
memprioritaskan kebutuhan mendasar dan menjaga keseimbangan antara
memenuhi kebutuhan pribadi dengan memberikan sebagian kekayaan
kepada mereka yang membutuhkan (Medias, 2018).

Secara praktik, permintaan dalam Islam dapat tercermin dari pilihan
konsumsi individu yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Konsumen muslim
dianjurkan untuk menghindari barang dan jasa yang melanggar prinsip-prinsip
Islam, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian
berlebihan). Mereka juga didorong untuk memilih produk yang mem-
promosikan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan sosial .

Manajemen permintaan dalam Islam menggarisbawahi bahwa bagi
individu dan masyarakat muslim untuk mengembangkan kesadaran dan
pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal
ini melibatkan pembelajaran dan refleksi terhadap ajaran agama serta
penerapan prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap pengambilan
keputusan konsumsi (Amir, 2021).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dalam Islam
Dalam ekonomi Islam, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan
mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, dan spiritual (Hoetoro, 2018).
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1. Faktor ekonomi
Faktor-faktor ekonomi seperti harga, pendapatan, dan preferensi
konsumen tetap relevan dalam menentukan tingkat permintaan.
Laiknya dalam ekonomi umum, harga barang dan jasa tetap menjadi
faktor kunci yang memengaruhi sejauh mana konsumen bersedia untuk
membeli suatu produk. Selain itu, tingkat pendapatan individu juga
memainkan peran penting dalam menentukan daya beli masyarakat.

Akan tetapi, dalam ekonomi Islam, konsep keadilan juga
memainkan peran penting dalam teori permintaan, misalnya dalam
menentukan harga yang wajar dan adil agar permintaan tidak mengarah
pada eksploitasi atau kelebihan konsumsi. Dengan kata lain, harga
barang dan jasa harus mencerminkan nilai sebenarnya dari produk
tersebut tanpa membebankan konsumen atau memanfaatkan kebutuhan
mereka. Dalam konteks ini, Islam mendorong adanya mekanisme pasar
yang sehat dan transparan di mana harga-harga ditentukan secara adil.
Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak dipaksa
untuk membayar lebih dari nilai sebenarnya dari suatu produk atau
jasa. Sebagai hasilnya, permintaan yang terjadi dalam ekonomi Islam
didorong oleh pertimbangan etis dan keadilan, selain faktor-faktor
ekonomi konvensional. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang
seimbang dan berkelanjutan, di mana kepentingan bersama masyarakat
diutamakan.

2. Faktor sosial
Faktor sosial, yakni kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan
kesetaraan sesama manusia juga memengaruhi permintaan dalam Islam.
Islam mendorong umatnya untuk memprioritaskan kebutuhan
mendasar dan memastikan adanya pemerataan dalam distribusi
kekayaan dan sumber daya. Selain itu, kesejahteraan dan keseimbangan
dalam masyarakat juga menjadi fokus utama. Konsep ini mendorong
umat Islam untuk memprioritaskan distribusi kekayaan dan sumber
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daya secara adil sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan
manfaatnya.
Dalam Islam, kesetaraan dianggap sebagai prinsip kunci. Pemerataan
dan keadilan dalam distribusi kekayaan ditekankan sebagai cara untuk
mengatasi disparitas sosial dan mengurangi kemiskinan. Hal ini berarti
bahwa dalam menentukan permintaan, masyarakat dipandu oleh
keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan memastikan
bahwa setiap individu memiliki akses yang layak terhadap sumber daya
(Nasuka, 2023).
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial ini, permintaan dalam
ekonomi Islam tidak hanya didorong oleh motivasi konsumen demi
memenuhi keinginan pribadi, tetapi juga oleh komitmen untuk
memajukan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, Islam mengajarkan
suatu pandangan yang inklusif dan progresif terhadap ekonomi, dimana
keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama.

3. Faktor spiritual
Faktor spiritual termasuk akhlak, kesederhanaan, dan kepatuhan terhadap
nilai-nilai Islam juga memainkan peran penting dalam memengaruhi
permintaan. Umat Islam didorong untuk hidup sederhana, menghindari
pemborosan, dan memerhatikan aspek moral dalam pengambilan
keputusan konsumsi. Aspek moral ini mencakup menghindari praktik-
praktik ekonomi yang tidak etis atau merugikan serta memastikan bahwa
setiap transaksi mencerminkan integritas dan kejujuran (Fitriani, 2021).

Kesederhanaan juga menjadi nilai yang sangat dihargai dalam Islam.
Umat Islam diajarkan untuk hidup dengan hemat dan tidak boros.
Mereka juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat umum.
Hindari pemborosan dan memastikan bahwa konsumsi tidak
berlebihan adalah prinsip-prinsip yang ditekankan dalam permintaan.
Hal ini sejalan dengan ajaran untuk tidak melampaui batas dalam
pengeluaran dan untuk menghargai nikmat-nikmat yang diberikan Allah.
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Pentingnya kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam juga memengaruhi
permintaan dalam ekonomi Islam. Umat Islam diingatkan untuk selalu
mematuhi prinsip-prinsip syariat dalam setiap transaksi dan pengeluaran.
Kepatuhan ini mencakup menghindari praktik riba (bunga), mengikuti
prinsip keadilan dalam perdagangan, dan memastikan bahwa setiap
transaksi mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendasar.

Secara keseluruhan, faktor spiritual, termasuk akhlak, kesederhanaan,
dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, memainkan peran sentral
dalam membentuk permintaan dalam ekonomi Islam. Ini mencerminkan
komitmen umat Islam untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral
dan etika yang diajarkan oleh agama.

Akan tetapi, terdapat beberapa aspek khusus dalam permintaan
dalam Islam yang perlu diperhatikan (Adinugraha, et al., 2021). Pertama,
keadilan dalam permintaan. Dalam Islam, penting untuk menjaga keadilan
dalam permintaan. Tidak boleh ada ketidakadilan atau penindasan dalam
proses permintaan yang dapat merugikan pihak lain. Islam mendorong
umatnya untuk bersikap adil dan berlaku bijaksana dalam memenuhi
kebutuhan mereka tanpa melanggar hak-hak orang lain.

Kedua, etika konsumsi. Dalam Islam, terdapat etika yang mengatur
konsumsi. Konsumsi yang berlebihan, pemborosan, atau penggunaan
yang tidak bertanggung jawab dari sumber daya alam dilarang dalam
ekonomi Islam. Hal ini karena Islam mendorong umatnya untuk
menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan mempertimbangkan
aspek sosial dan lingkungan dalam keputusan konsumsi mereka.

Mekanisme Permintaan dalam Islam
Teori permintaan dalam Islam memiliki mekanisme dalam menentukan
tingkat permintaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
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1. Kesadaran atas hakikat kepemilikan
Mekanisme permintaan dalam Islam, kesadaran individu terhadap
hakikat kepemilikan memiliki peran sentral. Dalam Islam, segala
sesuatu di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah, sedangkan manusia
adalah khalifah atau pengelola yang bertanggung jawab atas amanah
tersebut. Kesadaran ini memberikan dasar filosofis yang kuat dalam
menentukan tingkat permintaan dalam ekonomi Islam.

Ketika individu menyadari bahwa harta dan sumber daya yang ada
adalah amanah dari Allah, memengaruhi cara mereka memandang
kebutuhan dan konsumsi. Mereka cenderung lebih berhati-hati dalam
memenuhi kebutuhan mereka, menghindari pemborosan, dan
menjalani gaya hidup yang sederhana. Kesadaran ini juga mendorong
mereka untuk berbagi kekayaan dengan yang kurang beruntung, seperti
melalui zakat dan sedekah.

Selain itu, kesadaran akan hakikat kepemilikan ini juga berdampak
pada etika bisnis dan transaksi. Individu cenderung lebih jujur, adil, dan
bermoral dalam berdagang dan berinvestasi karena mereka memahami
bahwa tindakan-tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah.

Dengan demikian, kesadaran individu terhadap hakikat
kepemilikan dalam Islam bukan hanya memengaruhi permintaan dalam
arti konsumsi, melainkan juga memengaruhi seluruh spektrum aktivitas
ekonomi, dari produksi hingga investasi dengan prinsip-prinsip
keadilan, integritas, dan moralitas sebagai panduan utama.

2. Kesadaran pentingnya berbagi dengan sesama
Kesadaran akan pentingnya berbagi rezeki atau bersedekah kepada
sesama juga berperan dalam mengarahkan permintaan. Islam
mendorong individu untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan
kebutuhan pribadi dengan memberikan sebagian kekayaan kepada orang
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lain yang membutuhkan baik melalui zakat (sumbangan wajib kepada
fakir miskin) ataupun sedekah (sumbangan sukarela). Hal ini dapat
memengaruhi pola konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa.

Dalam konteks ekonomi, kesadaran ini dapat memengaruhi pola
konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa. Individu yang
memiliki kesadaran akan pentingnya berbagi kekayaan kepada sesama
cenderung lebih bersikap hemat dan bijaksana dalam pengeluaran
pribadi mereka. Mereka mungkin lebih mempertimbangkan kebutuhan
daripada keinginan, mengutamakan pengeluaran yang benar-benar
penting, dan menghindari pemborosan (Aji & Mukri, 2020).

Selain itu, kesadaran akan kewajiban memberikan sedekah juga
memengaruhi permintaan terhadap produk atau layanan yang memiliki
elemen filantropi atau sosial. Individu yang sadar akan pentingnya
berbagi mungkin lebih cenderung mendukung bisnis atau produk yang
berkomitmen untuk memberikan sebagian keuntungannya kepada amal
atau kegiatan sosial yang membantu mereka yang membutuhkan.

Peran Negara dalam Menyeimbangkan Permintaan dalam
Islam
Dalam sistem ekonomi Islam, negara berperan penting dalam mengatur
dan menyeimbangkan permintaan. Negara bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara adil dan
memberikan perlindungan terhadap eksploitasi. Pemerintah juga memiliki
tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam
kegiatan ekonomi sehingga permintaan yang tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam dapat ditekan atau diarahkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat
secara sosial.

Dalam ekonomi Islam, peran negara dalam menyeimbangkan permintaan
memiliki signifikansi penting demi menciptakan keadilan ekonomi dan
kesejahteraan sosial. Negara berperan sebagai penjaga kepentingan
masyarakat yang bertanggung jawab mengatur dan mengarahkan aktivitas
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ekonomi, termasuk menyeimbangkan permintaan demi mencapai tujuan.
Negara dalam ekonomi Islam diharapkan untuk memastikan keseimbangan
permintaan melalui intervensi dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi
hak-hak individu dan menjaga keadilan sosial. Salah satu aspek penting dalam
peran negara adalah mengawasi dan mengatur praktik bisnis agar sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam, termasuk dalam hal permintaan yang dibangun di atas
keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan sosial (Meutia, 2023).

Negara juga berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang
mempromosikan keadilan distribusi sumber daya dan mencegah terjadinya
ketimpangan yang ekstrem. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal
dan kebijakan ekonomi yang mengutamakan redistribusi kekayaan dan
sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara
individu dan kelompok.

Selain itu, negara dapat berperan dalam mengatur dan mengarahkan
kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Hal
ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor ekonomi yang strategis,
investasi dalam infrastruktur, dan pemberian bantuan sosial yang tepat guna.
Negara juga dapat memberikan insentif dan perlindungan kepada sektor
ekonomi yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, negara perlu bekerja sama dengan para
ulama dan cendekiawan ekonomi Islam untuk memastikan kebijakan dan
regulasi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
Dalam konteks ini, dialog dan konsultasi antara negara dan ulama menjadi
penting guna mencapai kesepahaman dalam merumuskan kebijakan yang
berlandaskan ajaran agama Islam.

Peran negara dalam menyeimbangkan permintaan dalam ekonomi
Islam merupakan aspek krusial. Mereka memastikan distribusi keadilan
dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat (Hasibuan, et al.,
2023). Berikut beberapa poin penting yang menunjukkan betapa
esensialnya peran negara.
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1. Regulasi dan pengawasan
Negara berperan penting dalam menetapkan regulasi dan mengawasi
aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini
mencakup pengelolaan akad, peredaran mata uang, serta pengawasan
terhadap institusi keuangan dan bisnis agar tidak terlibat dalam praktik
ribawi atau usaha yang merugikan masyarakat.

2. Redistribusi kekayaan
Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai distribusi
kekayaan yang lebih merata. Negara memiliki tanggung jawab untuk
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan
ini, seperti pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah.

3. Kebijakan fiskal dan moneter
Negara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk memengaruhi
permintaan agregat dalam perekonomian. Misalkan negara mengatur
tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah, serta mengendalikan suku
bunga, yang dapat memengaruhi tingkat konsumsi dan investasi dalam
masyarakat.

4. Pemberdayaan UMKM

Negara dapat memainkan peran penting dalam memajukan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan prinsip ekonomi
Islam, misalnya melalui program-program dukungan, memudahkan
akses terhadap pembiayaan syariat, serta memberikan pelatihan dan
bimbingan kepada para pelaku UMKM.
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5. Menjamin hak-hak buruh
Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak buruh, termasuk
hak untuk mendapatkan upah yang adil dan kondisi kerja yang layak
sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

6. Keseimbangan ekonomi makro
Negara dapat memanfaatkan kebijakan ekonomi makro demi mencapai
keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat. Hal ini
penting untuk memastikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.

7. Menjamin ketersediaan barang dan jasa esensial
Negara berperan untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa esensial
bagi seluruh masyarakat, misalnya pangan, perumahan, pendidikan, dan
layanan kesehatan.

8. Pengendalian inflasi
Negara dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk
mengendalikan tingkat inflasi. Upaya ini penting untuk menjaga daya
beli masyarakat dan memastikan bahwa harga-harga barang dan jasa
tetap terjangkau.

9. Investasi dalam infrastruktur
Negara berperan penting dalam menginvestasikan sumber daya demi
pengembangan infrastruktur karena infrastruktur yang baik, misalkan
jaringan transportasi dan listrik, dapat memicu pertumbuhan ekonomi
dan menciptakan lapangan kerja.
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10. Pengendalian eksploitasi dan monopoli
Negara memiliki kewajiban untuk mencegah praktik-praktik
eksploitatif dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini
dilakukan untuk memastikan persaingan yang sehat dan meminimalkan
ketimpangan ekonomi.

Dengan menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung
prinsip-prinsip ekonomi Islam, negara memiliki peran yang sangat signifikan
dalam menyeimbangkan permintaan masyarakat. Dengan demikian,
masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan adil bagi
seluruh anggotanya.

Penawaran dalam Islam
Teori penawaran merupakan aspek penting dalam ekonomi Islam yang
mencerminkan prinsip agama dalam melakukan transaksi ekonomi. Dalam
subbab ini akan dibahas tentang konsep penawaran dalam Islam, termasuk
prinsip-prinsip yang melandasi penawaran dalam konteks ajaran agama Islam.
Konsep penawaran dalam Islam memiliki peran yang signifikan dalam menjaga
keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan dalam transaksi ekonomi.

Dalam Islam, penawaran tidak hanya berkaitan dengan faktor-faktor
ekonomi seperti harga dan keuntungan semata, tetapi juga melibatkan
prinsip-prinsip moral dan etika yang diatur dalam ajaran agama. Konsep
penawaran ini berdasarkan prinsip keadilan, saling menguntungkan,
kejujuran, dan persetujuan yang jelas antara penjual dan pembeli. Prinsip-
prinsip ini memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan dengan iktikad
baik, tanpa penipuan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu
pihak (Meutia, 2023).

Penawaran dalam Islam, menghindari praktik-praktik yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama bersifat sangat penting.
Praktik-praktik tersebut seperti penipuan, penjualan barang yang cacat atau
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tidak sesuai dengan deskripsi, dan penimbunan barang untuk menaikkan
harga secara tidak adil. Selain itu, dalam penawaran dalam ekonpmi Islam,
kesepakatan dan persetujuan yang jelas antara penjual dan pembeli dianggap
penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi ekonomi.

Selain itu, prinsip penawaran dalam ekonomi Islam mencakup kejujuran
dalam menyampaikan informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan.
Penjual diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat
tentang kondisi barang, harga, dan segala aspek relevan yang memungkinkan
pembeli membuat keputusan yang tepat.

Dalam Islam, penawaran yang dilakukan harus saling menguntungkan
antara penjual dan pembeli. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus
mendapatkan manfaat yang wajar dari transaksi tersebut. Dalam penawaran
yang saling menguntungkan, kepentingan semua pihak harus dihormati
dan dijaga sehingga tercipta kesetaraan dalam transaksi ekonomi
(Adinugraha, et al., 2021).

Prinsip-Prinsip Penawaran dalam Islam
Prinsip-prinsip penawaran dalam Islam meliputi aspek moral, etika, dan
keadilan dalam melakukan transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini
membimbing umat muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan
mempertimbangkan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi.

1. Prinsip kesepakatan
Prinsip kesepakatan yang jelas menjadi landasan dalam penawaran
dalam Islam. Transaksi ekonomi harus dilakukan dengan iktikad baik
dan persetujuan yang jelas antara penjual dan pembeli. Hal ini
berdasarkan Al-Qur’an yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”
(QS. An-Nisa: 29).
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2. Prinsip keadilan dan saling menguntungkan
Prinsip keadilan dan saling menguntungkan juga penting dalam
penawaran dalam Islam. Transaksi ekonomi harus memerhatikan
kepentingan kedua belah pihak, dimana penjual dan pembeli sama-
sama mendapatkan manfaat yang wajar. Al-Qur’an menyebutkan yang
artinya: “Dan janganlah kamu makan harta sesamamu di antara kamu
dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memberikan hakmu kepada
penguasa dengan berbuat dosa dan berlaku curang.” (QS. Al-Baqarah:
188). Prinsip saling menguntungkan (ta’awun) mendorong penjual
dan pembeli untuk saling membantu dan mendukung dalam transaksi
yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

3. Prinsip kejujuran
Prinsip kejujuran menjadi landasan penting dalam penawaran dalam
Islam. Penjual diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan
akurat tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan
ajaran Nabi Muhammad saw., yang bersabda, “Barangsiapa yang menipu
kami, maka dia bukan dari golongan kami” (HR. Muslim).

4. Prinsip keterbukaan dan transparansi
Prinsip keterbukaan dan transparansi juga dijunjung tinggi dalam
penawaran dalam Islam. Pembeli harus diberi akses kepada informasi
yang relevan tentang barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk kondisi,
harga, dan segala aspek penting lainnya. Hal ini membantu konsumen
dalam membuat keputusan yang bijak dan adil.
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Peran Negara dalam Mengatur Penawaran dalam Islam
Dalam ekonomi Islam, peran negara memiliki tujuan utama untuk
memastikan adanya keseimbangan dan keadilan dalam penawaran barang dan
jasa. Negara diamanatkan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat,
memastikan ketersediaan barang dan jasa yang memenuhi standar kualitas
syariah, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Salah satu aspek utama peran negara dalam mengatur penawaran adalah
melalui pengawasan terhadap produksi dan distribusi. Negara harus
memastikan bahwa produksi dan distribusi barang dan jasa dilakukan
dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek keadilan dan
keterbukaan dalam transaksi ekonomi. Hal ini dapat mencakup pengawasan
terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan konsumen atau melanggar
nilai-nilai Islam.

Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk mengawasi sektor-
sektor strategis dalam perekonomian. Sektor-sektor ini yang memiliki
dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan,
pendidikan, infrastruktur, dan keamanan pangan. Negara juga dapat berperan
dalam mengarahkan investasi dan memastikan bahwa sumber daya ekonomi
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien
(Idri, 2023).

Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa dalam mengatur penawaran,
negara dalam ekonomi Islam juga harus mempertimbangkan prinsip
subsidiaritas. Artinya, negara hanya intervensi ketika diperlukan dan tidak
mengganggu prakarsa dan inisiatif dari sektor swasta atau masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, peran negara dalam
mengatur penawaran dalam Islam mencakup pengawasan dan pengarahan
untuk memastikan terwujudnya keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas
ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Peran negara dalam mengatur penawaran dalam ekonomi Islam
memegang peranan penting untuk memastikan keberlangsungan dan
keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Al-Arif, 2016). Berikut
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beberapa poin penting yang menunjukkan betapa esensialnya peran negara
dalam penawaran dalam Islam.

1. Regulasi pasar
Negara bertugas untuk mengatur pasar dan memastikan bahwa aktivitas
ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini
meliputi pengawasan terhadap praktik-praktik bisnis yang dapat
merugikan masyarakat serta menjamin bahwa penawaran barang dan
jasa dijalankan secara adil.

2. Mengendalikan monopoli
Negara berkewajiban untuk mencegah praktik monopoli yang dapat
menghambat persaingan sehat. Dengan mengendalikan monopoli,
memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk tetap bersaing
di pasar.

3. Memastikan kualitas dan keamanan produk
Negara harus memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan di
pasar memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Hal
ini penting untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak layak
dan memastikan kesehatan serta keamanan mereka.

4. Pemantauan harga
Negara memantau harga-harga barang dan jasa untuk mencegah
terjadinya praktik penimbunan atau penipuan harga. Dengan cara ini,
negara dapat memastikan masyarakat dapat mengakses barang dan jasa
dengan harga yang wajar.
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5. Mengatasi pasokan tertentu
Dalam situasi tertentu, negara dapat terlibat dalam mengatasi pasokan
barang atau jasa yang krusial untuk masyarakat, misalnya dalam situasi
bencana alam atau krisis kesehatan.

6. Pengaturan impor dan ekspor
Negara mengatur kebijakan impor dan ekspor untuk memastikan
keseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam negeri. Hal ini
dilakukan untuk melindungi produksi lokal dan mendukung
kemandirian ekonomi.

7. Mendukung inovasi dan penelitian
Negara dapat memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku usaha
untuk melakukan inovasi dan penelitian guna meningkatkan kualitas
dan efisiensi produksi yang membantu meningkatkan penawaran
barang dan jasa yang lebih baik.

8. Pengembangan infrastruktur
Negara menginvestasikan sumber daya untuk pengembangan infra-
struktur yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti jaringan
transportasi dan energi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan
produktivitas dan efisiensi dalam penawaran barang dan jasa.

9. Pemberdayaan UMKM
Negara dapat memberikan dukungan dan pelatihan kepada usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas
produksi dan kemampuan bersaing di pasar.
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10. Penyediaan informasi pasar
Negara dapat memainkan peran dalam menyediakan informasi pasar
yang akurat dan terbaru kepada pelaku usaha dan konsumen. Hal ini
membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang lebih baik
terkait penawaran dan permintaan.

Dengan menerapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung
prinsip-prinsip ekonomi Islam, negara dapat memastikan bahwa penawaran
barang dan jasa dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, ekonomi dapat berjalan dengan lebih stabil
dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.
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07
PRODUKSI DALAM
EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi Islam, produksi adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia dengan cara yang halal dan berkah. Tujuan utama produksi
dalam ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia
secara menyeluruh dan membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.
Prinsip utama dalam produksi dalam ekonomi Islam adalah keberkahan
(barakah) yang diperoleh melalui upaya yang jujur, bermanfaat, dan
dilakukan dengan iktikad baik.

Konsep produksi dalam ekonomi Islam juga mendorong umat muslim
untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kecerdasan, inovasi, dan
pengembangan potensi yang dimiliki. Islam mendorong pengembangan
keterampilan dan pengetahuan yang berguna dalam memajukan produksi
dan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas. Dalam Al-Qur’an
disebutkan yang artinya, “Katakanlah: ‘Perhatikanlah apa yang ada di langit
dan di bumi’. Tanda-tanda dan peringatan (yang diberikan) tidak berguna bagi
kaum yang tidak beriman” (QS. Yunus: 101).

Selain itu, produksi dalam ekonomi Islam juga menekankan tanggung
jawab sosial dan keadilan dalam membagi hasil produksi. Prinsip keadilan
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sosial mengharuskan pemilik modal dan pekerja untuk berbagi hasil
produksi secara adil. Islam mendorong konsep keberdayaan ekonomi,
dimana kekayaan dan sumber daya dikelola dengan bijaksana untuk
kepentingan bersama.

Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam
Produksi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada
sekadar menghasilkan barang dan jasa. Tujuan utama produksi dalam
ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara
menyeluruh dan membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Produksi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip yang menjadi
pijakan utama. Pertama, produksi harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-
prinsip moral dan etika syariat Islam. Hal ini meliputi larangan terhadap
kecurangan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses produksi.
Produksi juga harus dilakukan dengan iktikad baik dan niat yang tulus untuk
menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, produksi tidak hanya merupakan kegiatan teknis
semata, tetapi juga merupakan tindakan yang sarat dengan nilai-nilai moral
dan etika. Produksi harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip moral
dan etika yang diajarkan oleh Islam. Ini termasuk larangan terhadap segala
bentuk kecurangan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses
produksi. Para produsen diharapkan untuk berperilaku jujur, adil, dan
transparan dalam setiap aspek produksi (Ismiati, 2021).

Selain itu, tujuan produksi dalam ekonomi Islam juga harus tercermin
dalam niat yang tulus untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat
bagi masyarakat. Produsen tidak hanya mencari keuntungan pribadi semata,
tetapi juga bertanggung jawab terhadap kepentingan umum dan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Produksi yang dilakukan dengan niat baik
untuk memberikan manfaat kepada masyarakat akan mendapatkan pahala
dan berkah dari Allah.
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Dengan memasukkan nilai-nilai moral dan etika Islam dalam proses
produksi, ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan lingkungan produksi
yang bersih dari praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan. Hal ini
memberikan dasar yang kuat bagi sistem ekonomi yang berkeadilan,
berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Kedua, produksi dalam ekonomi Islam mengutamakan prinsip keadilan
sosial. Hal ini berarti hasil produksi harus dibagi secara adil antara pemilik
modal dan pekerja. Islam menegaskan perlunya pembagian yang adil dan
proporsional dalam membagi keuntungan dan risiko produksi. Prinsip
keadilan sosial ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan
memastikan distribusi yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, produksi diarahkan untuk mengutamakan
prinsip keadilan sosial. Ini berarti hasil produksi harus dibagi secara adil
antara pemilik modal dan pekerja. Islam menekankan perlunya pembagian
keuntungan dan risiko produksi yang seimbang dan proporsional. Prinsip
ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan
distribusi yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Pentingnya keadilan sosial dalam produksi juga tercermin dalam sistem
bagi hasil yang sering diterapkan dalam ekonomi Islam. Sistem ini
memastikan bahwa para pekerja dan produsen mendapatkan bagian yang
adil dari hasil produksi sesuai dengan kontribusi dan peran mereka. Hal ini
menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan menghindari eksploitasi
atau penindasan terhadap kelompok tertentu (Fauzia, 2014)

Dengan menekankan keadilan sosial dalam produksi, ekonomi Islam
berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang dan
berkeadilan. Hal ini tidak hanya membawa manfaat materi tetapi juga
mempromosikan harmoni sosial dan kesejahteraan umum. Dengan
demikian, produksi dalam ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai tujuan
yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Ketiga, produksi dalam ekonomi Islam juga melibatkan prinsip
keseimbangan dan keberkahan. Produksi yang berlebihan atau berlebihan
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yang berujung pada pemborosan dan kerusakan lingkungan dilarang dalam
Islam. Produksi yang dilakukan dengan kecerdasan, efisiensi, dan menjaga
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan sangat
ditekankan dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini, Islam mengajarkan
konsep “istishlah” atau keseimbangan yang menjadi landasan dalam
pengaturan aktivitas produksi.

Dalam ekonomi Islam, produksi tidak hanya berkaitan dengan keadilan
sosial, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keseimbangan dan keberkahan.
Islam mengajarkan bahwa produksi yang berlebihan atau berujung pada
pemborosan dan kerusakan lingkungan adalah hal yang dilarang. Sebaliknya,
produksi yang dilakukan dengan bijak, efisiensi, dan mempertimbangkan
keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan sangat
ditekankan dalam ekonomi Islam.

Konsep “istishlah” atau keseimbangan menjadi landasan penting dalam
mengatur aktivitas produksi dalam ekonomi Islam. Hal ini mengacu pada
upaya untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan manusia
dan menjaga keseimbangan alam. Prinsip ini menekankan pentingnya
menghindari praktik produksi yang merusak alam, menghabiskan sumber
daya dengan boros atau menghasilkan barang-barang yang tidak diperlukan
secara berlebihan (Fauzan, 2023).

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keberkahan
dalam produksi, ekonomi Islam berupaya menciptakan lingkungan ekonomi
yang berkelanjutan, dimana manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka
tanpa merusak lingkungan dan tanpa menciptakan ketidakseimbangan sosial.
Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pandangan holistik tentang
produksi yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan
tujuan memastikan keseimbangan dan keberkahan dalam semua aspek
kehidupan manusia.
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Tujuan Produksi dalam Islam
Tujuan produksi dalam Islam mencerminkan pandangan holistik terhadap
kehidupan manusia yang mencakup dimensi materi dan spiritual. Dalam
perspektif Islam, produksi memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar
memenuhi kebutuhan materi belaka. Tujuan produksi dalam Islam adalah
untuk mencapai kesejahteraan umat, menciptakan keseimbangan sosial,
dan memperoleh berkah dari Allah Swt.

Di dalam Al-Qur’an, Allah Swt. menekankan pentingnya menghasilkan
barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Allah Swt. berfirman yang
artinya, “Dan Dia telah menundukkan bagimu apa yang di langit dan apa yang di
bumi, semuanya dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Al-Jathiya:
13). Dalam ayat ini, Allah mengisyaratkan bahwa produksi yang bermanfaat
dan produktif merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya.

Tujuan produksi dalam Islam juga mencakup aspek sosial. Produksi
yang dilakukan dalam lingkungan yang adil dan berkeadilan sosial diharapkan
dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini
sejalan dengan konsep keadilan sosial yang ditegaskan dalam Islam, di mana
semua individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari hasil produksi
yang adil (Rachmat, 2023).

Selain itu, tujuan produksi dalam ekonomi Islam juga melibatkan
dimensi spiritual. Produksi yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan
berorientasi pada mendapatkan berkah dari Allah Swt. akan memberikan
nilai tambah yang lebih dalam kehidupan. Dalam hadis Nabi Muhammad
saw., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah suka jika seseorang dari kalian
melakukan pekerjaan, baik itu sebagai pedagang atau pekerjaan lainnya, dan
dia melakukannya dengan baik” (HR. Tirmidzi).
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Lebih jelasnya, tujuan produksi dalam ekonomi Islam meliputi

1. Memenuhi kebutuhan manusia
Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan
kebutuhan-kebutuhan esensial lainnya. Islam mengajarkan bahwa
memenuhi kebutuhan dasar ini adalah hak setiap individu. Produksi
harus diarahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini
terpenuhi dengan cukup.

Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian khusus terhadap
masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Produksi yang berfokus pada
memenuhi kebutuhan dasar manusia bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan
keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam tentang kewajiban
berbagi kekayaan dan perhatian pada mereka yang kurang beruntung.

Dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan manusia,
produksi dalam Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi
yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memastikan keberlang-
sungan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.
Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, keberkahan, dan
tanggung jawab sosial dalam aktivitas produksi.

2. Menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat
Produksi harus menghasilkan barang dan jasa yang memberikan manfaat
riil bagi masyarakat dan tidak merugikan individu atau kelompok tertentu.
Dalam ekonomi Islam, tujuan produksi adalah untuk menghasilkan barang
dan jasa yang memberikan manfaat riil bagi masyarakat. Hal ini berarti
bahwa kegiatan produksi tidak boleh hanya bertujuan untuk mem-
peroleh keuntungan semata, tetapi juga harus memerhatikan kepen-
tingan dan kesejahteraan umum. Produksi yang bermanfaat adalah
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produksi yang memenuhi kebutuhan nyata dan memberikan nilai
tambah bagi masyarakat.

Produksi yang bermanfaat juga harus memerhatikan prinsip keadilan
dan distribusi yang merata. Barang dan jasa yang dihasilkan harus dapat
diakses dan dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi
atau eksklusi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan sosial
dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dengan mengutamakan produksi yang bermanfaat, ekonomi Is-
lam menekankan pentingnya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat
dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Prinsip ini
mencerminkan tujuan yang lebih luas dalam membangun masyarakat
yang adil, berkeadilan, dan berdaya saing.

3. Keseimbangan dan keberkahan
Produksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan
antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan
untuk mencegah pemborosan sumber daya dan kerusakan lingkungan.
Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harmoni antara
pemenuhan kebutuhan manusia dengan menjaga integritas lingkungan
alam. Produksi yang melestarikan lingkungan adalah suatu kewajiban
dalam Islam karena alam diberikan sebagai amanah kepada manusia
untuk dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak.

Pentingnya keberkahan dalam produksi juga ditekankan dalam
ekonomi Islam. Artinya, produksi harus dilakukan dengan niat baik,
kesungguhan, dan iktikad yang jujur. Hasil produksi yang dihasilkan harus
memberikan manfaat riil dan memberikan berkah bagi masyarakat. Prinsip
ini menegaskan bahwa produksi tidak hanya tentang kuantitas, tetapi
juga kualitas dan dampak positif yang dihasilkan.

Dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keberkahan
dalam produksi, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi
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yang berkelanjutan dan adil, dimana manusia dapat memenuhi
kebutuhan mereka tanpa merugikan lingkungan sekitar. Prinsip ini
sejalan dengan visi Islam tentang keseimbangan dan harmoni dalam
kehidupan manusia di bumi.

4. Keadilan sosial
Salah satu tujuan utama produksi dalam ekonomi Islam adalah
menciptakan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa hasil produksi harus
dibagi secara adil antara pemilik modal, yang berinvestasi dalam produksi,
dan pekerja yang melakukan usaha fisik dan intelektual dalam proses
produksi. Prinsip keadilan sosial ini bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi yang merata di dalam
masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, pemilik modal diharapkan untuk berbagi
keuntungan yang dihasilkan dari produksi dengan pekerja sesuai
dengan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian ini
memastikan bahwa pekerja tidak dieksploitasi dan mendapatkan
kompensasi yang adil untuk usaha mereka. Dengan demikian, prinsip
keadilan sosial membentuk dasar bagi konsep pembagian hasil dalam
ekonomi Islam.

Prinsip ini juga mencerminkan tujuan Islam untuk menciptakan
masyarakat yang adil dan seimbang, dimana kekayaan dan sumber daya
didistribusikan secara merata sehingga semua anggota masyarakat
memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Dengan mengutamakan keadilan sosial dalam produksi, ekonomi Islam
berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan
berkeadilan.
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5. Mencegah praktik kezaliman dan penyalahgunaan kekuasaan
Produksi harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip moral dan
etika Islam, termasuk larangan terhadap kecurangan, penipuan, dan
penyalahgunaan kekuasaan. Produksi dalam ekonomi Islam mendedi-
kasikan perhatian khusus untuk mencegah praktik kezaliman dan
penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berarti bahwa proses produksi harus
dilakukan dengan penuh integritas, kejujuran, dan transparansi. Prinsip-
prinsip moral dan etika Islam, seperti larangan terhadap kecurangan,
penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, harus dijunjung tinggi dalam
setiap tahap produksi.

Pemilik modal dan pengelola produksi diingatkan untuk bertindak
dengan iktikad baik dan mengutamakan kepentingan bersama. Praktik
kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam produksi tidak hanya
dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Islam, tetapi juga dapat
merusak kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat.

Dengan memastikan bahwa produksi dilakukan dengan mematuhi
prinsip-prinsip moral dan etika Islam, ekonomi Islam bertujuan untuk
menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi
semua anggota masyarakat. Praktik ini juga mendukung tujuan Islam
untuk membangun masyarakat yang berintegritas dan bermoral tinggi,
dimana produksi dilakukan dengan tanggung jawab dan komitmen
untuk kebaikan bersama.

6. Menghindari produksi berlebihan atau berlebihan
Produksi yang berlebihan atau berujung pada pemborosan dan
kerusakan lingkungan dilarang dalam Islam. Produksi harus dilakukan
dengan kecerdasan dan efisiensi. Dalam ekonomi Islam, menghindari
produksi berlebihan atau berlebihan adalah prinsip kunci yang
ditekankan. Islam mengajarkan pentingnya menghasilkan barang dan
jasa dengan cerdas dan efisien, tanpa pemborosan sumber daya alam
atau energi yang berlebihan. Pentingnya efisiensi produksi ini
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mendorong produsen untuk merencanakan dan mengelola proses
produksi dengan teliti, menghindari pembuangan yang tidak perlu,
dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan cara
ini, produksi dapat berlangsung dengan hemat, lebih ramah lingkungan,
dan tidak melebihi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, prinsip ini juga mencerminkan kesadaran akan tanggung
jawab sosial dalam menggunakan sumber daya. Dalam Islam, sumber
daya alam diberikan oleh Allah Swt. dan diamanatkan kepada manusia
sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya ini
harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menjaga
keseimbangan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan mengikuti prinsip menghindari produksi berlebihan,
ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang
berkelanjutan, dimana kebutuhan manusia dapat dipenuhi tanpa
mengorbankan kelestarian bumi dan sumber daya alam yang terbatas.
Prinsip ini menjadi inti dari konsep “istishlah” atau keseimbangan dalam
ekonomi Islam yang memandang pentingnya menjaga keseimbangan
antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

7. Menghasilkan keuntungan yang wajar dan adil
Produksi harus menghasilkan keuntungan yang wajar dan adil bagi semua
pihak yang terlibat dalam proses produksi. Dalam ekonomi Islam,
menghasilkan keuntungan yang wajar dan adil adalah prinsip fundamen-
tal. Hal ini mengacu pada perlunya memastikan bahwa keuntungan
yang diperoleh dari proses produksi adalah proporsional dengan usaha
dan risiko yang dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat. Prinsip ini
memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dieksploitasi atau
dirugikan dalam proses produksi. Sebagai contoh, dalam kerja sama
antara pemilik modal dan pekerja (dalam akad mudharabah), pembagian
keuntungan harus dilakukan dengan adil sesuai dengan kesepakatan
awal. Begitu juga dalam transaksi jual beli atau bentuk akad lainnya,
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harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai wajar dari barang atau
jasa yang diperoleh.

Keuntungan yang wajar dan adil adalah landasan bagi keadilan
ekonomi dalam Islam. Hal ini juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi
tidak mengarah pada eksploitasi atau penyalahgunaan oleh satu pihak
terhadap pihak yang lain. Dengan menerapkan prinsip ini, ekonomi
Islam berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan seimbang,
dimana setiap pihak dapat memperoleh manfaat yang wajar dari proses
produksi.

8. Memastikan kualitas barang yang baik
Produksi harus memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan
memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Memastikan agar barang berkualitas baik adalah aspek penting dalam
produksi menurut prinsip ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan
tanggung jawab moral dan etika dalam menyediakan barang dan jasa yang
bermanfaat bagi masyarakat. Islam mendorong para produsen untuk
memberikan yang terbaik dalam produksi mereka sehingga barang yang
dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi konsumen.

Prinsip ini juga mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang
dapat menghasilkan barang atau jasa berkualitas rendah atau merugikan
bagi konsumen. Dalam ekonomi Islam, produksi tidak hanya tentang
kuantitas, tetapi juga tentang kualitas. Barang atau jasa yang dihasilkan
harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh prinsip-prinsip moral
dan etika Islam, serta memastikan bahwa konsumen mendapatkan nilai
yang sepadan dengan investasi mereka.

Dengan memastikan kualitas barang yang baik, produksi dalam
ekonomi Islam berusaha untuk menciptakan kepercayaan antara
produsen dan konsumen. Hal ini juga mengacu pada konsep amanah
(kepercayaan) dalam Islam, dimana setiap individu memiliki tanggung
jawab moral untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek
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kehidupannya, termasuk dalam proses produksi. Dengan demikian,
memastikan kualitas barang yang baik menjadi landasan utama dalam
produksi dalam kerangka ekonomi Islam.

9. Memberikan kontribusi positif pada masyarakat dan ekonomi
Produksi harus memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini
berarti bahwa kegiatan produksi harus membawa manfaat nyata bagi
masyarakat, tidak hanya dari segi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi
juga dari aspek kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
Produksi yang berhasil adalah yang mampu menciptakan lapangan
kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan nilai
tambah bagi komunitas.

Selain itu, produksi juga harus mempertimbangkan dampak sosial
dan ekonomi jangka panjang. Hal ini mencakup pertimbangan terhadap
lingkungan dan keberlanjutan, serta meminimalkan dampak negatif
terhadap masyarakat dan ekosistem sekitar. Produksi yang berkelanjutan
dan bertanggung jawab adalah tujuan utama dalam ekonomi Islam,
mengingat Islam mendorong umatnya untuk menjadi khalifah atau
pemimpin yang bertanggung jawab atas bumi.

Dengan cara ini, produksi dalam ekonomi Islam berusaha untuk
mencapai keseimbangan yang optimal antara pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa aktivitas
produksi memberikan kontribusi positif pada masyarakat secara
keseluruhan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah
yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan umum dan
melindungi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, produksi dalam
ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang
berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi.
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10. Menghasilkan dengan niat yang tulus
Produksi harus dilakukan dengan niat yang tulus untuk menghasilkan
barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat dan bukan hanya untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Produksi dalam ekonomi
Islam mengandalkan niat yang tulus sebagai salah satu prinsip
utamanya. Ini berarti bahwa aktivitas produksi harus dilakukan dengan
tujuan yang jelas, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang membawa
manfaat nyata bagi masyarakat. Niat yang tulus mengarah pada praktik
produksi yang jauh dari motif pribadi atau kelompok tertentu yang
mungkin mengabaikan kesejahteraan umum.

Dengan niat yang tulus, para pelaku ekonomi Islam diharapkan
untuk memandang produksi sebagai sarana untuk memberikan
kontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini
sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik
dan memberikan manfaat kepada sesama. Produksi yang didasarkan
pada niat yang tulus juga meminimalkan risiko praktik-praktik yang
dapat merugikan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Niat yang jujur dan tulus dalam produksi juga merupakan bentuk
ibadah dalam Islam. Aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi
kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan sosial dianggap sebagai
bentuk ibadah jika dilakukan dengan tujuan yang baik dan benar.
Dengan demikian, produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya menjadi
aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri
pada nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan oleh agama.

Etika dan Moralitas dalam Produksi
Etika dan moralitas memainkan peran penting dalam produksi dalam
ekonomi Islam. Dalam konteks ini, produksi tidak hanya diukur dari segi
keberhasilan ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif moral dan etika
yang tinggi. Prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam produksi melibatkan
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aspek keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial
(Yuliani, 2023).

Dalam ekonomi Islam, produksi memiliki landasan utama yakni
keadilan. Prinsip keadilan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat
dalam proses produksi, seperti pekerja, pemilik modal, dan konsumen,
diperlakukan dengan adil dan setara. Keadilan ini meliputi pembagian upah
yang layak, perlindungan hak-hak pekerja, dan penghindaran eksploitasi.

Kejujuran juga menjadi prinsip penting dalam produksi. Para pelaku
produksi diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam
berbagai aspek, termasuk dalam menyediakan informasi yang jujur kepada
konsumen, menjaga kualitas produk, dan memenuhi kewajiban-kewajiban
yang telah disepakati.

Selain itu, keterbukaan dalam produksi juga menjadi aspek yang
ditekankan dalam ekonomi Islam. Transparansi dalam mengungkapkan
informasi terkait dengan proses produksi, termasuk bahan-bahan yang
digunakan, metode produksi, dan dampak lingkungan, penting untuk
memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang cerdas dan
bertanggung jawab.

Selain transparansi, tanggung jawab sosial juga menjadi prinsip yang
penting dalam produksi. Pelaku produksi diharapkan untuk mempertim-
bangkan dampak sosial dari kegiatan produksi mereka. Pertimbangan
tersebut termasuk memerhatikan kesejahteraan masyarakat, melibatkan
komunitas lokal, dan mendukung upaya pembangunan sosial dan ekonomi
yang berkelanjutan.

Dalam ekonomi Islam, etika dan moralitas dalam produksi merupakan
bagian integral dari upaya menuju keberhasilan yang komprehensif.
Produksi yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moralitas tidak hanya
menghasilkan keberhasilan materi, tetapi juga membawa keberkahan dan
manfaat yang berkelanjutan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.
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Keadilan dalam Pembagian Hasil Produksi
Keadilan dalam pembagian hasil produksi merupakan salah satu aspek
penting dalam perspektif Islam. Dalam konteks ini, keadilan ditekankan
untuk memastikan bahwa hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu entitas
atau perusahaan didistribusikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat
dalam proses produksi, termasuk pekerja, pemilik modal, dan masyarakat
secara keseluruhan.

Dalam ekonomi Islam, pembagian hasil produksi didasarkan pada
prinsip yang adil dan berkeadilan. Konsep ini sejalan dengan ajaran agama
yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam
segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Di dalam Al-Qur’an, Allah Swt.
menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai konteks, termasuk dalam
berbisnis dan bertransaksi (Al-Baqarah: 29).

Pembagian hasil produksi yang adil mencakup pemberian upah yang
layak kepada para pekerja, persentase yang adil bagi pemilik modal, dan
kontribusi sosial yang adil terhadap masyarakat. Prinsip ini menjamin bahwa
setiap pihak yang terlibat dalam proses produksi memperoleh manfaat yang
sebanding dengan kontribusinya.

Dalam Islam, ada berbagai mekanisme pembagian hasil produksi yang
dapat diterapkan. Salah satu mekanisme yang dianjurkan dalam Islam adalah
adanya partisipasi pekerja dalam kepemilikan dan keuntungan perusahaan
melalui skema bagi hasil atau kepemilikan saham. Hal ini memberikan
kesempatan kepada pekerja untuk ikut merasakan hasil produksi dan
memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan.

Selain itu, penting untuk memerhatikan perlindungan hak-hak pekerja
dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami eksploitasi atau
kesenjangan yang tidak adil dalam pembagian hasil produksi. Prinsip
keadilan dalam pembagian hasil produksi juga melibatkan penghindaran
praktik-praktik yang tidak adil, seperti monopoli atau penyalahgunaan
kekuasaan ekonomi yang merugikan pihak lain (Harahap & Alfadri, 2022).
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Dalam ekonomi Islam, keadilan dalam pembagian hasil produksi bukan
hanya kewajiban individu, tetapi juga tanggung jawab negara dan masyarakat
secara kolektif. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan
kebijakan dan regulasi yang memastikan pembagian hasil produksi yang
adil dan menghindari kesenjangan ekonomi yang tidak seimbang. Dengan
menerapkan prinsip keadilan dalam pembagian hasil produksi, Islam
mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadilan secara
ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan tujuan Islam dalam menciptakan
kesetaraan sosial dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Dalam ekonomi Islam, produksi dipandang sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang ditentukan oleh syariat, yaitu menciptakan
kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Produksi
dalam ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik dan prinsip yang
harus diperhatikan.

1. Tujuan yang terpuji
Produksi dalam ekonomi Islam harus dilakukan dengan tujuan yang
terpuji, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan
kesejahteraan umat manusia, dan mendukung pembangunan
masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Produksi yang bertujuan untuk
kepentingan individu semata tanpa memerhatikan kepentingan umum
tidak dianjurkan dalam Islam.

2. Etika kerja
Dalam Islam, etika kerja yang baik sangat ditekankan. Produksi harus
dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan kejujuran. Kerja
keras, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam produksi dianjurkan dalam
Islam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.

Etika Kerja dalam Islam memiliki landasan kuat yang mencakup
nilai-nilai agama, norma-norma moral, dan prinsip-prinsip etis yang
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mengatur perilaku dan sikap seseorang dalam konteks dunia kerja.
Pandangan Islam terhadap etika kerja sangatlah komprehensif dan
mendalam dan memberikan pedoman yang jelas bagi para muslim
dalam memandang dan menjalani kehidupan profesional mereka
(Pambudi, 2021).

Salah satu prinsip utama dalam etika kerja Islam adalah konsep
ihsan, yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya atau dengan
penuh kesempurnaan. Ihsan menuntut agar setiap individu memberikan
yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini
sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa,
“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang dari kalian jika ia melakukan suatu
pekerjaan, maka ia melakukannya dengan sebaik-baiknya.”

Selain ihsan, etika kerja dalam perspektif Islam juga menekankan
pentingnya integritas dan kejujuran. Seorang muslim diwajibkan untuk
selalu berbicara dan bertindak jujur, tidak melakukan penipuan, dan
mempertahankan kepercayaan dari rekan kerja, atasan, dan mitra bisnis.
Dalam Islam, kejujuran merupakan landasan yang tak tergantikan dalam
setiap transaksi dan interaksi bisnis.

Lebih dari itu, etika kerja Islam mengajarkan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Seorang pekerja muslim
harus memahami bahwa keberhasilan dalam karier tidak boleh dicapai
dengan merugikan atau melanggar hak-hak orang lain. Sebaliknya,
mereka dihimbau untuk mempertimbangkan dampak sosial dari
tindakan dan keputusan bisnis mereka.

Sikap saling menghormati, kerjasama, dan keadilan juga menjadi
poin penting dalam etika kerja Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap
individu, tanpa memandang status atau jabatannya, memiliki hak untuk
diperlakukan dengan adil dan hormat. Oleh karena itu, dalam konteks
kerja, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap
siapapun. Etika kerja Islam juga mencakup pengelolaan sumber daya
dengan bijak dan efisien. Islam mendorong penggunaan sumber daya
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secara berkelanjutan dengan meminimalkan pemborosan dan
mengutamakan kepentingan jangka panjang (Zamzam & Aravik, 2023).

Dalam hal komunikasi dan interaksi dengan pihak eksternal, Is-
lam menekankan pentingnya sikap profesional dan sopan santun.
Seorang pekerja muslim diharapkan untuk memelihara citra baik Is-
lam dan membangun hubungan yang harmonis dengan pelanggan,
mitra bisnis, dan masyarakat umum.

Dengan menerapkan etika kerja Islam, seorang pekerja muslim
dapat menciptakan lingkungan kerja yang seimbang antara keberhasilan
profesional dan keselarasan dengan nilai-nilai agama. Etika kerja Islam
juga membantu membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja,
atasan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Seiring berjalannya waktu, nilai-
nilai etika kerja ini akan membentuk karakter dan reputasi positif yang
akan memberikan manfaat jangka panjang bagi individu, organisasi,
dan masyarakat secara keseluruhan (Aprianto, et al., 2023).

3. Keadilan dalam distribusi
Produksi dalam ekonomi Islam harus mengutamakan prinsip keadilan
dalam distribusi. Hasil produksi harus didistribusikan secara adil dan
merata sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam proses
produksi. Islam menekankan pentingnya menghindari ketidakadilan
dan eksploitasi dalam distribusi hasil produksi.

Keadilan dalam distribusi merujuk pada prinsip yang mengatur
cara-cara alokasi dan pengeluaran sumber daya atau keuntungan dalam
suatu masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu atau
kelompok harus memperoleh bagian yang adil dan seimbang dari hasil
produksi atau keuntungan ekonomi. Keadilan dalam distribusi menjadi
landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan
berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari keadilan dalam distribusi adalah
kesetaraan kesempatan. Hal ini berarti setiap individu memiliki akses
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yang sama terhadap peluang-peluang ekonomi, pendidikan, dan
pelayanan kesehatan. Tidak boleh ada diskriminasi atau hambatan-
hambatan yang tidak adil dalam memperoleh akses ini. Sistem pendidikan
yang inklusif dan program-program pengentasan kemiskinan adalah
beberapa contoh upaya untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan
(Adinugraha, et al., 2021).

Selain itu, keadilan dalam distribusi juga mencakup penghapusan
atau pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Keadilan tersebut
berarti bahwa tidak boleh ada perbedaan yang terlalu besar antara
kelompok-kelompok masyarakat dalam hal pendapatan, kekayaan, atau
akses terhadap sumber daya dan fasilitas publik. Upaya redistribusi
pendapatan dan kebijakan-kebijakan sosial adalah instrumen yang dapat
digunakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.

Prinsip keadilan juga mengajarkan pentingnya perlindungan
kepada kelompok-kelompok rentan atau yang berada dalam situasi
ekonomi yang sulit. Ini termasuk anak-anak, lansia, penyandang
disabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas. Keadilan dalam
distribusi menuntut bahwa mereka juga memiliki akses terhadap
sumber daya dan pelayanan yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar mereka.

Keadilan dalam distribusi juga memerhatikan perlunya mengakui
dan menghargai kontribusi dari berbagai sektor masyarakat dalam
proses produksi dan ekonomi. Pekerja, pengusaha, petani, dan profesi
lainnya harus diperlakukan secara adil dan diberikan imbalan yang sesuai
dengan kontribusi yang mereka berikan. Upaya-upaya untuk memastikan
upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap
eksploitasi adalah langkah-langkah penting dalam mencapai keadilan ini.

Sistem pajak yang adil dan progresif juga merupakan instrumen
penting dalam mencapai keadilan dalam distribusi. Pajak yang
didasarkan pada kemampuan ekonomi individu atau kelompok akan
membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa
beban pajak tidak memberatkan kelompok yang lebih rentan.
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Dalam konteks global, keadilan dalam distribusi juga melibatkan
pertimbangan terhadap keadilan antarnegara. Upaya untuk mengatasi
ketimpangan antara negara maju dan berkembang, serta mempromosikan
perdagangan yang adil dan saling menguntungkan adalah langkah-
langkah yang diperlukan untuk mencapai keadilan global.

4. Berkelanjutan dan ramah lingkungan
Produksi dalam ekonomi Islam harus berkelanjutan dan memerhatikan
kelestarian lingkungan. Islam menekankan pentingnya menjaga alam
dan sumber daya alam sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Swt.
Produksi yang merusak lingkungan atau menggunakan sumber daya
alam secara berlebihan tidak dianjurkan dalam Islam.

Keseimbangan dan Keberkahan dalam Produksi
Keseimbangan dan keberkahan dalam produksi adalah dua aspek penting
dalam perspektif Islam. Dalam konteks ini, keseimbangan mengacu pada
upaya menjaga harmonisasi antara produksi dan konsumsi, sementara
keberkahan berkaitan dengan memohon dan mengharap berkah dari Allah
Swt. dalam setiap aspek kegiatan produksi.

Dalam ekonomi Islam, terdapat prinsip keseimbangan dalam produksi
yang dijunjung tinggi. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan manusia
tanpa mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan atau merusak
lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi khalifah atau
pemelihara bumi (Al-Baqarah: 30) dan mengelola sumber daya dengan
bijak agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.

Selain itu, keberkahan dalam produksi juga menjadi fokus dalam
perspektif Islam. Dalam setiap aktivitas produksi, umat muslim diajarkan
untuk memohon berkah dari Allah Swt. dan berharap agar usaha mereka
diberkahi dalam segala hal. Keberkahan ini tidak hanya terkait dengan aspek
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materi, tetapi juga dengan berkah spiritual dan moral yang melibatkan
tindakan yang baik, kejujuran, dan etika kerja yang baik.

Pencapaian keseimbangan dan keberkahan dalam produksi, Islam
menganjurkan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, penghindaran
pemborosan, dan pengelolaan yang efisien. Islam juga mendorong umatnya
untuk memerhatikan hak-hak pekerja, menjaga keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat, serta mengedepankan prinsip
keadilan dalam segala aspek produksi.

Prinsip keseimbangan dan keberkahan ini tidak hanya berlaku pada
tingkat individu atau perusahaan, tetapi juga pada tingkat negara dan
masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan
dan regulasi yang mendukung keseimbangan produksi dan keberkahan
dalam perekonomian secara keseluruhan.
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08
KONSUMSI DALAM
EKONOMI ISLAM

Konsumsi adalah bagian kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Sebagai
makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang harus
dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan
kualitas hidup. Konsumsi melibatkan proses memperoleh, menggunakan,
dan memanfaatkan barang dan jasa yang tersedia dalam lingkungan sekitar.
Konsumsi merupakan salah satu komponen penting dalam siklus ekonomi.
Aktivitas konsumsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penawaran dan
permintaan, serta interaksi antara produsen dan konsumen. Konsumsi juga
berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda
perekonomian.

Akan tetapi, konsumsi juga perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih
luas, termasuk aspek sosial, psikologis, dan lingkungan. Konsumsi bukan
hanya tentang memenuhi kebutuhan materi, melainkan juga keterlibatan
aspek budaya, identitas, dan ekspresi diri. Konsumsi dapat memberikan
kepuasan dan kebahagiaan kepada individu, memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menciptakan hubungan
antarmanusia.
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Dalam konteks Islam, konsumsi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip
yang diatur oleh ajaran agama. Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola
perilaku konsumsi dengan bijaksana, menjaga keseimbangan antara
kebutuhan materi dan spiritual, serta menghindari pemborosan. Dalam Is-
lam, konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi dengan or-
ang lain juga melibatkan aspek etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan.

Dalam melakukan konsumsi, umat muslim diajarkan untuk memilih
barang dan jasa yang halal, menjaga keadilan dalam transaksi, serta
memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting daripada keinginan yang
berlebihan. Dengan demikian, konsumsi dalam Islam tidak hanya menjadi
sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi kesempatan
untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Konsep Konsumsi dalam Islam
Konsep konsumsi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai
yang diatur oleh ajaran agama. Islam mengajarkan umatnya untuk melihat
konsumsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia,
namun juga menekankan pentingnya mengelola dan melaksanakan
konsumsi dengan bijaksana. Konsep konsumsi dalam Islam didasarkan pada
prinsip keadilan, kebijaksanaan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiri-
tual (Nasuka, 2023).

Dalam Islam, konsumsi yang bijaksana adalah yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar dan penting dalam hidup seorang muslim. Al-Qur’an
mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan
spiritual, serta untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar
sebelum keinginan. Konsep konsumsi dalam Islam juga mengajarkan
umatnya untuk menghindari perilaku boros dan mewah yang dapat menyia-
nyiakan sumber daya dan mengganggu keseimbangan sosial.

Selain itu, Islam mendorong umatnya untuk memperoleh barang dan
jasa yang halal, baik dari segi produksi maupun dari segi pemenuhan hak-
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hak yang adil. Konsumsi dalam Islam melibatkan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat, lingkungan, dan sesama manusia. Umat muslim
diajarkan untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan dengan
memberikan sedekah sehingga berperan dalam menciptakan keadilan sosial
dalam distribusi sumber daya.

Selain aspek sosial dan ekonomi, konsep konsumsi dalam Islam juga
memiliki dimensi spiritual. Umat muslim diajarkan untuk menyadari bahwa
harta dan materi yang dimiliki adalah amanah dari Allah Swt. dan bahwa
pemakaian dan penggunaan yang bijaksana adalah bentuk ibadah. Konsumsi
yang dilakukan dengan kesadaran spiritual dapat menghasilkan keberkahan
dan menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. (Imani, 2023).

Dalam rangka mengimplementasikan konsep konsumsi secara islami,
umat muslim perlu proses pengambilan keputusan yang bijaksana dalam
konsumsi dengan mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan tanggung
jawab sosial. Konsep konsumsi dalam Islam mengajarkan umatnya untuk
menjadi konsumen yang bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara
kebutuhan dan keinginan, serta berperan dalam menciptakan masyarakat
yang adil dan berkelanjutan.

Tujuan Konsumsi dalam Islam
Tujuan konsumsi dalam Islam bukan semata-mata untuk memperoleh
kepuasan pribadi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan insani.
Konsumsi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia,
menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta
berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Dengan kata lain, tujuan konsumsi dalam Islam mencakup aspek spiritual,
sosial, dan ekonomi yang diatur oleh nilai-nilai agama. Konsep konsumsi
dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi dan
jasmani, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, berbagi
dengan sesama, dan mencapai keberkahan dalam hidup (Fitriani, 2021).
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1. Spiritual
Secara spiritual, tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mendekatkan
diri kepada Allah Swt. dan menguatkan hubungan dengan-Nya. Umat
muslim diajarkan untuk menggunakan harta dan materi yang dimiliki
sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dan beribadah kepada Allah
Swt. Konsumsi yang dilakukan dengan niat yang tulus dan kesadaran
spiritual dapat menjadi ibadah yang membawa keberkahan dan
mendatangkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sosial
Selain itu, tujuan konsumsi dalam Islam juga melibatkan aspek sosial.
Umat muslim diajarkan untuk berbagi dengan sesama, memberikan
sedekah, dan menjaga keadilan sosial dalam distribusi sumber daya.
Konsumsi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan
umum akan menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang
menekankan keadilan dalam distribusi dan penggunaan harta.

3. Ekonomi
Dari segi ekonomi, tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk meme-
nuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan individu dan
masyarakat secara keseluruhan. Islam tidak menentang konsumsi yang
sederhana atau menikmati kenikmatan materi selama tidak melebihi
batas-batas syariat Islam. Tujuan ekonomi konsumsi dalam Islam
adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan
individu dan kemakmuran bersama, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
etika dan keadilan.

Praktiknya, tujuan konsumsi dalam Islam memengaruhi keputusan
konsumen muslim seperti memilih produk dan jasa yang halal,
menghindari pemborosan, dan ikut berperan dalam membangun



EKONOMI ISLAM 125

ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan tersebut juga mendorong umat
muslim untuk mengembangkan sikap yang bijaksana dan bertanggung
jawab terhadap pengelolaan keuangan pribadi, menghindari hutang
yang tidak perlu, dan mengatur keuangan dengan bijaksana.

Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Islam
Prinsip konsumsi dalam Islam mencakup panduan etis dan moral yang
mengatur cara umat muslim menggunakan harta dan sumber daya dalam
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Konsumsi dalam Islam didasarkan
pada nilai-nilai agama yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan
keberkahan dalam penggunaan harta. Prinsip-prinsip ini membimbing umat
muslim dalam mengambil keputusan konsumsi yang bertanggung jawab
dan berorientasi pada kepentingan umum.

Salah satu prinsip utama konsumsi dalam Islam adalah prinsip keadilan.
Umat muslim diajarkan untuk menggunakan harta mereka secara adil dan
berbagi dengan sesama. Konsumsi yang dilakukan dengan keadilan memastikan
bahwa kebutuhan dasar semua individu terpenuhi dan mengurangi
kesenjangan sosial. Prinsip keadilan ini juga tercermin dalam distribusi
sumber daya ekonomi, dimana umat muslim dianjurkan untuk menghindari
ketidakadilan dalam pembagian kekayaan.

Selain itu, prinsip konsumsi dalam Islam mencakup prinsip keseim-
bangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Umat muslim diajarkan untuk
tidak terlalu terikat pada kebutuhan materi dan tidak tergoda oleh konsumsi
berlebihan dan pemborosan. Islam menekankan pentingnya menjaga
keseimbangan dan menghargai nikmat Allah Swt. dengan tidak boros dalam
mengonsumsi sumber daya yang diberikan.

Umat muslim juga dianjurkan untuk memprioritaskan kebutuhan spiri-
tual dan meningkatkan hubungan dengan Allah Swt. Prinsip keseimbangan
ini mendorong umat muslim untuk menjaga kontrol diri dalam konsumsi,
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menghindari kemewahan yang berlebihan, dan fokus pada pencapaian
keberkahan hidup.

Selanjutnya, prinsip konsumsi dalam Islam melibatkan keberlanjutan
dan perlindungan lingkungan. Umat muslim bertanggung jawab untuk
menjaga alam dan menghindari penggunaan yang berlebihan dan
pemborosan sumber daya alam. Prinsip ini mengajarkan umat muslim untuk
menjadi konsumen yang bertanggung jawab, memilih produk yang ramah
lingkungan, dan mengurangi dampak negatif terhadap alam (Harahap &
Alfadri, 2022).

Etika Konsumsi dalam Islam
Etika konsumsi dalam Islam mencerminkan nilai-nilai agama yang mengatur
perilaku umat muslim dalam mengonsumsi barang dan jasa. Etika tersebut
mencakup prinsip-prinsip moral dan etis yang mengarahkan muslim
menjadi konsumen yang bertanggung jawab, adil, dan penuh pertimbangan
atas kepentingan umum. Etika konsumsi dalam Islam menekankan
pentingnya kesadaran spiritual, keseimbangan, keadilan, dan keberkahan
dalam setiap tindakan konsumsi.

Sebagai bagian dari etika konsumsi, umat muslim diajarkan untuk
memiliki kesadaran spiritual dalam setiap keputusan konsumsi yang mereka
buat. Mereka diminta untuk mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan
konsumsi terhadap hubungan mereka dengan Allah Swt. Dalam hal ini,
Nabi Muhammad saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah itu baik dan Dia
menyukai kebaikan. Dan Dia meridhai kebaikan untuk umat ini, termasuk dalam
hal makanan yang dimakan mereka” (HR. Muslim).

Selain itu, etika konsumsi dalam Islam mendorong umat muslim untuk
mencapai keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual. Mereka
diajarkan untuk tidak terlalu terikat pada dunia materi dan memprioritaskan
kepentingan spiritual. Sebagai contoh, dalam Al-Qur’an disebutkan yang
artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-
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anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat
demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi” (Al-Munafiqun: 9).
Prinsip ini mendorong umat muslim untuk membatasi konsumsi yang
berlebihan, menghindari pemborosan, dan menjaga keseimbangan dalam
penggunaan sumber daya.

Selanjutnya, etika konsumsi dalam Islam menekankan pentingnya
keadilan dalam transaksi dan pembagian kekayaan. Umat muslim diminta
untuk memerhatikan keadilan dalam setiap tindakan konsumsi, baik dalam
memilih produk halal dan berkualitas maupun dalam mempertimbangkan
harga yang adil dan saling menguntungkan dalam transaksi. Prinsip ini juga
tercermin dalam praktik zakat, dimana umat muslim dianjurkan untuk
memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerimanya.

Selain itu, etika konsumsi dalam Islam melibatkan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Umat muslim dianjurkan untuk menjadi konsumen yang
bertanggung jawab atas pemilihan produk, misalnya produk harus yang
ramah lingkungan. Konsumen juga harus memerhatikan dampak sosial dari
konsumsi mereka. Prinsip ini mencerminkan kesadaran umat muslim
tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan berkontribusi pada
kesejahteraan sosial.

Dalam mengamalkan etika konsumsi yang islami, umat muslim harus
memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama dan mau
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka
menjadi konsumen yang sadar, adil, dan bertanggung jawab, serta
berkontribusi pada terciptanya keberkahan dalam setiap tindakan konsumsi.

Etika konsumsi dalam Islam mencakup aspek moral dan spiritual. Umat
muslim diajarkan untuk memilih barang dan jasa yang halal, menjaga keadilan
dalam transaksi, menghindari riba dan praktik eksploitatif, serta
memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.
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Pengaruh Konsumsi Berlebihan dalam Masyarakat
Konsumsi berlebihan dapat berdampak negatif dalam masyarakat. Islam
mengajarkan umatnya untuk menghindari sikap konsumtif berlebihan karena
menyebabkan pemborosan, ketimpangan sosial, dan ketidakpuasan batin.
Konsumsi berlebihan telah menjadi fenomena umum dalam masyarakat
modern. Padahal, fenomena ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
berbagai aspek kehidupan, baik secara individual maupun sosial. Konsumsi
berlebihan memengaruhi kesehatan—fisik dan mental, hubungan sosial,
lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk
memahami dampak negatif dari konsumsi berlebihan dalam masyarakat.

Salah satu pengaruh negatif dari konsumsi berlebihan adalah masalah
kesehatan fisik dan mental. Konsumsi berlebihan mendorong pola hidup
yang tidak sehat, seperti pola makan yang tidak seimbang dan kecanduan
terhadap barang konsumsi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan obesitas,
penyakit jantung, dan gangguan mental seperti kecemasan dan depresi.
Studi menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan juga berhubungan dengan
tingkat stres yang tinggi dan rendahnya kebahagiaan subjektif dalam
masyarakat (Moriarty, 2018; Kasser, 2002).

Selain itu, konsumsi berlebihan juga memiliki dampak sosial yang
merugikan. Masyarakat yang terjebak dalam budaya konsumsi berlebihan
cenderung mengejar status dan kekayaan material sehingga mengabaikan
nilai-nilai sosial dan hubungan interpersonal yang sehat. Pengabaian
tersebut dapat mengakibatkan perpecahan sosial, ketidakadilan, dan
meningkatnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Selain itu, konsumsi
berlebihan juga dapat mengarah pada adanya perilaku boros dan pemborosan
sumber daya yang berdampak negatif pada lingkungan dan ekonomi
(Dittmar, 2005; Schor, 1998).

Konsumsi berlebihan dalam masyarakat juga memengaruhi lingkungan.
Konsumsi berlebihan sering kali melibatkan penggunaan sumber daya alam
yang berlebihan dan menciptakan limbah yang tidak terkelola dengan baik.
Dengan kata lain, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan
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lingkungan, termasuk deforestasi, polusi udara dan air, dan perubahan iklim.
Dalam konteks ini, Islam mendorong umat muslim untuk menjadi
konsumen yang bertanggung jawab dan mampu menjaga kelestarian alam
(Siddiqi, 2002).

Dalam mengatasi pengaruh negatif konsumsi berlebihan, penting bagi
individu dan masyarakat untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang seimbang
dalam konsumsi. Prinsip ini melibatkan kesadaran akan kebutuhan yang
sebenarnya, pengendalian diri dalam menghadapi godaan konsumsi berlebihan,
serta memprioritaskan nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam pengambilan
keputusan konsumsi. Selain itu, pemerintah, lembaga sosial, dan agama
berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi
yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Khan, 2005).

Mengelola Konsumsi dalam Era Modern
Pada era modern yang didominasi oleh konsumerisme, Islam memberikan
panduan manajemen konsumsi dengan bijaksana. Umat muslim diajarkan
untuk melibatkan aspek tanggung jawab sosial, lingkungan, dan keadilan
dalam keputusan konsumsi mereka. Konsumsi merupakan salah satu aspek
penting dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, konsumsi
memiliki dimensi yang unik yang berdasar pada prinsip-prinsip syariat.
Dalam subbab ini, akan dibahas tentang konsep konsumsi dalam ekonomi
Islam terutama berkenaan dengan pada prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Manajemen konsumsi pada era modern menjadi tantangan yang
kompleks mengingat adanya pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi,
dan budaya konsumerisme yang meluas. Konsumsi yang tidak terkendali
dapat berdampak negatif pada kehidupan individu, masyarakat, dan
lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan
yang bijaksana dalam mengelola konsumsi pada era modern.

Salah satu aspek penting dalam mengelola konsumsi pada era modern
adalah sadar akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Banyaknya tawaran
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produk dan layanan yang menggiurkan sering kali membuat kita tergoda
untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita perlukan. Membangun
kesadaran diri dan melakukan refleksi tentang kebutuhan yang sebenarnya
akan membantu dalam mengendalikan keinginan konsumsi yang berlebihan.
Islam mengajarkan pentingnya pemikiran kritis dan pemenuhan kebutuhan
dengan cara yang seimbang (Hassan, 2010)

Selain itu, pengelolaan konsumsi pada era modern juga melibatkan
pengendalian diri terhadap dorongan untuk terus memperoleh barang-
barang baru. Konsumerisme telah mendorong masyarakat untuk menganggap
kepemilikan materi sebagai tanda keberhasilan dan kebahagiaan. Akan tetapi,
pemahaman bahwa kebahagiaan sejati tidak semata-mata bergantung pada
kepemilikan barang dapat membantu mengendalikan keinginan konsumsi
yang tidak terkendali. Islam menekankan pentingnya pengekangan diri dalam
menghadapi godaan konsumsi berlebihan (Al-Qaradawi, 1999).

Selain itu, dalam mengelola konsumsi pada era modern, penting untuk
memprioritaskan nilai-nilai sosial dan lingkungan. Konsumsi yang
bertanggung jawab berarti mempertimbangkan dampak sosial dan
lingkungan. Memilih produk yang ramah lingkungan, mendukung produsen
lokal, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat adalah
beberapa cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan
dalam konsumsi kita (Kasim, 2012).

Dalam mengelola konsumsi pada era modern, kita perlu memahami
bahwa konsumsi yang sehat adalah tentang menciptakan keseimbangan
antara pemenuhan kebutuhan, pengendalian diri, dan memprioritaskan
nilai-nilai sosial dan lingkungan. Islam sebagai agama memberikan pedoman
dan prinsip yang dapat menjadi pijakan dalam mengelola konsumsi dalam
era modern dengan bijaksana.
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09
DISTRIBUSI DALAM
EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi Islam, distribusi merupakan aspek yang penting. Distribusi
mendapat perhatian serius dalam sistem ekonomi yang berlandaskan syariat
Islam. Pada prinsipnya, ekonomi Islam menekankan pada keadilan dalam
distribusi kekayaan dan sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang merata
bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, distribusi dalam
ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pembagian
yang adil, yakni untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi
kesenjangan ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip dalam aspek distribusi
dipengaruhi terutama oleh konsep kepemilikan. Salah satu prinsip utamanya
adalah prinsip kepemilikan yang adil, dimana setiap individu memiliki hak
atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya, yang disertai dengan
kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang lain dan masyarakat. Prinsip ini
mengatur kekayaan dan sumber daya alam untuk digunakan secara produktif
dan adil guna memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat.
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Pentingnya Distribusi dalam Ekonomi Islam
Distribusi berperan penting dalam ekonomi Islam karena berkaitan erat
dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Dalam konteks ini, distribusi
mengacu pada cara hasil produksi dan kekayaan dibagikan kepada segenap
anggota masyarakat. Islam menekankan bahwa distribusi harus dilakukan
secara adil dan merata, tanpa adanya penindasan atau eksploitasi terhadap
kelompok tertentu.

Dengan memastikan distribusi yang adil, ekonomi Islam dapat
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan inilah yang
mengarah pada ketidakadilan dan ketidakstabilan masyarakat. Upaya
distribusi tersebut mencakup pembagian keuntungan dan risiko produksi
antara pemilik modal dan pekerja. Prinsip distribusi yang seimbang juga
berusaha untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir individu
atau kelompok sehingga masyarakat dapat mengakses sumber daya dan
manfaat ekonomi secara merata (Hassan, 2010).

Prinsip distribusi juga memperhitungkan aspek sosial dan moral.
Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak individu maupun hak kelompok
terlindungi secara adil. Distribusi yang adil juga memastikan bahwa
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan
layanan kesehatan dapat terpenuhi. Dengan memastikan bahwa kebutuhan
dasar terpenuhi, ekonomi Islam berupaya menciptakan masyarakat yang
sejahtera dan berkeadilan. Secara keseluruhan, distribusi yang benar dan
berkeadilan merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam yang
bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan sejahtera
(Al-Arif, 2016).

Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam
Dalam ekonomi Islam, distribusi dipandang sebagai proses yang
memastikan adanya keadilan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya
di antara individu dan masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki
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beberapa karakteristik dan prinsip yang harus diperhatikan. Dalam Islam,
distribusi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembagian
kekayaan. Konsep distribusi dalam Islam mencakup distribusi sumber daya
ekonomi, keadilan sosial, serta pemenuhan kebutuhan dasar semua individu.
Konsep distribusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mengatur
hubungan manusia dengan Allah Swt. dan sesama manusia. Distribusi yang
adil dan merata dianggap sebagai salah satu tujuan utama sistem ekonomi
Islam (Kamali, 2008).

Konsep distribusi dalam ekonomi Islam berdasar pada prinsip-prinsip
keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Distribusi dalam konteks ini
mencakup pembagian kekayaan, hasil produksi, dan manfaat ekonomi antara
berbagai anggota masyarakat yang melibatkan beberapa aspek berikut:

1. Keadilan sosial
Prinsip utama dalam distribusi ekonomi Islam adalah keadilan sosial,
yang berarti hasil produksi dan kekayaan harus dibagi secara adil antara
anggota masyarakat, baik pemilik modal maupun pekerja. Islam
mendorong pembagian yang merata dan menentang ketidaksetaraan
ekonomi yang ekstrem.

2. Pemberian prioritas pada kebutuhan dasar
Distribusi dalam Islam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar
individu dan masyarakat, yakni akses terhadap makanan, pakaian, tempat
tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tujuannya untuk
memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki standar hidup
yang layak.
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3. Mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan
Islam mengekang akumulasi kekayaan yang berlebihan oleh individu
atau kelompok tertentu yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan.
Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada
segelintir orang atau kelompok.

4. Pembagian keuntungan dan risiko
Distribusi dalam Islam memperhitungkan pembagian keuntungan dan
risiko produksi. Pemilik modal dan pekerja harus berbagi dalam
keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang adil dan mereka juga harus
bersama-sama menanggung risiko dari proses produksi.

5. Pertimbangan moral dan etika
Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam mengacu pada pertimbangan
moral dan etika. Penipuan, eksploitasi, dan praktik-praktik tidak etis
lainnya dalam distribusi ekonomi dilarang.

6. Keseimbangan dan keberkahan
Distribusi dalam Islam juga mencakup prinsip keseimbangan dan
keberkahan dalam produksi dan konsumsi. Produksi berlebihan
yang berujung pada pemborosan dan kerusakan lingkungan dilarang
dalam Islam.

Demikianlah konsep distribusi dalam ekonomi Islam berusaha untuk
menciptakan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadilan dengan
memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi dibagi secara merata,
memenuhi kebutuhan dasar, dan memperhatikan aspek moral dan etika
dalam proses distribusi.
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Prinsip-Prinsip Distribusi
Prinsip-prinsip distribusi memiliki peran penting dalam menciptakan
sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini mengatur
bagaimana kekayaan dan sumber daya ekonomi harus didistribusikan, baik
antarindividu-individu maupun di antara masyarakat keseluruhan. Prinsip-
prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral dan etis yang mengarahkan
umat muslim dalam menjalankan distribusi yang adil dan merata.

1. Keadilan dalam distribusi
Dalam Islam, konsep distribusi memiliki prinsip utama yaitu keadilan.
Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian kekayaan
dan sumber daya ekonomi. Prinsip keadilan dalam distribusi ini
mencakup pembagian yang merata berdasarkan kebutuhan dan
kontribusi (Al-Dorzi, 2015). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap
individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebutuhan dasar
dan keadilan sosial dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap
individu memiliki hak atas kebutuhan dasar seperti makanan, sandang,
dan tempat tinggal. Prinsip distribusi dalam Islam juga memiliki arti
keadilan dan kesetaraan dalam pembagian kekayaan dan sumber daya.
Oleh karena itu, distribusi yang adil dan merata sangat penting dalam
mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Islam.

Keadilan dalam distribusi merupakan salah satu prinsip paling
mendasar dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa
kekayaan dan manfaat ekonomi harus dibagi secara adil di antara seluruh
anggota masyarakat. Dengan kata lain, tidak boleh ada segelintir
individu atau kelompok yang menguasai sebagian besar sumber daya
ekonomi, sementara yang lainnya terpinggirkan dalam kemiskinan.

Dalam konteks keadilan distributif, Islam memandang kekayaan
sebagai anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk
dielola dan dibagi secara bijak. Oleh karena itu, pemilik modal dan
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kekuasaan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa
kekayaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan bersama dan tidak
menyebabkan ketidakadilan atau penindasan terhadap yang lain. Prinsip
ini juga berlaku dalam hal upah dan kompensasi. Pekerja memiliki hak
untuk menerima bayaran yang adil dan layak sesuai dengan kontribusi
mereka dalam produksi. Tidak boleh ada eksploitasi atau pemotongan
upah yang tidak adil.

Pentingnya keadilan dalam distribusi juga tercermin dalam konsep
“maqasid al-shariah” atau tujuan-tujuan utama syariat. Salah satu dari
tujuan tersebut adalah mempertahankan dan mempromosikan
kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip keadilan
distributif menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan ini.

2. Solidaritas sosial
Konsep distribusi dalam Islam juga mencakup prinsip solidaritas sosial.
Islam mendorong umatnya untuk saling peduli dan membantu, terutama
mereka yang membutuhkan. Solidaritas sosial dalam distribusi bertujuan
untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Prinsip solidaritas sosial memastikan
bahwa individu yang memiliki kelebihan kekayaan dan sumber daya
ekonomi berbagi dengan mereka yang kurang beruntung melalui zakat,
sedekah, dan bantuan sosial lainnya (Ali, 2013). Pemberian zakat,
sedekah, dan bantuan sosial merupakan bagian integral dari konsep
distribusi dalam Islam (Rahman, 1998). Hal ini bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas dalam
masyarakat muslim.

Solidaritas sosial adalah konsep kunci dalam distribusi ekonomi
Islam karena mengacu pada semangat saling membantu dan berbagi di
antara anggota masyarakat, terutama untuk mereka yang kurang mampu
atau membutuhkan bantuan. Dalam Islam, solidaritas sosial dianggap
sebagai kewajiban moral dan etika yang harus dipenuhi oleh individu
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dan masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya solidaritas sosial
tercermin dalam berbagai praktek zakat, sedekah, dan wakaf yang
dianjurkan dalam Islam. Zakat, misalnya, merupakan kewajiban bagi
individu muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari
kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah juga
dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia.
Sementara itu, wakaf melibatkan pengalokasian sebagian harta untuk
kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas publik atau
pemberdayaan masyarakat.

Praktik-praktik ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan
dasar orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat rasa
persaudaraan dan keadilan sosial di masyarakat. Mereka menciptakan
ikatan yang lebih kuat di antara individu-individu dan membangun
fondasi masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, solidaritas sosial dalam distribusi memainkan peran
penting dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Dengan membagi
sumber daya dengan bijak dan adil, ekonomi Islam menciptakan
kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang dan berkontribusi
secara positif dalam masyarakat. Kontribusi inilah yang akan membawa
dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih seimbang,
berkeadilan, dan stabil secara ekonomi.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar
Pemenuhan kebutuhan dasar semua individu juga menjadi fokus dalam
konsep distribusi dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap
individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti
makanan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Distribusi yang adil dan merata diharapkan dapat memastikan bahwa
semua individu memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan
tersebut (Kamali, 2008). Selain itu, distribusi yang adil dan merata
diarahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi
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dan setiap individu dapat hidup dengan layak. Dalam ekonomi Islam,
masyarakat diharapkan saling bertanggung jawab dalam memastikan bahwa
setiap individu memiliki akses yang memadai kepada kebutuhan dasar.

Sistem distribusi dalam Islam didesain untuk memastikan bahwa
tidak ada individu atau kelompok yang terpinggirkan atau mengalami
kekurangan. Zakat, sedekah, dan wakaf berperan penting dalam
memastikan pemenuhan kebutuhan dasar ini. Zakat menjadi kewajiban
bagi mereka yang mampu untuk mengalokasikan sebagian kekayaan
demi membantu mereka yang membutuhkan. Sedekah, di sisi lain,
merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara
itu, wakaf memungkinkan pengalokasian sumber daya untuk tujuan
umum, termasuk pembangunan fasilitas publik (Abdullah, 2021).

Dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, ekonomi
Islam membangun fondasi yang kuat untuk membangun dan menjaga
kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Hal ini membawa dampak
positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, adil, dan
stabil secara ekonomi. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar
bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga instrumen kunci dalam
membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

4. Keseimbangan dan keberkahan
Dalam Islam, prinsip distribusi terutama perihal kekayaan, juga
mencakup pemeliharaan keseimbangan dan keberkahan. Islam
mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama, melainkan
amanah yang harus dikelola dengan bijaksana dan diberdayakan untuk
kepentingan umat manusia secara keseluruhan (Khan, 2010). Prinsip
ini menekankan perlunya menghindari penumpukan kekayaan pada
segelintir individu dan mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi
dalam masyarakat.

Dalam konteks distribusi ekonomi Islam, keseimbangan dan
keberkahan adalah dua aspek kunci yang memegang peranan penting.
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Keseimbangan mengacu pada upaya untuk menjaga proporsi yang
seimbang antara penerimaan dan pengeluaran; memperoleh dan
memberi. Selain itu, hal ini mencakup distribusi yang adil antara pemilik
modal dan pekerja, serta antara orang yang mampu dan orang yang
membutuhkan.

Keberkahan merujuk pada kualitas dan manfaat positif dari
distribusi tersebut. Dalam Islam, keberkahan terkait erat dengan konsep
berkah atau “barakah” yang menunjukkan peningkatan dan kelimpahan
yang dianugerahkan oleh Allah atas suatu hal. Dengan menerapkan
prinsip keseimbangan dalam distribusi, masyarakat diharapkan
memperoleh keberkahan dari sumber daya yang dimiliki.

Konsep keseimbangan dan keberkahan dalam distribusi
memerlukan pengelolaan sumber daya yang, tepat, bijak, dan efisien.
Hal ini termasuk mencegah pemborosan, memastikan bahwa
kebutuhan dasar terpenuhi, dan mempertimbangkan kesejahteraan
umum. Dengan menerapkan keseimbangan dan keberkahan dalam
distribusi, masyarakat diarahkan untuk menciptakan ekosistem
ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua anggotanya.

Relevansi dan Implikasi Praktis Prinsip Distribusi dalam
Islam
Prinsip distribusi dalam Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek
kehidupan ekonomi. Salah satu contohnya yaitu dalam pembagian hasil
produksi (muzara’ah). Dalam sistem muzara’ah, pemilik lahan dan petani
berbagi hasil produksi dengan proporsi yang adil, di mana pemilik lahan
menerima sebagian hasil produksi sebagai kompensasi atas kepemilikan
lahan, sementara petani memperoleh bagian yang layak sebagai upah
pengerjaan lahan.

Selain itu, distribusi juga dapat diterapkan dalam sistem keuangan Islam.
Prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah memungkinkan
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pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha secara adil.
Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam
transaksi ekonomi dan menghindari praktik bunga yang dianggap tidak adil
dalam Islam.

Dalam sistem perpajakan, distribusi juga menjadi pertimbangan
penting. Konsep zakat sebagai salah satu rukun Islam menekankan
kewajiban individu muslim untuk memberikan sumbangan dari kekayaan
mereka kepada orang yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan
redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini,
pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan keadilan
distribusi melalui kebijakan perpajakan, penggunaan, maupun penyaluran
dana publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

Konsep distribusi dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan
konteks ekonomi modern. Dalam masyarakat yang didominasi oleh
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, prinsip-prinsip distribusi
dalam Islam dapat menjadi dasar untuk membangun sistem ekonomi yang
lebih adil dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan kebijakan publik yang
mendukung redistribusi kekayaan, perlindungan sosial bagi mereka yang
membutuhkan, dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan
(Iqbal, 2007).

Selain itu, prinsip-prinsip distribusi dalam Islam juga memiliki implikasi
praktis pada sektor bisnis dan keuangan. Etika bisnis Islam menekankan
pentingnya keadilan dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab sosial
perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat (El-Gamal, 2006). Praktik
perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam juga mencerminkan prinsip
distribusi yang adil dan berkeadilan, misalnya pembagian risiko dan
keuntungan antarkedua belah pihak yang terlibat (Kahf, 2000).
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10
KEBIJAKAN
FISKAL DALAM
EKONOMI ISLAM

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merujuk pada tindakan pemerintah
dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran umum untuk mencapai
tujuan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Iqbal &
Mirakhor, 2011). Tujuan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam
adalah menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan distribusi
kekayaan yang merata (Khan, 2012). Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang
menjadi panduan dalam kebijakan fiskal antara lain: adil, transparan, dan
efisien (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Konsep Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh
pemerintah untuk mengatur perekonomian suatu negara. Dalam konteks
ekonomi Islam, kebijakan fiskal juga menjadi hal penting dalam mencapai
tujuan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kebijakan fiskal
dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam
meliputi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umum.
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Konsep kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip
unik yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam ekonomi Islam.
Salah satu prinsip utama dalam kebijakan fiskal Islam adalah keadilan
distribusi. Islam menekankan pentingnya distribusi sumber daya ekonomi
dan kekayaan yang adil. Oleh karena itu, dalam kebijakan fiskal pemerintah
diharapkan memastikan bahwa pajak dan pungutan lainnya tidak
memberatkan kelompok yang lebih miskin atau lemah (Huda, 2015).

Selain itu, Islam mendorong konsep keberkahan dalam pengelolaan
keuangan publik. Hal ini merujuk pada penggunaan dana pemerintah dengan
bijak dan efisien untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pemakaian yang bijak juga mencakup tentang menghindari pemborosan
dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Pemungutan zakat juga menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal
dalam ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim untuk
memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada orang lain yang
membutuhkan. Dalam ekonomi Islam, pemerintah diharapkan mampu
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara adil dan efisien.

Di samping itu, Islam mewajibkan penghindaran dari riba (bunga)
dalam segala sistem keuangan dan transaksi, serta pelarangan praktik
spekulasi berlebihan. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan
menghindari ketidakadilan dalam transaksi keuangan.

Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan instrumen penting dalam
mencapai tujuan, seperti distribusi kekayaan yang merata, pemberdayaan
masyarakat, dan pelayanan kepada orang yang membutuhkan. Keseemua upaya
tersebut berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam ekonomi Islam.

Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Tujuan utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah menciptakan
keseimbangan dan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
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Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya pembagian
pendapatan yang adil, dimana kekayaan dan sumber daya alam harus digunakan
untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi
Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta
meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan utama kebijakan fiskal Islam adalah untuk mencapai keadilan
sosial dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, kebijakan fiskal harus
memastikan redistribusi kekayaan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan (Khan, 2012).
Selain itu, kebijakan fiskal Islam juga bertujuan untuk mencapai stabilitas
ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan pemerataan peluang
ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam mencakup sejumlah poin
penting yang tercermin dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pertama,
tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan distribusi. Dengan kata lain,
pemerintah harus menggunakan instrumen fiskal seperti pajak dan
pungutan dengan bijak untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber
daya ekonomi didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota
masyarakat, yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menghindari
penindasan atau pengeksploitasian golongan miskin.

Kedua, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk
menggerakkan perekonomian secara berkelanjutan dan berdaya guna. Untuk
mencapai tujuan ini, perlu melibatkan penggunaan dana publik dengan
efisien dan bijaksana, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa
anggaran pemerintah digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan
manfaat riil bagi masyarakat.

Ketiga, tujuan kebijakan fiskaldalam ekonomi Islam adalah
mempromosikan kesejahteraan sosial yang mencakup pemanfaatan dana
publik untuk pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas
hidup mereka. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dalam
ekonomi Islam.
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Keempat, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus memastikan
bahwa pengumpulan dan distribusi zakat berjalan dengan efisien. Zakat
adalah salah satu instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan
ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan
(Abdullah, 2021).

Terakhir, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk
menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Tujuan ini mencakup
menghindari praktik-praktik spekulatif dan transaksi berisiko tinggi yang
dapat merusak stabilitas ekonomi, serta memastikan pengelolaan keuangan
yang bersih dari riba (bunga).

Dalam rangka mencapai seluruh tujuan tersebut, kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam berdasar pada prinsip-prinsip moral dan etika yang
memberikan landasan untuk pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan,
dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Dalam kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip
yang harus diperhatikan.

1. Prinsip keadilan dalam distribusi beban dan manfaat
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak
memberatkan satu kelompok masyarakat atau sektor tertentu, tetapi
memberikan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat (Khan,
2012). Prinsip keadilan dalam distribusi beban dan manfaat ini adalah
salah satu aspek kunci dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pajak dan alokasi
anggaran tidak memberatkan salah satu kelompok masyarakat atau
sektor tertentu secara tidak adil. Sebaliknya, tujuan utama adalah
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memastikan bahwa manfaat dari kebijakan fiskal tersebar merata di
seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan
keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks kebijakan fiskal,
kedua aspek tersebut dapat diwujudkan melalui penentuan tarif pajak
yang adil dan proporsional serta pengalokasian anggaran yang
memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat. Selain itu, prinsip keadilan juga mempertimbangkan
keberatan dan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan fiskal.
Pemerintah harus senantiasa membuka ruang untuk dialog dan
partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait
kebijakan ekonomi.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dalam distribusi beban dan
manfaat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak
hanya menguntungkan sebagian kecil dari masyarakat, tetapi juga
memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

2. Prinsip keberkahan dalam pengelolaan keuangan publik
Penggunaan dana publik harus transparan, akuntabel, dan menghindari
pemborosan. Prinsip keberkahan juga mengharuskan pemerintah
untuk mengelola keuangan publik dengan efisien dan bertanggung
jawab (Hasan, 2008). Prinsip keberkahan dalam pengelolaan keuangan
publik adalah pondasi penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini
menekankan bahwa penggunaan dana publik harus dilakukan dengan
itikad baik, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, setiap
pengeluaran dan alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.

Lebih dari itu, prinsip keberkahan juga memerintahkan
pemerintah untuk menghindari praktik-praktik pemborosan dan
memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat. Aspek penting dalam keberkahan
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pengelolaan dapat dicapai dengan melakukan evaluasi yang cermat
sebelum mengalokasikan dana untuk berbagai program atau proyek.

Selain transparansi dan akuntabilitas, prinsip keberkahan juga
mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan publik harus efisien dan
bertanggung jawab. Pemerintah diwajibkan untuk mencari cara untuk
memaksimalkan manfaat dari setiap dana yang dihabiskan dan
memastikan bahwa sumber daya publik tidak disia-siakan.

Dengan menerapkan prinsip keberkahan dalam pengelolaan
keuangan publik, pemerintah dapat membangun kepercayaan
masyarakat karena dapat memastikan bahwa setiap dana yang
dibelanjakan adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Selain
itu, upaya ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan
integritas, kejujuran, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan dan
sumber daya publik.

3. Prinsip solidaritas sosial
Prinsip solidaritas sosial merupakan elemen krusial dalam kerangka
kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan bahwa
kebijakan fiskal harus berkontribusi pada redistribusi kekayaan yang
adil yang dapat memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat. Upaya
yang dapat dilakukan adalah melalui sistem pajak yang progresif. Selain
itu, pemanfaatan hasil pajak harus untuk memberikan bantuan kepada
pihak yang membutuhkan (Chapra, 2014).

Sistem pajak progresif adalah mekanisme di mana orang dengan
penghasilan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi,
sementara mereka dengan penghasilan yang lebih rendah dikenakan
tarif pajak yang lebih rendah. Dengan menerapkan sistem ini, kebijakan
fiskal dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan
memastikan bahwa beban pajak didistribusikan dengan adil pada
seluruh masyarakat.
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Selain itu, pajak harus dikelola dengan bijak sehingga mampu
membantuan pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini
dapat dilakukan melalui program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan.

Dengan menerapkan prinsip solidaritas sosial dalam kebijakan fiskal,
pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi
didistribusikan secara merata dan mampu memberi dukungan yang
diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang kurang
mampu. Terbutki bahwa penerapan kebijakan fiskal Islam sesuai dengan
prinsip-prinsip tersebut adalah langkah penting dalam menciptakan
masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam.

Implementasi Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Implementasi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam didasarkan pada
prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi keadilan sosial,
keseimbangan ekonomi, dan keberkahan. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal
haruslah memastikan distribusi yang adil dan merata dalam penggunaan
pendapatan publik serta alokasi sumber daya yang mencerminkan
kepentingan umum (Hassan, 2018). Selain itu, kebijakan fiskal juga harus
memerhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam
pengelolaan keuangan publik (Al-Buraey, 2015).

Untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam,
diperlukan sejumlah strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
Pertama, pemerintah dapat mengadopsi sistem perpajakan, seperti zakat,
infak, dan wakaf sebagai sumber pendapatan negara (Khan, 2014). Selain itu,
pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan pengeluaran yang berorientasi
pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti
pendidikan, kesehatan, dan sarana transportasi (Zakaria, 2012).
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Selain itu, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan fiskal
melalui regulasi dan pengeluaran insentif yang mendorong sektor ekonomi.
Regulasi dan pengaturan insentif tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai
Islam, seperti sektor keuangan syariah, usaha mikro dan kecil, serta industri
yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat (Obaidullah, 2017).

Sebuah contoh konkret dari implementasi kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam adalah pengenalan zakat sebagai instrumen fiskal. Zakat
adalah kewajiban sosial bagi umat muslim untuk memberikan sebagian dari
kekayaan mereka kepada para penerima zakat, seperti fakir, miskin, yatim
piatu, dan sebagainya. Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah dapat
memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan
zakat. Pemerintah dapat membentuk lembaga atau badan khusus yang
bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat. Lembaga inilah yang
mengidentifikasi penerima zakat sesuai dengan kriteria syariat dan
memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan dengan efisien dan
transparan.

Dalam hal ini, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi untuk
mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk
memastikan keadilan sosial dan distribusi yang merata dari kekayaan di
masyarakat. Implementasi zakat sebagai kebijakan fiskal juga mencerminkan
nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial yang diusung oleh Islam.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif atau pembebasan
pajak kepada perusahaan atau individu yang berinvestasi dalam proyek-
proyek yang memberikan manfaat sosial secara langsung kepada masyarakat,
seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang mendukung
pembangunan ekonomi lokal.
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Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa instrumen kebijakan fiskal yang
dapat digunakan oleh pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal dalam
ekonomi Islam mencakup berbagai pendekatan dan alat yang digunakan
oleh pemerintah atau otoritas ekonomi untuk mengelola keuangan publik
dan memengaruhi perilaku ekonomi. Salah satu instrumen yang umum
digunakan adalah perpajakan. Pajak dalam Islam disebut dengan “zakat”
dan “ushr. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta yang
dimiliki oleh umat muslim kepada yang berhak menerima, seperti fakir,
miskin, orang-orang yang dalam perjalanan panjang (musafir), dan pihak-
pihak lain dalam golongan penerima zakat (mustahiq zakat) (Abdullah,
2021). Adapun ushr adalah pajak, yang khusus dikenakan atas hasil-hasil
pertanian atau pertambangan.

Selain zakat dan ushr, wakaf merupakan instrumen kebijakan fiskal yang
penting dalam ekonomi Islam. Wakaf adalah penyerahan sebagian harta
untuk digunakan secara produktif dan tetap dimiliki oleh masyarakat umum.
Pemerintah dapat menggunakan dana wakaf untuk membiayai proyek-
proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-
sektor lain yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

1. Zakat
Zakat adalah rukun iman ketiga. Membayarkan atau memberikan zakat
kepada penerimanya adalah kewajiban sosial bagi seluruh umat muslim.
Pemerintah dapat mengelola pengumpulan dan distribusi zakat untuk
memastikan keadilan sosial dan redistribusi kekayaan.

2. Wakaf
Wakaf atau waqf adalah bentuk amal jariyah (amal yang terus memberi
manfaat) dalam Islam di mana individu atau lembaga mendonasikan
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properti atau aset tertentu, seperti tanah atau bangunan, untuk tujuan
sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau keagamaan. Pemerintah
dapat mengatur dan memastikan efisien penggunaan aset wakaf.

3. Pajak Islam
Pajak Islam atau jizyah adalah jenis pajak yang dikenakan kepada warga
non-muslim di negara Islam sebagai pengganti zakatnya orang muslim.
Pemerintah dapat mengelola pajak ini sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat.

4. Subsidi
Pemerintah dapat memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu
yang dianggap strategis—seperti pertanian—untuk mengendalikan
harga dan menjaga stabilitas pasar.

5. Pengaturan harga
Pemerintah dapat mengatur harga beberapa komoditas yang penting
bagi masyarakat—seperti bahan makanan pokok—untuk mencegah
penyalahgunaan dan memastikan ketersediaan yang cukup.

6. Pembebasan pajak
Pemerintah dapat memberikan pembebasan pajak atau insentif kepada
perusahaan atau individu yang berinvestasi dalam proyek-proyek yang
memberikan manfaat sosial secara langsung, seperti pendidikan atau
kesehatan.
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7. Pengelolaan keuangan publik
Pemerintah dapat mengelola keuangan publik secara transparan,
akuntabel, dan efisien untuk memastikan penggunaan dana publik
sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan.

8. Kebijakan kesejahteraan sosial
Pemerintah dapat membentuk kebijakan kesejahteraan sosial yang
implementasinya mendukung masyarakat yang kurang mampu, seperti
program bantuan sosial dan layanan kesehatan universal.

9. Pengelolaan utang
Pemerintah harus dapat mengelola utangnya dengan bijak. Pemerintah
juga harus memastikan bahwa pinjaman tidak melanggar prinsip-
prinsip syariat, khususnya terkait dengan riba (bunga) dan transaksi
yang tidak jelas.

10. Dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM)
Pemerintah dapat memberikan dukungan khusus kepada UKM, yang
sering menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan dapat membantu
mengurangi ketidaksetaraan ekonomi.

Instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam didasarkan pada
prinsip-prinsip syariat, serta keadilan sosial, distribusi yang adil, dan
pencegahan pemborosan. Implementasi instrumen-instrumen ini
bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
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Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Fiskal dalam
Ekonomi Islam
Meskipun kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang mulia,
ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangannya
adalah penentuan tarif dan mekanisme pengumpulan zakat yang efektif dan
efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa tarif zakat yang dikenakan
adil dan berdasarkan perhitungan kondisi ekonomi masyarakat sehingga
tidak memberatkan kelompok yang kurang mampu.

Selain itu, masalah pengumpulan dan pengelolaan dana zakat juga
menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah perlu memiliki sistem yang
transparan dan akuntabel dalam mengelola dana zakat agar tepat sasaran
dan tidak disalahgunakan. Hal ini memerlukan kerja sama antara pemerintah,
lembaga zakat, dan masyarakat dalam mengelola dan memonitor penggunaan
dana zakat.

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam
mencakup sejumlah aspek yang membutuhkan perhatian khusus. Berikut
ini adalah daftar beberapa tantangan yang mungkin dihadapi.

1. Kesesuaian dengan prinsip syariat
Kebijakan fiskal harus memastikan bahwa seluruh instrumen dan
mekanisme yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat,
seperti larangan riba (bunga) dan aktivitas haram lainnya.

2. Pengelolaan zakat yang efisien
Zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam. Tantangan
dalam pengelolaan zakat adalah memastikan pengumpulan dan
distribusi zakat dilakukan secara efisien, adil, dan tepat.
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3. Penghindaran korupsi dan penyalahgunaan keuangan
Memastikan bahwa dana masyarakat tidak disalahgunakan, dan tidak
terlibat praktik korupsi adalah tantangan terbesar dalam pengelolaan
keuangan publik.

4. Penetapan kriteria penerima manfaat
Dalam distribusi bantuan sosial atau dana zakat, menentukan kriteria
pihak penerima secara, tepat, adil, dan transparan adalah tantangan yang
kompleks. Mereka harus dapat menentukan siapa yang memenuh
syarat-syarat menjadi penerima manfaat.

5. Pajak Islam yang efektif
Menyusun sistem pajak yang adil dan efektif berdasarkan prinsip syariat
tanpa memberatkan masyarakat pun adalah tantangan. Selain itu,
mengelola pajak Islam secara transparan dan menghindari
penyalahgunaan adalah hal yang penting.

6. Pengelolaan dana wakaf dan aset publik
Pemanfaatan dana wakaf dan aset publik yang optimal membutuhkan
manajemen yang cermat dan transparan.

7. Pemberdayaan ekonomi lokal
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di daerah
pedesaan, merupakan tantangan untuk memastikan bahwa manfaat dari
kebijakan fiskal mencapai seluruh populasi.
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8. Edukasi dan kesadaran masyarakat
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip
ekonomi Islam dan pentingnya kebijakan fiskal yang sesuai dengan
syariat.

9. Penyusunan anggaran dan rencana pembangunan
Menyusun anggaran dan rencana pembangunan yang sejalan dengan
prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mencakup kebutuhan masyarakat
adalah tantangan, terutama bagi pemerintah.

10. Monitoring dan evaluasi efektivitas kebijakan
Mengukur efektivitas kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan-tujuan
ekonomi Islam memerlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat.

11. Mengatasi hambatan hukum dan regulasi
Dalam beberapa kasus, hukum atau regulasi tertentu mungkin tidak
sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Menyusun kebijakan yang dapat
mengatasi hambatan ini adalah suatu tantangan tersendiri.

Memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini akan memungkinkan
pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang memenuhi
prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat.
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11
KEBIJAKAN
MONETER DALAM
EKONOMI ISLAM

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh
otoritas moneter untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang
beredar di dalam suatu negara. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan
moneter juga memiliki peran yang penting dalam mencapai stabilitas
ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan moneter
dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, stabilitas,
dan kemaslahatan umum.

Pengertian Kebijakan Moneter dalam Konteks Ekonomi
Islam
Pada dasarnya, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki tujuan
yang sama dengan kebijakan moneter dalam ekonomi konvensional, yaitu
mengendalikan dan mengatur agregat moneter dalam perekonomian. Akan
tetapi, pendekatan yang digunakan dalam ekonomi Islam berbeda karena
harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang memerhatikan tentang
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keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum.
Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk
mencapai stabilitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial,
redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan umat.

Kebijakan moneter dalam konteks ekonomi Islam mengacu pada
serangkaian langkah dan instrumen keuangan yang diadopsi oleh otoritas
moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga,
dan operasi lembaga keuangan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
syariah. Tujuan utama dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah
untuk mencapai stabilitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan yang
berkelanjutan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil (Nasuka,
2023). Dalam konteks ini, penerapan kebijakan moneter dilakukan dengan
memerhatikan dan mengimplementasikan larangan riba (bunga),
menghindari spekulasi berlebihan, dan memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam sistem keuangan.

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga mencakup pengawasan
terhadap lembaga-lembaga keuangan dan aktivitas finansial agar sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini termasuk pemantauan terhadap
investasi, pembiayaan, dan instrumen keuangan lainnya untuk memastikan
tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat Islam.

Selain itu, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam berupaya untuk
memastikan ketersediaan modal dan dana untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi, sambil memerhatikan aspek keberkahan dan keadilan distribusi.
Instrumen keuangan seperti mudarabah, musyarakah, dan ijarah muncul
sebagai alat penting dalam penerapan kebijakan moneter ekonomi Islam.

Sementara itu, tujuan-tujuan dasar dari kebijakan moneter harus tetap
relevan dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan dengan segenap
langkah-langkah penerapan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan
ekonomi dan nilai-nilai agama. Dengan cara ini, kebijakan moneter dapat
berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat dan memelihara integritas
dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam (Juhro, 2021).
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Tujuan Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam
Tujuan utama kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah menciptakan
stabilitas nilai uang (stabilitas harga) dan menjaga keseimbangan antara
penawaran dan permintaan uang dalam perekonomian. Prinsip keadilan
dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya kestabilan harga dan
penghindaran inflasi yang berlebihan karena dapat merugikan masyarakat
terutama golongan miskin. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam
ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi yang rendah dan
stabil sehingga tidak merugikan masyarakat umum (Fitriani, 2021).

Di bawah ini merupakan tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi
Islam, antara lain.

1. Mempertahankan stabilitas nilai mata uang

Salah satu tujuan utama kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah
memastikan stabilitas nilai mata uang. Hal ini bertujuan untuk
menghindari inflasi atau deflasi secara ekstrem yang dapat mengganggu
kestabilan ekonomi.

2. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Kebijakan moneter bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi
yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Di dalam tujuan
ini termasuk memberikan akses yang memadai terhadap sumber daya
keuangan yang diperlukan untuk investasi dan pengembangan.

3. Mengendalikan tingkat inflasi
Upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada dalam
batas yang dapat diterima demi menjaga tingkat daya beli masyarakat
dan stabilitas harga.
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4. Memfasilitasi akses terhadap modal
Kebijakan moneter bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan
kecukupan dana dan akses terhadap modal bagi pelaku usaha, termasuk
masyarakat kecil dan menengah demi memfasilitasi investasi dan
pertumbuhan ekonomi.

5. Mempertahankan stabilitas sistem keuangan
Tujuan ini mencakup pengawasan dan pengelolaan kegiatan lembaga-
lembaga keuangan untuk meminimalkan risiko sistemik dan
memastikan keamanan dan kestabilan sistem keuangan.

6. Mendukung keadilan distribusi kekayaan
Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus memerhatikan prinsip-
prinsip distribusi kekayaan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi
disebarkan secara adil pada masyarakat.

7. Pelarangan praktik berunsur riba
Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus memastikan bahwa
tidak ada praktik riba atau berunsur riba (bunga) dalam kegiatan
keuangan. Kebijakan ini meliputi pengawasan terhadap sistem
perbankan dan instrumen keuangan demi memastikan kepatuhan
terhadap prinsip.

8. Memfasilitasi keadilan sosial
Kebijakan moneter harus mendorong distribusi yang lebih adil dari
sumber daya ekonomi dan meminimalkan ketimpangan sosial dan
ekonomi.
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9. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Tujuan ini mencakup memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Hal ini termasuk
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan
lingkungan atau kualitas hidup masyarakat.

10. Menjaga stabilitas sistem keuangan global
Dalam ekonomi global yang saling terhubung, kebijakan moneter juga
harus mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan global dan
memastikan bahwa ekonomi Islam berkontribusi secara positif pada
kestabilan ekonomi global.

Memastikan bahwa kebijakan moneter memenuhi tujuan-tujuan
tersebut adalah kunci untuk membangun dan memelihara sistem ekonomi
Islam yang seimbang dan berkelanjutan.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam
Dalam mengimplementasikan kebijakan moneter ini, terdapat beberapa
prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip keadilan dan distribusi
yang adil. Kebijakan moneter harus memastikan adanya keseimbangan antara
distribusi kekayaan dengan pendapatan—yang sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan sistem
perbankan yang inklusif, penyediaan modal bagi usaha mikro dan kecil,
serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan
(Adinugraha, et al., 2021).

Kedua, prinsip keseimbangan antara stabilitas harga dengan pertum-
buhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, stabilitas harga tidak boleh dicapai
dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh
karena itu, kebijakan moneter harus mampu menjaga keseimbangan antara
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menjaga inflasi yang rendah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketiga, prinsip transparansi dan
akuntabilitas. Kebijakan moneter harus dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel sehingga masyarakat dapat memahami dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, lembaga keuangan
syariah juga diharapkan untuk memenuhi standar transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter (Juhro, 2021).

Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam
Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah alat-alat yang
digunakan oleh otoritas moneter untuk mengendalikan suplai uang, suku
bunga, dan aktivitas keuangan lainnya yang berlandaskan prinsip-prinsip
syariat. Tujuan dari penggunaan instrumen-instrumen ini untuk mencapai
stabilitas ekonomi, mempertahankan daya beli mata uang, dan mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam kerangka ekonomi Is-
lam. Selain itu, instrumen-instrumen ini juga dimaksudkan untuk
memastikan bahwa kegiatan finansial dan moneter berjalan sesuai dengan
nilai-nilai etika dan moral Islam, termasuk larangan terhadap riba dan praktik
keuangan yang merugikan. Dengan menggunakan instrumen-instrumen ini,
pemerintah dan otoritas moneter berupaya untuk menciptakan lingkungan
ekonomi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hoetoro, 2018).

Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki maksud
yang sangat penting. Maksud utama dari penggunaan instrumen-instrumen
ini adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi yang seimbang dan
berkelanjutan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat, yang
mencakup aspek-aspek berikut:
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1. Mengendalikan inflasi
Salah satu maksud utama dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam
adalah untuk mengendalikan tingkat inflasi, yakni dengan mengatur
jumlah uang beredar dan suku bunga. Selain mengendalikan infalasi,
tujuan lain adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas
harga tanpa mengandalkan praktik riba.

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi
Instrumen-instrumen moneter dapat digunakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk memberikan
akses keuangan yang lebih baik untuk usaha kecil dan menengah serta
mendukung proyek-proyek strategis yang dapat memacu pertumbuhan.

3. Menjaga stabilitas mata uang
Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang.
Dalam konteks ekonomi Islam, mata uang yang stabil sangat penting
karena memfasilitasi perdagangan yang adil dan transparan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat.

4. Pengembangan sistem keuangan syariah
Instrumen kebijakan moneter juga digunakan untuk mengembangkan
dan memperkuat sistem keuangan syariah, termasuk pasar modal
syariah dan instrumen-instrumen keuangan berbasis syariat. Hal ini
menciptakan lebih banyak peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi Islam.
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5. Mengawasi ketaatan terhadap prinsip syariat
Salah satu maksud penting adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga
keuangan dan transaksi ekonomi secara umum tetap mematuhi prinsip-
prinsip syariat, seperti larangan riba dan praktik-praktik yang tidak
sesuai.

6. Mengurangi risiko sistemik
Kebijakan moneter juga berusaha mengurangi risiko-risiko sistemik
dalam sistem keuangan Islam, seperti krisis keuangan. Ini mencakup
pemantauan dan penilaian risiko secara berkala.

Maksud utama dari instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Is-
lam yaitu untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang, adil,
dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Wujud tujuan dari
instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam merupakan komitmen untuk
menggabungkan aspek-aspek ekonomi dan nilai-nilai etika yang diajarkan
oleh Islam dalam pengelolaan kebijakan moneter.

Adapun instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam sebagai
berikut.

1. Pengaturan tingkat bunga
Menentukan tingkat suku bunga yang wajar dan adil untuk
memengaruhi ketersediaan dana dan investasi tanpa memungut riba.

2. Pengaturan cadangan wajib
Memastikan lembaga keuangan mematuhi ketentuan cadangan wajib
untuk mengendalikan suplai uang dan kredit.

3. Operasi pasar terbuka
Melakukan operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas dan
mengendalikan ketersediaan uang di pasar.
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4. Penyediaan dana darurat
Menyediakan sumber daya likuiditas bagi lembaga-lembaga keuangan
yang mengalami kesulitan untuk meminimalkan risiko kegagalan
sistemik.

5. Pengawasan terhadap praktik keuangan
Memantau dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan untuk
memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi Islam, termasuk larangan riba.

6. Kebijakan agregat moneter
Mengontrol pertumbuhan jumlah uang yang beredar yang
berpengaruh pada tingkat inflasi dan stabilitas nilai mata uang.

7. Penyediaan dana untuk proyek strategis
Mengalokasikan dana untuk proyek-proyek strategis yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

8. Pengembangan pasar modal Islam
Mendorong pengembangan pasar modal yang mematuhi prinsip-
prinsip ekonomi Islam untuk memfasilitasi investasi dan pembiayaan.

9. Pengaturan lembaga-lembaga keuangan non-bank
Mengawasi lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti lembaga
pembiayaan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi
Islam.

10. Pemantauan risiko sistemik
Memantau dan mengevaluasi risiko-risiko sistemik dalam sistem
keuangan untuk mencegah krisis atau kegagalan besar dalam sistem.

11. Pengembangan instrumen keuangan berbasis syariat
Mengembangkan dan mempromosikan instrumen keuangan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti sukuk (obligasi
Islam) dan instrumen investasi lainnya.
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12. Peningkatan literasi keuangan Islam

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan para
profesional keuangan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa
kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya mempertimbangkan
aspek ekonomi, tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk
mencapai keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Moneter dalam
Ekonomi Islam
Meskipun kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yang
mulia, namun pelaksanaannya masih mendapat beberapa tantangan. Salah
satu tantangannya yaitu pengembangan instrumen-instrumen keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam ekonomi
konvensional, instrumen keuangan seperti derivatif dan kontrak berjangka
digunakan untuk mengendalikan moneter, namun instrumen-instrumen
tersebut masih berkenaan dengan prinsip riba yang dilarang dalam Islam.
Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan pengembangan instrumen
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam (Abdullah, 2018).

Selain itu, masalah koordinasi antara otoritas moneter dengan otoritas
fiskal juga menjadi tantangan tersendiri dalam kebijakan moneter dalam
ekonomi Islam. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan bank sentral
berperan penting untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan
moneter, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan
stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara otoritas
moneter dan otoritas fiskal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
ekonomi secara efektif.
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Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam
mencakup sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dengan cermat seperti
berikut ini.

1. Keterbatasan instrumen konvensional
Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam harus mematuhi prinsip-
prinsip syariat Islam. Hal ini mengakibatkan keterbatasan bahkan
menghindari menggunakan instrumen konvensional seperti bunga dan
alat-alat moneter lainnya. Pemerintah dan otoritas moneter harus
mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat.

2. Kehati-hatian dalam regulasi
Dalam ekonomi Islam, risiko moral dan risiko terjadi transaksi yang
tidak jelas harus diperhatikan secara khusus. Regulasi harus dirancang
dengan hati-hati untuk memastikan transparansi dan integritas dalam
sistem keuangan syariah.

3. Pengembangan pasar keuangan syariah
Pasar keuangan syariah mungkin belum sebesar dan sekuat pasar
keuangan konvensional. Oleh karena itu, tantangan terbesar adalah
memastikan pasar keuangan syariah berkembang seiring dengan
meningkatnya permintaan untuk produk dan instrumen keuangan yang
sesuai dengan syariat.

4. Keterlibatan dan kepatuhan pelaku ekonomi
Keterlibatan dan kepatuhan para pelaku ekonomi—lembaga-lembaga
keuangan dan masyarakat umum—terhadap prinsip-prinsip syariat
merupakan tantangan penting. Disiplin dan pemahaman yang kuat
terhadap aspek syariat adalah kunci keberhasilan.



Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam166

5. Edukasi dan kesadaran masyarakat
Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam agar masyarakat
dapat berpartisipasi aktif dalam sistem keuangan yang sesuai dengan
syariat.

6. Pengawasan dan penegakan hukum
Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam sistem keuangan
syariah sangat penting untuk mencegah pelanggaran terhadap prinsip-
prinsip syariat dan memastikan integritas pasar.

7. Pembentukan konsensus dan standar internasional
Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam juga harus mempertimbangkan
pembentukan konsensus dan standar internasional. Hal ini penting
untuk memastikan bahwa ekonomi Islam dapat berintegrasi secara
sehat dengan ekonomi global.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan
moneter dalam ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang komprehensif
dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat secara
keseluruhan. Dengan mengatasi tantangan ini, ekonomi Islam dapat
mencapai tujuan-tujuannya dengan berkesinambungan dan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat.
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12
KONSEP UANG
DALAM EKONOMI
ISLAM

Konsep uang merupakan hal yang penting dalam sistem ekonomi manapun,
termasuk dalam ekonomi Islam. Uang memiliki peran yang vital sebagai
alat tukar, penyimpan nilai, dan ukuran nilai dalam transaksi ekonomi. Dalam
Islam, uang tidak hanya sebatas sebagai alat tukar atau penyimpan nilai,
tetapi juga memiliki dimensi sosial dan etika yang harus diperhatikan. Oleh
karena itu, pemahaman tentang pengertian uang dalam perspektif Islam
sangat relevan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan
bagaimana uang harus diperlakukan dengan benar.

Pengertian Uang dalam Perspektif Islam
Dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, uang memiliki
definisi yang mirip. Uang diartikan sebagai alat tukar yang diterima secara
luas oleh masyarakat untuk memfasilitasi transaksi ekonomi. Akan tetapi,
dalam perspektif Islam, uang juga memiliki dimensi spiritual dan moral
yang penting. Uang dipandang sebagai ujian bagi manusia dalam tata cara
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pemanfaatannya. Selain itu, uang merupakan amanah yang harus digunakan
dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Tokoh-tokoh Islam yang berbicara tentang uang, antara lain:

1. Ibnu Qayyim al-Jawziyya
Ibnu Qayyim al-Jawziyya, seorang ulama Islam abad ke-14 yang terkenal.
Dalam pandangannya, uang dianggap sebagai salah satu instrumen
ekonomi yang penting, tetapi juga harus digunakan dengan hati-hati
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Ibnu Qayyim menekankan bahwa uang pada dasarnya adalah alat
tukar yang memudahkan transaksi dalam ekonomi, tetapi juga bisa
menjadi sumber godaan dan kecenderungan yang merusak jika
digunakan dengan cara yang tidak benar. Dia menekankan pentingnya etika
dalam menghasilkan, menghabiskan, dan berinvestasi uang. Menurutnya,
uang harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan orang
lain. Penggunaan uang juga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan
etis, menghindari pemborosan, atau penyalahgunaan (Thian, 2021).

Ibnu Qayyim juga menyoroti konsep riba (bunga) dan spekulasi
dalam transaksi keuangan. Dia mengecam praktik riba karena riba adalah
perkara yang haram (dilarang) dalam Islam dan memperingatkan
tentang dampak negatifnya pada masyarakat. Selain itu, dia
menyarankan agar spekulasi yang tidak berdasar pada nilai yang
sebenarnya dalam transaksi keuangan harus dihindari.

Dalam pandangan Ibnu Qayyim, uang bukanlah tujuan akhir dalam
kehidupan seseorang, melainkan alat yang harus digunakan untuk
mencapai kesejahteraan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.
Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan uang harus selalu sejalan
dengan prinsip-prinsip syariat, moralitas, dan etika Islam. Pandangan
ini mencerminkan peran uang yang lebih luas dalam menciptakan
keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.
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2. Ibnu Taymiyyah
Ibnu Taymiyyah adalah seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Dia
memberikan pandangan yang mendalam tentang konsep uang. Baginya,
uang adalah sebuah medium yang memfasilitasi pertukaran dan
pengukuran nilai dalam transaksi ekonomi. Akan tetapi, ia juga
menekankan bahwa uang harus digunakan dengan penuh kebijaksanaan
dan mematuhi prinsip-prinsip syariat.

Ibnu Taymiyyah menekankan pentingnya memperoleh uang
melalui upaya yang halal dan jujur. Ia menentang keras praktik-praktik
spekulatif atau penipuan dalam mencari keuntungan finansial.
Menurutnya, mencari nafkah melalui usaha yang sah dan bermanfaat
bagi masyarakat adalah bagian dari ibadah.

Selain itu, Ibnu Taymiyyah menyoroti bahaya riba (bunga) dalam
transaksi finansial. Ia menekankan larangan riba karena dianggap
menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil dan merugikan
masyarakat secara keseluruhan. Baginya, riba menciptakan ketimpangan
dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan Islam (Aravik, 2018).

Ibnu Taymiyyah juga memperingatkan tentang pentingnya
menghindari pemborosan dalam pengeluaran uang. Bagi beliau,
menjaga keseimbangan antara konsumsi dan tabungan adalah hal yang
sangat penting. Dia menekankan nilai-nilai sederhana dan kehati-hatian
dalam membelanjakan uang.

Dalam pandangan Ibnu Taymiyyah, uang bukan hanya alat
transaksi, tetapi juga merupakan ujian dan tanggung jawab besar bagi
individu. Penggunaannya harus selalu sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam, dan tujuannya haruslah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Pandangannya mencerminkan konsep
yang kokoh dan berimbang tentang uang dalam ekonomi Islam.
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3. Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf, sosiolog, sejarawan, dan ekonom
asal Maghribi pada abad ke-14. Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang
mendalam tentang konsep uang. Bagi Ibnu Khaldun, uang merupakan
representasi nilai yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran
barang dan jasa di pasar. Akan tetapi, ia juga menyoroti bahwa nilai uang
dapat berubah tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan sosial.

Ibnu Khaldun mengakui pentingnya upaya untuk memperoleh
kekayaan melalui usaha produktif dan kegiatan ekonomi yang sah. Ia
menegaskan bahwa sumber kekayaan yang diperoleh secara halal adalah
hal yang dianjurkan dalam Islam, sementara mencari keuntungan dari
praktik-praktik curang atau merugikan adalah sesuatu yang dilarang.

Selain itu, Ibnu Khaldun memberikan perhatian khusus pada masalah
inflasi dan deflasi. Ia memahami bahwa kenaikan jumlah uang beredar dapat
memengaruhi stabilitas ekonomi. Ia juga menekankan bahwa pemerintah
harus memantau dan mengatur aliran uang dengan bijak.

Ibnu Khaldun juga mengajarkan pentingnya mengelola kekayaan
dengan bijak, menghindari pemborosan, dan mempertahankan
keseimbangan antara konsumsi dan tabungan. Baginya, penggunaan
uang harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan
oleh Islam (Batubara & Batubara, 2022).

Dalam konsep Ibnu Khaldun, uang adalah instrumen penting
dalam memperlancar aktivitas ekonomi, namun penggunaannya harus
didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral Islam. Pandangannya yang
holistis dan terperinci tentang uang mencerminkan visi yang kuat
tentang ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

4. Al-Maqrizi
Al-Maqrizi, seorang sejarawan dan ekonom muslim abad pertengahan,
juga mengemukakan pandangannya tentang konsep uang. Menurutnya,



EKONOMI ISLAM 171

uang adalah sebuah alat tukar yang memiliki nilai intrinsik yang diakui
oleh masyarakat. Al-Maqrizi menekankan pentingnya kestabilan nilai
uang dalam mempertahankan daya beli dan memfasilitasi perdagangan.

Ia juga menganggap penting untuk menghindari praktik penggandaan
uang (riba) atau manipulasi nilai tukar karena hal ini dapat mengakibatkan
distorsi ekonomi dan ketidakadilan. Al-Maqrizi menyoroti bahwa
penggunaan uang harus mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti
keadilan, kejujuran, dan ketelitian dalam transaksi ekonomi.

Al-Maqrizi juga mempertimbangkan aspek sosial uang. Ia
menekankan bahwa distribusi kekayaan yang adil di antara anggota
masyarakat merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas
sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Baginya, uang tidak
hanya merupakan alat tukar, tetapi juga sebuah instrumen sosial yang
dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
(Qoyum, 2021).

Dengan demikian, pandangan Al-Maqrizi tentang konsep uang
mencerminkan kompleksitas ekonomi Islam yang mencakup aspek
nilai, etika, dan sosial. Dalam perspektifnya, uang bukan hanya sekadar
instrumen ekonomi, tetapi juga memegang peran penting dalam
membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

5. Al-Ghazali
Al-Ghazali, seorang cendekiawan besar dalam tradisi intelektual Is-
lam, memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep
uang. Menurut Al-Ghazali, uang dianggap sebagai alat tukar yang sah
dan menjadi keperluan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Baginya,
uang memfasilitasi proses pertukaran barang dan jasa sehingga
mempermudah kehidupan manusia.

Akan tetapi, Al-Ghazali menekankan bahwa penggunaan uang
haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ia
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menentang praktik riba (bunga) dan spekulasi yang dapat mengakibatkan
eksploitasi dan ketidakadilan. Bagi Al-Ghazali, transaksi ekonomi harus
didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan ketulusan (Saprida, 2021).

Selain itu, Al-Ghazali menyoroti pentingnya menghindari
penimbunan uang ataupun menghamburkan kekayaan tanpa
pertimbangan yang bijak. Ia mendorong umat Islam untuk menjaga
keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pribadi dan memberikan
kontribusi positif pada masyarakat.

Dalam pandangan Al-Ghazali, uang adalah alat yang memiliki nilai
fungsional dalam kehidupan sehari-hari, tetapi penggunaannya
haruslah selaras dengan nilai-nilai dan etika yang diajarkan oleh Islam.
Kontribusinya terhadap konsep uang membantu membentuk
pemahaman ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
moral dan keadilan.

6. Muhammad Baqir al-Sadr
Muhammad Baqir al-Sadr, seorang ulama besar Syiah pun memberikan
kontribusi penting terhadap pemahaman konsep uang. Baginya, uang
adalah alat pertukaran yang sah, tetapi ia menekankan bahwa nilai uang
tidak bersifat inheren dan dapat berubah seiring waktu. Al-Sadr
menyoroti perlunya mengaitkan nilai uang dengan komoditas fisik atau
jasa yang nyata untuk mempertahankan stabilitas nilai.

Lebih jauh, al-Sadr menentang dengan tegas riba. Dia meng-
anggapnya sebagai praktik yang merugikan masyarakat dan berten-
tangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Ia mendorong
sistem ekonomi yang mengedepankan pemerataan kekayaan dan
keadilan sosial.

Al-Sadr juga memerhatikan peran negara dalam mengatur
ekonomi. Baginya, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan
keadilan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dalam
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visinya, uang dan ekonomi harus menjadi sarana untuk mencapai
kesejahteraan bersama dan mengatasi ketimpangan (Batubara &
Batubara, 2022).

Dengan pandangan yang kritis dan solutif terhadap isu ekonomi,
Muhammad Baqir al-Sadr memberikan landasan penting dalam
memahami konsep uang dalam kerangka ekonomi Islam. Pendekatannya
yang holistis dan berbasis pada nilai-nilai Islam memperkaya diskursus
ekonomi dalam tradisi Islam.

7. Sayyid Abul A’la Maududi
Sayyid Abul A’la Maududi, seorang cendekiawan dan pemikir Islam
terkemuka dari abad ke-20, memberikan kontribusi yang berharga
dalam memahami konsep uang. Baginya, uang adalah alat tukar yang
sah, tetapi nilai sejatinya terletak pada fungsi sebagai unit nilai yang
memfasilitasi pertukaran barang dan jasa.

Maududi sangat menekankan pentingnya mencegah inflasi yang
berlebihan dan stabilitas nilai uang. Ia memandang bahwa prinsip-
prinsip Islam harus membimbing pengaturan mata uang dan kebijakan
moneter untuk memastikan keadilan dan kestabilan ekonomi.

Penting untuk dicatat bahwa Maududi juga menentang dengan
kuat riba, dan ia memandangnya sebagai praktik yang melanggar prinsip-
prinsip ekonomi Islam. Baginya, sistem ekonomi Islam harus
memberikan prioritas pada pemerataan kekayaan, kesejahteraan
bersama, dan keadilan sosial.

Melalui pandangannya yang cermat terhadap konsep uang, Sayyid
Abul A’la Maududi menyumbangkan pemikiran yang berharga untuk
mengembangkan ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai moral
dan etika Islam. Pendekatannya yang kritis dan solutif memberikan
fondasi penting untuk memahami peran uang dalam konteks ekonomi
Islam (Aravik, 2018).
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8. Yusuf al-Qaradawi
Yusuf al-Qaradawi, seorang cendekiawan Islam kontemporer yang
dihormati. Dia telah memberikan wawasan penting mengenai konsep
uang. Menurutnya, uang dalam Islam haruslah memenuhi dua syarat
utama: pertama, harus memiliki nilai intrinsik, yang artinya nilai uang
tidak hanya didasarkan pada janji-janji atau kepercayaan, tetapi juga diakui
memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Kedua, uang harus dapat diukur dan
dihitung dengan cara yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Al-Qaradawi juga menekankan bahwa uang harus berfungsi sebagai
alat pertukaran yang memfasilitasi transaksi perdagangan dan investasi.
Akan tetapi, ia juga menekankan perlunya menghindari spekulasi yang
berlebihan dan perjudian dalam pengelolaan uang. Baginya, tujuan
utama uang dalam konteks ekonomi Islam adalah untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mendorong distribusi kekayaan yang adil.

Selain itu, al-Qaradawi menolak praktik riba dan mendukung
sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah)
dan kemitraan (musharakah). Ia berpendapat bahwa hal ini lebih sejalan
dengan prinsip-prinsip keadilan dan distribusi yang dianut dalam
ekonomi Islam.

Dengan pandangannya yang cermat terhadap konsep uang, Yusuf
al-Qaradawi memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan
ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, moralitas, dan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatannya yang
ilmiah dan kontekstual memberikan fondasi penting bagi pemahaman
mendalam tentang peran uang dalam ekonomi Islam (Aravik, 2018).

Dalam perspektif Islam, uang memiliki makna yang lebih dalam dari
sekadar medium pertukaran atau alat pembayaran. Uang dianggap sebagai
salah satu aset penting yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan
sosial dan ekonomi umat muslim. Dalam konteks ini, berikut ini beberapa
pengertian uang dalam perspektif Islam.
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1. Medium pertukaran
Pada dasarnya, uang dalam Islam adalah alat pertukaran yang digunakan
untuk mempermudah proses perdagangan dan transaksi. Uang
memungkinkan individu dan komunitas untuk menukar barang dan
jasa dengan lebih efisien daripada sistem barter yang rumit.

2. Satuan nilai
Uang juga berfungsi sebagai satuan nilai yang memungkinkan orang
untuk mengukur nilai relatif masing-masing barang dan jasa. Dengan
uang, nilai suatu produk atau jasa dapat diukur dalam bentuk yang
dapat diterima oleh semua pihak.

3. Alat penyimpan nilai
Uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai yang berarti bahwa
individu dapat menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk uang dan
menggunakannya di masa depan. Dalam hal ini, uang adalah cara untuk
mengakumulasi kekayaan secara bertahap.

4. Alat perdagangan yang sah
Dalam Islam, uang adalah alat perdagangan yang sah asalkan digunakan
dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini berarti
uang dapat digunakan untuk melakukan bisnis, investasi, dan transaksi
lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.

5. Tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadilan
Salah satu prinsip penting dalam penggunaan uang dalam Islam adalah
bahwa uang tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadilan. Praktik
riba (bunga) yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi
adalah haram (dilarang) dalam Islam.

6. Tanggung jawab sosial
Penggunaan uang dalam Islam juga menekankan tanggung jawab sosial
individu dan masyarakat. Uang seharusnya digunakan secara bijak
untuk membantu yang membutuhkan dan untuk tujuan-tujuan yang
bermanfaat bagi masyarakat.
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Demikianlah uang dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar alat
pembayaran, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang
penting dalam kehidupan ekonomi umat muslim. Uang harus digunakan
dengan hati-hati, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat agar dapat
memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat, serta
memenuhi tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Konsep Uang dalam Islam
Dalam perspektif Islam, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang sah dan
memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat (Al-Qaradawi, 2000). Uang
dalam Islam memiliki beberapa karakteristik yang penting, antara lain:

1. Medium of Exchange
Uang berfungsi sebagai alat tukar yang digunakan dalam transaksi
ekonomi sehari-hari. Dalam Islam, uang harus memenuhi syarat sebagai
alat tukar yang sah yang diterima secara umum oleh masyarakat (Al-
Qaradawi, 2000).

Uang, dalam konteks ekonomi Islam, memegang peran penting
sebagai medium of exchange atau alat tukar. Fungsi ini memungkinkan
individu untuk melakukan transaksi ekonomi sehari-hari dengan lebih
efisien dan efektif. Akan tetapi, dalam perspektif Islam, terdapat
persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh uang agar dianggap sah
sebagai alat tukar. Pertama-tama, uang harus memiliki nilai intrinsik
atau nilai nyata yang terkandung di dalamnya. Ini berarti uang tidak
hanya berfungsi sebagai tanda atau simbol, tetapi juga harus memiliki
nilai yang dapat diukur secara objektif (Hoetoro, 2018).

Selanjutnya, uang harus diterima secara umum oleh masyarakat
yang artinya orang-orang harus memercayai dan mengakui nilai uang
tersebut dalam melakukan transaksi. Hal ini penting untuk memastikan
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stabilitas dan keamanan dalam pertukaran barang dan jasa. Dalam Is-
lam, uang yang diakui sebagai alat tukar harus bebas dari unsur riba
atau bunga yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Store of Value
Uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai. Dalam Islam, uang harus
mempertahankan nilai yang stabil sehingga dapat digunakan sebagai alat
penyimpan nilai dalam jangka waktu yang lama (Al-Qaradawi, 2000).

Selain sebagai medium of exchange, uang dalam ekonomi Islam
juga memiliki fungsi sebagai store of value atau alat penyimpan nilai. Ini
berarti uang harus mampu mempertahankan nilai-nilainya dari waktu
ke waktu. Dalam konteks ini, stabilitas nilai uang sangat penting. Dalam
perspektif Islam, uang yang digunakan sebagai penyimpan nilai harus
terbebas dari inflasi atau depresiasi yang signifikan.

Kemampuan uang untuk mempertahankan nilai adalah aspek
krusial dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat untuk
menabung atau menyimpan kekayaan dalam jangka waktu yang lebih
panjang. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengantisipasi
kebutuhan di masa depan, seperti pendidikan, kesehatan, atau investasi
dalam aset produktif.

Akan tetapi, dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk
mencatat bahwa sumber nilai sejati bukan hanya berasal dari uang
semata. Nilai sejati terletak dalam aktivitas ekonomi yang produktif
dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, uang dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai dengan
syarat harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk tujuan yang
membawa manfaat positif bagi masyarakat dan ekonomi secara
keseluruhan (Aji & Mukri, 2020).
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3. Unit of Account
Uang digunakan sebagai ukuran nilai dalam menentukan harga barang
dan jasa. Dalam Islam, penggunaan uang sebagai satuan hitung nilai
harus dilakukan dengan jujur dan adil tanpa melakukan manipulasi
atau penipuan dalam menentukan harga (Al-Qaradawi, 2000).

Fungsi ketiga dari uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai unit
of account atau satuan hitung nilai. Dalam konteks ini, uang digunakan
sebagai alat ukur untuk menilai atau menentukan nilai dari barang atau
jasa. Dengan demikian, uang memungkinkan transparansi dan kejelasan
dalam transaksi ekonomi karena setiap barang atau jasa memiliki harga
yang terukur dalam unit moneter yang sama (Adinugraha, et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, penggunaan uang sebagai satuan hitung
nilai harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Hal ini
untuk menghindari praktik manipulasi atau penipuan dalam
menentukan harga yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
Transparansi dalam menentukan harga juga memastikan bahwa para
pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki pengetahuan yang jelas
tentang nilai yang mereka tukarkan.

Dengan adanya fungsi ini, uang menjadi instrumen yang
memfasilitasi pertukaran dan interaksi ekonomi dengan lebih efisien
sehingga membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
masyarakat.

Sifat-Sifat Uang dalam Islam
Dalam ekonomi Islam, terdapat sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki oleh
uang agar diakui dan sah dalam penggunaannya.

1. Uang harus memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai yang melekat pada diri
uang itu sendiri, seperti emas, perak, atau barang yang memiliki nilai
dalam masyarakat.
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2. Uang harus diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat tukar
yang sah.

3. Uang harus dapat diukur dengan jelas dan konsisten dalam satuan
nilai yang diakui oleh masyarakat.

4. Uang dalam Islam juga harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak
menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Prinsip
riba (bunga) dalam Islam melarang penghasilan pasif dari kepemilikan
uang sehingga uang tidak boleh digunakan sebagai alat untuk
menghasilkan keuntungan tanpa pertukaran barang atau jasa yang adil.
Dalam praktiknya, prinsip ini mengarah pada penolakan terhadap
praktik riba dalam sistem perbankan dan keuangan Islam.

Penggunaan Uang dalam Ekonomi Islam
Penggunaan uang dalam ekonomi Islam sangat diatur oleh prinsip-prinsip
syariat yang mencakup berbagai aspek. Uang digunakan sebagai alat tukar
yang umum diterima dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Akan tetapi,
penggunaan uang dalam Islam harus mematuhi ketentuan-ketentuan
tertentu agar sesuai dengan nilai-nilai dan etika agama.

Pertama, uang dalam ekonomi Islam harus bersih dari riba (bunga). Riba
merupakan salah satu larangan yang paling tegas dalam Islam. Oleh karena
itu, transaksi atau investasi yang melibatkan bunga dilarang. Pelarangan ini
mengarah pada pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan syariat,
seperti perbankan syariah, dimana bunga tidak digunakan dalam proses
pinjaman dan investasi.

Kedua, uang harus diperoleh secara halal atau sah. Artinya, uang yang
diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti
perjudian, penipuan, atau pencurian adalah haram (dilarang) dan tidak boleh
digunakan dalam transaksi ekonomi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya
etika dalam memperoleh mata uang.
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Ketiga, penggunaan uang dalam ekonomi Islam harus mematuhi prinsip
distribusi yang adil. Ini berarti bahwa uang harus digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pribadi dan keluarga, namun harus diberikan kepada mereka
yang membutuhkan, seperti dalam bentuk zakat dan sedekah. Dengan cara
ini, penggunaan uang juga mencerminkan solidaritas sosial dan perawatan
terhadap masyarakat yang kurang beruntung.

Selain itu, penggunaan uang dalam ekonomi Islam juga harus
memerhatikan prinsip-prinsip bisnis yang etis dan adil, seperti larangan
terhadap penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi. Dengan demikian,
penggunaan uang dalam ekonomi Islam tidak hanya tentang transaksi, tetapi
juga mencakup tanggung jawab moral dan etika dalam setiap aspek keuangan
dan ekonomi. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, uang dapat digunakan
sebagai alat yang mendorong kesejahteraan masyarakat dan memenuhi
tujuan-tujuan ekonomi Islam yang lebih luas (Juhro, 2021).

Etika Penggunaan Uang dalam Islam
Etika penggunaan uang dalam Islam mencakup sejumlah prinsip penting
yang harus diikuti oleh umat muslim dalam setiap aspek keuangan dan
ekonomi. Berikut adalah poin-poin kunci dalam etika penggunaan uang
dalam Islam.

1. Penghindaran dari riba (bunga)
Prinsip utama adalah larangan riba (bunga) dalam semua transaksi
keuangan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan dilarang dalam
Islam. Sebaliknya, umat muslim diharapkan untuk terlibat dalam transaksi
keuangan yang tidak melibatkan riba, seperti perbankan syariah.
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2. Penghasilan halal
Uang harus diperoleh melalui cara-cara yang sah (halal) sesuai dengan
hukum Islam. Ini berarti menghindari perjudian, penipuan, pencurian,
dan bisnis yang tidak etis.

3. Zakat dan sedekah
Uang harus digunakan untuk membayar zakat (sumbangan wajib) dan
sedekah (sumbangan sukarela) untuk membantu orang-orang yang
membutuhkan. Ini mencerminkan etika solidaritas sosial dalam Islam.

4. Pemenuhan kebutuhan dasar
Uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pribadi dan
keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan
sebagainya. Kebutuhan dasar harus diprioritaskan sebelum pengeluaran
yang kurang penting.

5. Etika bisnis
Dalam bisnis, uang harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang
adil dan etis. Praktik penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi
dilarang dalam Islam.

6. Transparansi dan jujur
Uang harus diperoleh dan digunakan secara transparan dan jujur.
Informasi yang relevan harus disediakan dalam setiap transaksi dan
penipuan harus dihindari.
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7. Keseimbangan dan kebijaksanaan
Penggunaan uang harus seimbang dan bijaksana. Dengan kata lain,
pembelanjaan uang harus menghindari pemborosan dan pengeluaran
yang berlebihan. Umat muslim diimbau untuk hidup sederhana dan
hemat.

8. Keberkahan (barakah)
Uang harus digunakan dengan niat yang tulus dan dengan harapan agar
mendapatkan berkah. Ini mencerminkan prinsip bahwa berkah Allah
dapat meningkatkan nilai uang dan memberikan manfaat lebih besar.

9. Keadilan dalam distribusi
Dalam transaksi dan distribusi, uang harus diperlakukan secara adil
dan merata. Prinsip keadilan sosial berperan penting dalam etika
penggunaan uang.

10. Solidaritas sosial
Uang harus digunakan untuk memperkuat solidaritas sosial dan
membantu orang-orang yang membutuhkan. Solidaritas adalah nilai
penting dalam Islam.

Etika penggunaan uang dalam Islam mengingatkan umat muslim bahwa
uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga merupakan amanah dari Allah yang
harus dikelola dengan bijaksana, kejujuran, dan perhatian terhadap
kesejahteraan masyarakat. Etika ini menciptakan dasar yang kuat untuk
ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan dalam kerangka syariat Islam.
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13
MEKANISME
PASAR DALAM
EKONOMI ISLAM

Mekanisme pasar merupakan salah satu prinsip fundamental dalam
ekonomi yang mengatur interaksi antara penawaran dan permintaan barang
dan jasa. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar juga memiliki peran
penting dalam mengatur distribusi sumber daya ekonomi dengan
berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Penekanan pada keadilan,
keberlanjutan, dan keseimbangan sosial menjadi faktor penting dalam
pengaturan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.

Pengertian Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam
Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip
ekonomi yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Prinsip utama dalam
mekanisme pasar Islam adalah keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan
sosial (Obaidullah, 2005). Konsep mekanisme pasar dalam ekonomi Islam
menggabungkan elemen-elemen ekonomi pasar dengan pengaturan yang
lebih ketat untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan kepentingan
umum yang terpenuhi.
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Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam mengacu pada sistem
distribusi dan pertukaran barang dan jasa yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat. Meskipun memiliki kesamaan dengan mekanisme
pasar dalam ekonomi konvensional, ada perbedaan mendasar dalam cara
mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam.

Pertama, dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar harus mematuhi
prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh Islam. Ini mencakup
larangan terhadap riba (bunga), penipuan, kecurangan, dan praktik-praktik
ekonomi yang merugikan atau tidak etis. Sebaliknya, mekanisme pasar dalam
ekonomi Islam menekankan transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam
setiap transaksi.

Kedua, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan umum masyarakat.
Meskipun keuntungan adalah faktor penting dalam ekonomi, aspek
kemanusiaan dan distribusi yang adil juga ditekankan. Mekanisme pasar
dalam ekonomi Islam harus memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya
didistribusikan secara merata untuk menghindari ketidaksetaraan ekonomi
yang signifikan.

Ketiga, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam mencakup aspek zakat
dan sedekah. Zakat adalah kewajiban sumbangan wajib yang harus dikeluarkan
oleh umat muslim untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam
mekanisme pasar Islam, ada peran aktif pemerintah dan individu dalam
mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan sedekah sehingga membantu
menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat (Abdullah, 2021).

Keempat, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam menghormati
kepemilikan individu dan hak kontrak, tetapi juga mengatur batasan-batasan
tertentu untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak melanggar
prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, hukum Islam memainkan peran
penting dalam mengatur mekanisme pasar dan menjaga agar mereka tetap
sesuai dengan nilai-nilai Islam.
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Dengan demikian, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya
tentang menciptakan peluang perdagangan dan pertukaran, tetapi juga
tentang memastikan bahwa seluruh proses ekonomi mencerminkan prinsip-
prinsip moral, etika, dan keadilan Islam. Ini membentuk dasar yang kuat
untuk ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada
kesejahteraan umum dalam kerangka syariat Islam.

1. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf
Abu Yusuf, seorang ulama dan cendekiawan mazhab Hanafi yang
terkemuka, memberikan pandangannya tentang mekanisme pasar
dalam konteks ekonomi Islam. Menurutnya, mekanisme pasar harus
diatur sedemikian rupa untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan
umum dalam masyarakat. Ia menekankan perlunya menghindari praktik-
praktik ekonomi yang bersifat merugikan atau eksploitatif.

Abu Yusuf menyatakan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi
adalah kunci. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan
bahwa mekanisme pasar beroperasi dengan adil. Ia juga menekankan
perlunya transparansi dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi. Abu
Yusuf mengakui pentingnya kebebasan pasar, tetapi juga
memperingatkan tentang risiko ketidakadilan jika pasar dibiarkan tanpa
pengawasan.

Pandangan Abu Yusuf tentang mekanisme pasar mencerminkan
pendekatan berimbang antara kebebasan ekonomi dan regulasi
pemerintah. Baginya, pasar harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai
kesejahteraan umum dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.
Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan,
keberkahan, dan pemerataan dalam ekonomi. Dengan demikian, Abu
Yusuf memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang
mekanisme pasar dalam ekonomi Islam.
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2. Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali
Ibnu Ghazali, juga dikenal sebagai Al-Ghazali, adalah seorang
cendekiawan besar dalam tradisi intelektual Islam. Dalam karya-
karyanya, terutama Ihya Ulum al-Din (Pembaharuan Ilmu-Ilmu
Agama), ia menyajikan pandangannya tentang evolusi pasar dalam
konteks ekonomi Islam.

Al-Ghazali mengamati bahwa pasar adalah fenomena sosial yang
alami dan dapat memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Akan
tetapi, ia menekankan bahwa pasar harus diawasi dengan ketat oleh
otoritas keagamaan dan pemerintah. Menurutnya, pasar yang berfungsi
dengan baik adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat menghasilkan
keadilan dan kesejahteraan sosial.

Al-Ghazali juga memperingatkan tentang potensi risiko dan
ketidakadilan yang mungkin terjadi jika pasar dibiarkan tanpa
pengawasan. Ia memandang bahwa kepentingan umum harus
diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok kecil. Dalam
hal ini, ia memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran
tentang kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengelola
pasar dalam kerangka nilai-nilai Islam (Al-Arif, 2016).

Dengan pemikiran filosofis dan etika yang mendalam, Al-Ghazali
memberikan sumbangan berharga terhadap pemahaman evolusi pasar
dalam konteks ekonomi Islam. Pandangannya menekankan perlunya
keseimbangan antara kebebasan pasar dan tanggung jawab pemerintah
serta otoritas keagamaan dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan
keadilan sosial.

3. Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah, seorang cendekiawan besar dalam tradisi intelektual
Islam, memiliki pandangan unik tentang pasar dalam konteks ekonomi
Islam. Beliau memandang pasar sebagai salah satu sarana yang dapat
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membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Baginya, pasar adalah
tempat di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan dengan cara yang
sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya adil dan jujur dalam
transaksi pasar. Menurutnya, pedagang harus mematuhi prinsip-prinsip
moral dan etika Islam, seperti tidak menipu atau mengeksploitasi
konsumen. Selain itu, beliau memandang bahwa pasar dapat berkontribusi
pada kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan itikad baik dan
dilandasi oleh niat yang tulus untuk memberikan manfaat.

Meskipun begitu, Ibnu Taimiyah tetap memberikan peringatan
tentang potensi risiko dan kejahatan yang dapat terjadi di pasar jika
tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, ia menganggap penting
bagi pemerintah dan otoritas keagamaan untuk memastikan bahwa pasar
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Aji & Mukri, 2020).

Dengan pandangan ini, Ibnu Taimiyah memberikan sumbangan
berharga terhadap pemahaman tentang peran pasar dalam ekonomi
Islam. Ia menekankan bahwa pasar dapat menjadi instrumen penting
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat asalkan dijalankan dengan
itikad baik, kejujuran, dan keadilan.

4. Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun, seorang filsuf dan sejarawan Islam terkemuka, memiliki
pandangan yang mendalam tentang mekanisme pasar dalam konteks
ekonomi Islam. Beliau menganggap pasar sebagai suatu fenomena
sosial yang tercermin dari kebutuhan manusia untuk saling berinteraksi
dan berdagang. Menurut Ibnu Khaldun, pasar muncul sebagai respons
alamiah terhadap kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang tidak
dapat mereka hasilkan sendiri.

Ibnu Khaldun memahami bahwa dalam pasar, harga barang dan
jasa ditentukan oleh kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa kondisi pasar harus berada di bawah
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kendali pemerintah dan otoritas yang dapat mengawasi aktivitas
ekonomi. Bagi Ibnu Khaldun, peran negara sangat penting dalam
memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan tidak menimbulkan
eksploitasi atau ketidakadilan. Selain itu, Ibnu Khaldun mengamati
bahwa pasar dapat mengalami fluktuasi dan krisis. Oleh karena itu,
menurutnya, pemerintah harus memiliki kebijakan ekonomi yang bijak
untuk mengelola dan mengatasi potensi krisis ekonomi (Aravik, 2018).

Dengan pandangannya yang cermat terhadap mekanisme pasar,
Ibnu Khaldun memberikan kontribusi yang berharga terhadap
pemahaman tentang peran pasar dalam ekonomi Islam. Beliau
menekankan perlunya regulasi dan pengawasan negara untuk memastikan
bahwa pasar berfungsi secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-Prinsip Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

1. Kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syariat
Ekonomi Islam menganjurkan kebebasan dalam bertransaksi bagi
individu dan pelaku ekonomi. Prinsip ini memberikan kebebasan
kepada individu untuk memutuskan transaksi yang sesuai dengan
kepentingan pribadi mereka selama transaksi tersebut tidak melanggar
prinsip-prinsip syariat (Siddiqi, 2013). Dalam ekonomi Islam,
kebebasan ekonomi individu dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat.
Meskipun mekanisme pasar diperbolehkan, aktivitas ekonomi harus
berada dalam kerangka hukum Islam yang mengatur adanya larangan
riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan aktivitas-
aktivitas yang bertentangan dengan etika Islam. Prinsip-prinsip ini
memastikan bahwa mekanisme pasar tidak melanggar nilai-nilai dan
ajaran Islam.
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2. Keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan
Salah satu prinsip mendasar dalam ekonomi Islam adalah keadilan
dalam distribusi kekayaan. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam
harus memastikan adanya distribusi kekayaan yang adil dan merata di
antara individu-individu dalam masyarakat. Prinsip ini dapat diterapkan
melalui mekanisme redistribusi seperti zakat (sumbangan wajib kepada
kaum fakir miskin) dan sistem keuangan Islam yang menghindari
konsentrasi kekayaan di tangan segelintir individu.

Pasar yang adil harus menjamin distribusi yang merata dan
memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam
mendapatkan kekayaan dan sumber daya ekonomi (Chapra, 2000).
Selain itu, mekanisme pasar juga harus menghindarkan kesenjangan
sosial yang ekstrem dan berusaha menciptakan keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Penghindaran monopoli dan eksploitasi
Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam juga menggarisbawahi
tanggung jawab sosial, baik untuk individu maupun perusahaan. Para
pelaku ekonomi diharapkan untuk mempertimbangkan kepentingan
masyarakat dalam setiap keputusan ekonomi yang mereka ambil (Kahf,
2000). Prinsip ini mengakui bahwa individu dan perusahaan bukan
hanya bertanggung jawab terhadap keuntungan pribadi, tetapi juga
terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas
ekonomi mereka.

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam juga mendorong peng-
hindaran monopoli dan eksploitasi. Islam menganjurkan persaingan
yang sehat dalam pasar untuk mendorong efisiensi dan keadilan. Dalam
praktiknya, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam membutuhkan
regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya monopoli
dan eksploitasi yang merugikan konsumen.
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Implementasi Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam
Implementasi mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dapat dilakukan
melalui beberapa langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu memastikan
regulasi yang memadai untuk mengawasi aktivitas ekonomi demi melindungi
kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi ini harus didasarkan
pada prinsip-prinsip syariat Islam dan menjaga keseimbangan antara
kebebasan individu dan kepentingan umum. Kedua, peran lembaga keuangan
Islam dan pasar modal syariah juga penting dalam memfasilitasi transaksi
yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Siddiqi, 2013).

1. Perbankan syariah dan pasar keuangan Islam
Salah satu penerapan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam adalah
melalui sistem perbankan syariah dan pasar keuangan Islam. Perbankan
syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat yang melarang bunga
dan mendorong berbagi risiko antara bank dan nasabah. Pasar keuangan
Islam juga menyediakan instrumen keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat, seperti sukuk (obligasi syariat) dan investasi
berbasis keuntungan bersama.

2. Wakaf dan pengembangan properti
Konsep wakaf dalam ekonomi Islam berperan dalam pengembangan
properti dan investasi. Wakaf adalah sumbangan untuk kepentingan
umum yang diikatkan pada properti tertentu. Melalui mekanisme pasar,
properti wakaf dapat dikelola dan dikembangkan untuk menghasilkan
pendapatan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti
pendidikan, kesehatan, dan sosial.
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3. Pasar pertanian berkelanjutan
Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dapat diterapkan, misalnya
melalui pasar pertanian berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariat yang
mengatur adanya keadilan dan keberlanjutan dalam ekonomi
memungkinkan pengembangan pasar pertanian yang memerhatikan
hak-hak petani, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
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14
LEMBAGA
KEUANGAN ISLAM

Lembaga keuangan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari
perkembangan ekonomi Islam di negara ini. Sejak diperkenalkannya sistem
keuangan berbasis syariat pada awal 1990-an, lembaga keuangan Islam telah
memainkan peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan keuangan
masyarakat muslim yang menginginkan layanan perbankan dan investasi
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi finansial yang beroperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip utama yang mendasari
LKS adalah keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika
Islam. Tujuan utama dari LKS adalah untuk memberikan layanan keuangan
yang tidak melanggar hukum syariat, seperti larangan riba (bunga) dan
investasi dalam aktivitas yang diharamkan. Sebagai hasilnya, LKS menawarkan
berbagai produk dan layanan yang berbeda dari lembaga keuangan
konvensional.
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Salah satu karakteristik utama dari LKS adalah larangan terhadap riba.
Dalam konteks keuangan Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak
etis karena mengambil keuntungan dari pemberian atau penerimaan
pinjaman dengan bunga. Sebagai gantinya, LKS menggunakan prinsip bagi
hasil atau musyarakah, yang merupakan kemitraan antara bank dan peminjam
dalam membagi keuntungan atau kerugian investasi. Selain itu, LKS juga
menghindari investasi dalam aktivitas yang diharamkan oleh Islam, seperti
perjudian, alkohol, atau industri haram lainnya. Hal ini mengarah pada
diversifikasi portofolio yang lebih berhati-hati dan selektif (Kurniawan, 2021).

Produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS juga mencakup
pembiayaan berbasis jual beli yang dikenal sebagai murabahah. Dalam
transaksi ini, bank membeli aset atau barang yang diinginkan oleh klien
kemudian menjual kembali kepada klien dengan harga yang telah disepakati
sebelumnya. Praktik ini memungkinkan klien untuk mendapatkan barang
yang diinginkan tanpa terlibat dalam praktik riba.

LKS juga menerapkan prinsip wakaf dan filantropi, di mana sebagian
dari keuntungan yang diperoleh dari investasi digunakan untuk tujuan amal
dan kemanusiaan. Hal ini memungkinkan LKS untuk berkontribusi pada
pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal pengawasan dan
pengelolaan risiko, LKS sering mengadopsi prinsip kehati-hatian dan
transparansi yang tinggi. Mereka juga memiliki dewan pengawas independen
dan komite etika untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip
syariat dan untuk memantau kinerja mereka secara keseluruhan.

Lembaga keuangan syariah merujuk pada institusi keuangan yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yang terkandung dalam
Al-Qur’an dan Hadis. Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga), spekulasi,
gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian); serta
mendorong prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan berbagi risiko
(Iqbal & Mirakhor, 2007). Lembaga keuangan syariah berupaya
menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat,
baik kepada individu maupun perusahaan.
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Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai
alternatif yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama bagi individu
dan bisnis yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama
Islam. Melalui pendekatan berbasis kemitraan dan keadilan, LKS membantu
mempromosikan inklusi keuangan dan memberikan kontribusi positif
kepada masyarakat dan ekonomi secara luas.

Sejarah dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di
Indonesia

1. Awal mula perkembangan lembaga keuangan syariah di In-
donesia
Sejarah dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia
mencerminkan upaya negara ini untuk menyediakan alternatif keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Perkembangan ini
merupakan hasil dari kesadaran akan pentingnya memenuhi kebutuhan
keuangan umat muslim yang ingin bertransaksi tanpa melanggar ajaran
agamanya.

Awal mula keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia
dapat ditelusuri pada 1968, ketika didirikan Bank Muamalat Indonesia.
Bank ini diinisiasi oleh para cendekiawan muslim yang mendambakan
sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sejak berdirinya,
Bank Muamalat berhasil menjadi salah satu pelopor dalam industri
perbankan syariah di Indonesia.

Pada 1992, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia, lembaga
regulator keuangan di Indonesia, mulai memberikan dukungan nyata
terhadap perkembangan industri perbankan syariah. Pada tahun
tersebut, dikeluarkan peraturan yang memungkinkan pendirian bank
syariah dan bank konvensional yang menyelenggarakan kegiatan usaha
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syariah secara terpisah. Hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi per-
tumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi dan lembaga
keuangan mikro syariah juga mulai bermunculan. Koperasi syariah,
misalnya, berusaha memberikan pelayanan keuangan sesuai dengan
prinsip-prinsip Islam kepada anggotanya. Sementara itu, lembaga
keuangan mikro syariah bertujuan untuk memberikan akses keuangan
kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama para pelaku usaha
mikro dan kecil.

Pada 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang
ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan
industri keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, diperkenalkannya
program “Inklusi Keuangan” pada 2016 memberikan dorongan besar
terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah, dengan tujuan
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan,
termasuk yang berbasis syariat (Soemitra, 2017).

Seiring berjalannya waktu, jumlah lembaga keuangan syariah di
Indonesia terus bertambah. Bank-bank syariah semakin memperluas
jaringannya dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih
beragam. Selain itu, koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah juga
turut berperan aktif dalam memberikan akses keuangan kepada
masyarakat yang membutuhkan.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pertumbuhan industri
keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat, masih
terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah
peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai produk
dan layanan keuangan syariah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia dalam industri keuangan syariah juga menjadi kunci untuk
memastikan kelancaran dan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini.

Dengan sejarah dan perkembangan yang positif ini, lembaga
keuangan syariah di Indonesia terus berupaya untuk menjadi pemain
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kunci dalam industri keuangan global yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam. Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan,
transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, industri keuangan
syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang
dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian dan masyarakat
secara keseluruhan.

2. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia
Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia adalah cerita
sukses yang menggambarkan komitmen pemerintah dan masyarakat
Indonesia dalam memperkuat sektor keuangan berdasarkan prinsip-
prinsip ekonomi Islam. Sejak awal perkembangannya hingga 2023,
industri keuangan syariah di Indonesia telah mengalami berbagai
tahapan dan capaian yang signifikan.

Awal perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dapat
ditelusuri sejak 1960-an dan 1970-an, ketika sejumlah organisasi sosial
dan keagamaan mulai mendorong pendirian lembaga keuangan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada 1984, Bank Muamalat In-
donesia menjadi bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Ini
menjadi tonggak penting dalam perkembangan industri keuangan
syariah di negara ini.

Sejak berdirinya Bank Muamalat, pertumbuhan industri keuangan
syariah semakin pesat. Pada 1992, pemerintah Indonesia secara resmi
mengakui keberadaan bank syariah sebagai entitas yang sah. Hal ini
diikuti oleh penerbitan peraturan yang mengatur keuangan syariah di
Indonesia. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk
perkembangan industri keuangan syariah di tanah air.

Pada 2000, Indonesia meluncurkan Masterplan Perbankan
Nasional yang mencakup pengembangan perbankan syariah. Seiring
dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, minat masyarakat terhadap
produk dan layanan keuangan syariah pun meningkat. Bank-bank syariah
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dan lembaga keuangan syariah lainnya mulai tumbuh dan menawarkan
berbagai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu momen penting dalam perkembangan industri
keuangan syariah di Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini
memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan industri
keuangan syariah. Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal dan
regulasi yang mendukung perkembangan industri keuangan syariah.

Pada 2010, terbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga
yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan,
termasuk perbankan syariah. OJK berperan penting dalam memastikan
kelancaran operasi dan pengembangan industri keuangan syariah.
Regulasi yang diterbitkan oleh OJK memiliki tujuan untuk
meningkatkan transparansi dan stabilitas industri keuangan syariah.

Selain bank syariah, perkembangan industri keuangan syariah juga
mencakup perusahaan asuransi syariah, pasar modal syariah, serta
produk keuangan mikro syariah. Pada 2016, program “Inklusi
Keuangan” diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk yang berbasis syariah.

Hingga 2023, industri keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh
dan berkembang. Bank-bank syariah semakin memperluas jaringan
cabang dan mengembangkan berbagai produk dan layanan yang lebih
beragam. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keuangan
syariah juga menjadi salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ini.

Sementara itu, lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul
Maal wat Tamwil (BMT), juga telah memainkan peran penting dalam
memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Mereka telah berhasil menggalang dana dan menyediakan pembiayaan
kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya sulit mengakses
layanan keuangan. Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-
prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam,
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industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk
terus berkembang dan memberikan kontribusi positif pada
perekonomian dan masyarakat secara keseluru

Peran Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah
Lembaga keuangan bank dan non-bank syariah memiliki peran penting
dalam mempromosikan ekonomi berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Peran
utama lembaga keuangan bank syariah adalah menyediakan layanan
perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti pembiayaan
usaha, pembiayaan perumahan, dan produk investasi syariah. Lembaga
keuangan bank syariah juga berperan dalam menghimpun dana dari
masyarakat melalui produk tabungan dan deposito syariah (Kettell, 2011).

Sementara itu, lembaga keuangan non-bank syariah memiliki peran
khusus dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak tercakup oleh
lembaga keuangan bank syariah. Misalnya, lembaga asuransi syariah berperan
dalam melindungi aset dan mengelola risiko dengan prinsip-prinsip syariat,
sedangkan lembaga dana pensiun syariah menyediakan program pensiun yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga pembiayaan syariah juga
berperan dalam memberikan akses pembiayaan kepada individu dan usaha
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Haron & Shanmugam, 2013).

Lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non-bank, memegang
peran penting dalam industri keuangan syariah. Lembaga keuangan bank
syariah adalah entitas finansial yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam
bisnis yang dianggap haram. Mereka menyediakan berbagai produk dan
layanan finansial, seperti akun tabungan, pembiayaan, dan investasi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank syariah juga memainkan peran
penting. Lembaga-lembaga ini meliputi perusahaan asuransi, dana investasi,
dan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip
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syariat. Perusahaan asuransi syariah, misalnya, menawarkan produk
perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam, menghindari unsur-unsur
riba atau unsur-unsur spekulatif.

Sementara itu, dana investasi syariah memungkinkan investor untuk
berpartisipasi dalam pasar modal dengan memilih instrumen investasi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka memastikan bahwa investasi
dilakukan dalam bisnis-bisnis yang sah dan tidak terlibat dalam aktivitas
haram.

Lembaga keuangan mikro syariah juga berperan dalam mendukung
inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat. Mereka memberikan
pembiayaan mikro dan usaha kecil berdasarkan prinsip syariat, membantu
individu dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka.

Kedua jenis lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank,
saling melengkapi dalam membangun ekosistem keuangan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka berkontribusi dalam menyediakan
akses keuangan yang adil, transparan, dan beretika bagi masyarakat, sambil
mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya
pilihan-pilihan ini, masyarakat memiliki opsi yang lebih luas untuk memenuhi
kebutuhan keuangan mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka.

Berikut beberapa peran penting mengenai lembaga keuangan bank.
1. Penyaluran dana

Lembaga keuangan bank berperan sebagai perantara antara pihak yang
memiliki kelebihan dana (depositur) dengan pihak yang membutuhkan
dana (debitur). Mereka menerima simpanan dari masyarakat dan
menyediakan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, termasuk kredit
usaha, kredit konsumen, dan hipotek.

2. Penghimpunan dana
Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik
dalam bentuk tabungan, deposito, atau instrumen keuangan lainnya.
Dana ini kemudian digunakan untuk memberikan pembiayaan atau
investasi.
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3. Pengelolaan risiko
Bank memiliki peran penting dalam mengelola risiko keuangan. Mereka
melakukan analisis risiko terhadap pihak-pihak yang mengajukan
pinjaman dan mengelola portofolio investasi mereka untuk memini-
malkan risiko.

4. Sistem pembayaran dan transaksi
Bank menyediakan berbagai produk dan layanan untuk memfasilitasi
transaksi keuangan, termasuk rekening giro, kartu kredit, dan sistem
pembayaran elektronik. Mereka memastikan kelancaran proses
pembayaran dalam ekonomi.

5. Penyediaan layanan keuangan
Selain pembiayaan, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan,
termasuk jasa transfer dana, layanan bankir pribadi, dan manajemen
portofolio. Mereka juga menawarkan produk-produk investasi seperti
reksa dana dan obligasi.

6. Memberikan bunga atau imbal hasil
Bank memberikan imbal hasil berupa bunga kepada para depositur
atas simpanan yang mereka setorkan. Peran ini adalah salah satu cara
bank memotivasi masyarakat untuk menyimpan dan menggunakan
dana mereka.

7. Pemberian kredit dan pembiayaan
Salah satu peran utama bank adalah memberikan kredit atau pembiayaan
kepada individu, perusahaan, atau entitas yang membutuhkan dana
untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, kendaraan, atau
modal usaha.

8. Fasilitator pembangunan ekonomi
Bank juga berperan sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan
ekonomi suatu negara. Mereka mendukung pertumbuhan ekonomi
dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, usaha
kecil dan menengah, serta sektor-sektor penting lainnya.
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9. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum
Bank wajib mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku dalam industri
keuangan. Mereka harus menjaga keamanan dan kestabilan sistem
keuangan.

10. Mendorong inovasi keuangan
Bank juga memiliki peran dalam mendorong inovasi keuangan, terutama
dalam era digitalisasi. Mereka mengembangkan produk dan layanan baru
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Adapun peran lembaga keuangan non-bank syariah juga cukup
signifikan dalam ekosistem keuangan syariah dan berkontribusi pada
beberapa aspek penting seperti berikut.

1. Meningkatkan akses ke keuangan
Lembaga keuangan non-bank syariah, seperti perusahaan asuransi
syariah dan dana investasi, membantu meningkatkan akses ke layanan
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Mereka
memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin
memanfaatkan produk keuangan tanpa melanggar aturan syariat.

2. Perlindungan Keuangan
Perusahaan asuransi syariah memberikan produk perlindungan yang
sesuai dengan hukum Islam. Mereka membantu individu dan bisnis
melindungi diri dari risiko keuangan seperti kerugian harta benda,
kecelakaan, atau penyakit tanpa melibatkan unsur riba atau spekulasi.

3. Investasi yang sah
Lembaga keuangan non-bank syariah membantu investor menemukan
opsi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Mereka
memastikan bahwa investasi dilakukan dalam bisnis yang sah dari
perspektif syariat dan tidak melibatkan entitas yang dianggap haram.

4. Diversifikasi portofolio
Dana investasi syariah memungkinkan investor untuk mendiversifikasi
portofolio mereka dengan instrumen investasi yang sesuai dengan
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hukum Islam. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko dan
memaksimalkan potensi pengembalian investasi.

5. Pemberdayaan ekonomi
Lembaga keuangan non-bank syariah juga mendukung pemberdayaan
ekonomi masyarakat. Mereka menyediakan pembiayaan untuk mikro
dan usaha kecil berdasarkan prinsip syariat, yang memungkinkan
individu atau kelompok masyarakat mengembangkan usaha mereka.

6. Penting dalam keuangan syariah
Lembaga keuangan non-bank adalah bagian integral dari industri
keuangan syariah. Mereka membantu menciptakan ekosistem keuangan
yang lengkap dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai
layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

7. Kepatuhan terhadap prinsip syariat
Lembaga keuangan non-bank syariah tunduk pada pedoman dan
regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariat. Mereka harus mengikuti pedoman hukum Islam dalam
seluruh operasi mereka.

8. Memajukan tanggung jawab sosial
Beberapa lembaga keuangan non-bank syariah memanfaatkan laba
mereka untuk mendukung inisiatif sosial dan kemanusiaan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini menciptakan dampak positif
pada masyarakat.

9. Inklusi keuangan
Lembaga ini membantu meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi
masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan keuangan melalui cara
yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

10. Keberlanjutan ekonomi
Lembaga keuangan non-bank syariah ikut berkontribusi pada
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan opsi
keuangan yang aman dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat.
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Poin-poin di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan non-bank
syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan layanan
keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah
Lembaga keuangan bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam melakukan kegiatan perbankan.
Lembaga ini menyediakan layanan seperti simpan pinjam, pembiayaan,
investasi, dan berbagai produk dan layanan perbankan lainnya yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat (Rahman, 2013). Sebagai contoh, dalam
lembaga keuangan bank syariah, bunga (riba) dihindari, dan digantikan
dengan mekanisme bagi hasil (profit-sharing) dalam berbagai transaksi.

Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga
keuangan yang juga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, namun
tidak tergolong sebagai bank. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan
seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah,
dan pasar modal syariah (Haron, 2012). Meskipun tidak memiliki fungsi
perbankan utama seperti penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman,
lembaga keuangan non-bank syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat dalam menjalankan kegiatan keuangan.

Perbedaan utama antara lembaga keuangan bank dan non-bank syariah
terletak pada jenis layanan dan kegiatan yang mereka sediakan. Lembaga
keuangan bank syariah umumnya menawarkan produk dan layanan seperti
tabungan, deposito, pinjaman, dan pembiayaan; sementara lembaga
keuangan non-bank syariah lebih terfokus pada layanan khusus seperti
asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga pembiayaan syariah
(Haron, 2012).

Selain itu, lembaga keuangan bank syariah biasanya memiliki struktur
organisasi yang lebih mirip dengan bank konvensional, dengan unit-unit
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usaha seperti divisi perbankan korporat, perbankan ritel, dan treasury. Di sisi
lain, lembaga keuangan non-bank syariah memiliki struktur organisasi yang
lebih sesuai dengan jenis layanan yang mereka sediakan, seperti divisi asuransi,
divisi dana pensiun, atau divisi pembiayaan (Archer & Karim, 2006).

Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengatur
operasionalnya. Beberapa prinsip utama lembaga keuangan Islam meliputi:

1. Prinsip larangan riba
Lembaga keuangan Islam melarang praktik riba, yaitu memberikan atau
menerima bunga atas pinjaman. Sebagai gantinya, lembaga keuangan
Islam menerapkan mekanisme bagi hasil (profit-sharing) dalam berbagai
transaksi, seperti pembiayaan dan investasi (Khan & Mirakhor, 2010).

Salah satu prinsip utama dalam bank syariah yang membedakannya
dari bank konvensional adalah larangan riba atau bunga. Dalam konteks
bank syariah, riba adalah praktik pengambilan bunga atau keuntungan
atas pinjaman uang. Prinsip larangan riba sangat erat kaitannya dengan
keyakinan Islam yang menegaskan bahwa keuntungan dari pinjaman
uang adalah tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Bank syariah menghindari riba dengan berbagai cara, di antaranya
a. Sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)

Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam transaksi
mereka,  yakni mereka  berbagi  risiko  dan  keuntungan
dengan nasabah. Dalam konteks pinjaman, bank syariah
dapat memberikan dana kepada nasabah untuk digunakan
dalam proyek investasi tertentu. Keuntungan atau kerugian
yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan
sebelumnya.
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b. Biaya tetap
Bank syariah dapat mengenakan biaya administratif tetap
sebagai ganti atas layanan yang mereka berikan. Biaya ini
adalah persentase tetap dari jumlah pinjaman dan tidak
berkaitan dengan suku bunga yang berubahubah.

c. Transparansi
Prinsip transparansi sangat penting dalam bank syariah.
Mereka harus menyampaikan  informasi  yang  jelas  dan
terperinci kepada nasabah mengenai bagaimana perhitungan
keuntungan dan biaya pada masingmasing jenis transaksi.

d. Penilaian risiko
Bank syariah cenderung lebih berhatihati dalam menilai
risiko transaksi mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap
transaksi  berpotensi menguntungkan  bagi  kedua  belah
pihak tanpa melibatkan elemen riba.

e. Investasi dalam aset riil
Bank syariah sering menginvestasikan dana nasabah dalam
aset riil seperti properti, bisnis, dan proyek investasi yang
menghasilkan keuntungan nyata. Hal ini merupakan alternatif
yang lebih sesuai dengan prinsipprinsip syariat daripada
sekadar mengenakan bunga pada pinjaman uang.

Dengan mematuhi prinsip larangan riba, bank syariah
berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka menjunjung tinggi prinsip
keadilan, keberlanjutan, dan berbagi risiko sehingga memberikan
alternatif yang beretika bagi nasabah yang ingin memenuhi
kebutuhan keuangan mereka. Dalam konteks global, prinsip
larangan riba menjadi dasar untuk mengembangkan sistem
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, serta
mempromosikan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
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2. Prinsip bagi hasil
Lembaga keuangan Islam mendorong prinsip bagi hasil dalam transaksi
keuangan. Prinsip ini berarti bahwa keuntungan maupun kerugian
dalam transaksi dibagikan diantara pihak-pihak yang terlibat
berdasarkan kesepakatan yang adil. Hal ini mendorong partisipasi aktif
dan berbagi risiko antara lembaga keuangan dan nasabah (Haron &
Shanmugam, 2013).

Prinsip bagi hasil adalah salah satu prinsip utama yang menjadi
landasan operasi bank syariah. Prinsip ini mencerminkan semangat
kerjasama dan kemitraan antara bank syariah dan nasabahnya. Dalam
sistem ini, bank syariah dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko
dari suatu investasi atau proyek secara proporsional sesuai dengan
perjajian yang telah disepakati.

Ada dua bentuk utama dari prinsip bagi hasil dalam bank syariah,
yaitu mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, bank
menyediakan modal, sementara nasabah (pengelola) menyediakan
manajemen dan tenaga kerja. Keuntungan dari investasi tersebut
kemudian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan persentase yang
telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, dalam prinsip musyarakah,
baik bank maupun nasabah menyediakan modal untuk investasi
bersama. Keuntungan dan kerugian juga dibagi sesuai dengan
kesepakatan awal.

Prinsip bagi hasil memiliki beberapa keuntungan. Pertama,
mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif antara bank dan nasabah
dalam proyek investasi. Kedua, prinsip ini memotivasi nasabah untuk
terlibat secara aktif dalam pengelolaan proyek dan memastikan
kesuksesannya. Ketiga, karena keuntungan dibagi sesuai dengan hasil
aktual dari investasi, prinsip ini dapat memberikan insentif bagi nasabah
untuk memilih proyek investasi yang lebih menguntungkan.

Akan tetapi, prinsip bagi hasil juga membawa risiko. Jika investasi
tidak menghasilkan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian, baik
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bank maupun nasabah akan berbagi risiko tersebut. Oleh karena itu,
bank syariah harus melakukan evaluasi risiko yang cermat dan memilih
proyek investasi dengan hati-hati.

Secara keseluruhan, prinsip bagi hasil adalah salah satu pilar utama
dalam operasi bank syariah yang mempromosikan kemitraan dan
keadilan dalam bisnis. Prinsip ini mencerminkan semangat ekonomi
Islam yang inklusif dan berkelanjutan, di mana keuntungan dan risiko
dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial
Lembaga keuangan Islam juga menjunjung tinggi prinsip keadilan
dalam setiap transaksi. Mereka mempertimbangkan kepentingan sosial
dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan
operasionalnya (Archer & Karim, 2006).

Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial merupakan dua elemen
kunci dalam kegiatan lembaga keuangan syariah. Prinsip keadilan
menekankan perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak
yang terlibat dalam transaksi atau investasi. Hal ini berarti bahwa setiap
pihak harus mendapatkan bagian yang wajar dari keuntungan maupun
risiko. Keadilan juga mencakup aspek penghindaran eksploitasi atau
ketidakadilan dalam setiap transaksi.

Sementara itu, tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban
lembaga keuangan syariah untuk berkontribusi positif kepada
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup berbagai kegiatan,
seperti pengembangan program kesejahteraan masyarakat, pendidikan,
kesehatan, dan upaya untuk melindungi lingkungan. Lembaga keuangan
syariah diharapkan untuk memainkan peran aktif dalam mendukung
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kombinasi prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial menciptakan
kerangka kerja yang mempromosikan kesetaraan, keberlanjutan, dan
pemberdayaan dalam kegiatan bisnis. Dengan berlandaskan prinsip-
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prinsip ini, tidak hanya menciptakan lingkungan yang adil untuk para
pelaku ekonomi, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih
sehat, berpendidikan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, lembaga
keuangan syariah sering kali memainkan peran penting dalam mendukung
pembangunan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan sosial.

Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Islam di Indonesia

1. Lembaga keuangan bank
Dalam ekonomi Islam, terdapat dua jenis lembaga keuangan bank yang
berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat, yaitu bank umum syariah (BUS) dan
unit usaha syariah (UUS).

a. Bank umum syariah (BUS)
Bank umum syariah (BUS) adalah lembaga keuangan bank yang
beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. BUS
menawarkan berbagai layanan perbankan seperti simpanan,
pinjaman, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat. Bank umum syariah berperan dalam mendukung
aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti
pembiayaan usaha dan investasi berbasis syariat (Hosen, 2016).
Beberapa bank umum syariah terkenal di Indonesia, antara lain
Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, dan Bank
Negara Indonesia (BNI ) Syariah (Rohman, 2021).

Bank umum syariah memiliki karakteristik khusus dalam
operasionalnya. Mereka mengikuti prinsip-prinsip syariat yang
melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian),
dan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, BUS juga
mengembangkan produk-produk keuangan yang sesuai dengan
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prinsip-prinsip syariat, seperti pembiayaan berbasis musyarakah
(kerjasama), mudharabah (bagi hasil), dan murabahah (jual beli
dengan keuntungan yang disepakati) (Chapra & Khan, 2000).

Bank umum syariah memiliki peran penting dalam
pengembangan ekonomi Islam. Mereka memfasilitasi pembiayaan
usaha dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat serta
membantu dalam memobilisasi dana dari masyarakat melalui
produk simpanan dan deposito syariah (Abdullah & Adnan,
2013). Dalam konteks ekonomi syariah, BUS berperan sebagai
lembaga perantara yang menghimpun dana dari pihak yang
memiliki kelebihan dana (tabungan) dan menyalurkannya kepada
pihak yang membutuhkan pembiayaan (pemohon pinjaman)
dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) (Zainulbahar, 2021).

Hingga 2023, terdapat bermacam-macam bank umum
syariah yang beroperasi di Indonesia. Beberapa di antaranya yakni
1) Bank Muamalat Indonesia

Merupakan salah satu bank syariah tertua di Indonesia. Bank
ini menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan
syariah, seperti tabungan, kredit, investasi, dan sebagainya.

2) Bank Syariah Indonesia (BSI)
BSI  atau  Bank  Syariah  Indonesia,  terbentuk melalui
penggabungan dari beberapa bank syariah milik Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Bank Syariah
Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI
Syariah. Didirikan dengan visi menjadi pendorong utama
bagi kemajuan industri halal di Indonesia, BSI bertujuan
untuk memajukan ekosistem keuangan berbasis syariat di
negara ini.

3) Bank Danamon Syariah
Merupakan unit bisnis syariah dari Bank Danamon Indonesia.
Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan syariah,
seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi.
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4) Bank Mega Syariah
Bank ini merupakan bagian dari Grup Bank Mega yang
menyediakan layanan keuangan syariah kepada masyarakat,
seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan.

5) Bank CIMB Niaga Syariah
Sebagai bagian dari CIMB Group, bank ini fokus pada
pelayanan keuangan syariah dengan berbagai produk dan
layanan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

6) Bank OCBC NISP Syariah
Merupakan unit bisnis syariah dari Bank OCBC NISP yang
menyediakan layanan keuangan syariah di Indonesia.

7) Bank Maybank Syariah Indonesia
Merupakan bagian dari Maybank Group dan menyediakan
layanan keuangan syariah, seperti tabungan, deposito, dan
pembiayaan.

8) Bank Jatim Syariah
Merupakan bank syariah yang berbasis di Jawa Timur dan
fokus pada pelayanan keuangan syariah di wilayah tersebut.

9) Bank Victoria Syariah
Bank ini adalah unit bisnis syariah dari Bank Victoria In
ternational yang menyediakan berbagai layanan keuangan
syariah.

10)Bank KB Bukopin Syariah
Bank  ini merupakan unit  bisnis  syariah  dari Bank KB
Bukopin yang menyediakan berbagai produk dan layanan
keuangan syariah.

b. Unit usaha syariah (UUS)
Unit usaha syariah (UUS) adalah bagian dari bank konvensional
yang ditunjuk untuk menyediakan layanan keuangan berbasis
syariat. UUS beroperasi di bawah pengawasan bank konvensional
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dan mengikuti prinsip-prinsip syariat dalam menyediakan
produk dan layanan keuangan (Noor, et al., 2018). UUS
menyediakan produk, seperti tabungan, deposito, pembiayaan,
dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat bagi
nasabah yang memilih untuk bertransaksi dengan prinsip syariat.

Unit usaha syariah memiliki peran penting dalam menyediakan
akses layanan keuangan berbasis syariat kepada masyarakat yang
belum memiliki akses ke lembaga keuangan syariah secara
langsung. Dengan adanya UUS, nasabah dapat memanfaatkan
produk dan layanan keuangan syariah melalui lembaga keuangan
konvensional yang sudah ada. UUS juga membantu memperluas
jangkauan lembaga keuangan syariah dan mempromosikan
penggunaan produk dan layanan keuangan syariah di kalangan
masyarakat (Noor, et al., 2018).

2. Lembaga Keuangan Non-Bank
a. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non-bank syariah
yang memberikan layanan pembiayaan dengan prinsip-prinsip
syariat melalui pemberian pinjaman dengan jaminan barang
berharga. Pegadaian Syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip
syariat yang melarang riba (bunga) dan mengedepankan prinsip
keadilan dalam transaksi finansial (Mubarok, 2017). Dalam
Pegadaian Syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip
jual beli atau pembiayaan musyarakah (kerja sama) dengan
keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Lembaga ini
memiliki fokus pada penyediaan layanan pembiayaan yang sesuai
dengan syariat, yang umumnya dikenal sebagai gadai syariah.
Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, Pegadaian
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Syariah tidak mengenakan bunga dalam transaksi mereka.
Sebaliknya, mereka memanfaatkan prinsip bagi hasil atau
musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara pihak
yang terlibat.

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan
untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat yang ingin
memanfaatkan kepemilikan aset sebagai jaminan. Mereka
menyediakan pembiayaan dengan tingkat keuntungan yang telah
disepakati sebelumnya tanpa adanya unsur bunga yang dilarang
dalam prinsip syariat. Hal ini membuat Pegadaian Syariah menjadi
alternatif yang populer bagi individu dan bisnis yang ingin
memanfaatkan nilai aset mereka tanpa melanggar prinsip agama.

Selain pembiayaan gadai, Pegadaian Syariah juga menawarkan
produk-produk lain seperti pembiayaan mikro dan produk
simpanan syariah. Dengan memadukan prinsip-prinsip keuangan
syariah dan inovasi dalam layanan keuangan, Pegadaian Syariah
berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan yang
berbasis syariah di Indonesia. Dengan demikian, lembaga ini
memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi akses
keuangan yang sah dan beretika bagi masyarakat Indonesia yang
mengutamakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama Islam
dalam kegiatan finansial mereka.

b. Koperasi simpan pinjam syariah
Koperasi simpan pinjam syariah adalah lembaga keuangan non-
bank syariah yang memberikan layanan simpan pinjam
berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Koperasi simpan pinjam
syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, kerjasama, dan tidak
memberikan bunga dalam aktivitasnya (Irfan, 2020). Anggota
koperasi simpan pinjam syariah dapat menyimpan dan
meminjamkan dana mereka dengan sistem bagi hasil atau prinsip
murabahah (jual beli dengan keuntungan).
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Koperasi simpan pinjam syariah adalah lembaga keuangan
berbasis syariat yang bertujuan untuk memberikan layanan simpan
pinjam kepada anggotanya. Koperasi ini mengoperasikan sistem
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam,
termasuk larangan riba (bunga) dan praktik keuangan konvensional
lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Anggota dari koperasi simpan pinjam syariah adalah para
individu atau kelompok yang memiliki tujuan bersama untuk
meningkatkan kesejahteraan finansial mereka dengan cara saling
membantu. Keuntungan dari kegiatan usaha koperasi ini
diharapkan dapat mengalir kembali kepada anggotanya dalam
bentuk bagi hasil atau pemberian manfaat lainnya sesuai dengan
prinsip musyarakah dan mudharabah.

Koperasi simpan pinjam syariah menyediakan berbagai
produk dan layanan keuangan syariah, termasuk pinjaman dengan
tingkat keuntungan yang telah disepakati sebelumnya dan
simpanan yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat. Koperasi ini juga memiliki struktur pengelolaan yang
demokratis, yakni keputusan-keputusan penting diambil
bersama-sama anggotanya.

Melalui prinsip-prinsip keuangan syariah, koperasi simpan
pinjam syariah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan
yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian,
lembaga ini memainkan peran penting dalam mendukung inklusi
keuangan syariah di masyarakat, yang memungkinkan individu
dan kelompok untuk mengelola keuangan mereka dengan cara
yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama Islam.

c. Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah adalah lembaga keuangan non-bank syariah
yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan dengan
mengikuti prinsip-prinsip syariat. Pasar modal syariah
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menyediakan sarana bagi perusahaan dan investor untuk
melakukan transaksi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariat,
seperti larangan riba dan larangan investasi dalam sektor-sektor
yang diharamkan oleh agama Islam (Haron & Azmi, 2013).
Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal syariah
meliputi saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah.

Pasar modal syariah adalah salah satu komponen penting
dalam sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk memberikan
layanan finansial kepada investor dan perusahaan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat. Di pasar modal syariah, terdapat berbagai
instrumen keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti saham
syariah, obligasi syariah, dan dana investasi syariah.

Saham syariah adalah saham perusahaan yang beroperasi
sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, termasuk menjauhi
larangan atas bisnis yang dianggap haram, seperti alkohol atau
perjudian. Investor yang berpartisipasi di pasar modal syariah
dapat membeli saham-saham ini dengan keyakinan bahwa
investasi mereka tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip
agama Islam.

Obligasi syariah adalah instrumen utang yang diterbitkan
oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan prinsip syariat.
Pembeli obligasi syariah akan menerima imbalan berupa bagi
hasil sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Instrumen
ini memberikan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi
dalam keuangan dengan cara yang sesuai dengan syariat.

Dana investasi syariah adalah produk keuangan yang
menghimpun dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan
dalam portofolio aset sesuai dengan prinsip syariat. Manajer dana
akan memilih investasi yang mematuhi ketentuan syariat, seperti
saham perusahaan yang halal dan bebas dari riba.
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Pasar modal syariah bertujuan untuk memberikan alternatif
investasi yang sesuai dengan prinsip syariat dan mengembangkan
ekosistem keuangan syariah. Dengan demikian, pasar modal
syariah memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan menjembatani antara
keuangan dengan nilai-nilai agama Islam.

d. Pasar Uang Syariah
Pasar uang syariah adalah lembaga keuangan non bank syariah
yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan dengan
jangka waktu pendek dan mengikuti prinsip-prinsip syariat. Pasar
uang syariah menyediakan likuiditas bagi pelaku pasar dalam
memenuhi kebutuhan finansial jangka pendek berdasarkan prinsip-
prinsip syariat, seperti larangan riba dan larangan spekulasi (El-
Qorchi, 2005). Instrumen keuangan yang diperdagangkan di
pasar uang syariah meliputi deposito syariah, sukuk jangka
pendek, dan akad-akad pembiayaan syariah lainnya.

Pasar uang syariah adalah komponen penting dalam sistem
keuangan syariah yang menyediakan fasilitas untuk investasi
jangka pendek dan pengelolaan likuiditas sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat. Pasar uang syariah mirip dengan pasar uang
konvensional, tetapi beroperasi dengan mematuhi ketentuan
syariat Islam. Di pasar ini, terdapat berbagai instrumen keuangan
yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti akad jual beli dengan
prinsip murabahah, mudarabah, atau wakalah.

Salah satu instrumen utama dalam pasar uang syariah adalah
Sertifikat Wadiah atau Tawarruq, yang memungkinkan investor
menyimpan dana berdasarkan prinsip wadiah (titipan) dengan
memperoleh imbalan sesuai dengan perjanjian yang telah
ditentukan. Selain itu, terdapat akad jual beli dengan prinsip
murabahah yang memungkinkan investor memperoleh
keuntungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat.
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Pasar uang syariah memiliki peran penting dalam menjaga
likuiditas di pasar keuangan syariah, membantu lembaga keuangan
syariah dalam mengelola risiko likuiditas, dan memberikan
alternatif investasi jangka pendek bagi para investor. Hal ini
memungkinkan pemeliharaan prinsip-prinsip syariat dalam
transaksi keuangan sehari-hari.

Pasar uang syariah juga berperan dalam pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi berkelanjutan, dimana instrumen
keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariat dapat
mendukung investasi yang berkelanjutan dan membantu
menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat
yang mengutamakan nilai-nilai etika dan moral dalam aktivitas
keuangan mereka.

e. Perusahaan Venture Capital Syariah
Perusahaan venture capital syariah atau modal ventura syariah
adalah lembaga keuangan non-bank syariah yang berperan dalam
menyediakan modal dan dukungan finansial kepada usaha atau
proyek yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan
modal ventura syariah beroperasi dengan prinsip syariat dalam
pemilihan investasi dan pengelolaan dana (Ariss, 2010). Mereka
dapat memainkan peran penting dalam mendukung pengem-
bangan usaha kecil dan menengah yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat.

Perusahaan modal ventura syariah adalah lembaga keuangan
yang memiliki fokus pada pembiayaan dan investasi dalam bisnis-
bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
dalam ekonomi Islam. Mereka berperan sebagai penyedia modal
bagi usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan
finansial untuk mengembangkan bisnis mereka.

Sebagai bagian dari sistem keuangan syariah, perusahaan
modal ventura syariah memastikan bahwa aktivitas investasi dan
pembiayaan yang mereka lakukan mematuhi hukum-hukum Is-
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lam, termasuk larangan riba dan kegiatan yang dianggap haram
dalam ajaran agama Islam. Mereka memanfaatkan berbagai
instrumen keuangan syariah, seperti mudarabah (bagian dari
konsep bagi hasil), musyarakah (kemitraan), atau akad-akad
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariat.

Selain menyediakan sumber pendanaan, perusahaan modal
ventura syariah juga memberikan bimbingan dan konsultasi
kepada para wirausahawan. Mereka bekerja sama dengan para
pelaku usaha untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang
mereka biayai memiliki prospek bisnis yang baik dan dapat
memberikan keuntungan secara berkelanjutan.

Melalui model bisnis ini, perusahaan modal ventura syariah
berkontribusi dalam mempercepat pertumbuhan sektor
ekonomi syariah dan memberikan alternatif bagi para pelaku usaha
yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Is-
lam. Dengan memungkinkan investasi yang mematuhi ajaran
agama, mereka mendukung pengembangan bisnis yang
berkesinambungan dan beretika dalam konteks keuangan Islam.

f. Perusahaan Asuransi Syariah
Perusahaan asuransi syariah adalah lembaga keuangan non-bank
syariah yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap
risiko melalui polis asuransi dengan mengikuti prinsip-prinsip
syariah. Perusahaan asuransi syariah menyediakan perlindungan
terhadap risiko yang dihadapi oleh individu atau perusahaan
dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariat, seperti larangan
riba dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dalam transaksi
asuransi (Hosen, 2015).

Perusahaan asuransi syariah merupakan entitas keuangan
yang bergerak dalam sektor asuransi dengan mematuhi prinsip-
prinsip ekonomi syariah sesuai ajaran Islam. Mereka menawarkan
berbagai jenis polis asuransi, seperti asuransi jiwa, kesehatan,
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properti, dan lain sebagainya, namun dengan prinsip yang sesuai
dengan hukum Islam. Salah satu perbedaan kunci dari asuransi
syariah adalah bahwa mereka tidak memungut atau memberikan
bunga (riba) dalam polis asuransi mereka. Selain itu, mereka juga
tidak berinvestasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram
dalam Islam, seperti alkohol atau perjudian.

Perusahaan asuransi syariah juga beroperasi dengan menggu-
nakan prinsip-prinsip saling membantu (ta’awun) dan berbagi
risiko (takaful). Artinya, peserta atau pemegang polis ikut serta
dalam membagi risiko bersama dengan membayar premi yang
akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami
kerugian atau klaim. Dengan menyediakan solusi proteksi yang
sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, perusahaan asuransi syariah
memberikan alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin
mengamankan kehidupan mereka dengan mematuhi prinsip-
prinsip etika dan moral Islam. Hal ini mencerminkan kontribusi
perusahaan asuransi syariah dalam memperkaya ekosistem
keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim
yang semakin meningkat.

g. Perusahaan Leasing atau Sewa Guna Syariah
Perusahaan leasing atau sewa guna syariah adalah lembaga keuangan
non-bank syariah yang memberikan pembiayaan dengan prinsip
syariah melalui mekanisme sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna
syariah membeli aset dan menyewakannya kepada pelanggan
dengan harga sewa dan durasi sewa yang disepakati (Chapra &
Khan, 2000). Dalam perusahaan sewa guna syariah, tidak ada unsur
riba atau bunga dalam pengaturan pembiayaan.

Perusahaan sewa guna syariah merupakan entitas keuangan
yang menyediakan layanan pembiayaan bagi individu atau
perusahaan dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Mereka menawarkan berbagai bentuk pembiayaan seperti sewa
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guna usaha atau leasing dengan memastikan bahwa transaksi yang
dilakukan tidak melanggar hukum Islam.

Dalam konteks pembiayaan syariah, perusahaan sewa guna
syariah memastikan bahwa aset yang dibiayai dapat memberikan
manfaat nyata dan tidak terlibat dalam sektor-sektor yang
dianggap haram dalam Islam. Mereka juga tidak mengenakan
bunga (riba) pada transaksi pembiayaan mereka. Selain itu,
perusahaan sewa guna syariah juga menerapkan prinsip-prinsip
adil dan berbagi risiko. Mereka bekerja sama dengan nasabah
untuk memastikan bahwa risiko terkait aset yang dibiayai dibagi
secara adil, sehingga memberikan keuntungan bersama.

Dengan menyediakan solusi pembiayaan yang sesuai dengan
nilai-nilai agama Islam, perusahaan sewa guna syariah memberikan
alternatif bagi individu dan bisnis yang ingin memanfaatkan
fasilitas pembiayaan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan
moral Islam. Hal ini mencerminkan kontribusi perusahaan sewa
guna syariah dalam memperkaya ekosistem keuangan syariah dan
memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang semakin
meningkat.

h. Perusahaan Anjak Piutang Syariah
Perusahaan anjak piutang syariah adalah lembaga keuangan non-
bank syariah yang memberikan pembiayaan dengan mengambil
piutang sebagai jaminan. Perusahaan anjak piutang syariah membeli
piutang dari pihak ketiga dan memberikan pembiayaan dengan
prinsip syariat berdasarkan piutang tersebut (Ahmad, 2014).
Transaksi anjak piutang syariah didasarkan pada prinsip jual beli
atau pembiayaan murabahah dengan pembayaran secara bertahap.

Perusahaan anjak piutang syariah adalah lembaga keuangan
yang menawarkan layanan pembiayaan berdasarkan prinsip
ekonomi syariat, terutama dalam penanganan piutang. Mereka
memberikan solusi bagi individu atau perusahaan yang memiliki
piutang dan ingin mengonversinya menjadi sumber dana tunai.



EKONOMI ISLAM 221

Dalam prinsip syariat, perusahaan anjak piutang syariah
memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak melibatkan
unsur bunga (riba) dan mematuhi prinsip-prinsip moral serta etika
Islam. Mereka juga memastikan bahwa piutang yang diperoleh
dari nasabah tidak berasal dari bisnis yang dianggap haram atau
tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Perusahaan anjak piutang syariah umumnya berfokus pada
pembiayaan yang adil dan berbagi risiko dengan nasabah. Mereka
menawarkan berbagai jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan
piutang dagang dan pembiayaan piutang konsumen untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, perusahaan anjak piutang syariah
memberikan alternatif yang sesuai bagi individu dan bisnis muslim
yang ingin mengelola piutang mereka dengan mematuhi prinsip-
prinsip agama Islam. Hal ini sejalan dengan perkembangan industri
keuangan syariah yang semakin berkembang di seluruh dunia.

i. Financial Technology Syariah
Financial technology (fintech) syariah adalah lembaga keuangan non-
bank syariah yang memanfaatkan teknologi dalam menyediakan
layanan keuangan berbasis syariah. Fintech syariah mencakup
berbagai platform dan aplikasi yang memudahkan akses keuangan
ariah, dan crowdfunding syariah (Suharto, 2018). Fintech syariah
memberikan alternatif yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan
keuangan dengan memerhatikan prinsip-prinsip syariat.

Financial technology (fintech) syariah merupakan sektor
inovatif dalam industri keuangan yang menawarkan berbagai
layanan keuangan berbasis teknologi dengan mematuhi prinsip-
prinsip ekonomi syariah. Fintech syariah mengintegrasikan
teknologi informasi untuk menyediakan solusi keuangan yang
sesuai dengan ajaran Islam.
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Layanan fintech syariah mencakup berbagai aspek keuangan,
seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer (P2P),
investasi, dan asuransi. Semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip
syarith. Contohnya platform P2P lending syariah menyediakan
akses pinjaman tanpa bunga atau riba dan investasi dalam bisnis-
bisnis yang sah menurut hukum Islam.

Penggunaan teknologi dalam fintech syariah memungkinkan
akses ke layanan keuangan secara lebih inklusif dan efisien,
terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke
sistem keuangan konvensional. Hal ini juga mendukung
pertumbuhan ekonomi Islam dan meningkatkan literasi
keuangan di komunitas muslim.

Dengan berkembangnya fintech syariah, terdapat harapan
bahwa solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat akan
semakin mudah diakses dan lebih terjangkau bagi masyarakat
muslim di seluruh dunia. Pada saat yang sama, lembaga pengawas
keuangan dan regulator terus memantau dan mengatur sektor
ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat
dan keamanan pengguna.

j. Layanan Dana Pensiun Syariah
Layanan dana pensiun syariah adalah lembaga keuangan non-
bank syariah yang memberikan layanan pengelolaan dana pensiun
dengan mengikuti prinsip-prinsip syariat. Layanan dana pensiun
syariah memberikan jaminan keuangan untuk masa pensiun
dengan mengelola dana pensiun anggotanya secara syariat,
seperti melakukan investasi pada instrumen keuangan syariah
dan menghindari investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan
oleh agama Islam (Sudrajat, 2016).

Layanan dana pensiun syariah merupakan fasilitas keuangan
yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan finansial
pada masa pensiun dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi
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syariah. Program ini memungkinkan individu atau kelompok
untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka selama
masa kerja aktif, yang kemudian diinvestasikan dalam instrumen
keuangan yang mematuhi prinsip syariat.

Dalam layanan dana pensiun syariah, dana yang terkumpul
akan diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah, seperti
sukuk, saham syariah, dan instrumen keuangan lain yang
mematuhi hukum Islam. Tujuannya untuk menciptakan
pertumbuhan nilai investasi yang berkelanjutan sehingga saat
memasuki masa pensiun peserta dapat memperoleh manfaat
finansial yang stabil sesuai dengan dana yang telah diinvestasikan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam layanan dana pensiun
syariah, investasi dilakukan dengan memerhatikan larangan riba dan
prinsip keadilan dalam alokasi keuntungan. Selain itu, pilihan
investasi juga harus sesuai dengan kriteria-kriteria syariat yang ketat.

Layanan dana pensiun syariah memungkinkan masyarakat
muslim dapat mempersiapkan masa pensiun mereka sesuai
dengan nilai-nilai dan prinsip agama Islam. Ini adalah langkah
penting menuju pencapaian stabilitas keuangan pada masa tua
yang layak dan terjamin.

Peran dan Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah di Indo-
nesia

1. Pemenuhan kebutuhan keuangan umat muslim
Lembaga keuangan Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam
memenuhi kebutuhan keuangan umat muslim. Dengan menyediakan
produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat, lembaga keuangan Islam memberikan alternatif yang halal dan
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sesuai dengan keyakinan agama bagi masyarakat muslim dalam
mengelola keuangan mereka.

2. Diversifikasi industri keuangan
Kehadiran lembaga keuangan Islam juga berkontribusi dalam
diversifikasi industri keuangan di Indonesia. Dengan menyediakan
pilihan keuangan syariah, lembaga keuangan Islam membuka peluang
bagi masyarakat untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan
preferensi mereka. Hal ini mendorong kompetisi sehat antara lembaga
keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam, serta mendorong
inovasi produk dan layanan keuangan.

3. Pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
Lembaga keuangan Islam juga memiliki peran dalam pemberdayaan
ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui
pembiayaan syariah, lembaga keuangan Islam mendukung pengem-
bangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi sektor penting
dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, lembaga keuangan Islam
juga melaksanakan program-program sosial dan zakat untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu.
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15
PASAR MODAL
SYARIAH

Pasar modal syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor penting dalam
sistem keuangan berbasis syariat Islam. Seiring dengan perkembangan
ekonomi Islam, pasar modal syariah telah mengalami pertumbuhan yang
signifikan dan memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariat Islam bagi masyarakat.

Pengertian Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah adalah pasar yang menyediakan instrumen keuangan
syariah kepada investor untuk melakukan kegiatan investasi yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syariat. Pasar modal syariah memungkinkan mereka
memperoleh keuntungan melalui investasi yang tidak bertentangan dengan
nilai-nilai agama Islam (Zainulbahar, 2012). Instrumen-instrumen yang
diperdagangkan di pasar modal syariah mencakup saham syariah, obligasi
syariah, reksa dana syariah, dan instrumen-instrumen derivatif syariah
(Haron & Azmi, 2013).



Pasar Modal Syariah226

Pasar modal syariah adalah bagian integral dari sistem keuangan yang
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah atau hukum Is-
lam. Tujuan utama dari pasar modal ini adalah untuk menyediakan sarana
investasi dan pembiayaan yang mematuhi ketentuan-ketentuan syariah. Di
dalamnya, terdapat instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan
instrumen keuangan lainnya.

Dalam pengertian pasar modal syariah, investasi dilakukan dengan
memerhatikan larangan riba dan praktik-praktik yang dilarang dalam hukum
Islam. Misalnya, dalam saham syariah, investor tidak hanya memiliki bagian
dari keuntungan, tetapi juga dari risiko bisnis yang terkait. Sementara itu,
sukuk adalah instrumen utang yang menerapkan prinsip bagi hasil, dimana
investor mendapatkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan dari
proyek atau aset yang didanai sukuk tersebut.

Pasar modal syariah juga memiliki badan pengawas dan regulasi yang
memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Hal ini bertujuan
untuk menjamin bahwa instrumen-instrumen keuangan yang
diperdagangkan di pasar modal ini tidak melanggar ketentuan agama Islam.

Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam memobilisasi dana
dan memfasilitasi kegiatan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan
dan keadilan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariat, pasar modal ini
menjadi alternatif yang menarik bagi para investor yang ingin berpartisipasi
dalam aktivitas finansial sesuai dengan ajaran agama Islam.



EKONOMI ISLAM 227

Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

1. Awal mula perkembangan pasar modal syariah
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada 1990
dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
menyatakan bahwa investasi saham konvensional yang melibatkan riba
(bunga) dan praktik-praktik keuangan yang bertentangan dengan
syariat tidak diperbolehkan bagi umat Islam. Pada 2000, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan peraturan yang mengatur
tentang pasar modal syariah di Indonesia. Demikianlah pemerintah
membuka pintu bagi perkembangan keuangan syariah lebih lanjut.

Awal mula perkembangan pasar modal syariah dapat ditelusuri
kembali pada 1980-an ketika negara-negara dengan mayoritas
penduduk muslim mulai menyadari pentingnya memiliki sistem
keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Indonesia
termasuk salah satu dari negara-negara tersebut. Pada 1984, pemerintah
Indonesia membentuk unit usaha syariah (UUS) pertama di Bank
Muamalat Indonesia, yang kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank
syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin Syariah,
dan lain-lain.

Perkembangan pasar modal syariah semakin signifikan pada awal
2000-an ketika pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan regulasi
dan kebijakan yang mendukung pengembangan sistem keuangan
berbasis syariah. Pada 2000, didirikan Bursa Efek Jakarta (sekarang
Bursa Efek Indonesia) dan Bursa Berjangka Jakarta, yang kemudian
membuka pintu bagi perdagangan instrumen keuangan syariah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia juga
menerbitkan sukuk negara pertama berbasis syariah pada 2008. Hal
ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan pasar modal syariah
di Indonesia karena menunjukkan komitmen pemerintah untuk
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membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
agama Islam.

Perkembangan pasar modal syariah terus berlanjut hingga saat
ini. Pada 2023, banyak instrumen keuangan syariah seperti saham
syariah dan sukuk terus diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
Industri ini juga semakin dikenal di tingkat internasional dan menarik
minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berpartisipasi
dalam investasi yang mematuhi prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini
membuktikan bahwa pasar modal syariah memiliki prospek yang cerah
dalam mendukung perekonomian Indonesia secara berkelanjutan dan
sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.

2. Perkembangan industri pasar modal syariah
Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan
didirikannya Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang
memiliki bagian khusus untuk perdagangan instrumen keuangan syariah.
Selain itu, lembaga-lembaga keuangan seperti perusahaan efek dan bank
investasi syariah juga turut berperan dalam pengembangan pasar modal
syariah di Indonesia. Perkembangan ini memberikan akses kepada in-
vestor untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia telah
mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Sejak awal munculnya pada 1980-an, industri ini telah tumbuh dan
berkembang menjadi salah satu komponen vital dalam sistem keuangan
Indonesia. Pada 2000, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mulai mengeluarkan regulasi khusus untuk mengatur dan
memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah.

Saat ini, industri pasar modal syariah di Indonesia menawarkan
berbagai instrumen keuangan, seperti saham syariah, sukuk syariah,
dan reksa dana syariah. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai platform
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perdagangan utama menyediakan ruang bagi para investor untuk
bertransaksi dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Selain itu, penerbitan sukuk syariah juga telah menjadi salah satu
komponen penting dalam perkembangan pasar modal syariah di Indo-
nesia. Pemerintah dan perusahaan swasta ikut aktif menerbitkan sukuk
syariah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan ekspansi
bisnis dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam upaya memperluas aksesibilitas bagi investor, pemerintah
juga terus memperkenalkan inisiatif dan kebijakan untuk mengem-
bangkan produk-produk baru serta mempermudah proses investasi di
pasar modal syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan
investasi yang kondusif dan menarik bagi berbagai kalangan, termasuk
investor domestik maupun internasional.

Kerja sama antara berbagai lembaga keuangan, regulasi yang
mendukung, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap investasi
syariah telah menjadi pendorong utama dalam perkembangan industri
pasar modal syariah di Indonesia. Dengan terus ditingkatkannya
infrastruktur dan regulasi yang mendukung serta peningkatan
pemahaman masyarakat tentang investasi syariah, prospek industri
pasar modal syariah di Indonesia terlihat sangat cerah dan akan terus
berkontribusi dalam memajukan ekonomi berbasis prinsip-prinsip
keuangan Islam.

Prinsip-Prinsip dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia
Pasar modal syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang melarang
praktik-praktik ribawi dan transaksi spekulatif. Prinsip-prinsip utama pasar
modal syariah meliputi
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1. Larangan riba
Transaksi yang melibatkan bunga—keuntungan yang dihasilkan dari
pinjaman atau utang—adalah dilarang dalam pasar modal syariah. In-
vestor dan emiten harus memastikan bahwa instrumen keuangan yang
diperdagangkan tidak melibatkan unsur riba.

2. Larangan gharar
Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau
gharar juga tidak diperbolehkan dalam pasar modal syariah. Transaksi
harus jelas dan transparan, tanpa unsur penipuan atau ketidakjelasan
yang berlebihan.

3. Larangan maisir
Praktik perjudian atau spekulasi yang tidak dapat diprediksi hasilnya
adalah dilarang dalam pasar modal syariah. Investor di pasar modal
syariah diharapkan untuk berinvestasi berdasarkan analisis fundamen-
tal dan tidak melakukan transaksi spekulatif yang berisiko tinggi.

4. Larangan investasi dalam sektor haram
Investor dan emiten di pasar modal syariah harus memastikan bahwa
investasi yang dilakukan tidak melibatkan sektor-sektor yang
diharamkan oleh agama Islam, seperti minuman keras, perjudian, atau
industri porcine (Chapra & Khan, 2000).
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Instrumen-Instrumen dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia

1. Saham syariah
Saham syariah adalah instrumen utama yang diperdagangkan dalam
pasar modal syariah di Indonesia. Saham syariah adalah saham perusahaan
yang memenuhi kriteria syariah dan telah lulus proses screening yang
dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Saham-saham ini
diperdagangkan di bursa efek khusus untuk pasar modal syariah.

Instrumen-instrumen dalam pasar modal syariah di Indonesia,
khususnya saham syariah, memiliki karakteristik yang unik dan harus
mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Saham syariah adalah salah
satu instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dan merupakan bagian integral dari industri pasar modal syariah di
Indonesia.

Saham syariah adalah kepemilikan suatu bagian dari modal
perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
Dalam konteks ini, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang
bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, minuman keras,
atau riba, akan dihindari. Sebaliknya, perusahaan yang bergerak dalam
sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti
perdagangan, teknologi, atau produksi halal menjadi pilihan utama bagi
investor (Thian, 2021).

Investor dalam saham syariah juga memiliki hak-hak yang sama
dengan pemegang saham konvensional, termasuk hak atas dividen dan
hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Akan tetapi,
perusahaan yang menerbitkan saham syariah juga harus mematuhi
aturan-aturan khusus yang mengikat, seperti dalam hal distribusi
keuntungan dan pengelolaan keuangan.

Saham syariah telah menjadi pilihan investasi yang menarik bagi
sejumlah besar investor di Indonesia yang ingin menggabungkan
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keuntungan finansial dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.
Perkembangan dan likuiditas pasar saham syariah di Indonesia terus
meningkat sehingga menciptakan peluang investasi yang menarik bagi
para pemodal.

2. Obligasi Syariah
Obligasi syariah juga merupakan instrumen penting dalam pasar modal
syariah di Indonesia. Obligasi syariah adalah instrumen hutang yang
memenuhi prinsip-prinsip syariat, dimana pemilik obligasi berbagi
risiko dan keuntungan dengan penerbit obligasi. Obligasi syariah dapat
digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh
pendanaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Instrumen-instrumen dalam pasar modal syariah di Indonesia,
termasuk obligasi syariah, merupakan bagian integral dari sistem
keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Obligasi
syariah adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh entitas bisnis,
perusahaan, atau pemerintah sesuai dengan prinsip syariat. Mereka
berbeda dari obligasi konvensional dalam hal struktur dan mekanisme
pembayaran.

Obligasi syariah diatur oleh berbagai skema dan prinsip syariat,
seperti prinsip bagi hasil (profit and loss-sharing), murabahah, mudarabah,
atau musyarakah. Mekanisme pembayaran bagi pemegang obligasi syariah
didasarkan pada keuntungan yang dihasilkan dari proyek atau bisnis yang
didanai oleh obligasi tersebut, bukan pada pembayaran bunga tetap
seperti dalam obligasi konvensional. Obligasi syariah menawarkan pilihan
investasi yang sesuai dengan nilai dan prinsip keuangan Islam. Mereka
berperan dalam mendukung pembiayaan bisnis yang mematuhi prinsip-
prinsip syariat, termasuk dalam proyek-proyek infrastruktur,
pengembangan perumahan, dan sektor-sektor lain yang relevan.

Di Indonesia, penerbitan obligasi syariah telah berkembang pesat,
terutama dengan partisipasi aktif perusahaan-perusahaan dan pemerintah
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dalam menerbitkannya. Pasar obligasi syariah telah menjadi salah satu
komponen penting dalam industri pasar modal syariah di Indonesia.

Investor yang berpartisipasi dalam obligasi syariah dapat
memperoleh keuntungan finansial sambil mematuhi prinsip-prinsip
etika dan moral yang diatur oleh Islam. Dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang berkelanjutan, obligasi syariah telah membantu
memperkuat industri pasar modal syariah di Indonesia dan
memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariat.

3. Reksa dana syariah
Reksa dana syariah merupakan produk investasi yang terdiri dari
portofolio saham syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya. Reksa
dana syariah memungkinkan investor untuk berinvestasi secara kolektif
dalam instrumen keuangan syariah dengan keuntungan yang dibagikan
sesuai dengan prinsip syariat.

Instrumen-instrumen dalam pasar modal syariah di Indonesia
mencakup berbagai produk investasi yang mematuhi prinsip-prinsip
keuangan Islam. Salah satu instrumen yang populer dalam pasar modal
syariah adalah reksa dana syariah. Reksa dana syariah merupakan wadah
investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam
portofolio aset-aset yang sesuai dengan prinsip syariat.

Portofolio reksa dana syariah terdiri dari berbagai instrumen
keuangan, seperti saham, obligasi syariah, dan instrumen pasar uang
yang mematuhi prinsip-prinsip syariat. Manajer investasi bertanggung
jawab untuk memilih dan mengelola portofolio tersebut sesuai dengan
pedoman syariat, termasuk menghindari investasi dalam bisnis yang
terkait dengan riba, alkohol, perjudian, dan sektor-sektor yang tidak
sesuai dengan prinsip syariat (Abdalloh, 2019).

Investor yang berpartisipasi dalam reksa dana syariah memiliki
potensi pertumbuhan investasi sambil mematuhi prinsip-prinsip etika
dan moral yang diatur oleh Islam. Reksa dana syariah juga memberikan



Pasar Modal Syariah234

diversifikasi investasi yang lebih baik, mengurangi risiko, dan
memungkinkan akses ke pasar modal bagi investor dengan berbagai
tingkat risiko dan preferensi investasi.

Di Indonesia, pasar reksa dana syariah terus berkembang seiring
dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap investasi yang
sesuai dengan syariat. Pemerintah dan regulator pasar modal terus
mendukung perkembangan pasar modal syariah, termasuk reksa dana
syariah, melalui berbagai kebijakan dan insentif.

Dengan berbagai manfaat dan pertumbuhan potensial, reksa dana
syariah telah menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik bagi
investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka dengan
mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

Peran dan Kontribusi Pasar Modal Syariah di Indonesia
Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam mengembangkan
ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Peran pasar modal syariah
dapat dilihat dari beberapa aspek berikut

1. Memfasilitasi investasi syariah
Pasar modal syariah menyediakan wadah untuk para investor yang ingin
berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Investor dapat
memilih instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan profil risiko
dan tujuan investasi mereka.

2. Mendorong pertumbuhan perusahaan syariah
Melalui pasar modal syariah, perusahaan syariah dapat mengakses
sumber pembiayaan yang diperlukan untuk ekspansi bisnis dan
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pengembangan proyek. Hal ini membantu meningkatkan pertumbuhan
perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan.

3. Memperkuat infrastruktur keuangan syariah
Pasar modal syariah berperan dalam memperkuat infrastruktur keuangan
syariah dengan memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariat. Hal ini membantu meningkatkan daya saing
dan efisiensi sektor keuangan syariah.

4. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan keuangan syariah
Pasar modal syariah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan
pendidikan keuangan syariah di kalangan masyarakat. Melalui investasi
di pasar modal syariah, masyarakat dapat memahami dan mengaplikasikan
prinsip-prinsip syariat dalam kegiatan finansial mereka.

5. Pembiayaan bagi perusahaan dan pemerintah
Pasar modal syariah di Indonesia memainkan peran penting dalam
pembiayaan perusahaan dan pemerintah. Melalui penerbitan saham
syariah dan obligasi syariah, perusahaan dan pemerintah dapat
memperoleh pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
Hal ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih luas bagi entitas
ekonomi di Indonesia.

6. Diversifikasi portofolio investasi
Pasar modal syariah juga memberikan kesempatan kepada investor
untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi. Dengan adanya
instrumen-instrumen syariah yang diperdagangkan di pasar modal
syariah, investor dapat berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip
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syariat dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan sektor-sektor yang
mematuhi prinsip-prinsip syariat.

7. Pengembangan ekonomi berkelanjutan
Pasar modal syariah di Indonesia juga berperan dalam pengembangan
ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariat yang mendasari pasar
modal syariah mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan
mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan.
Dengan demikian, pasar modal syariah dapat menjadi motor penggerak
dalam memajukan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
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16
ZAKAT, INFAK,
DAN SEDEKAH
DALAM EKONOMI
ISLAM

Zakat, infak, dan sedekah merupakan konsep penting dalam agama Islam
yang menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang
membutuhkan. Ketiga konsep ini memiliki tujuan dan manfaat yang mulia
dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat muslim.
Melalui pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah, umat muslim dapat menjalin
ikatan sosial yang kuat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat
solidaritas dalam komunitas mereka.

Zakat

1. Pengertian zakat
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat
muslim yang telah mencapai nisab (ambang batas kekayaan tertentu)
setiap tahunnya. Zakat memiliki arti harfiah “pembersihan” dan
“penyucian” harta. Zakat diwajibkan untuk diberikan kepada delapan
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golongan yang berhak menerimanya. Adapun amil zakat yang bertugas
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (Siddiqi, 2008).

Dalam ajaran Islam, zakat adalah kewajiban sosial dan ekonomi
setiap muslim, yang menjadi rukun Islam ketiga. Banyak ulama klasik
telah memberikan definisi dan pemahaman tentang zakat, yang
mencerminkan pentingnya konsep ini dalam agama Islam. Pandangan
utama para ulama klasik tentang zakat adalah bentuk wajib yang
digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih
kaya kepada yang lebih miskin dalam masyarakat.

Salah satu ulama klasik yang terkenal, Imam Al-Ghazali,
menggambarkan zakat sebagai sarana untuk menghilangkan kemiskinan
dan kesenjangan sosial. Dia berpendapat bahwa zakat memiliki peran
penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan merata.
Menurutnya, zakat adalah bentuk pengorbanan dan kepedulian sosial
yang harus ditanamkan dalam hati setiap muslim.

Adapun Imam As-Syafi’i, seorang ulama besar Sunni, menyatakan
bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang memegang peran vital
dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, zakat adalah
wujud nyata dari tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap
muslim.

Pendapat lain yang relevan tentang zakat datang dari Imam Malik,
salah satu pendiri dari dari empat mazhab utama dalam Islam Sunni.
Dia memahami zakat sebagai bentuk pemurnian harta dan menjaga
orang-orang muslim dari sifat kikir, serta sebagai alat untuk membantu
orang-orang yang membutuhkan dalam masyarakat.

Secara umum, pandangan para ulama mengenai zakat adalah serupa
dalam esensinya, yaitu zakat adalah bentuk ibadah sosial, kewajiban
keagamaan, dan alat untuk menciptakan keadilan sosial serta mengurangi
ketimpangan ekonomi. Pendapat-pendapat ini bersatu dalam
pandangan bahwa zakat adalah salah satu instrumen penting dalam
membangun masyarakat yang lebih adil dan peduli terhadap sesama.
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Zakat adalah menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat
yang adil dan berkeadilan. Ulama-ulama kontemporer juga memberikan
pandangan dan definisi tentang zakat yang mencerminkan nilai-nilai
inti dalam Islam. Salah satu pandangan yang penting adalah dari Syaikh
Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang dikenal karena
kontribusinya dalam pemikiran ekonomi Islam. Menurut beliau, zakat
adalah alat yang berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
dan meminimalkan penderitaan sosial di masyarakat (Hakim, 2020).

Pandangan lain datang dari ulama kontemporer seperti Syaikh
Muhammad Al-Ghazali, yang menekankan bahwa zakat bukan hanya
sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga sarana untuk menghidupkan
semangat kebersamaan dan solidaritas dalam umat muslim. Dalam
pandangannya, zakat memainkan peran penting dalam membentuk
masyarakat yang peduli, saling tolong-menolong, dan mengurangi
penderitaan.

Syaikh Ahmed Kutty, seorang ulama muslim Kanada, juga
memberikan pandangan yang mencerminkan zakat sebagai alat untuk
mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memberikan bantuan kepada
mereka yang membutuhkan. Menurutnya, zakat adalah cara untuk
menjalankan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan sebagai seorang
muslim.

Dengan berbagai pandangan ulama kontemporer ini, zakat tetap
menjadi konsep inti dalam Islam agar umat muslim menjalankan
tanggung jawab sosial dan ekonomi mereka dan berkontribusi pada
pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Pandangan-
pandangan ini mencerminkan peran zakat dalam memerangi
kemiskinan, meratakan ketidaksetaraan, dan menciptakan masyarakat
yang lebih baik.
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2. Hukum zakat
Hukum zakat dalam Islam adalah suatu perintah yang diwajibkan oleh
Allah Swt. sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadis
Nabi Muhammad saw. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun
Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi
syarat-syarat tertentu. Zakat wajib kepada setiap muslim yang memiliki
harta yang mencapai nisab (ambang batas tertentu) dan telah mencapai
masa haul (setahun) untuk memberikan sebagian dari harta tersebut
kepada yang berhak menerima zakat. Mereka yang tidak mengeluarkan
zakat dapat berakibat dosa dan mengganggu ikatan sosial dalam
masyarakat muslim.

Dalam Al-Qur’an, zakat disebutkan dalam berbagai ayat yang
menggarisbawahi pentingnya memberikan zakat. Misalnya, dalam Surah
Al-Baqarah ayat 267–273, Allah Swt. menekankan pentingnya
memberikan zakat dan mengingatkan umat Islam agar tidak menahan
harta yang seharusnya diberikan kepada yang berhak menerima. Dalam
ayat-ayat tersebut, zakat juga disebut sebagai sarana membersihkan
harta dari sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan ketamakan.

Zakat memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:
a. Wajib

Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi
syarat-syarat tertentu, seperti memiliki harta di atas nisab dan
telah mencapai masa haul.

b. Bersifat sosial
Zakat merupakan kewajiban personal yang berdimensi sosial yang
bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan
memberdayakan kaum miskin. Ini adalah salah satu cara untuk
menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan
ekonomi.
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c. Umum
Zakat dapat diberikan kepada berbagai kategori penerima zakat,
termasuk fakir miskin, orang-orang yang berhak menerima zakat,
pejuang Islam, pembangunan masjid, dan lain-lain.

d. Bersifat redistribusi
Zakat bertujuan untuk mengambil dari mereka yang lebih mampu
dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Dengan
demikian, zakat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih
merata dalam masyarakat.

e. Diberikan dari harta yang halal
Zakat harus diberikan dari harta yang diperoleh secara sah dan halal.

Hukum zakat adalah wajib dan diberikan setiap tahun, terhitung
sejak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Zakat bisa diberikan
dalam bentuk harta, seperti uang tunai, emas, perak, atau barang lainnya,
yang sesuai dengan nisab dan haul. Dalam banyak komunitas Muslim,
dana zakat juga digunakan untuk membantu pembangunan sosial,
seperti membiayai pendidikan dan perawatan kesehatan bagi
masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu cara untuk memastikan
keadilan sosial, membantu masyarakat yang kurang beruntung, dan
memperkuat nilai-nilai persaudaraan. Dengan menjalankan kewajiban
zakat, umat muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah dan
berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang berkeadilan
dan berperikemanusiaan. Hukum zakat adalah landasan bagi praktik
keagamaan, etika, dan kesejahteraan sosial dalam Islam.

3. Tujuan zakat
Tujuan utama zakat adalah membersihkan harta benda dan jiwa
pemiliknya, serta memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat. Zakat juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial,
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mengatasi kemiskinan, dan membantu mereka yang membutuhkan
dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tujuan zakat dalam ajaran Is-
lam memiliki dimensi yang sangat luas. Zakat bukan sekadar pengambilan
sebagian harta kekayaan dari mereka yang mampu dan pemberian kepada
yang membutuhkan. Lebih dari itu, zakat membawa pesan yang mendalam
dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.

Berikut adalah tujuan zakat dalam Islam.
a. Kepatuhan kepada Allah (taat)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim
yang mampu. Dengan membayar zakat, umat Islam menunjukkan
ketaatan kepada perintah Allah dan pengakuan bahwa harta yang
mereka miliki adalah anugerah dari-Nya.

b. Membersihkan harta dan jiwa
Zakat berfungsi sebagai alat pembersihan harta dan jiwa. Dengan
memberikan sebagian harta sebagai zakat, seseorang membersihkan
diri dari sifat tamak, serakah, dan egoisme. Demikianlah zakat
membantu seseorang untuk menjadikan jiwa yang lebih bersih
dan bebas dari dosa.

c. Kesejahteraan sosial
Salah satu tujuan utama zakat adalah menciptakan kesejahteraan
sosial dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi
kekayaan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membantu
mereka yang kurang beruntung untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka.

d. Pemberdayaan fakir miskin
Zakat memberdayakan fakir miskin dengan memberikan mereka
akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan
taraf hidup mereka, yang mungkin membantu untuk memulai
usaha kecil atau memperoleh pendidikan.
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e. Penguatan persaudaraan
Zakat memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan dalam
masyarakat muslim. Ketika orang-orang dari berbagai lapisan
sosial membantu mereka yang membutuhkan, ini menciptakan
rasa persatuan dan saling peduli yang kuat.

f. Keadilan sosial
Zakat berperan dalam menjaga keadilan sosial dengan mengurangi
kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin, atau
membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil.

g. Pelembagaan ajaran keagamaan
Zakat mempromosikan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam
masyarakat. Ia mengingatkan umat Islam tentang pentingnya
berbagi dan saling peduli, serta menegakkan nilai-nilai kasih dan
kebaikan.

h. Penghapusan kemiskinan
Salah satu tujuan langsung zakat adalah mengurangi atau
menghapus kemiskinan. Dengan memberikan bantuan keuangan
kepada mereka yang membutuhkan, zakat berkontribusi dalam
memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kesempatan kepada
mereka untuk memulai usaha kecil yang dapat memperbaiki
kehidupan mereka.

i. Menghilangkan hutang (debt relief
Zakat dapat digunakan untuk membantu mereka yang terlilit
hutang yang sangat membebani. Dengan membayar hutang
mereka, orang yang menerima zakat dapat memulai hidup baru
yang lebih sejahtera.

j. Meningkatkan kualitas hidup
Zakat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
yang miskin dan terpinggirkan. Bantuan seperti pangan,
pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat membantu mereka
untuk hidup lebih baik.



Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Ekonomi Islam244

k. Penyebab berkah (barakah)
Zakat dianggap sebagai penyebab berkah dalam harta dan usaha
seseorang. Dalam Islam, berkontribusi pada kesejahteraan orang
lain akan mendatangkan berkah dan kesuksesan dalam hidup
seseorang.

l. Kepemimpinan Moral
Membayar zakat adalah tindakan kepemimpinan moral yang
dapat mengilhami orang lain untuk melakukan perbuatan baik.
Ini adalah cara untuk menjadi teladan dalam berbagi dan
membantu mereka yang kurang beruntung.

Dengan memahami tujuan zakat yang mendalam ini, umat
Islam diberi panduan untuk menjalani kehidupan yang lebih
bermakna, bermoral, dan penuh kepedulian terhadap sesama.
Zakat menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat
yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat.

4. Manfaat zakat
Zakat memiliki manfaat yang luas, baik bagi individu maupun
masyarakat secara keseluruhan. Secara individu, zakat dapat membantu
membersihkan jiwa, meningkatkan kesadaran sosial, dan mendekatkan
diri kepada Allah Swt. Bagi masyarakat, zakat dapat mengurangi
kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat
solidaritas dan kepedulian sosial umat muslim.

Zakat adalah kewajiban berbagi harta bagi umat Islam yang memiliki
manfaat yang luas, tidak hanya bagi yang menerima zakat tetapi juga
bagi orang yang memberikannya dan masyarakat secara keseluruhan.
Berikut adalah uraian beberapa manfaat dari zakat.

a. Manfaat spiritual
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang paling penting.
Dengan membayar zakat, umat Islam mengukuhkan keyakinan
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mereka kepada Allah dan ketaatan kepada perintah-Nya. Ini
memperkuat hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan.

b. Membersihkan hati dan jiwa
Zakat membantu membersihkan jiwa seseorang dari sifat tamak,
serakah, dan egois. Dalam memberikan sebagian harta kepada
yang membutuhkan, seseorang membebaskan diri dari sifat
negatif ini.

c. Kesejahteraan sosial
Zakat berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dalam
masyarakat karena redistribusi kekayaan dari orang yang lebih
mampu kepada orang yang kurang beruntung. Hal ini membantu
mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas
hidup bagi yang membutuhkan.

d. Pemberdayaan mustahik
Zakat memberdayakan mereka yang kurang beruntung dengan
memberikan akses ke sumber daya dan modal. Dengan demikian,
zakat dapat membantu mereka untuk memulai usaha kecil atau
mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan taraf hidup
mereka.

e. Keadilan sosial
Zakat membantu menjaga keadilan sosial dalam masyarakat.
Dengan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, zakat menciptakan
masyarakat yang lebih adil dan merata.

f. Kohesi sosial
Zakat memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan di antara umat
Islam. Ketika orang-orang dari berbagai lapisan sosial membantu
mereka yang membutuhkan, ini menciptakan rasa persatuan dan
kepedulian dalam masyarakat.

g. Pembersihan harta
Zakat berperan dalam membersihkan harta seseorang.
Membersihkan yakni membantu menjaga harta benda dari sifat-
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sifat negatif seperti penimbunan dan harta yang diperoleh dengan
cara yang tidak sah.

h. Penghapusan kemiskinan
Salah satu manfaat langsung zakat adalah mengurangi atau meng-
hilangkan kemiskinan. Dengan memberikan bantuan kepada
mereka yang membutuhkan, zakat membantu mereka memenuhi
kebutuhan dasar mereka.

i. Berkah (barakah)
Dalam Islam, zakat dianggap sebagai penyebab berkah dalam harta
dan usaha seseorang. Kontribusi terhadap kesejahteraan orang
lain dipercayai membawa berkah dan kesuksesan dalam hidup
seseorang.

j. Pelembagaan nilai-nilai agama
Zakat membantu mempromosikan nilai-nilai moral dan
keagamaan dalam masyarakat. Ia mengingatkan umat Islam
tentang pentingnya berbagi dan peduli serta menegakkan nilai-
nilai kasih dan kebaikan.

k. Penting dalam masyarakat Islam
Zakat memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang
lebih peduli, sosial, dan adil dalam Islam. Ini mengintegrasikan
konsep berbagi dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

l. Tindakan kepemimpinan moral
Membayar zakat adalah tindakan kepemimpinan moral. Ini dapat
mengilhami orang lain untuk melakukan perbuatan baik dan
menjadi teladan dalam saling berbagi dan membantu mereka
yang kurang beruntung.

Manfaat zakat sangat luas dan mendalam. Selain memberikan
manfaat sosial dan ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiri-
tual yang kuat, membantu memperkuat keyakinan dan moral umat
Islam. Zakat adalah alat penting untuk mencapai kesejahteraan
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sosial, keadilan, dan persatuan dalam masyarakat Islam dan selalu
menjadi prinsip dasar ajaran agama ini.

5. Syarat dan rukun zakat
Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap
muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat berarti
membersihkan harta yang dimiliki dari kotoran dan dosa dengan cara
menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang
berhak menerimanya.

a. Syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:
1) Islam, yaitu orang yang berzakat harus beragama Islam;
2) Merdeka, yaitu orang yang berzakat  tidak boleh dalam

keadaan terikat atau budak;
3) Baligh dan berakal, yaitu orang yang berzakat harus sudah

dewasa dan memiliki akal sehat;
4) Memiliki harta yang mencapai nisab, yaitu batas minimal

jumlah harta yang wajib dizakati;
5) Harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun hijriah atau

haul, yaitu periode waktu antara dua kali melihat hilal bulan
Muharram;

6) Harta tersebut merupakan harta tambahan atau lebih dari
kebutuhan pokok, yaitu harta yang tidak digunakan untuk
memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti makanan,  pakaian,
tempat tinggal, dan sebagainya.

b. Rukun-rukun zakat adalah sebagai berikut:
1) Niat  zakat,  yaitu  niat  untuk membersihkan  diri  dari

kotoran dan dosa dengan membayar zakat;
2) Terdapat muzakki, yaitu orang yang berzakat;
3) Terdapat mustahiq, yaitu orang yang berhak menerima

zakat;
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4) Memberikan dana atau makanan pokok yang dizakati, yaitu
harta yang disisihkan untuk zakat harus sesuai dengan jenis
dan jumlah yang ditentukan oleh syariat Islam.

Hukum zakat mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar zakat
sah. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi nisab, haul, dan jenis
harta yang dikenai zakat.

a. Nisab adalah batas minimum harta yang dimiliki orang yang wajib
dizakatkan.

b. Nisab berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki,
seperti emas, perak, atau hasil pertanian.

c. Haul adalah batas waktu satu tahun kepemilikan harta sebelum
zakat wajib dibayarkan.

d. Jenis harta yang dikenai zakat. Hukum zakat mengatur jenis-jenis
harta yang dikenai zakat. Harta yang dikenai zakat meliputi harta
yang dapat tumbuh atau berkembang nilainya, seperti emas, perak,
uang, pertanian, perdagangan, dan investasi. Harta ini harus
mencapai nisab dan telah berlalu masa haul selama satu tahun
sebelum zakat dikenakan. Hukum zakat juga mengatur persentase
zakat yang harus dibayarkan berdasarkan jenis harta tersebut.

6. Penghitungan zakat
Perintah untuk melakukan zakat di dalam Al-Quran tercatat sebanyak
32 kali. Dalam syariat Islam, jenis zakat utama terbagi menjadi dua,
yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Keduanya sama-sama merupakan jenis
zakat yang wajib diamalkan oleh umat Islam yang mampu dan sehat secara
jasmani maupun rohani. Kedua zakat tersebut juga memiliki ketentuan
cara menghitung yang berbeda-beda sehingga sangat penting untuk
diperhatikan. Untuk lebih jelasnya, simak uraian berikut.
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a. Cara menghitung Zakat Fitrah
Zakat fitrah merupakan jenis zakat yang dibayarkan oleh umat
Islam selama bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat
Idul Fitri. Zakat ini merupakan jenis zakat yang wajib dibayarkan
oleh golongan yang mampu. Bentuk dari Zakat Fitrah ini
umumnya terdiri dari bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti
beras, terigu, gandum, dan sebagainya. Selain itu, Zakat Fitrah juga
bisa dibayarkan dalam bentuk uang untuk kemudian disalurkan
dalam bentuk barang kebutuhan pokok. Cara menghitung zakat
yang sesuai dengan peraturan syariat Islam berpatokan pada nilai
makanan pokok yang akan disalurkan (Mustafa, 2017). Misalnya
saja, bahan makanan pokok yang dikonsumsi di Indonesia adalah
beras. Oleh karena itu, pelaku Zakat Fitrah harus membayar zakat
tersebut dalam bentuk beras seberat 2,5 kilogram atau 3,5 kilo-
gram. Sementara itu, untuk pembayaran Zakat Fitrah dalam bentuk
uang, bisa dibayar dengan nominal yang setara dengan harga beras
seberat minimal 2,5 kilogram.

Tidak ada patokan pasti nominal biaya yang harus
dikeluarkan untuk Zakat Fitrah karena masing-masing daerah
memiliki nilai zakat yang berbeda-beda. Misalnya untuk wilayah
DKI Jakarta dan sekitarnya sudah ditetapkan bahwa nilai Zakat
Fitrah dalam bentuk uang dipatok sebesar Rp45.000 perjiwa.

b. Cara menghitung Zakat Mal
Jenis zakat kedua adalah Zakat Mal. Zakat Mal atau zakat harta
adalah zakat yang harus dibayarkan saat harta tersebut sudah
mencapai nisab dengan kepemilikan harta mencapai satu tahun
atau haul. Selama kedua syarat tersebut terpenuhi, donatur bisa
segera mengeluarkan Zakat Mal. Jenis-jenis zakat yang termasuk
ke dalam Zakat Mal meliputi: zakat emas dan perak, zakat ternak,
zakat pertanian, zakat perniagaan (jual-beli), dan zakat profesi.



Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Ekonomi Islam250

Untuk perhitungan Zakat Mal, ada rumus sederhana yang
bisa digunakan, yaitu:

2,5% x jumlah harta yang tersimpan hingga mencapai satu tahun

Sebagai contoh, misalkan pertanggal 1 Januari 2023, donatur
sudah memiliki simpanan harta berupa emas sebanyak 200 gram.
Nisab dari emas yang harus dizakatkan adalah sebesar 2,5% dari
total emas yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat
simulasi perhitungan berikut ini.

Zakat Mal = Emas x 2,5%
Zakat Mal= 200 x 2,5% = 5 gram

Dari hitungan di atas, donatur harus membayar Zakat Mal
sebesar 5 gram atau kurang lebih setara dengan Rp4.690.495
jika menggunakan hitungan nominal uang.

7. Tabel Zakat
a. Ketentuan zakat fitrah
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b. Ketentuan fidyah puasa Ramadan

c. Ketentuan zakat emas, uang, dan usaha
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d. Ketentuan zakat pertanian (Zuru’)

8. Tata cara pelaksanaan zakat
Hukum zakat juga mengatur tata cara pelaksanaan zakat. Zakat dapat
dibayarkan secara langsung kepada yang berhak menerima atau melalui
lembaga atau badan zakat yang terpercaya. Zakat juga dapat dibayarkan
dalam bentuk harta atau uang dengan syarat yang telah ditentukan. Dalam
tata cara pelaksanaannya, kebersihan, kejujuran, dan kehati-hatian dalam
memperhitungkan dan menyalurkan zakat sangat ditekankan.

Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah
Penting untuk membedakan antara zakat dan sedekah. Zakat merupakan
kewajiban yang diatur dengan ketentuan tertentu, sedangkan sedekah adalah
pemberian sukarela yang tidak diatur dengan ketentuan yang sama. Sedekah
dapat diberikan dengan jumlah dan frekuensi yang berbeda-beda.
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Tabel Perbedan Zakat, Infak, dan Sedekah

Infak

1. Pengertian infak
Infak berasal dari kata infaqa yang berarti “menafkahkan” atau
“mengeluarkan” harta untuk kepentingan umum atau untuk membantu
orang lain. Infak tidak diwajibkan sebagaimana zakat, tetapi dianjurkan
dalam agama Islam sebagai salah satu bentuk kebaikan dan amal.

Infak adalah kontribusi sukarela dalam bentuk harta atau kekayaan
yang diberikan oleh orang muslim untuk kepentingan sosial dan
kemanfaatan umum. Istilah infak berasal dari bahasa Arab infaq yang berarti
memberikan atau menyumbangkan harta secara sukarela tanpa adanya
kewajiban atau tekanan. Dalam ajaran Islam, infak dianggap sebagai salah
satu bentuk amal kebajikan yang dianjurkan dan sangat ditekankan.

Penting untuk memahami bahwa infak berbeda dari zakat. Zakat
adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang
memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan infak adalah tindakan
sukarela yang dilakukan atas dasar keikhlasan dan kepedulian terhadap
sesama. Infak dapat diberikan untuk berbagai tujuan, termasuk
membantu fakir miskin, membangun infrastruktur sosial, mendukung
pendidikan, serta memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial.
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Salah satu dasar hukum infak dapat ditemukan dalam Al-Quran.
Surat Al-Baqarah (2:261) menyebutkan yang artinya “Contoh orang-
orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia
kehendaki. Dan Allah mahaluas (karunia-Nya) lagi mahamengetahui.”
Hal ini menunjukkan bahwa infak yang diberikan dengan ikhlas dan
untuk kepentingan umum dapat mendatangkan berkah dan pahala yang
besar dari Allah Swt.

Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga
menegaskan pentingnya infak. Beliau sendiri sering kali memberikan
contoh tentang pentingnya memberikan infak kepada orang-orang yang
membutuhkan dan mendukung berbagai kegiatan kebaikan. Hadis yang
menyebutkan “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah” adalah
salah satu dari banyak hadis yang menekankan pentingnya memberikan
bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan.

Infak juga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan
sosial yang adil dan berkeadilan dalam masyarakat. Dengan memberikan
sebagian harta, orang-orang yang lebih mampu dapat membantu mereka
yang membutuhkan sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi
dan mengurangi kesenjangan sosial (Abdullah, 2021). Dalam konteks
ekonomi modern, infak juga dapat berperan dalam memajukan sektor
sosial dan kemanusiaan. Banyak organisasi non-pemerintah atau
lembaga swadaya masyarakat dan lembaga amal yang mengandalkan
sumbangan infak untuk mendukung berbagai program sosial, termasuk
bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah yang terkena bencana alam,
program pendidikan, dan proyek-proyek pembangunan.

Dengan demikian, infak merupakan salah satu nilai fundamental
dalam ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya berbagi dan membantu
sesama. Hal ini juga mencerminkan sikap kepedulian, keikhlasan, dan
semangat saling membantu dalam membangun masyarakat yang lebih
baik dan berkeadilan. Sebagai bentuk amal kebajikan, infak memiliki peran
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yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan sosial dan
membangun fondasi masyarakat yang kokoh dalam cahaya ajaran Islam.

2. Hukum infak
Hukum infak dalam Islam adalah mustahabb (dianjurkan), meskipun
tidak diwajibkan seperti zakat. Infak dapat dilakukan atas dasar
kemurahan hati dan keinginan untuk membantu orang lain, baik dalam
bentuk harta maupun tenaga. Hukum infak dalam Islam sangat penting
dan ditekankan sebagai salah satu aspek penting dalam praktik ibadah
dan amal kebajikan. Dalam ajaran Islam, infak adalah tindakan sukarela
yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama, moral, dan etika. Ini adalah
wujud dari kepedulian dan solidaritas sosial di antara sesama manusia.

Dalam konteks hukum Islam, infak adalah amalan yang sangat
dianjurkan dan diberkahi. Dalam Al-Quran, Allah Swt. berbicara tentang
pentingnya infak dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah
(2:267–273), Surah Al-Hashr (59:7), dan Surah As-Saba (34:39).
Ayat-ayat ini menggambarkan berkah dan pahala yang akan diberikan
kepada orang-orang yang memberikan infak dengan tulus dan ikhlas.

Selain Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad saw. juga memberikan
panduan tentang infak. Beliau bersabda, “Harta yang paling kamu cintai
adalah harta yang kamu nafkahkan (untuk kebaikan) dan harta yang paling
membekas adalah harta yang ditanamkan dalam tanah (dalam bentuk amal)”
(HR. Al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menggarisbawahi pentingnya
berbagi kekayaan dan harta benda kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam hal hukum, infak adalah amal kebajikan dan tindakan moral
yang dianjurkan. Ini bukanlah kewajiban yang diatur oleh hukum agama
seperti zakat. Seseorang yang memberikan infak melakukannya atas
dasar keikhlasan dan ketulusan hati. Tidak ada persyaratan tertentu
dalam hal jumlah yang harus diberikan karena dapat disesuaikan dengan
kemampuan individu (Hakim, 2020).
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Akan tetapi, infak memiliki beberapa hukum penting dalam Islam,
antara lain:

a. Sunnah
Infak adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Melakukan infak secara rutin adalah sunah, yang berarti bahwa
jika seseorang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala, tetapi
jika dia tidak melakukannya, dia tidak akan dihukum. Itu adalah
tindakan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.

b. Pahala
Orang yang memberikan infak dengan ikhlas akan menerima
pahala besar dari Allah Swt. Ini mencerminkan prinsip bahwa harta
benda dan kekayaan adalah anugerah dari Allah dan harus
digunakan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.

c. Menolong yang membutuhkan
Salah satu tujuan utama infak adalah membantu mereka yang
membutuhkan, misalnya fakir miskin, yatim piatu, janda miskin,
dan mereka yang berada dalam kesulitan finansial. Dalam Islam,
menolong mereka yang membutuhkan adalah tindakan mulia dan
diberkahi.

d. Pilihan individu
Infak adalah amal kebajikan yang didasarkan pada pilihan individu.
Tidak ada kewajiban atau persyaratan yang mengikat, dan jumlah
tergantung pada kemampuan dan keinginan individu.

e. Ikhlas
Infak harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Tujuan utama
dalam memberikan infak adalah meraih keridaan Allah dan
membantu sesama.

Hukum infak dalam Islam adalah bahwa ini adalah salah satu
amal yang sangat dianjurkan, dan pahalanya besar bagi mereka yang
melakukannya dengan ikhlas. Ini adalah wujud dari kepedulian
sosial, solidaritas, dan moral dalam masyarakat muslim.
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3. Tujuan infak
Tujuan utama dari infak adalah untuk mendistribusikan kekayaan yang
dimiliki individu kepada yang membutuhkan. Infak juga bertujuan
untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, membangun
solidaritas, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan dari
praktik infa dalam Islam sangat mendalam dan mencerminkan nilai-
nilai kemanusiaan serta spiritualitas yang tinggi. Infak adalah salah satu
bentuk ibadah dan amal kebajikan yang sangat ditekankan dalam ajaran
Islam. Tujuan dari infak adalah sebagai berikut:

a. Mengamalkan keikhlasan dan ketaatan pada Allah
Salah satu tujuan utama infak adalah untuk menunjukkan keikhlasan
hati dan ketaatan seseorang pada Allah Swt. Dengan memberikan
sebagian harta kepada yang membutuhkan, seseorang menunjukkan
bahwa kekayaan dan harta benda bukanlah prioritas tertinggi dalam
hidupnya, tetapi ketaatan kepada Allah yang lebih utama.

b. Membantu masyarakat yang membutuhkan
Infak bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,
seperti fakir miskin, yatim piatu, janda miskin, dan mereka yang
berada dalam kesulitan finansial. Hal ini adalah bentuk konkret
dari kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat Islam.
Dengan memberikan infak, seseorang berkontribusi dalam
kesejahteraan masyarakat secara.

c. Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial
Melalui infak, seseorang belajar untuk merasakan dan memahami
penderitaan orang lain. Ini membuka mata dan hati terhadap
realitas kehidupan mereka yang kurang beruntung. Hal ini dapat
membantu mengembangkan empati dan rasa kepedulian sosial
yang lebih tinggi dalam diri seseorang.

d. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi
Infak berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan
ekonomi dalam masyarakat. Dengan membagi harta kepada yang
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membutuhkan, orang-orang kaya berkontribusi dalam mengurangi
kesenjangan ekonomi dan memberikan peluang bagi mereka yang
kurang beruntung untuk memperbaiki kehidupan mereka.

e. Menghindari sifat angkuh dan kikir
Infak mengajarkan pentingnya menghindari sifat-sifat negatif
seperti keangkuhan, keserakahan, dan kedekatan dengan harta
benda. Dengan memberikan infak, seseorang belajar untuk
melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia material dan
memprioritaskan nilai-nilai rohaniah.

f. Mendapatkan pahala dan berkah dari Allah Swt.
Salah satu tujuan utama infak adalah mendapatkan pahala dan
berkah dari Allah Swt. Dalam Al-Qur’an, Allah Swt. berjanji untuk
memberikan balasan yang besar bagi mereka yang memberikan
infak dengan ikhlas dan tulus hati. Janji ini mencerminkan
pentingnya amal kebajikan dalam mencapai keridaan Allah.

g. Membangun kebersamaan dan solidaritas sosial
Infak membangun ikatan kebersamaan dan solidaritas di antara
anggota masyarakat. Selain itu, infak menguatkan hubungan
sosial dan memperkuat jaringan kehidupan bersama. Ketika
masyarakat saling membantu, kehidupan sosial menjadi lebih
harmonis dan stabil.

h. Menjaga ketentraman dan kedamaian sosial
Dengan membantu mereka yang membutuhkan, infak membantu
menjaga ketentraman dan kedamaian sosial. Dengan merasa
didukung dan terbantu, individu-individu yang kurang beruntung
cenderung lebih harmonis dan stabil dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan tujuan-tujuan yang mendalam ini, praktik infak
menjadi salah satu pilar penting dalam praktik keagamaan dan
kemanusiaan dalam Islam.
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4. Manfaat Infak
Infak memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi pemberi maupun
penerima. Bagi pemberi, infak dapat meningkatkan kepedulian sosial,
membersihkan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Bagi
penerima, infak dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar,
meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Infak memiliki beragam manfaat yang sangat signifikan dalam ajaran
Islam, baik dari segi spiritual maupun sosial. Berikut adalah beberapa
manfaat penting dari praktik infak:

a. Menggapai kebahagiaan rohani
Memberikan infak adalah salah satu bentuk ibadah yang
dianjurkan dalam Islam. Dengan melakukan amal kebajikan ini,
seseorang akan mendapatkan kepuasan batin dan mendekatkan
diri kepada Allah Swt. Hal ini memunculkan perasaan bahagia
dan tenang dalam diri seorang mukmin.

b. Menghapus dosa dan mendapatkan pahala
Memberikan infak adalah cara untuk membersihkan diri dari
dosa-dosa. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa setiap kali kita
memberikan infak, kita juga memadamkan satu dosa. Oleh karena
itu, infak adalah salah satu cara untuk mendapatkan pahala besar
dan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan.

c. Meningkatkan derajat dan kedudukan di mata Allah Swt.
Dalam banyak ayat Al-Qur’an, Allah berjanji memberikan pahala
berlipat ganda bagi mereka yang menyumbang untuk kepentingan
orang lain. Hal ini menyiratkan bahwa orang yang bersedekah
akan diberikan kedudukan yang lebih tinggi di mata Allah Swt.

d. Mendatangkan berkah dan keberkahan dalam kehidupan
Salah satu manfaat nyata dari infak adalah mendatangkan berkah
dalam kehidupan seseorang. Dengan memberikan sebagian harta,
seseorang memohon keberkahan dari Allah Swt. untuk segala
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aspek kehidupannya: rezeki, kesehatan, dan keberhasilan dalam
berbagai hal.

e. Membantu orang-orang yang membutuhkan
Salah satu manfaat sosial terbesar dari infak adalah membantu
orang-orang yang membutuhkan. Infak memenuhi kebutuhan
fisik dan finansial dari fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang
berada dalam kesulitan. Dengan berbagi, kita membangun
masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

f. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi
Infak berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan
ekonomi dalam masyarakat. Dengan membagi harta kepada yang
membutuhkan, orang-orang kaya berkontribusi dalam mengurangi
kesenjangan ekonomi dan memberikan peluang bagi mereka yang
kurang beruntung untuk memperbaiki kehidupan mereka.

g. Menanamkan nilai-nilai kemanusiaan
Praktik infak mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang penting
seperti empati, kepedulian, dan solidaritas. Dengan membantu
mereka yang membutuhkan, kita membentuk karakter yang
peduli terhadap sesama dan membangun hubungan yang lebih
erat di dalam masyarakat.

h. Meningkatkan rasa syukur
Dengan memberikan infak, kita mengakui bahwa kekayaan dan
harta benda yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Swt. Hal
ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai nikmat-
nikmat yang diberikan kepada kita.

i. Mengajarkan keterbukaan dan keterikatan sosial
Melalui infak, seseorang belajar untuk membuka diri terhadap
kebutuhan orang lain dan berbagi kekayaan dengan sukarela. Hal
ini memperkuat keterikatan sosial dan membentuk hubungan
yang saling menguntungkan di antara anggota masyarakat.
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Dengan manfaat-manfaat yang mendalam ini, praktik infak
menjadi salah satu amal kebajikan yang sangat dianjurkan dalam
Islam. Infak bukan hanya tentang memberi materi, tetapi juga
tentang memperkaya jiwa dan membangun masyarakat yang lebih
baik secara keseluruhan.

Sedekah

1. Pengertian sedekah
Sedekah berasal dari kata “sadaqah” yang berarti memberi dengan ikhlas
tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah dapat berupa pemberian harta,
bantuan sosial, atau tindakan baik lainnya yang dilakukan dengan niat
suci untuk membantu sesama. Sedekah dalam Islam adalah suatu
bentuk amal kebajikan di mana seseorang memberikan sebagian dari
harta atau kekayaannya secara sukarela kepada orang lain, terutama
kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan ini dilakukan tanpa
mengharapkan imbalan materi atau pujian dari penerima. Sedekah
memiliki makna yang sangat mendalam dalam ajaran Islam dan dianggap
sebagai suatu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt.

Salah satu definisi sedekah dalam Islam adalah tindakan memberikan
sesuatu dengan niat ikhlas untuk mencari keridaan Allah Swt. Ini
mencakup berbagai bentuk pemberian, seperti memberikan uang tunai,
makanan, pakaian, atau bantuan dalam bentuk apapun kepada orang yang
membutuhkan. Sedekah juga dapat berupa memberikan waktu, tenaga,
atau keterampilan untuk membantu orang lain (Mustafa, 2017).

Penting untuk dipahami bahwa sedekah berbeda dengan zakat. Zakat
adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan
sebagian dari harta kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan.
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Sedangkan sedekah adalah tindakan sukarela yang tidak diwajibkan oleh
agama, tetapi sangat dianjurkan dan dihargai oleh Allah Swt.

Dalam ajaran Islam, sedekah memiliki banyak tujuan dan manfaat.
Pertama, sedekah adalah bentuk kepedulian dan empati terhadap
sesama manusia. Sedekah dapat menunjukkan rasa keadilan sosial dan
mengajarkan nilai-nilai penting seperti rasa empati, kasih sayang, dan
perhatian terhadap kondisi orang lain. Kedua, sedekah adalah cara untuk
membersihkan diri dari dosa-dosa. Dengan memberikan dengan tulus
dan ikhlas, seseorang membuktikan kesediaannya untuk berkorban
demi kepentingan orang lain. Hal ini dianggap sebagai bentuk taubat
dan penyucian diri dari dosa-dosa yang telah dilakukan.

Selain itu, sedekah juga merupakan cara untuk mendekatkan diri
kepada Allah Swt. Dengan memberikan dengan tulus dan ikhlas, seseorang
menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah Swt. Dengan
demikian, sedekah memperkuat hubungan spiritual dan menguatkan
keimanan seseorang.

Manfaat lain dari sedekah adalah mendatangkan berkah dalam
kehidupan. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa setiap kali kita
memberikan sedekah, Allah akan menggantinya dengan keberkahan
dalam berbagai aspek kehidupan: rezeki, kesehatan, dan keberhasilan
dalam segala hal. Selain manfaat spiritual, sedekah juga memiliki dampak
sosial yang sangat positif. Praktik sedekah membantu mengurangi
kesenjangan ekonomi dan mengatasi kebutuhan mendesak orang-or-
ang yang kurang beruntung. Hal ini membentuk masyarakat yang lebih
adil dan berkeadilan.

Dengan demikian, sedekah merupakan amal kebajikan yang
memiliki makna dan nilai yang sangat penting dalam Islam. Ini adalah
cara untuk mengekspresikan rasa syukur, empati, dan kepedulian
terhadap sesama manusia. Melalui sedekah, seseorang dapat membantu
membangun masyarakat yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan
dari Allah Swt.
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2. Hukum sedekah
Hukum sedekah adalah mustahabb (dianjurkan). Sedekah tidak
diwajibkan seperti zakat, tetapi disarankan sebagai amalan yang penuh
pahala dan dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam Islam,
sedekah memiliki kedudukan yang sangat penting. Hukum sedekah
dalam ajaran Islam adalah sunnah muakkadah, yang artinya adalah
tindakan yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Dalam beberapa hadis,
Rasulullah saw. sering memberikan nasihat kepada para sahabatnya
tentang pentingnya bersedekah.

Pertama, sedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat
dicintai oleh Allah Swt. Dalam Al-Quran, Allah Swt. menyebutkan
pentingnya bersedekah dalam beberapa ayat. Di antaranya, dalam Surat
Al-Baqarah (2:261), Allah berfirman yang artinya “Perumpamaan or-
ang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.
dan Allah mahaluas (karunia-Nya) lagi mahamengetahui.”

Kedua, sedekah merupakan salah satu cara untuk membersihkan
harta dari sifat serakah dan cinta dunia berlebihan. Dalam Islam, serakah
dan cinta dunia yang berlebihan dianggap sebagai sifat yang tidak baik
dan dapat menghalangi seseorang mencapai kebahagiaan spiritual.
Dengan bersedekah, seseorang belajar untuk berbagi dengan orang
lain dan melepaskan cengkeraman harta dunia.

Ketiga, hukum sedekah juga mencakup kewajiban memberikan
sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Zakat adalah salah satu
bentuk sedekah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu. Zakat ini
diambil dari sebagian harta yang dimiliki oleh individu dan diberikan
kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim,
dan orang-orang yang dalam kesulitan.

Keempat, hukum sedekah juga mencakup pemberian kepada
keluarga dan kerabat yang membutuhkan. Dalam Islam, bersedekah
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kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan adalah suatu bentuk
kebajikan yang sangat dianjurkan. Hal ini membantu memperkuat
hubungan keluarga dan mempererat ikatan antara anggota keluarga.

Kelima, sedekah juga dapat dianggap sebagai bentuk investasi di
akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi
Muhammad saw. bersabda, “Sedekah itu dapat menghapuskan dosa
sebagaimana air memadamkan api.” Dengan memberikan sedekah,
seseorang dapat memperoleh pahala dan keberkahan dari Allah Swt.

Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa sedekah harus diberikan
dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Swt.
semata. Tindakan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk
mencari popularitas, pujian, atau imbalan materi dari manusia. Hal ini
sesuai dengan prinsip keikhlasan yang menjadi landasan dari setiap
bentuk amal ibadah dalam Islam.

3. Tujuan sedekah
Tujuan utama sedekah adalah membantu dan meringankan beban or-
ang yang membutuhkan, serta membawa kebahagiaan bagi orang lain.
Sedekah juga bertujuan untuk membersihkan jiwa, mengasah sikap
murah hati, dan meningkatkan ikatan sosial dalam masyarakat. Sedekah
memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi yang penting dalam
ajaran Islam.Tujuan dari sedekah sangatlah mulia dan beragam, seperti
berikut ini.

a. Ketaatan kepada Allah (ibadah)
Tujuan utama sedekah dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah
kepada Allah Swt. Dalam melaksanakan sedekah, seorang muslim
menunjukkan ketaatan, pengabdian, dan cinta kepada Tuhan.
Sedekah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri
kepada Allah dan mencari keridaan-Nya.
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b. Membersihkan diri (tazkiyah)
Sedekah juga bertujuan untuk membersihkan hati dan jiwa dari
sifat-sifat negatif, seperti serakah, materialisme, dan kikir. Melalui
bersedekah, seseorang belajar untuk melepaskan ikatan dengan
harta dan melibatkan diri dalam kebaikan.

c. Solidaritas sosial
Sedekah bertujuan untuk memupuk solidaritas sosial dalam
masyarakat. Dengan memberikan kepada yang membutuhkan,
sedekah dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan
meningkatkan rasa empati antar sesama manusia. Hal ini
memperkuat tali persaudaraan dan rasa tanggung jawab sosial.

d. Kesejahteraan dan keadilan sosial
Tujuan lain dari sedekah adalah menciptakan kesejahteraan dan
keadilan sosial. Dalam Islam, sedekah digunakan sebagai alat
untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan
memberikan kepada yang membutuhkan, sedekah membantu
menyebarkan kekayaan dan menciptakan kesempatan bagi
mereka yang kurang beruntung.

e. Meningkatkan kualitas hidup penerima
Sedekah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima.
Dengan menerima sedekah, orang yang kurang mampu dapat
memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian,
tempat tinggal, dan pendidikan. Sedekah juga dapat membantu
mereka memulai usaha kecil dan meningkatkan taraf hidup.

f. Menjaga keberkahan harta
Salah satu tujuan penting dari sedekah adalah menjaga keberkahan
dalam harta dan rezeki. Dalam Islam, dipercayai bahwa dengan
bersedekah, Allah akan memberikan berkah dan perlindungan
atas harta yang dimiliki.
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g. Memutuskan rantai kemiskinan
Sedekah bertujuan untuk membantu memutuskan rantai
kemiskinan. Dengan memberikan kepada mereka yang berada
dalam kemiskinan, sedekah dapat membantu mereka untuk keluar
dari lingkaran kemiskinan dan memulai usaha yang lebih baik.

h. Penguatan kebersamaan umat
Sedekah juga memiliki tujuan untuk memperkuat kebersamaan
dan persatuan umat Islam. Ketika umat Islam bersatu untuk
membantu sesama yang membutuhkan, hal ini menciptakan rasa
persaudaraan yang kuat di antara mereka.

i. Pelajaran untuk kesederhanaan
Tujuan lain dari sedekah adalah memberikan pelajaran tentang
kesederhanaan dan pengendalian diri. Dengan memberikan
sebagian harta kepada orang lain, seseorang dapat belajar untuk
hidup sederhana dan tidak terlalu terikat pada harta benda.

j. Investasi akhirat
Akhirnya, tujuan dari sedekah adalah untuk berinvestasi di
akhirat. Dalam ajaran Islam, sedekah dianggap sebagai investasi
yang akan memberikan pahala dan ganjaran besar di akhirat.
Dengan memberikan kepada yang membutuhkan, seseorang
berharap untuk memperoleh kebahagiaan abadi di sisi Allah Swt.

Semua tujuan ini mencerminkan pentingnya sedekah dalam Islam
sebagai sebuah tindakan yang bukan hanya membantu sesama manusia,
tetapi juga menghubungkan individu dengan Allah Swt. dan memperkaya
makna hidup mereka. Sedekah bukan hanya tentang memberikan harta,
tetapi juga tentang memperkuat iman, keadilan sosial, dan kebahagiaan
bersama dalam masyarakat.
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4. Manfaat sedekah
Sedekah memiliki manfaat yang besar, baik bagi pemberi maupun
penerima. Bagi pemberi, sedekah dapat meningkatkan sikap tawadhu’
(rendah hati), memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah
Swt. Bagi penerima, sedekah dapat memberikan bantuan dalam
memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi penderitaan, dan
memberikan harapan dan dukungan (Abdullah, 2021).

Sedekah dalam Islam memiliki manfaat yang sangat besar, baik
secara spiritual maupun sosial. Berikut adalah sejumlah manfaat yang
terkandung dalam tindakan sedekah.

a. Memperoleh pahala dari Allah Swt.
Memberikan sedekah adalah tindakan yang sangat dianjurkan
dalam agama Islam. Setiap sedekah yang diberikan akan
mendatangkan pahala besar di sisi Allah Swt. Hal ini ditegaskan
dalam Al-Qur’an, dimana Allah menyatakan bahwa orang-orang
yang bersedekah akan mendapat pahala berlipat ganda.

b. Membersihkan hati dari sifat serakah
Dalam Islam, sifat serakah dianggap sebagai salah satu penyakit
hati yang harus dihindari. Dengan memberikan sedekah, seorang
muslim dapat membersihkan hatinya dari sifat serakah dan
menguatkan rasa kedermawanan.

c. Mendekatkan diri kepada Allah Swt.
Sedekah adalah bentuk ibadah yang sangat dihargai di sisi Allah.
Dengan memberikan sebagian harta kepada mereka yang
membutuhkan, seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah
dan menunjukkan ketaatan serta cinta kepada-Nya.

d. Menghapus dosa-dosa
Sedekah adalah salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa.
Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa
sedekah adalah cara untuk membersihkan dosa-dosa dan
memperoleh keampunan dari Allah.
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e. Menjaga keberkahan harta
Memberikan sedekah juga diyakini dapat menjaga keberkahan
harta dan rezeki. Dengan berbagi dari apa yang dimiliki, seseorang
memohon kepada Allah untuk memberkati dan melindungi harta
yang dimilikinya.

f. Menolong sesama manusia
Salah satu manfaat terbesar dari sedekah adalah membantu
mereka yang membutuhkan. Sedekah membantu memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan
pendidikan bagi orang-orang yang kurang beruntung.

g. Mendukung keadilan sosial
Dalam Islam, keadilan sosial adalah nilai yang sangat dihargai.
Dengan memberikan sedekah, seseorang dapat membantu
mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan lingkungan
sosial yang lebih adil.

h. Memupuk solidaritas sosial
Sedekah juga memupuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Orang-
orang yang saling membantu dapat memperkuat tali persaudaraan
dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial.

i. Membangun karakter kebaikan
Memberikan sedekah adalah cara yang baik untuk membangun
karakter kebaikan dalam diri seseorang. Sedekah mengajarkan
nilai-nilai seperti kepedulian, kebaikan hati, dan empati terhadap
orang lain.

j. Investasi akhirat
Akhirnya, sedekah dianggap sebagai investasi di akhirat. Dalam
ajaran Islam, setiap sedekah yang diberikan di dunia akan meng-
hasilkan pahala besar di akhirat. Ini adalah investasi jangka panjang
yang akan memberikan kebahagiaan abadi di sisi Allah Swt.

Dengan begitu banyak manfaat besar, sedekah adalah salah satu
cara terbaik bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah,
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membersihkan hati, dan membantu mereka yang membutuhkan. Itu
adalah tindakan yang memperkaya jiwa dan memberi makna lebih dalam
dalam kehidupan seseorang.

Prinsip-Prinsip Zakat, Infak, dan Sedekah
Zakat, infak, dan sedekah didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dalam
ekonomi Islam. Beberapa prinsip utama yang melandasi konsep-konsep
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan yang sementara
Konsep zakat, infak, dan sedekah mengingatkan umat muslim bahwa
harta yang dimiliki bukanlah kepemilikan yang mutlak, tetapi hanyalah
amanah dari Allah Swt. Dengan memberikan zakat, infak, dan sedekah,
umat muslim diingatkan untuk tidak terlalu melekat pada harta dunia
dan mengakui bahwa mereka hanyalah pemegang sementara dari harta
tersebut.

2. Solidaritas sosial
Zakat, infak, dan sedekah juga mendorong solidaritas sosial di antara
umat muslim. Dengan membayar zakat dan memberikan infak serta
sedekah, orang-orang yang lebih mampu membantu mereka yang
membutuhkan. Praktik ini memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat
dan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Keseimbangan ekonomi
Zakat, infak, dan sedekah juga berperan dalam menciptakan keseim-
bangan ekonomi dalam masyarakat. Pembayaran zakat oleh orang-orang
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yang lebih mampu dan penerimaan infak serta sedekah oleh mereka
yang membutuhkan membantu mengalihkan kekayaan dari golongan
yang kaya ke golongan yang kurang mampu. Hal ini memperkuat daya
beli orang-orang yang lebih miskin dan membantu mengurangi
kemiskinan.

4. Peningkatan kesejahteraan
Praktik zakat, infak, dan sedekah diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan umum dalam masyarakat. Dengan redistribusi kekayaan
dan pemberian bantuan kepada yang membutuhkan, konsep-konsep
tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan
akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta
mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif.

Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Ekonomi Islam
Zakat, infak, dan sedekah berperan penting dalam membangun ekonomi
Islam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berikut ini beberapa peran zakat,
infak, dan sedekah dalam ekonomi Islam.

1. Redistribusi kekayaan
Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dengan
menyalurkan sebagian harta dari orang yang lebih mampu kepada or-
ang yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan golongan penerima.
Redistribusi kekayaan melalui zakat adalah salah satu prinsip utama
dalam ekonomi Islam. Zakat diwajibkan untuk para muzakki (pemberi
zakat) dan disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) yang
memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi
ketimpangan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi mereka yang
kurang beruntung untuk memperbaiki kehidupan mereka.



EKONOMI ISLAM 271

Selain zakat, infak juga memainkan peran penting dalam
redistribusi kekayaan. Meskipun infak bersifat sukarela, ia juga berfungsi
sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan dari mereka yang lebih
mampu ke mereka yang membutuhkan. Dengan memberikan
sumbangan secara sukarela, pemberi dapat berpartisipasi dalam upaya
memeratakan distribusi ekonomi dalam masyarakat.

Sedekah, meskipun tidak terikat oleh persyaratan khusus, juga
memiliki dampak positif dalam redistribusi kekayaan. Orang-orang yang
memberikan sedekah dengan sukarela dapat membantu menyokong
orang yang kurang mampu secara finansial. Dengan demikian, mereka
turut berperan dalam upaya menyebarkan kekayaan dengan lebih adil.

Zakat, infak, dan sedekah bersama-sama memainkan peran penting
dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan lingkungan
sosial yang lebih adil dalam ekonomi Islam. Melalui praktik-praktik
ini, ekonomi Islam berusaha untuk memastikan bahwa kekayaan dan
sumber daya ekonomi digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak
hanya terkonsentrasi di tangan sebagian kecil orang. Hal ini sejalan
dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi yang dianut oleh
ekonomi Islam. Dengan demikian, zakat, infak, dan sedekah bukan
hanya kewajiban agama, tetapi juga instrumen penting dalam mencapai
tujuan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam kerangka
ekonomi Islam.

2. Pemberdayaan ekonomi
Infak dan sedekah dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek
ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui dukungan finansial
dalam bentuk infak dan sedekah, orang-orang yang lebih mampu dapat
membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta
inisiatif kewirausahaan di kalangan masyarakat.
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3. Pengentasan kemiskinan
Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran penting dalam pengentasan
kemiskinan. Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang
membutuhkan, konsep-konsep tersebut membantu memenuhi kebu-
tuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup golongan yang kurang mampu.

Zakat, sebagai kewajiban agama, memaksa individu yang mampu
untuk berbagi sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan.
Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, zakat memiliki dampak
langsung dengan memberikan modal awal kepada para penerima zakat
untuk memulai usaha atau meningkatkan usaha yang sudah ada. Ini
memberikan dorongan ekonomi kepada masyarakat yang kurang
beruntung dan membuka pintu kesempatan untuk mereka berpartisipasi
secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Infak, meskipun bersifat sukarela, juga memegang peran penting
dalam pemberdayaan ekonomi. Sumbangan sukarela ini dapat diarahkan
untuk mendukung berbagai proyek dan program yang bertujuan
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, misalnya infak digunakan untuk
membiayai pelatihan keterampilan, membangun infrastruktur, atau
mendukung program-program kewirausahaan. Infak memungkinkan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi
tanpa memandang seberapa besar kekayaan yang mereka miliki.

Sedekah, meskipun tanpa kewajiban atau persyaratan tertentu, juga
memegang peran penting dalam pemberdayaan ekonomi. Praktik
sedekah memberikan kebebasan bagi individu untuk membantu sesama
sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Dalam konteks
ekonomi, sedekah dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro atau
membantu individu yang berpotensi untuk mengembangkan usaha
mereka sendiri. Dengan memberikan dukungan finansial melalui
sedekah, individu dapat membantu memajukan perekonomian
komunitas mereka secara keseluruhan.
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Ketiga praktik kebaikan ini—zakat, infak, dan sedekah—bersama-
sama memberikan fondasi yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi
Islam. Mereka memberikan sarana bagi redistribusi kekayaan, mem-
berikan modal awal untuk usaha, dan memungkinkan individu untuk
berkontribusi secara aktif dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.
Dalam keseluruhan, praktik ini memainkan peran penting dalam
menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan,
dan adil dalam kerangka nilai-nilai Islam.

4. Penguatan kebersamaan dan kepedulian sosial
Praktik zakat, infak, dan sedekah memperkuat ikatan sosial dalam
masyarakat dan mendorong sikap kepedulian antarsesama. Konsep-
konsep tersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu dan
berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan sehingga tercipta
iklim sosial yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Peran zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi Islam tidak hanya
terbatas pada aspek ekonomi semata. Mereka juga memainkan peran
penting dalam memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kepriha-
tinan sosial di antara umat Islam. Konsep-konsep ini mencerminkan
nilai-nilai solidaritas dan saling peduli yang merupakan bagian integral
dari ajaran Islam.

Zakat, sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam, mempromosikan
kebersamaan umat muslim. Dengan mewajibkan individu yang mampu
untuk berzakat, hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi
dan menciptakan rasa tanggung jawab sosial. Hal ini juga memperkuat
ikatan sosial antara individu dan komunitas mereka, menjadikan
masyarakat lebih peduli terhadap nasib orang lain, dan mempromosikan
rasa keadilan dalam redistribusi kekayaan.

Infak, sementara itu, adalah contoh konkret dari kesediaan individu
untuk membantu memperkuat kebersamaan dalam masyarakat.
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Sumbangan sukarela ini tidak hanya membantu mereka yang
membutuhkan, tetapi juga menggalang persatuan di antara umat Islam.
Individu-individu yang memberikan infak menunjukkan keprihatinan
mereka terhadap kepentingan bersama dan memberikan dukungan
finansial untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi seluruh
masyarakat.

Sedekah, dengan sifatnya yang sukarela, adalah manifestasi langsung
dari kepedulian sosial. Dengan memberi tanpa harapan pengembalian,
individu yang bersedekah menunjukkan rasa empati dan perhatian
terhadap penderitaan orang lain. Ini tidak hanya memperkuat hubungan
sosial, tetapi juga menginspirasi tindakan baik lainnya dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, peran zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi
Islam mencerminkan prinsip-prinsip kebersamaan, solidaritas, dan
kepedulian sosial. Mereka membantu menguatkan ikatan antara
individu dan komunitas, menciptakan lingkungan sosial yang lebih
inklusif, dan menginspirasi tindakan positif. Dalam konteks ekonomi
Islam, peran-peran ini menjadikan sistem ekonomi yang lebih berpihak
pada keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan.
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17
WAKAF DALAM
EKONOMI ISLAM

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam
yang memiliki peran signifikan dalam membangun dan memelihara aset-
aset produktif serta menyokong kegiatan sosial dan amal.

Pengertian Wakaf

1. Definisi wakaf
Wakaf secara harfiah berarti “menahan” atau “mengunci.” Secara
konseptual, wakaf merujuk pada tindakan mengalihkan kepemilikan
aset atau properti untuk tujuan amal secara permanen. Aset yang
diwakafkan adalah seperti tanah, bangunan, atau investasi. Aset-set ini
tidak boleh dijual, disewakan, atau diperjualbelikan, tetapi harus dijaga
dan dimanfaatkan sesuai dengan niat wakif (pemberi wakaf) untuk
kepentingan sosial dan amal (Zainol, 2017).
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Wakaf dalam Islam merupakan suatu bentuk persembahan atau
hibah seorang muslim atas harta atau propertinya kepada tujuan-tujuan
yang diakui dalam syariat Islam. Hibah ini diberikan dengan tujuan
agar harta tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Istilah wakaf
sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti “memotong” atau
“menghalangi,” yang pada konteks ini mengacu pada pemisahan harta
atau properti dari kepemilikan pribadi dan ditetapkan untuk tujuan
tertentu yang sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan amal kebajikan
yang dianjurkan dalam Islam. Prinsip dasar dari wakaf adalah untuk
memberikan manfaat kepada masyarakat atau umat. Harta atau properti
yang diwakafkan tidak boleh dijual, dipindahtangankan, atau
dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, wakaf ini harus
digunakan untuk kepentingan umum, seperti mendirikan masjid,
sekolah, rumah sakit, atau lembaga amal lainnya.

Keberadaan wakaf telah menjadi bagian integral dari perkembangan
masyarakat muslim. Sejak zaman Rasulullah Muhammad saw., praktik
wakaf telah diakui dan dianjurkan. Para sahabat, seperti Umar bin
Khattab, Usman bin Affan, dan Abdul Rahman bin Auf, adalah contoh
nyata dari orang-orang yang secara sukarela mewakafkan sebagian besar
dari kekayaan mereka untuk kepentingan umat Islam.

Selain itu, wakaf juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang
penting. Dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid,
madrasah, rumah sakit, atau pusat kesejahteraan sosial, wakaf telah
menjadi pendorong utama bagi perkembangan infrastruktur dan
pelayanan masyarakat muslim. Di sisi lain, wakaf juga dapat berperan
dalam memperkuat stabilitas ekonomi, terutama dalam mendukung
pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, wakaf diatur oleh prinsip-prinsip
syariat yang mengatur cara dan tujuan wakaf. Proses wakaf harus sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diakui dalam hukum Islam. Selain
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itu, harta atau properti yang diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat
tertentu. Penerima manfaat dari wakaf juga harus sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Islam (Abdullah, 2021).

Secara keseluruhan, wakaf dalam Islam adalah suatu bentuk
pengabdian dan sumbangan terhadap kepentingan umum atau amal
kebajikan untuk masyarakat. Prinsip-prinsip wakaf mencerminkan
semangat berbagi dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat Islam
secara keseluruhan. Dengan demikian, wakaf memiliki peran yang
sangat penting dalam memperkuat struktur sosial, ekonomi, dan
keagamaan dalam masyarakat muslim.

2. Prinsip wakaf
Prinsip utama dalam wakaf adalah pemisahan kepemilikan aset dari
manfaat yang dihasilkan. Dalam wakaf, wakif tidak lagi memiliki hak
milik penuh atas aset yang diwakafkan, tetapi ia tetap memiliki hak
manfaat atas aset tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa aset tetap
dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sesuai dengan niat
wakif (Rahman, 2011).

Prinsip-prinsip wakaf dalam Islam menjadi landasan hukum dan
moral bagi praktik wakaf. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan tujuan
dan tata cara yang harus diikuti oleh individu yang ingin mewakafkan
harta atau propertinya untuk kepentingan umum. Berikut adalah
beberapa prinsip utama wakaf.

a. Niat ikhlas (niat yang tulus)
Prinsip pertama dari wakaf adalah niat yang tulus. Seseorang harus
melakukan wakaf dengan tujuan yang benar-benar ikhlas, yaitu
semata-mata untuk mendapatkan rida Allah dan untuk
kemanfaatan umat manusia. Niat yang tulus adalah kunci utama
dalam menentukan kesahihan wakaf.
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b. Kepemilikan yang tetap pada Allah
Wakaf berarti melepaskan kepemilikan pribadi atas harta atau
properti dan menyerahkan kepemilikan tersebut kepada Allah
Swt. Penyerahan ini berarti harta atau properti yang diwakafkan
tidak lagi dapat dijual, dipindahtangankan, atau dimanfaatkan
untuk kepentingan pribadi pemiliknya.

c. Tidak untuk kepentingan pribadi
Harta atau properti yang diwakafkan tidak dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan pribadi atau keluarga pemiliknya. Prinsip ini
menegaskan bahwa manfaat dari wakaf harus digunakan untuk
kepentingan umum atau amal kebajikan yang sesuai dengan
ajaran Islam.

d. Kontinuitas manfaat
Prinsip ini menekankan bahwa manfaat dari wakaf harus
berkelanjutan dan tidak boleh terputus. Misalkan harta atau
properti diwakafkan untuk mendirikan sebuah masjid, masjid
tersebut selamanya harus tetap digunakan untuk ibadah.

e. Kepastian hukum
Wakaf harus memenuhi persyaratan hukum Islam dan tidak boleh
melanggar ketentuan-ketentuan agama. Hal ini mencakup aspek-
aspek seperti syarat-syarat kepemilikan, batasan-batasan dalam
pengelolaan, dan tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam.

f. Memilih tujuan yang bermanfaat
Wakif (pemberi wakaf) harus memilih tujuan wakaf yang bermanfaat
bagi umat manusia. Tujuan ini dapat berupa pembangunan masjid,
madrasah, rumah sakit, pusat kesejahteraan sosial, atau lembaga amal
lainnya yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat.

g. Menghormati keinginan wakif
Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan wakaf harus sesuai dengan
keinginan dan kepentingan yang diinginkan oleh wakif. Pengelola
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atau badan yang ditunjuk untuk mengelola harta atau properti
yang diwakafkan harus menghormati keputusan wakif.

h. Transparansi dan akuntabilitas
Pengelolaan harta atau properti yang diwakafkan harus dilakukan
dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Setiap
pengeluaran atau penggunaan manfaat dari wakaf harus tercatat
dan dapat dipertanggungjawabkan.

i. Memahami konteks sosial dan kemanfaatan umum
Wakaf harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan
dan konteks sosial masyarakat sekitarnya. Tujuan wakaf harus
mengakomodasi kepentingan dan kemanfaatan umum dalam
lingkungan tersebut.

j. Pengawasan dan pemeliharaan harta wakaf
Harta atau properti yang diwakafkan harus dijaga, dipelihara, dan
dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa manfaat dari wakaf
terus berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif dalam
jangka panjang.

Prinsip-prinsip wakaf ini membentuk dasar moral dan hukum yang
mengatur praktik wakaf dalam Islam. Mereka memastikan bahwa wakaf
dilakukan dengan iktikad baik, transparansi, dan tujuan yang bermanfaat
bagi umat manusia. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, praktik wakaf
dapat menjadi sarana penting dalam memajukan kesejahteraan dan
kemaslahatan umat manusia.

3. Hukum wakaf
Hukum wakaf dalam Islam adalah sunnah muakkadah (sunnah yang

ditegaskan). Meskipun wakaf tidak termasuk dalam rukun Islam seperti
zakat, wakaf memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam.
Hukum wakaf dirumuskan berdasarkan Al-Qur’an, Hadis Nabi
Muhammad saw., dan ijtihad (interpretasi) para ulama.
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Hukum wakaf adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur
tentang pemberian harta atau properti untuk kepentingan umum atau
amal. Wakaf berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti mengunci
atau mengikat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf merupakan suatu
perbuatan hukum oleh seorang Muslim dengan maksud
mempertahankan harta atau propertinya untuk kepentingan umum
dan sebagai amal. Hukum wakaf memiliki landasan kuat dalam ajaran
agama Islam dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam
Al-Qur’an, Hadis, dan ijma’ (kesepakatan ulama).

Wakaf dianggap sebagai bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan
dalam Islam karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Wakaf
dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uang, tanah, atau
bangunan, dengan tujuan yang beragam, seperti masjid, rumah sakit,
sekolah, atau pusat kesejahteraan masyarakat.

Agar suatu wakaf dianggap sah menurut hukum Islam, harus dapat
memenuhi beberapa syarat. Pertama, niat wakif harus murni dan tulus,
semata-mata untuk mendapatkan rida Allah dan memanfaatkan harta
tersebut untuk kepentingan umum. Kedua, harta atau properti yang
akan diwakafkan harus dimiliki secara sah oleh wakif dan tidak boleh
tercemar oleh cacat hukum yang menghalangi kepemilikan.

Jenis-jenis wakaf meliputi wakaf uang, tanah, dan bangunan. Wakaf
uang adalah mewakafkan sejumlah uang untuk tujuan amal atau
kepentingan umum. Sementara wakaf tanah yaitu mewakafkan sebidang
tanah atau properti yang kemudian akan digunakan untuk tujuan
tertentu; pembangunan fasilitas umum atau fasilitas yang bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat. Wakaf bangunan adalah mewakafkan
barang infrastruktur fisik, seperti rumah, masjid, atau pusat pendidikan,
untuk digunakan demi kepentingan umum (Jaharuddin, 2022).

Pengelolaan wakaf juga memiliki peran penting. Wakaf harus
dikelola dengan bijaksana dan transparan oleh badan atau lembaga yang
ditunjuk. Pengelolaan harus memastikan bahwa manfaat dari wakaf
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terus berkelanjutan dan digunakan sesuai dengan tujuan wakif.
Pengelola juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana
wakaf kepada komunitas.

Hukum wakaf tidak dapat diabaikan dalam ajaran Islam karena
sangat penting. Praktik wakaf membantu membangun dan memelihara
fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit, yang
memberikan manfaat kepada seluruh komunitas. Selain itu, wakaf juga
membantu mengatasi masalah sosial dan ekonomi dengan menyediakan
akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

Dalam konteks sosial dan ekonomi, wakaf memiliki dampak besar
dalam memperkuat kohesi sosial dan mengurangi disparitas ekonomi.
Wakaf berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang
memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama
kepada piha-pihak yang membutuhkan.

Jenis-Jenis Wakaf

1. Wakaf uang
Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dengan mengalihkan
kepemilikan uang atau aset keuangan lainnya untuk tujuan amal. Uang
yang diwakafkan dapat digunakan untuk membiayai program-program
sosial, pendidikan, kesehatan, atau pengembangan infrastruktur yang
bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk
wakaf yang melibatkan pemberian sejumlah uang untuk kepentingan
umum atau amal. Pendekatan ulama klasik dan kontemporer terhadap
wakaf uang memiliki perspektif yang serupa, namun dengan penekanan
pada konteks dan aplikasi yang berbeda.

Menurut ulama klasik, Imam Al-Ghazali dan Imam Ibn Qudamah,
wakaf uang dianggap sebagai bentuk amal kebajikan yang sangat
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dianjurkan dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa memberikan uang
untuk tujuan amal merupakan tindakan yang mendekatkan diri kepada
Allah dan merupakan salah satu bentuk belas kasihan terhadap sesama
manusia. Wakaf uang dianggap sebagai cara untuk mendukung
pembangunan fasilitas publik, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,
yang merupakan tujuan-tujuan mulia dalam ajaran agama Islam.

Di sisi lain, ulama kontemporer, Sheikh Yusuf al-Qaradawi dan Dr.
Monzer Kahf, juga mengakui pentingnya wakaf uang, namun mereka
menekankan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah
dalam pengelolaan dana wakaf. Mereka menyoroti perlunya transparansi,
akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dana wakaf
uang untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar diterima oleh
masyarakat yang membutuhkan.

Dr. Monzer Kahf juga menekankan pentingnya diversifikasi
investasi dalam pengelolaan dana wakaf uang. Menurutnya, menginves-
tasikan dana wakaf dalam berbagai instrumen keuangan yang sah secara
syariat dapat mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari wakaf
tersebut. Dengan cara ini, dana wakaf tidak hanya bertahan, tetapi juga
dapat tumbuh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas
(Mujahidin, 2021).

Pendekatan ulama kontemporer mencerminkan respons terhadap
kompleksitas dan dinamika ekonomi modern. Mereka menekankan
perlunya beradaptasi dengan lingkungan keuangan yang terus berubah
sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariat. Hal ini
menunjukkan bahwa wakaf uang dapat menjadi instrumen yang kuat
dalam memajukan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan bijak
dan mematuhi prinsip-prinsip agama.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk amal kebajikan dalam
Islam yang mendapatkan pengakuan dari ulama klasik maupun
kontemporer. Melalui wakaf uang, umat muslim memiliki kesempatan
untuk berkontribusi dalam memajukan kepentingan umum dan amal.
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Dalam konteks ekonomi modern, penting bagi komunitas muslim
untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan dana wakaf uang yang
bijak dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan cara
ini, wakaf uang dapat menjadi alat yang efektif dalam memajukan
kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi.

2. Wakaf tanah
Wakaf tanah adalah wakaf yang dilakukan dengan mengalihkan
kepemilikan tanah atau properti real estate untuk tujuan amal. Tanah
yang diwakafkan dapat digunakan untuk membangun rumah sakit,
sekolah, masjid, atau fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat
kepada masyarakat.

Wakaf tanah merupakan bentuk wakaf yang melibatkan pemberian
atau pengalihan hak atas sebidang tanah untuk kepentingan umum
atau amal. Praktik wakaf tanah memiliki akar yang dalam dalam tradisi
Islam dan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam
memajukan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hukum Islam, wakaf tanah dianggap sebagai bentuk
investasi yang berkelanjutan dalam kesejahteraan umum. Tanah yang
diwakafkan biasanya digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat
bagi masyarakat, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit,
atau fasilitas umum lainnya. Prinsip utama dari wakaf tanah adalah bahwa
tanah tersebut tidak boleh dijual atau dialihkan kepemilikannya.
Adapun hasil dari pengelolaan atau sewa tanah tersebut harus
digunakan untuk memelihara dan memperluas tujuan wakaf.

Wakaf tanah juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan dalam
masyarakat. Melalui pemanfaatan tanah wakaf, masyarakat dapat
membangun infrastruktur penting tanpa harus bergantung pada
sumber daya keuangan pribadi. Hal ini dapat mengurangi beban
finansial pada individu atau keluarga yang mungkin tidak mampu untuk
membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan masjid atau
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sekolah. Selain itu, wakaf tanah juga dapat menjadi sumber pendapatan
berkelanjutan untuk lembaga-lembaga amal atau amil zakat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf.

Di kalangan masyarakat muslim, wakaf tanah berperan penting
dalam mempromosikan nilai-nilai sosial dan keadilan. Dengan
mendedikasikan sebidang tanah untuk kepentingan umum, wakif
(pemberi wakaf) mengamankan akses publik terhadap sumber daya
ini secara efektif. Tanah wakaf tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan
komersial atau pribadi sehingga memastikan bahwa kepentingan
masyarakat lebih diutamakan.

Selain itu, wakaf tanah juga memiliki aspek spiritual yang kuat
dalam Islam. Para wakif sering kali melihat tindakan memberikan tanah
untuk kepentingan umum sebagai bentuk ibadah dan amal kebajikan.
Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ikatan sosial dalam
komunitas muslim.

Dalam konteks ekonomi global saat ini, wakaf tanah juga dapat
menjadi instrumen yang efektif untuk mempromosikan pembangunan
berkelanjutan dan menanggulangi ketimpangan ekonomi. Dengan
memanfaatkan dan mengelola tanah secara bijak, lembaga-lembaga amal
dan pemerintah dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam
untuk kepentingan umum.

3. Wakaf produktif
Wakaf produktif adalah wakaf yang mengalihkan kepemilikan aset
produktif seperti usaha, perusahaan, atau saham untuk tujuan amal.
Aset yang diwakafkan akan dijalankan dan dikelola secara profesional
untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan
sosial dan amal.

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk wakaf yang bertujuan
untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan yang dapat
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digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Wakaf produktif
membedakan diri dari bentuk wakaf lainnya karena fokus utamanya
adalah pada penggunaan hasil dari wakaf untuk tujuan ekonomi atau
usaha produktif. Prinsip dasar dari wakaf produktif adalah bahwa sumber
daya yang diwakafkan, seperti tanah atau modal, digunakan untuk
mendukung kegiatan ekonomi ber manfaat jangka panjang.

Menurut ulama kontemporer, wakaf produktif dipandang sebagai
instrumen penting dalam memajukan perekonomian umat muslim dan
masyarakat umum. Mereka berpendapat bahwa dengan memanfaatkan
sumber daya wakaf untuk mendirikan usaha atau proyek ekonomi,
masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
produktivitas, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Wakaf produktif
juga dianggap sebagai sarana untuk mempromosikan kemandirian
ekonomi di tingkat lokal (Naja, 2022).

Pendekatan ulama kontemporer terhadap wakaf produktif sering
kali mencakup strategi pengelolaan yang berbasis pada prinsip-prinsip
ekonomi dan bisnis Islam. Mereka menekankan pentingnya
transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan
sumber daya wakaf. Selain itu, mereka mendorong inovasi dalam
pengelolaan wakaf untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang
dihasilkan dapat maksimal.

Salah satu contoh nyata dari wakaf produktif adalah pendirian dan
pendanaan pada usaha mikro atau kecil. Usaha-usaha tersebut dapat
mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, industri kecil, atau jasa. Hasil
dari usaha-usaha ini kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai
program atau proyek yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks global saat ini, wakaf produktif juga dapat menjadi
alat yang efektif untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan sumber daya alam atau modal untuk kegiatan
ekonomi yang berkelanjutan, wakaf produktif dapat berkontribusi pada
pengurangan emisi karbon, pelestarian lingkungan, dan penciptaan
lapangan kerja.
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Implementasi Wakaf
Implementasi wakaf adalah proses penerapan dan pelaksanaan dari konsep
wakaf dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses
ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pemilihan jenis wakaf, pengelolaan
aset wakaf, serta penentuan tujuan penggunaan hasil wakaf. Dalam Islam,
wakaf memiliki peran penting dalam membantu memperbaiki kualitas hidup
masyarakat, terutama yang membutuhkan bantuan ekonomi dan sosial.

Salah satu bentuk implementasi wakaf yang umum adalah pendirian
dan pengelolaan lembaga amil zakat, yang bertugas mengumpulkan dan
mendistribusikan dana wakaf kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Lembaga amil zakat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
dana wakaf digunakan sesuai dengan syarat dan tujuan yang telah ditentukan
oleh pemberi wakaf.

Selain itu, implementasi wakaf juga dapat terwujud dalam pembangunan
fisik, seperti rumah sakit, sekolah, atau masjid yang dibiayai oleh dana wakaf.
Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur,
masyarakat dapat memperoleh manfaat jangka panjang dalam bentuk akses
terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan tersebut.

Dalam konteks ekonomi, implementasi wakaf juga dapat berarti
memanfaatkan aset wakaf untuk mendirikan usaha atau proyek yang dapat
menghasilkan pendapatan. Pendirian usaha mikro atau kecil yang dibiayai
oleh dana wakaf adalah salah satu contoh nyata dari implementasi wakaf
dalam konteks ekonomi.

Selain dana keuangan, tanah juga merupakan aset yang sering kali
diwakafkan. Implementasi wakaf atas tanah dapat meliputi penggunaannya
untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat yang membutuhkan
tempat tinggal. Hal ini dapat membantu mengatasi permasalahan
ketersediaan tempat tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu.

Tentu saja, implementasi wakaf juga membutuhkan pengelolaan yang
bijak dan transparan. Lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas
pengelolaan aset wakaf harus memastikan bahwa dana atau aset wakaf
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digunakan penuh dengan pertanggungjawaban dan sesuai dengan tujuan
yang diinginkan oleh pemberi wakaf (Rahman, 2011).

Dalam masyarakat Islam, implementasi wakaf menjadi bagian integral
dari upaya memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat. Dengan
memanfaatkan aset wakaf dengan baik, masyarakat dapat menciptakan
dampak positif yang signifikan dalam perekonomian dan kesejahteraan
umum. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait dan
masyarakat secara umum untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan
wakaf secara efektif dan berkelanjutan.

Manfaat Wakaf
Manfaat wakaf bagi masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan: sosial,
ekonomi, dan spiritual. Wakaf merupakan instrumen yang kuat untuk
membangun kesejahteraan dan kemandirian umat. Berikut adalah beberapa
manfaat signifikan dari wakaf.

1. Pemberdayaan ekonomi umat
Wakaf berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian umat.
Dengan mengalokasikan sebagian harta untuk wakaf produktif,
masyarakat dapat membangun usaha atau proyek yang menghasilkan
pendapatan. Hal ini membantu meningkatkan taraf hidup dan
kemandirian ekonomi umat.

2. Peningkatan akses kesehatan dan pendidikan
Wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, seperti
rumah sakit atau klinik, serta institusi pendidikan, seperti sekolah atau
perguruan tinggi. Dengan demikian, wakaf dapat meningkatkan akses
terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.
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3. Pembangunan infrastruktur sosial
Dana wakaf juga digunakan untuk membangun prasarana sosial, seperti
masjid, gedung bersama, pusat kebudayaan, atau pusat aktivitas masya-
rakat. Hal ini membantu memperkuat jaringan sosial dan memperbaiki
kualitas hidup umat.

4. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
Wakaf dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,
termasuk kaum duafa dan fakir miskin. Distribusi dana wakaf kepada
mereka yang membutuhkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan
ketimpangan sosial.

5. Pemeliharaan lingkungan
Wakaf lahan dapat digunakan untuk pelestarian lingkungan, seperti
penghijauan atau pengelolaan taman kota. Hal ini membantu
menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari bagi masyarakat.

6. Pengembangan sumber daya manusia
Dana wakaf dapat dialokasikan untuk mendukung pendidikan dan
pelatihan untuk masyarakat. Program-program ini membantu
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan umat sehingga mereka
dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

7. Pengembangan potensi lokal
Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur atau usaha di
wilayah tertentu sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hal ini juga membantu mengoptimalkan potensi dan sumber daya
yang ada di suatu daerah.
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8. Pemeliharaan warisan budaya dan agama
Wakaf dapat digunakan untuk memelihara dan mendukung institusi
atau lokasi yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau agama yang penting
bagi masyarakat. Dengan wakaf, dapat membantu melestarikan warisan
dan identitas kultural.

9. Peningkatan kualitas hidup bersama
Wakaf menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat.
Keterlibatan dalam kegiatan wakaf dapat mempererat hubungan sosial
dan mempromosikan nilai-nilai kepedulian dan tolong-menolong.

10. Pahala dan keberkahan
Melalui wakaf, masyarakat berkesempatan untuk mendapatkan pahala
dan keberkahan dari Allah Swt. Pemberi wakaf juga dapat memperoleh
manfaat rohaniah dan kepuasan spiritual dari kegiatan berbagi.
Dalam keseluruhan, wakaf memiliki potensi besar untuk menciptakan

dampak positif berjangka panjang bagi masyarakat. Dengan implementasi
yang bijak dan transparan, wakaf dapat menjadi instrumen yang kuat dalam
memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Prinsip-Prinsip Dasar Wakaf
Prinsip-prinsip dasar wakaf merupakan landasan yang mengatur segala aspek
terkait dengan wakaf, baik dalam bentuk harta, tanah, maupun kegiatan
produktif. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar wakaf yang menjadi pedoman
bagi masyarakat yang ingin berwakaf (Azizah, 2020):
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1. Niat dan kepihakan kepada Allah Swt.
Prinsip pertama dari wakaf adalah niat yang tulus dan ikhlas semata-
mata karena Allah Swt. Maksud dari niat ini adalah untuk mendapatkan
rida dan pahala dari-Nya.

2. Tanpa pamrih atau kepentingan pribadi
Wakaf harus dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan
pribadi. Hal ini menegaskan bahwa wakaf adalah bentuk amal kebajikan
yang bersifat murni untuk kepentingan umum dan kemaslahatan
bersama.

3. Kepemilikan yang ditetapkan
Prinsip ini menyatakan bahwa setelah harta atau tanah diwakafkan, sifat
kepemilikannya akan ditetapkan untuk selamanya untuk umum, bukan
untuk pribadi, serta tidak dapat dijual, dialihkan, atau digadaikan. Wakif
(pemberi wakaf) tidak lagi memiliki hak kepemilikan terhadap harta
yang diwakafkan.

4. Objek wakaf harus jelas
Objek wakaf harus jelas dan dapat diidentifikasi, misalnya tanah yang
diwakafkan harus memiliki batas-batas yang jelas dan benda yang
diwakafkan harus dapat diidentifikasi dengan pasti.

5. Kemanfaatan umum
Prinsip ini menekankan bahwa wakaf harus memberikan manfaat yang
bersifat umum dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Wakaf tidak boleh
memihak kepada kelompok atau individu tertentu.
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6. Tidak merugikan ahli waris
Wakaf tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris atau mengganggu hak
kepemilikan mereka terhadap harta atau tanah warisan. Wakif harus
memastikan bahwa ahli waris mendapatkan bagian yang adil dari harta
warisan.

7. Transparansi dan akuntabilitas
Pengelolaan aset wakaf harus dilakukan dengan transparansi dan
akuntabilitas yang tinggi. Ini mencakup pencatatan yang akurat,
pelaporan kepada pihak terkait, dan penggunaan dana wakaf sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan.

8. Perawatan dan pemeliharaan harta wakaf
Prinsip ini mengamanatkan bahwa harta wakaf harus dijaga, dirawat,
dan dikelola dengan baik untuk memastikan kelangsungan dan
kemanfaatan jangka panjangnya.

9. Pengembangan dan investasi produktif
Wakaf dapat digunakan untuk investasi produktif yang menghasilkan
pendapatan atau manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, investasi harus
dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan hukum syariat.

10. Keadilan dan kepastian hukum
Prinsip ini menuntut adanya keadilan dalam distribusi manfaat dari
wakaf. Selain itu, harus ada jaminan hukum yang kuat terkait dengan
status dan pengelolaan harta wakaf.
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Prinsip-prinsip dasar wakaf menjadi pedoman yang kuat bagi
masyarakat dalam melaksanakan amal kebajikan wakaf ini dengan penuh
keyakinan dan ketaatan terhadap ajaran agama. Dengan mengikuti prinsip-
prinsip ini, wakaf dapat menjadi instrumen yang amanah dan memberikan
manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan kepentingan umum.

Peran Wakaf dalam Ekonomi Islam
Peran wakaf dalam ekonomi Islam merupakan aspek penting dari sistem
keuangan syariah yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan
masyarakat dan distribusi kekayaan yang lebih adil. Wakaf sendiri adalah
suatu amal kebajikan karena ditujukan untuk kepentingan umum (Mustafa,
2017). Dalam konteks ekonomi Islam, wakaf memiliki dampak yang
signifikan dalam beberapa aspek berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi
Wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang kuat.
Aset yang diwakafkan seperti tanah atau properti, dapat digunakan
untuk mendirikan usaha produktif seperti pertanian, perkebunan, atau
industri. Pendapatan dari usaha ini dapat digunakan untuk mendukung
kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

2. Sumber pendanaan bagi proyek kemanusiaan
Wakaf juga dapat menjadi sumber pendanaan bagi proyek-proyek
kemanusiaan dan sosial. Dana dari hasil wakaf dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit,
sekolah, masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya.
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3. Mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial
Wakaf dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan
ketimpangan sosial dengan memberikan akses kepada masyarakat yang
kurang beruntung terhadap sumber daya produktif seperti tanah atau
modal usaha. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan
taraf hidup dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

4. Pengentasan krisis kemanusiaan
Dana wakaf dapat berperan penting dalam mengatasi krisis kemanusiaan
seperti bencana alam atau konflik. Dana ini dapat digunakan untuk
memberikan bantuan darurat, membangun kembali infrastruktur yang
hancur, dan menyediakan fasilitas penting bagi korban.

5. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik
Wakaf dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur dan
pelayanan publik seperti jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum
lainnya. Peran wakaf ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
secara keseluruhan.

6. Mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan
Dana wakaf dapat diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan dan
kesehatan dengan mendirikan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit,
dan fasilitas kesehatan lainnya. Hal ini akan membantu meningkatkan
akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di masyarakat.

7. Memajukan sektor ekonomi tertentu
Wakaf juga dapat fokus pada memajukan sektoral ekonomi tertentu
yang dianggap strategis untuk pertumbuhan dan pengembangan.
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Misalkan tanah yang diwakafkan untuk mendukung sektor pertanian,
peternakan, atau industri lokal.

8. Menyediakan fasilitas publik untuk umum
Wakaf juga dapat digunakan untuk menyediakan fasilitas publik seperti
taman, tempat rekreasi, dan sarana olahraga untuk kepentingan umum.

9. Mengembangkan potensi ekonomi daerah
Dana wakaf yang diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi
daerah dapat membantu menggerakkan perekonomian lokal dan
menciptakan lapangan kerja baru.

10. Pengelolaan kekayaan bersama
Melalui wakaf, kekayaan bersama dapat dikelola secara adil dan
transparan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini membantu
mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan manfaat ekonomi
tersebar secara merata (Azizah, 2020).

Potensi dan Tantangan dalam Pemanfaatan Wakaf
Pemanfaatan wakaf dalam ekonomi Islam memiliki potensi yang besar,
namun juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Pemanfaatan wakaf
memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan
masyarakat dan ekonomi. Akan tetapi, di balik potensi tersebut, terdapat
sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar pemanfaatan wakaf dapat opti-
mal. Berikut adalah beberapa potensi dan tantangan dalam pemanfaatan
wakaf (Amelia, 2020):
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1. Potensi
a. Sumber pendanaan berkelanjutan

Wakaf menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk
berbagai proyek pembangunan dan kemanusiaan. Dana wakaf
dapat digunakan secara produktif untuk membantu membiayai
program-program penting yang memberi manfaat pada
masyarakat.

b. Pemberdayaan ekonomi
Wakaf dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan memberikan
akses kepada masyarakat untuk menggunakan aset-aset wakaf
untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pertanian, industri
kecil, atau bisnis lainnya.

c. Pengentasan kemiskinan
Melalui pemanfaatan wakaf, dapat dilakukan redistribusi kekayaan
dengan memberikan akses kepada mereka yang kurang
beruntung. Hal ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

d. Pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik
Dana wakaf dapat diarahkan untuk membangun infrastruktur
penting seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum
lainnya. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

e. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan sekolah, perguruan
tinggi, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Potensi ini
akan membantu meningkatkan akses dan kualitas layanan
pendidikan dan kesehatan.
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2. Tantangan
a. Kesadaran dan edukasi masyarakat

Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya wakaf. Edukasi yang memadai
diperlukan agar masyarakat memahami potensi dan manfaat dari
pemanfaatan wakaf.

b. Kelembagaan yang kuat
Dibutuhkan kelembagaan yang kuat untuk mengelola wakaf
dengan baik. Hal ini termasuk transparansi dalam pengelolaan
dana wakaf, akuntabilitas kepada masyarakat, dan tata kelola yang
efisien.

c. Hukum dan regulasi yang jelas
Diperlukan kerangka hukum dan regulasi yang jelas untuk
mengatur wakaf. Hal ini termasuk hak kepemilikan, pengelolaan,
dan penyaluran dana wakaf.

d. Pengelolaan risiko
Seperti bentuk investasi lainnya, pemanfaatan wakaf juga
melibatkan risiko. Diperlukan strategi pengelolaan risiko yang
baik untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan bijak
dan efisien.

e. Pengawasan dan monitoring
Penting untuk memiliki sistem pengawasan dan monitoring yang
efektif untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan sesuai
dengan tujuannya dan memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat.

f. Pemilihan proyek yang tepat
Memilih proyek atau inisiatif yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan memiliki dampak positif adalah kunci
keberhasilan pemanfaatan wakaf.
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Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pemanfaatan wakaf dapat
menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat. Potensi besar dari wakaf dapat direalisasikan
dengan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat
dalam membangun ekosistem wakaf yang kuat dan berkelanjutan.
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18
EKONOMI ISLAM
DI INDONESIA

Ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat seiring
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat pada prinsip-prinsip ekonomi
yang berlandaskan ajaran Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi
yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran dalam agama Islam yang
mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada
masyarakat.

Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

1. Pengaruh Islam dalam ekonomi tradisional
Sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memiliki dasar
yang berkaitan kuat dengan tradisi Islam yang telah ada di nusantara
sejak berabad-abad yang lalu. Seiring dengan masuknya agama Islam
pada abad ke-13 Masehi melalui pedagang Arab, India, dan Tiongkok,
konsep-konsep ekonomi Islam mulai mengakar ke dalam tatanan sosial
dan ekonomi masyarakat.



Ekonomi Islam di Indonesia300

Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, ekonomi berbasis
syariat secara alami terbentuk melalui praktik perdagangan dengan
prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam bertransaksi, para pedagang muslim
mempraktikkan etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan
keterbukaan. Mereka juga mempraktikkan zakat, infaq, dan sedekah
sebagai kewajiban dalam agama untuk membantu sesama manusia.

Selanjutnya, pada periode atau masa kesultanan Islam telah
menyebar di berbagai wilayah nusantara, sistem ekonomi Islam ini
semakin terstruktur. Para sultan dan ulama memainkan peran penting
dalam membentuk dan mengatur sistem ekonomi berbasis syariat.
Mereka mendirikan berbagai lembaga keuangan seperti baitul mal
(kantor keuangan publik) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan
dana zakat serta dana sosial lainnya. Selain itu, dikenal lembaga keuangan
lain, seperti wakaf (harta bersama) yang digunakan untuk membiayai
berbagai proyek sosial dan pembangunan (Mardani, 2021).

Pada masa penjajahan Belanda, penerapan sistem ekonomi Islam
mengalami tantangan besar. Pemerintah kolonial cenderung
mengadopsi sistem ekonomi kapitalis Eropa yang sering kali tidak
sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun demikian,
masyarakat muslim terus mempertahankan praktik-praktik ekonomi
Islam dalam skala yang lebih kecil, khususnya di wilayah-wilayah yang
tradisi Islam masih mengakar kuat.

Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, konsep-
konsep ekonomi Islam semakin relevan. Pemerintah Indonesia
mengakui pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mencoba
mengintegrasikannya ke dalam kebijakan ekonomi nasional. Untuk
memfasilitasi ini, berbagai lembaga keuangan syariah didirikan di In-
donesia, termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan
lembaga keuangan mikro syariah.

Pada 2008, Indonesia bahkan mengeluarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan
komitmen negara terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariat.
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Sejak saat itu, industri keuangan syariah di Indonesia terus tumbuh
dengan pesat. Dalam beberapa tahun terakhir saja, ekonomi Islam di
Indonesia telah menjadi fokus utama dalam upaya pemerintah untuk
mempromosikan inklusivitas dan keadilan ekonomi. Program-program
pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di wilayah-wilayah
dengan mayoritas penduduk muslim, semakin banyak muatan prinsip-
prinsip ekonomi Islam.

Sebagai hasil dari berbagai langkah ini, Indonesia telah menjadi
salah satu negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia.
Hal ini tidak hanya mencakup lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga
sektor-sektor lain seperti asuransi, investasi, dan perdagangan. Dengan
demikian, sejarah perkembangan ekonomi Islam di Indonesia
merupakan cermin dari komitmen dan kesungguhan pemerintah serta
masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Is-
lam dalam struktur ekonomi negara dan kehidupan sehari-hari
(Faniyah, 2017).

2. Perkembangan ekonomi Islam modern
Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam modern dimulai pada
1970-an dengan munculnya gerakan-gerakan sosial ekonomi Islam.
Selain itu, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat ditelusuri
sejak berdirinya organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah dan
Nahdlatul Ulama yang memiliki fokus pada pengembangan ekonomi
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Gerakan ini membawa gagasan-
gagasan ekonomi Islam ke dalam diskursus publik yang memengaruhi
kebijakan ekonomi pemerintah. Selanjutnya, pemerintah Indonesia
pun mulai mengakui dan mendukung pengembangan lembaga-
lembaga keuangan berbasis syariat, seperti bank syariah dan lembaga
keuangan mikro syariah (Effendi, 2017). Pada 1990-an, bank syariah
mulai beroperasi di Indonesia dan memberikan landasan institusional
bagi ekonomi Islam.



Ekonomi Islam di Indonesia302

Perkembangan ekonomi Islam modern di Indonesia telah
mengalami transformasi yang signifikan selama beberapa dekade
terakhir. Meskipun basis ekonomi Islam dalam masyarakat sudah ada
sejak lama, pengaruhnya semakin kuat dengan berkembangnya
institusi-institusi keuangan syariah serta pergeseran paradigma
ekonomi global yang semakin mengakui pentingnya etika dan
keberlanjutan dalam bisnis. Berikut adalah perkembangan ekonomi
Islam modern di Indonesia dari beberapa aspek penting.

a. Lembaga keuangan syariah
Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah mengalami
pertumbuhan yang signifikan. Bank syariah, perusahaan asuransi
syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah semakin banyak
bermunculan. Mereka mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam
seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam transaksi, dan
berbagi risiko dan keuntungan. Hal ini memberikan masyarakat
alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip agama bagi mereka
yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan.

b. Pasar modal syariah
Pasar modal syariah di Indonesia semakin berkembang. Saham
syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah adalah instrumen-
instrumen yang semakin banyak digunakan oleh investor yang
ingin mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang
menciptakan peluang investasi yang sesuai dengan nilai-nilai
agama.

c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pemerintah Indonesia bersama dengan berbagai lembaga dan
organisasi sosial telah mempromosikan pemberdayaan ekonomi
masyarakat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti
koperasi syariah, wakaf produktif, dan pendidikan keuangan
syariah—yang telah menjadi fokus utama. Tujuannya untuk
menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
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d. Pendidikan ekonomi Islam
Pengetahuan dan pengamalan tentang ekonomi Islam semakin
banyak ditawarkan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari
pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini membantu
masyarakat dan para profesional dalam memahami dan
menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai
konteks.

e. Komitmen pemerintah
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya
terhadap pengembangan ekonomi Islam. Di antara langkah-
langkah yang ditempuh pemerintah dalam merealisasikan
komitmen ini adalah pengesahan berbagai undang-undang dan
peraturan terkait keuangan syariah, seperti Undang-Undang
Perbankan Syariah dan Undang-Undang Pasar Modal Syariah.
Dengan ini pemerintah telah menciptakan kerangka kerja yang
mendukung perkembangan ekonomi Islam.

f. Peran Organisasi Islam Internasional
Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim
memiliki peran yang semakin signifikan diantara organisasi-
organisasi Islam internasional, seperti berpartisipasi aktif dalam
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Organisasi Kerjasama
Ekonomi Islam (ISESCO), yang memberikan kesempatan In-
donesia untuk mempromosikan prinsip-prinsip ekonomi Islam
di tingkat global.

g. Inklusi keuangan
Ekonomi Islam memiliki fokus yang kuat pada inklusi keuangan.
Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa seluruh
masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, memiliki akses
ke layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi
Islam. Inklusi keuangan menjadi kunci untuk mengurangi
kesenjangan ekonomi dan sosial.
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Meskipun perkembangan ekonomi Islam di Indonesia
menunjukkan tren positif, masih ada sejumlah tantangan yang
perlu diatasi, seperti edukasi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip
ekonomi Islam, pengawasan dan regulasi yang lebih tepat, serta
peningkatan kesadaran masyarakat. Akan tetapi, ekonomi Islam
memiliki potensi yang besar dalam menciptakan keadilan
ekonomi, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat yang
terus berkembang dan berkontribusi pada pembangunan
ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Karakteristik Ekonomi Islam di Indonesia
Ekonomi Islam di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang
membedakannya dari ekonomi konvensional. Salah satu karakteristik utama
adalah adanya prinsip keadilan dan kebersamaan dalam bertransaksi. Prinsip
ini tercermin dalam praktik berbagi keuntungan dan risiko antara pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ekonomi Islam di
Indonesia juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam berbisnis.
Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan
maisir (spekulasi) menjadi landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Mawardi, 2015).

Karakteristik ekonomi Islam di Indonesia mencerminkan implementasi
nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Berikut ini beberapa karakteristik utama yang mendefinisikan ekonomi Islam
di Indonesia:

1. Prinsip syariah
Ekonomi Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip syariat
yang berisi larangan riba (bunga), larangan praktik bisnis yang haram,
serta fokus pada keadilan dalam transaksi. Prinsip-prinsip ini menjadi
pedoman utama dalam kegiatan ekonomi Islam.
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2. Keragaman produk dan layanan keuangan
Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, terdapat keragaman
produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariat, misalnya bank syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan
obligasi syariah. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi
kebutuhan keuangan masyarakat yang ingin mengikuti prinsip-prinsip
ekonomi Islam.

3. Wakaf produktif
Wakaf produktif adalah karakteristik unik dalam ekonomi Islam di
Indonesia. Prinsip wakaf yakni sumbangan dan perpindahan
kepemilikan aset untuk tujuan sosial dan ekonomi telah digunakan
untuk mendukung pengembangan usaha mikro, perpustakaan, rumah
sakit, dan sektor-sektor lain yang membutuhkan pendanaan.

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan fokus utama ekonomi
Islam di Indonesia. Program-program seperti koperasi syariah, dana
zakat produktif, dan bantuan modal usaha bagi masyarakat kurang
mampu menjadi instrumen penting dalam menciptakan perekonomian
yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Keadilan dan keberlanjutan
Karakteristik utama ekonomi Islam adalah fokus pada keadilan dalam
transaksi seperti berbagi risiko dan keuntungan. Ini menciptakan iklim
ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan menekankan
tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bisnis.
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6. Inklusi keuangan
Ekonomi Islam di Indonesia mendorong inklusi keuangan dan
memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke layanan
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini
membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

7. Pengembangan sektor halal
Ekonomi Islam di Indonesia mendukung pengembangan sektor halal
yang mencakup produksi makanan, farmasi, mode, dan sebagainya.
Produk-produk halal adalah bagian penting dalam ekonomi global.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam
sektor ini.

8. Peran pemerintah
Pemerintah Indonesia telah memainkan peran yang aktif dalam
mendukung perkembangan ekonomi Islam melalui berbagai regulasi
dan kebijakan sehingga dapat menciptakan kerangka kerja yang
mendukung pertumbuhan pesat di sektor ekonomi Islam.

9. Pendidikan dan kesadaran
Pendidikan tentang ekonomi Islam semakin banyak ditawarkan di
berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Hal ini membantu masyarakat dan para profesional memahami prinsip-
prinsip ekonomi Islam dan menerapkannya dalam berbagai konteks
dan situasi.
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10. Komunitas dan organisasi Islam
Para komunitas dan organisasi Islam berperan penting dalam
mendukung ekonomi Islam di Indonesia. Mereka memberikan
dukungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karakteristik ekonomi Islam di Indonesia mencerminkan visi tentang
masyarakat yang ingin menciptakan sistem ekonomi berlandaskan pada
nilai-nilai agama, inklusif, adil, dan berkelanjutan. Meskipun masih ada
tantangan dalam implementasi secara penuh atas prinsip-prinsip
ekonomi Islam, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam
mencapai tujuan ini dan terus berupaya untuk mengembangkan
ekonomi Islam yang lebih kuat dan inklusif.

Peran Ekonomi Islam di Indonesia
Ekonomi Islam di Indonesia memiliki peran yang penting dalam mengatasi
masalah ekonomi dan sosial. Salah satu peran utamanya adalah memberikan
solusi alternatif dalam mengatasi kesenjangan sosial dan ketimpangan
distribusi kekayaan. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infaq,
sedekah, dan wakaf ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kemiskinan
dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu, ekonomi Islam juga berperan dalam mengembangkan sektor
keuangan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti
bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah
memberikan alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Mulyadi, 2020).

Ekonomi Islam memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian
Indonesia. Dengan penduduk mayoritas muslim, prinsip-prinsip ekonomi
Islam menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi di negara
ini. Salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam adalah keberadaan lembaga
keuangan syariah. Bank-bank syariah dan lembaga keuangan non-bank yang
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beroperasi sesuai dengan prinsip syariat telah menjadi salah satu komponen
vital dalam sistem keuangan Indonesia. Mereka menyediakan layanan
keuangan yang mematuhi hukum-hukum Islam, termasuk produk-produk
perbankan, investasi, dan pembiayaan yang tidak melibatkan bunga dan
kegiatan spekulatif.

Selain itu, ekonomi Islam juga memengaruhi sektor riil di Indonesia.
Terdapat banyak UMKM dan perusahaan besar yang beroperasi sesuai
dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka mengintegrasikan nilai-
nilai keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam operasi bisnis mereka.
Misalnya, mereka dapat menerapkan model bagi hasil dalam pembiayaan
dan berusaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam aspek keuangan publik, prinsip ekonomi Islam juga memengaruhi
kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran pemerintah. Beberapa pemerintah
daerah bahkan telah mencoba untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam
dalam alokasi anggaran mereka dengan mengutamakan proyek-proyek yang
memberikan manfaat sosial yang besar dan meminimalkan ketimpangan
ekonomi.

Tidak hanya dalam hal keuangan, ekonomi Islam juga memengaruhi
sektor pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Di perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan lainnya telah menyediakan program-program studi
dan pelatihan khusus bidang ekonomi Islam. Upaya ini bertujuan untuk
menghasilkan para pemikir dan ekonom profesional yang memahami
prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat mengaplikasikannya dalam
berbagai konteks ekonomi.

Akan tetapi, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi
Islam di Indonesia meskipun telah memiliki perkembangan yang cukup positif.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran
mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam di kalangan masyarakat luas. Selain
itu, masih ada beberapa hambatan pada regulasi dan kebijakan dalam
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia yang perlu diatasi.
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Secara keseluruhan, ekonomi Islam memiliki peran yang signifikan
dalam membentuk struktur ekonomi Indonesia. Melalui lembaga-lembaga
keuangan syariah, praktik-praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi Islam, dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil,
Indonesia terus berusaha untuk mencapai tujuan ekonomi yang inklusif,
berkelanjutan, dan adil berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Tantangan dan Potensi Ekonomi Islam di Indonesia
Meskipun telah mengalami perkembangan yang pesat, ekonomi Islam di
Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan.Tantangan dan
potensi merupakan dua faktor yang memengaruhi dinamika perkembangan
ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam di negara ini. Di satu sisi, penerapan
ekonomi Islam memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi
signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan inklusif Indonesia.
Akan tetapi, di sisi lain ada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk
mengoptimalkan manfaat dari model ekonomi ini.

Salah satu potensi besar ekonomi Islam di Indonesia adalah populasi
muslim yang besar dan menjadi mayoritas. Sebagai negara dengan penduduk
muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki basis yang kuat untuk
mengembangkan sistem keuangan dan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai
Islam. Hal ini mencakup dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan
syariah, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sektor riil, dan
pengembangan produk dan layanan keuangan yang mematuhi hukum-
hukum Islam.

Potensi lainnya adalah kebutuhan akan inklusi keuangan. Banyak
masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil, masih
belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal.
Model ekonomi Islam dengan prinsip keadilan dan kebersamaan dapat
menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi mereka
yang sebelumnya tidak terlayani.
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Di samping potensi tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu
ditanggulangi. Salah satu tantangan adalah kurangnya pemahaman dan
kesadaran mengenai ekonomi Islam di kalangan masyarakat luas. Pendidikan
dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi kunci untuk
meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap model ekonomi ini.

Regulasi dan kebijakan juga merupakan faktor penting dalam
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi Islam. Diperlukan kerangka hukum
yang jelas dan kondusif untuk mengakomodasi operasional lembaga-
lembaga keuangan syariah, serta memastikan adanya mekanisme
pengawasan dan pengaturan yang efektif.

Di samping itu, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam
bidang ekonomi Islam juga menjadi tantangan. Dibutuhkan para profesional
yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dapat mengaplikasikan-
nya dengan baik dalam berbagai konteks ekonomi.
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